MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNCGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 63 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 avat {(£)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuvangan Badan Lavanan
U, perlu menetapkan Peraturan Menter;
Perhubungan tentang Pedoman Sistern  Akuntansi

Keuangan (PSAK) Politeknik Pelayaran Surabaya;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negsra (Lembaga Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negars Republik indonesia Nomor 4286}

N

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Ferbendsharaan Negera (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4335);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, sebagsimana telah diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomeor 6 Tahun 2006 tentang
Fengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78&
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesi
Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012
tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang
Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Repubitk Indonssia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5423);
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015
tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5668);

FPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republilkk Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian  Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomior 76 /PMK.05/2008 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.14
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Pelayaran Surabaya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 318);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun
Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menter:i Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
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Memperhatikan :

Menetapkan

17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
404 /KMK.05/2014 tanggal 03 September 2014
tentang Penetapan Politeknik Pelayaran Surabaya
pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi BMN Berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor
67 /PB/2007 tentang Tara Cara Pengintergrasian
Laporan Keuangen Badan Layanan Umum ke Dalam
Laporan Keuangen Kementerian Negara/Lembagsa;

2.  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Noror
47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Fenatausahaan, Pembukuan dan
Pertanggungjawaban  Bendahara pada Badan
Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada
Badan Layanan Umum;

3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelaporan Keuangan

ntitas Nirlaba;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTER] PERHUBUNGAN TENTANG

PEDOMAN GSISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
POLITEENIK PELAYARAN SURABAYA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Entitas adalah Politeknik Pelayaran Surabaya.

2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian  keuangan, penginterprestasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan keuangan.

3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut
BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah
vang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa vang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didesarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

4.  Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya
disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi
yang ditetapkan oleh lkatan Profesi Akuntansi
Indonesia dalam menysjikan laporan keuangan
suatu entitas usaha.

5.  Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyatian
laporan keuangan.

6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan.
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11.

12.

13.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang
menyelenggarakan  akuntansi, menyusun dan
menyajikan laporan keuangan sehubungan dengan
anggaran/barang vang dikelolanya, dan
menyampaikan kepada entitas pelaporan.

Politeknik Pelayaran Surabaya, yvang selanjutnya
disebut POLTEKPEL Surabaya adalah instansi
pemerintah pada Kementerian Perhubungan yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU)} sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan
entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku
besar yang ditetapkan dan disusun secara
sistermnatis untuk memudahkan perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan
pelaporan keuangan POLTEKPEL Surabaya.

Sistem Akuntansi POLTEKPEL Surabaya adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan,  pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan aktivitas keuangan
vang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Surabaya.
Laporan Keuangan adalah bentuk
pertanggungjawaban POLTEKPEL Surabaya atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan
Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan
informasi  realisasi pendapatan dan  beban
POLTEKPEL Surabaya pada periode tertentu.
Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan Pererintah yaitu Aset, Kewajiban
dan Ekuitas Dana POLTEKPEL Surabaya pada

tanggal tertentu.
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15.

16.

17.

18.

i9.

20.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan
arus masuk kas dan arus keluar kas POLTEKPEL
Surabaya selama periode tertentu vang
diklasifikasikan Dberdasarkan aktivitas operasi,
aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas POLTEKPEL Surabaya selama periode
pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan
yang menyajikan informasi tentang penjelasan
daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Aktivitas, Neraca dan Arus
Kas POLTEKPEL  Surabaya dalam  rangka
pengungkapan yang memadai.

Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari
suatu periode pelaporan.

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas POLTEKFPEL
Surabaya  selama 1 (satu) periode  vyang
mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Beban atau Biaya adalah penurunan manfaat
ekonomi selama 1 {satu) periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan
penurunan ekuitas bersih.

Aset adalalh sumber daya ekonomi yang dikuasail
dan/atau dimiliki oleh POLTEKEPEL Surabaya
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ckonomi dan/atau sosial dimasa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
FOLTEKPEL Surabaya maupun masyarakat serta
dapat diukur dalarm satuan uang termasuk sumber
daya non keuangan vyang diperlukan untuk
penyediaan jasa  bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah & budaysa.
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22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kewajiban adalab utang vang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi POLTEKEPEL
Surabaya.

Ekuitas adalah hak residual POLTEKPEL Surabaya
atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang
dimiliki.

Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam
satuan uang, kwitansi, atau nilai yang disepakati
pada saat tanggal terjadinya transaksi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan dalam pasar yang aktif antara pihak -
pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewsajiban antar pihak vyang memahami dan
berkeinginan untuk melakulkan transaksi wajar.
Harga Perolehan adalah semua biaya-biaya yang
dikeluarkan sampai dengan aset siap untuk
digunakan.

Jurnal standar adalah jurnal yang digunakan untuk
pencatatan dan pemrosesan transaksi anggaran,
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
serta transaksl non anggaran.

Bukti Pendukung (Source Document), adalah bukti
yvang sah dan relevan yang digunakan dalam
transaksi keuangan dan  berfungsi sebagai
pendukung bukti jurnal.

Dengan kata lain, bukti pendukung merupakan
bagian dari bukti pembukuan. Misalnya, kontrak
penjualan/pembelian barang, faktur penjualan/
pembelian, tagihan rekening listrik dari PLN,
Laporan Penerimaan dan Pemakaian Barang

(rudang, serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

www.regulasip.com



Pasal 2
Peraturan Menter: Perhubungan ini menjadi pedoman

dan berlaku khusus di POLTEKPEL Surabaya.

BAB 1I
SISTEMATIKA AKUNTANSI KEUANGAN
POLTEKPEL SURABAYA

Pasal 3
(1) Sistem Akuntansi POLTEKPEL Surabaya terdiri dari:

a. Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan
Laporan Keuangan Pokok untuk keperluan
aluntabilitas, manajemen, dan transparansi;

b.  Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan
Laporan  Aset Tetap untuk  keperluan
manajemen aset tetap; dan

c. Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi
biaya satuan (unit cost) per unit layanan,
pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi

lain untuk kepentingan manajerial.

(2) Sistematika Sistem  Akuntansi POLTEKFEL
Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat ({1},

terdiri dari:

a. BARI : Pendahuluan;

b, BABIHI . Akuntans: Keuangan;
¢c. BABIHI : Akuntansi Aset Tetap;
d. BABIV : Akuntansi Biaya;

e. BABV : Penutup.

{3} Sistematika Sistem Akuntansi POLTEKPEL
Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagien tidak terpisahkan dar Peraturan

Menteri ini.
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(4) Sistem Akuntansi Keuangan POLTEKPEL Surabaya
sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) huruf (b),
huruf {¢] dan huruaf (d}, mengacu kepada Standar
Prosedur Operasional sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IIi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Laporan Keuangan POLTEKPEL Surabaya yang disusun
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan
ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Laporan

Akuntabilitas Manajemen POLTEKPEL Surabaya.

Pasal 5

Proses pengintegrasien laporan keuangan berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan ke dalam laporan
keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan terhadap Sistern Akuntansi Keuangan
Politeknik Pelayaran Surabaya dapat dilaksanakan oleh
Direktur POLTEKPEL Surabaya dengan tetap

berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB 1V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri in1 dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Me1 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 847.

Salinan sesuai dengan aslinya
WA}?ZBIF HUKUM,
SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda {IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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[1]

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDCONESIA

NOMOR - PM 63 TAHUN 2016
TANGGAL 19 MEI 2016

BAB

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia pelayaren vang begitu pesat, akan
berdampak terhadap oeningkatan permintaan kebutuhan tenaga Pelaut
dan tenaga ahli kepelabuhanan dan sangat mempengaruli
kelangsungan lembaga pendidikan maritime khususnya POLTEKPEL
Surabaya. PFleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengamanan asctl
Negarsa.

Semakin berkembangriva suatu organisasi karena itu diperlukan
Sistern Akuntansi Keuangan guna memperbaiki informasi yang teiah
dihasilkan oleh sistem vang sudal ada, baik mengetahul muty,
ketepatan penyajian, maupun struktur informeasi dan juga memperbaiid
pengendalian akuntansi dan pengecekan intern untuk memperbaikd
tingkat kehandalan [reliabilify; informasi dan untuk menyediakan
catatan lengkap seningga dapai meningkatkar kualitas informasi yang
tepat guna, lengkap dan terpercaya unitukmendukung pengambian
keputusan manajernein.

POLTEKPEL Surebaya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklar
Pelayaran  di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya
Parhubungan (BPSDM), yang berada dibawal dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Badan Peagembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan. Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya
Matennal yang ada diPOLTEXPEL Surabaya diberdayakan untuk
meningkatken kinerje yvang diperlukan cdomi kelangsungan organisasi.
Peningxatan kualitas surnber dayes vang ada merupakan allernatif
pilihan vang harus dicoba untuk meningkatkasn pelayanan organisasi
kepada masyarakai. Hal ini depat dilakukarn dengan cara melakuian
perubshan cara pandang, bahwa organisasi Pemermtah yang tadinys

birokratis menjedi organisas: vang mempunyval sifat wirausaha.

4
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POLTEKPEL Surabaya sehelumnya bernama Balal Pendidikan dan
Latihan Pelayaran (BEPLP] mulai Tahun Akademik 1982 s/d 1990
menvelenggarakan program pendidikan kepelautan untuk bidang
Nautika dan Teknika {Strata-A), lalu berubah menjadi Balai Pendidikan
dan Latihan Pelayaran Dasar (BPLPD) pada Tahun 1990 s/d 2002
dengan melaksanakan Diklat tingkat dasar {Rating), pada Tahun 2002
s/d 2013 berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Iimu
Pelavaran (BP2IP) Surabaya dengan tugas pokok mendidik perwira
pelayaran niaga diklat keahlian kepelautan tingkat I, 1V, V dan Dasar
bidang keahlian Nautika dan Teknika, serta menyelenggarakan Diklat
Ketrampilan Kepelautan, Kemudian pada Tahun 2013 sampai dengan
sekarang, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 14
Tahun 2013 Tanggal, 20 Februari 2013 berubah menjadi Politeknik
Pelayaran (POLTEKPEL} Surabaya dengan tugas pokok mendidik
Perwira Pelayaran Niaga Diklat kompetensi kepelautan pembentukan
Diploma Il Pelayaran Bidang Keahlian Nautika (ANT-III) Tehnika {(ANT-
11T}, Elektro Pelayaran dan Diklat Peningkatan kompetensi Kepelautan
Tingkat I}, IV, V dan Rating serta Diklat Keterampilan Pelaut.

Perkembangan organisasi yang terjadi pada POLTEKPEL Surabaya
mendorong POLTEKPEL Surabaya menjadi salah satu satker yang
menerapkan PK-BLU. Dalam penerapannya PK- BLU membuka peluang
kepada semua entitas Pemerintah vyang berbentuk Unit Pelaksana
Teknis (UPT) atau bentuk lainave untuk mengelola keuangannya secara
mandiri, artinya yang tadinya semua Penerirnaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang diterima oleh entitas Pemerintah tersebut harus disetor ke
Kas Negara, sckarang dapat dikelola sendiri dengan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU),

Perlu diketahui, bahwa BLU POLTEKPEL Surabaya didirikan
dengan maksud menyelenggarakan program pendidikan Diklat
Penjenjangan tingkalt Dasar, tingkat IV, tingkat V dan Diklat
Pembentukan DP I dan DP IV Diploma dan Non Diploma di bidang
pelayaran. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
POLTEKPEL Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 404/KMK.05/2014 tenteng Penetapan POLTEKPEL Surabaya
pnada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintahan yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU}
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) adalah
pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibiltas berupa
keleluasaan untuk menerapkan pralktek-praktek bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyrakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai pengecualian dan pengelolaan keuangan negara pada
umumnya. Dalam hal ini PK-BLU dituangkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tanun 2012 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340).

Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanggungiawaban keuangan
berdasarkan PK-BLU, maka perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi
Keuangan BLU POLTEKPEL Surabava bersumberkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangen Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
[PSAK-ETAP) vang dikeluarkan oleh Ikatan Profesi Akuntasi Indonesia
(IAI} dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008,
tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU,
serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lermmbaran Negara Republik IndonesiaTahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165).

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan penvusunan Pedoman Sistem Akuntansi BLU

POLTEKPEL Surabaya adalah:

1. Petunjuk dasar berupa kebijakan, sistem dan prosedur (SISDUR])
akuntanst keuangan yang harus ditempuh agar sesual dengan
perkembangan praktek-praktek akuntansi yang lazim berlaku
di Indonesia, serta rnemudahkan dalam menyusun laporan keuangan
bagi staf akuntansi finstruction).

2. Agar terdapat keseragaman dan Kkonsistensi dalam pencatatan
transaksi keuangan {consisiency).

3.Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan
(accuracy), netral/tidak berpihak (reuiraiity), memberikan informasi

vang lengkap (full  disclosure/completeness), dan dapat
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diperbandingkan {comparabiiity), serta mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

4. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan vyang tepat waktu
(timelines) dan mudah dimengerti {understandability), sehingga dapat
digunakan secbagal dasar keputusan (decision supports) bagi semua

pemakai laporan.

SISTEMATIKA PENULISAN PEIDOMAN
Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan disusun dengan sistematika
penyajian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

sistematika penulisan laporan, dialkhiri dengan ruang lingkup.

BAB II SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

A. Kebijakan Akuntansi
Menguraikan tentang: (1}. pengertian; {2]. dasar hukum penyusunan
kebijakan akuntesnsi; (3). pengguna dan kebutuhan informasi laporan
keuangan; (4). peranan dan twuan laporan keuangan, (5). tanggung
jawab atas laporan keuangan, (6}). ikhtisar kebijakan akuntansi, {7}.
karakteristik kualitarif laporan keuangan, (8). kendala informasi yang
relevan dan andal; {9). unsur laporan keuangan, (10). pengakuan
unsur laporan keuangan, (11}. pengukuran unsur laporan keuangan,
(12). penyajian laporan keuangan; (13). akuntansi pendapatan; {14}
akuntansi biaya, (15). akuntansi aset; (16}. akuntansi kewajiban, (17}.
akuntansi ekuitas.

B. Prosedur Akuntansi dan Formeat Laporan Keuangan
Menvajikan dan menjelaskan bagan siklus dan proses akuntansi dari
dokumen masukan, proses dan format laporan keuangan.

C.Jurnal
Menyajikan Jurnal Umum, Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penutup, dan
Reversing Entry.

. Bagan Akun Standar {BAS)
Daftar buku besar vang ditetapkan dan disusun secara sistematis
untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta
pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintahan.

E. Kode Kas
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Menguraikan tentang tatacara kodefikasi setiap akun yang ada
Laporan Arus Kas
F. Mapping
Menguraikan tentang persamaan kode akun SAP dengan SAK
BAB III SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP
Menyajikan dan menjelaskan tentang: (A). Pengertian sistem
akuntansi aset tetap, (B). Prosedur dan kebijakan akuntansi aset tetap,
(C). Klasifikasi dan kodefikasi, (D). Daftar dan umur ekonomis aset
tetap, (E). Jenis-jenis transaksi dalam akuntansi aset tetap, (F). Metode
penyusutan, (G). Dokumentasi aset tetap, (H). Pengelolaan aset tetap,
{l). Pengawasan dan pengendalian aset tetap, (J). Kondisi aset tetap,
{K). Format laporan aset tetap.
BAB IV SISTEM AKUNTANSI BIAYA
Menyajikan dan menjelaskan sistem vang digunakan oleh BLU
POLTEKPEL Surabaya dalam menentukan perhitungan biaya untuk
taril kegiatan pelayanan pendidikan penyegaran dan peningkatan ilmu
pelayaran dan biaya biaya lain sehubungan dengan kegiatan BLU
POLTEKPEL Surabaya lainnya.
BAB V PENUTUP

2. RUANG LINGKUP

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan BLU POLTEKPEL Surabaya
memberikan landasan yang jelas untuk menerapkan praktek-pratek
akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan Prinsip Akuntens: Berterima Umum (PABU) untuk memudahkan
auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

Dengan adanya Peraturan Menteri  Keuangan Nomor
76/ PMI.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan
penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada
standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umurm, perlu diatur ketentuan mengenal pedoman akuntansi
dan pelaporan Keuangan Baden Layanan Umum. Peraturan Menterl
Keuangan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Mei 2008,
Dalam hal ini BLU dapat mengembangkan dan menerapkan sistem

akuntansi setelah jangka waktu 2 {dua} tahun setelah BLU ditetapkan.
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imana Laporan Keuangan sesual dengan SAK digunakan untuk
kepentingan pelaporan kepada pengguna umum laporan keuangan BLU
POLTEKPEL Surabaya, dalam hal ini adalah stakeholders, yaitu pihak-
pihak vang berhubungan dan rmemiliki kepentingan dengan BLU
POLTEKPEL Surabaya. Sedangkan japoran keuangan yang sesuai
dengan SAP digunakan untuk kepentingan konsolidasi laporan
keuangan BLU POLTEKPEL Surabaya dengan laporan keuangan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan
Kementerian Perhubungan.

Pedoman Sistemn Akuntansi BLU POLTEKPEL surabaya
merupakan bagian dari sistem informasi keuangan secara keseluruhan,
sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi manajemen
vang ada di entitas BLU POLTEKPEL Surabaya. Pedoman
Sistem  Akuntansi ini selain  memuat Sistem Akuntansi Keuangan,
juga telah dilengkapi dengan Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Sistem
Akuntansi Biaya. Namun, agar seluruh transaksi keuangan dapat diolah
dan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan tujuan sebagaimana
dimaksud di atas, sistern akuntansi ini perlu dilengkapt dengan
Pedoman Pengoperasian Piranti Lunak Akuntansi (Operating Manual of

Financial Accounting Software).
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BAB 1II
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

A KEBIJAKAN AKUNTANSI
i. PENGERTIAN

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi,
peraturan, dan prakiek vang diterapkan manajemen POLTEKPEL
Surabaya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
Sasaran dari pemilihan kebijakan vang paling tepat adalah yang
dapat menggambarkan kondisi keuangan POLTEKPEL Surabaya
secara rtealistis dalain bentuk laporan akuntansi keuangan pada
suatu tanggal tertentu dari suatu periode maupun kinerja keuangan

dan operasi untuk periode yang sama.

Sebagai batas atas dari konsep penerapan kebijakan akuntansi
adalah pertimbangan biaya dan manfaat (cost & benefit) dan sebagai
batas bawahnya adalah pertimbangan materialitas (materiality) dari

suatu permasalahan vang timbul.

Pertimbangan  pemilihan untuk penerapan kebijakan
akuntansi dan penylapan laporan keuangan oleh manajemen antara

lain:
a. Penyajian wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan
Aktivitas/L.RA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan
diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan
keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada
saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian,
sehingga aset atau pendapatan tidak dinvatakan terlalu tinggi
dan kewajiban atau biayva tidak dinyatakan terlalu rendah.

Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan
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pembentukan cadangan  tersembunyi atau  penyisihan
berlebihan, dan sengaja menetapkan Aset atau pendapatan
yvang lebih rendah ateu pencatatan kewsajiban atau biaya yang
lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral
dan tidak andal.

b. Substansi Mengungguli Bentuk {Substance Cver Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka
transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan
bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi
atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek
formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan
jelas dalam CalkK.

c. Materialitas Walaupun idealnya memuat segala informasi,
laporan keuangan BLU hanya diharuskan memuat informasi
vang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang
material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau
kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas
cdasar laporan keuangan.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar penyusunan kebijakan akuntansi POLTEKPEL Surabaya

antara lain adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

c.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},
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Peraturan Pemerintalh Nomor 23 Tahun 2002 ientang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 Nomor 171, Tambhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintahh Nomor 38 Tahun 2008
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78&,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber
Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310};

Peraturan Pemeriniah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5668);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nemor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
76 /PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Badan Layanan Umum,
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 14 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran
Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 318);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang
Bagan Akun Standar;

Peraturan Menter:i Keuangan Republik Indonesia Nomor
217/PMK.C5/2015 tentang Pernyatean Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Norﬁor 13 tentang Penyajian
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Repukiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
Keputusan Menteri Keuvangan Nomor 404/KMK.05/2014
tanggal 03 September 2014 tentang Penetapan Politeknik
Pelayaran Surabayva Pada Kementerian Perhubungan Sebagai
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka
Amortisasl Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
Pada Entitas Pemerintah Pusat;

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akutansibilitas Publik (PSAK-ETAP) Tahun 2010, tentang
Entitas yang tidak memiliki alkuntabilitas publik signifikan dan
menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi
pengguna eksternal;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.67/PB/2007,
tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum Ke Dalam  Laporan  Keuangan  Kementerian
Negara/Lembaga;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 47 /PB/2014,
tentang Petunjuk Teknis Penatausahsan, Pembukuan dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umun;
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEF-
311/PB/2C14 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan

Akun Standar;
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Pernyataan Standar akuntarnsi Keuangan (PSAK) Nomor 45

tahun 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
PENGGUNAAN DAN  KEBUTUHAN  INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN
a. Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan POLTEKPEL Surabaya adalah

Pemerintah, karyawan, masyarakat, pemberi pinjaman,

pemasok, pelanggan dan kredirur usaha lainnya. Penggunzsan

laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan
informasi yang berbeda.

Beberapa kebutuhan informasi tersebut meliputi:

1} Pemerintah dan berbagai Lembaga yang berada dibawah
kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya
dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas.
Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur
aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai
dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan

statistik lainnya.

o

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilh mereka
tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas
entitas.

3) Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan
menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan
terakhir kernakmuran enfitas serta rangkaian aktivitasnya.

4} Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah
pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh
tempo.

5) Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan
informasi yang memungkinkan mercka untuk memutuskan
apakah jumlah yang terhutang akan dibavar pada saat jatuh
termpo.

6) Para pelanggan vang berkepentingan dengan informasi

mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka

terlibat dalam perjanjian jangka panjang, atau bergantung

pada entitas.
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b. Kebutuhan Infermasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok
pengguna. Dengan demikian laporan keuangan POLTEKPEL
Surabaya tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik
setiap pengguna. Namun demikian, mengingat Pemerintah dan
masyarakat merupakan suraber pendanaan utama bagi
POLTEKPEL Surabaya, maka ketentuan laporan keuangan yang
memenuhi kebutuhan Pemerintah dan masyarakat perlu
mendapat perhatian.

Manajemen memikul tanggung jawab utama dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan POLTEKPEL
Surabaya. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi
vang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya manajemen dapat menentukan bentuk dan isi
informasi tembahan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
diluar jenis informasi yang diatur dalam kerangka kera
konseptual (conceptual framewcrky, sehingga informasi tambahan

fersebut berada diluar ruang lingkup kerangka tersebut.

PERANAN DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
a. Peranan Laporan Keuangan
Konsep dasar yang pertama kali harus diperhatikan dalam

praktek akuntansi adalah peranan dan tujuan dari pelaporan
kevangan itu sendiri. Pemahaman atas peranan dan tujuan
pelaporan akan memberikan kerangka kerja konseptual
(conceptual  framework) dalam  menganalisis, mencatat,
menggolongkan dan melaporkan transeksi {(kejadian keuangan)
sebagai pelaksanaan kegiatan usaha.
Kerangka kerja konseptual tersebut pada akhirnya akan
memberikan landasan  berpikir yang sistematis dalam
mempraktekkan akuntensi tferutama yang berkaitan dengan
pengungkapan dan penyajian informasi keuangan.
Peranan laporan keuangan sebagai berikut:
1) Merupakan media atau alat untuk mengkomunikasikan

informasi keuangan kepada para pemakal yang akan
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menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan
secara tepat sesuai dengan kondisi yvang sesungguhnya.
Menyediakan informasi vang relevan mengenal akuntansi
keuangan dan seluruh fransaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selarna 1 (satu) periode pelaporan.
Merupakan media untuk menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi  efektivitas dan  efisiensi  suatu entitas
pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Merupakan laporan pertanggungjawaban pegawai dan
manajemen atas kegiatan keuangan dan sumber daya
ekonomis vang dipercayakan serta menunjukkan akuntansi
keuangan vyang sesual dengan standar akuntansi yang
berlaku  umum.  Pertanggungjawaban  pegawal  dan
manajemen atas kegiatan keuangan tersebut sebagai berikul:

{a) Akuntabilitas

Pertanggungijawaban manajemen atas pelaksanaan
kebijakan  yvang  dipercayakan = kepada = entitas
POLTEKPEL Surabaya dalam mencapal tujuan yang
telah ditetapkan secara periodik.
(b) Pegawai dan Manajemen

Membantu para pengguna (khususnya manajemen)
untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam |
(satu) periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan manajemen dan pengendalian atas seluruh

aktiva, kewajiban, dan ekuitas/modal.
(c} Transparansi
Memberikan informasi keuangan vang terbuka [full
disclosure) dan jujur kepada pihak-pthak vyang
berkepentingan terhadap entitas POLTEKPEL Surabaya.
(d)  Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah
penerimaan Permerintah pada periode laporan, cukup
untuk membiayai seluruh pengeluaran  yang

dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang
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diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran

tersebut.

b. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas POLTEKPEL
Surabaya yang bermanfaat bagi semua pengguna laporan dalam
rangka membuat  keputusan-keputusan  ekonomi  serta
menunjukkan pertanggung jawaban (accountibility) manajemen
atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan pada
POLTEKPEL Surabaya.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan
POLTEKPEL Surabaya menyajikan informasi tentang:
aset;

kewajiban;

)
}
3}  ekuitas;
} pendapatan dan biaya; dan
} arus kas.
Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat
cdalam Catatan atas Laporan Keuangan membantu pengguna
laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan,
khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan
setara kas.
5. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
Direktur POLTEKPEL Surabaya bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian laporan keuangan POLTEKPEL Surabaya
varng disertal dengan surat pernyataan tanggung jawab yang
berisikan  pernyataan  bahwa  pengelolaan anggaran telah
dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian internal vyang
memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan
merupakan tanggung jawab Direktur POLTEKPEL Surabaya.
6. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
a. Dasar Akrual {accrual basis)
Untuk mencapal tujuannya, laporan keuangan disusun alas
dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan
peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar} dan dicatat dalam
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catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan
pada pericde yang bersangkutan.

Laporan keuangan vyang disusun atas dasar akrual
memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi
masa lalu vang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas,
tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta
sumber daya ckonomi yang mempresentasikan kas yang akan
diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan
menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa
lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan
keputusan ekononii.

b. Kelangsungan Usaha (yoing concern)
l.aporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi
kelangsungan wusaha entitas dan akan melanjutkan usahanya
di masa depan. Karena itu, entitas diasumsiken tidak
bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi
secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan
tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun
dengan dasar vang berbeda dan dasar vang digunakan harus
diungkapkan.
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatii merupakan cir1 khas yang membuat
informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna.
Terdapat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami,
relevan, materialitas, keandalan, dan deapat diperbandingkan,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi vang ditampung dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami
oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan
memmiliki pengefahuan yang memadal tentang aktivitas ekonom
dan bhisnis, akuntansi, serta kemauvan untuk mempelajari
informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian,
informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan
keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar
pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat

dipahami oleh pengguna tertentu.

www.regulasip.com



b. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan.
Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi
keputusan eckonomi pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,
serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi pengguna
di masa lalu.
c. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable).
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan
penggunaanya sebagai penyajian yang tulus atau pyjur (faithfull
representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar diharapkan dapat disajikan. Untuk mencapai derajat yang
berkualitas dan andal, maka harus dilaksanakan dengan:
1} Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
secharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan
untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnva dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas entitas

pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

o

Subtansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan
juiur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya
disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan
bukan hanva bentuk hukumnya.

Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu
konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum,
misalnya suatu entitas mungkin menjual suatu aset kepada
pihak lain dengan cara sedemikian rupa schingga
dokumentasi dimaksudkan untuk memindahlkan
kepernilikan menurut hukum ke pihak tersebut. Namun

demikian mungkin terdapat persetujuan yang memastikan
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bahwa entitas dapat terus menikmati manfaat ekonomi
masa depan vang diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam
keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan
dengan jujur transaksi yang dicatat jika sesungguhnya
memang ada transaksi,

Netralitas

Informasi harus diarahkan kepada kebutuhan umum
pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan
keinginan pihak tertentu.Tidak boleh ada wusaha untuk
menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak,
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang
mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperii
ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa
manfaat peralatan, dan tunfutan atas jaminan garansi yang
mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan
mengungkepkan hakekat serta tingkatnya dan dengan
menggunakan  pertitnbangan schat (prudence) dalam
penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian
pada  saat melakukan  perkiraan  dalam = kondisi
ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak
dinvatakan terlalu tinggi dan xewajiban atau beban tidak
dinyatakan terlalu rendsh. Namun demikian penggunaan
pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentulcan
cadangan  tersembunyit atau  penyisihan  (provision)
berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan
yvang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban
vang lebih tnggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak
netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.
Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan
harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
Kesengajaan untuk tidek mengungkapkan (omission)

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau
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menyesatkan dan karena itu dapat diandalkan dan tidak
sempurna ditinjau dari segi relevansi.
d. Dapat Dibandingkan
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan
entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan
(trend) akuntansi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus
dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk
mengevaluasi akuntansi keuangan, kinerja, serta perubahan
akuntansi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran
dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa
lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas
tersebut, antar periode entitas yang sarma dan untuk entitas yang
berbeda. Implikasi penting darit karakteristik kualitatif dapat
diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat
informasi tenteng kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta
pengaruh perubahan tersebut.
Para  pengguna harus dimungkinkan untuk  dapat
mengidentifikasi  perbedaan  kebijakan  akuntansi yang
diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa, lain yvang sama
dalam sebusah eniitas dari 1 (satu} periode ke periode dan dalam
entfitas yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi
keuangan, termasuk pengungkapan kebiyjakan akuntansi yang
digunakan olen enfitas, membantu pencapalan daya banding.
Berhubung pengguna ingin membandingkan akuntansi
keunangan. kinerja serta perubahan akuntansi keuangan antar
periode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode
sebelumnya dalam laporan keuangan.
e. Materialitas

informasi dipandang material kalau  kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi
tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna
yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas
bergantung pada besarnys pos atau kesalahan yang dinilai
dengan situasi khusus dari kelalaian mencantumkan (omission)
atau kesalahan dalam mencatat (missstatement]. Karena

materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik
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pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang
harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
8. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL
a. Tepat waktu
Jika penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka
informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif
antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal.
Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu
melaporkan sebelurn seluruh aspek transaksi atau peristiwa
lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.
Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampail seluruh aspek
diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi
lturang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha
mencapal keseimbangan antara relevanst dan  keandalan,
kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang
menentukan.
b. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan
kendala vang persuasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat
vang dihasilkan informasi  seharusnya  melebihi  biaya
penvusunannya Namun, evaluasi biayva dan manfaat merupakan
proses pertimbangan vang substansial. Biaya tersebut tidak
perlu harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikinati
manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di
samping mereka yvang menjadi tujuan informasi, misalnya
penvediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin
mengurangl biava pinjarman yang dipikul entitas. Karena alasan
intiah maka sulit untuk menerapkan uji biaya manfaat pada
kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusunan standar
akuntansi kevangan pada khususnya, seperti juga para
penvusun dan penggunea laporan keuengan, harus menyadari
kendala ini.
c. Keseimbangan Di antara Karakteristik Kualitatif
Dalam praktek, keseirmbangan atau trade-off diantara
berbagai karakteristik lkualitetil sering diperlukan. Pada

umumnya  tujuannya  adalah untuk mencapai suatu
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keseimbangan vang tepat diantara berbagai karakteristik untuk
memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari
berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda
merupakan masalah pertimbangan profesional.
d. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan
pandangan yang wajar atau menyajikan dengan wajar posisi
keuangan, kinerja serta perubahan akuntansi keuangan suatu
entitas. Meskipun kerangka dasar ini tidalk menangani secara
langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif
pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya
menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yvang
pada umumnya dipahami sebagal suatu pandangan yang wajar
dari, atau menyajikan dengan wajar informasi semacam itu.

9. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari
transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa
kelompok besar karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini
merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan
langsung dengan pengukuran kineria adalah laporan aktivitas, yaitu
pendapatan dan biaya, dan unsur yeng berkaitan secara langsung
dengan pengukuran akuntansi keuangen/neraca adalah aset,
kewajiban dan ekuitas. Sedangkan Laporen perubahan akuntansi
keuangan biasanya mencerminkan berbagal unsur perubahan
dalam berbagai unsur neraca.

Dengan demikian, penyajian berbagai unsur ini dalam laporan
aktivitas dan neraca memadukan proses sub-klasifikasi. Misalnya,
pendapatan, biaya dan aset, kewajiban serta ekuitas dapat
diklasifikasikan menurut hakekat dan fungsinya dalam bisnis
entitas dengan maksud untuk menyajiken informasi dengan cara
vang paling berguna bagi pengguna untuk tujuan pengambilan
keputusan ekonomi.

Secara rinci unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai
berikut:

a. Neraca
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Unsur yang berkaitan secarz langsung dengan pengukuran

posisi, keuangan atau neraca adalah aset, kewajiban, dan

ekuitas. Akunakun ini didefinisikan secara berikut:

1} Aset
Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh POLTEZKPEL 3Surabaya sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi di masa depan
diharapkan akan diperoleh POLTEKPEL Surabaya, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.
Manfaat ekonomi masa depan yeng terwujud dalam aset
adalah potensi dari aser tersebut untuk memberkan
sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi
kegiatan alktivitas POLTEXPEL Surabaya, berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi POLTEKPEL
Surabaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non
lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika
diharapkan segera untuk dapat dircalisasikan atau dimiliki
untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukan
dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non
lancar.

2} Kewajiban

Kewsgjiban merupakan hutang POLTEKPEL Surabaya
masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu,
penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber
daya BLU yang mengandung manfaat ekonomi.

Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa
BLU mempunyai kewajiban (cbligation} masa kini yang dalam
penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya
ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewsajiban umumnya timbul karena konsekuensi
pelaksanaan tugas atau tanggung jawalb dalam bertindai

di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum
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sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun

kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim,
kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis
vang baik atau bertindalk dengan cara yang adil.

Suatu perbedaan periu dilakukan antara kewajiban
sekarang (kewaiiban jangke pendek] dan komitmen di masa
depan (kewajiban jangka paniang). Kewajiban jangka pendek
merupakan kelompok kewajiban vang diselesaikan kurang
dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan
kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang
penyelesaiannya lebih dari 12 {dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual POLTEKPEL Surabaya atas
aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.
Ekuitas POLTEKPEL Surabaya terdiri atas ekuitas tidak
terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat
permanen. Ekuitas terdiri dari:

a) Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya
vang penggunaarnnya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
Ekuitas t:idak terikat meliputi:

(1) Ekuitas awal merupakan hal residu awal POLTEKPEL
Surabaya yang merupakan selisih aset dan kewajiban
pades saat pertama kali POLTEKPEL Surabaya
ditetapkan sebagai BLU, kecuali sumber daya
ekonomi vang diperoleh untuk tujuan tertentu.

(2}  Surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi
surplus dan defisit pada pericde-periode sebelumnya.

(3) Surplus dan defisit tahun berjalan berasal dari
seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya
pada tahun berjalan.

(4} Ekuites Dcnasi merupakan sumber daya yang
diperoleh dari pihalk lain berupa sumbangan atau
hibah yang sifatnya tidak mengikat.

{5) Pengurangan Aset Tetap merupakan penurunan nilai

aset tetap  karena  berkurangnya  kuantitas.
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Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan
harga peroclehan aset tetap yang bersangkutan.

(6) Revaluasi Aset Tetap merupakan penilaian kembali
aset tetap POLTEKPEL Surabaya, yang diakibatkan
adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran
atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan
keuangan POLTEKPEL Surabaya yang disebabkan
oleh devaluasi atau sebab lain sehingga nilai aset
tetap dalam laporan keuangan POLTEKPEL Surabaya
tidak lagi mencerminkan nilai wajar.

(7} Ekuitas Akhir merupakan akumulasi dari ekuitas
awal, surplus dan devisit tahun lalu, surplus devisit
tahun berjalan, ekuitas donasi, pengurangan aset
tetap, revaluasl aset tetap modal didapat dari saldo
modal awal yang ditambah dengan laba dan dikurangi
penarikan (prive).

b} Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber
daya ekonomi yvang penggunaannya dan atau waktunya
dibatasi untuk tujuan tertentu dan atau jangka waktu
tertentu oleh Pemerintah atau donatur. Pembatasan
tersebut berupa pembatasan waktu dan atau pembatasan
penggunaan ekuitas tersebut oleh POLTEKPEL Surabaya.
Ekuitas terikat temporer antara lain mencakup:

(1) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu.

(2) Investasi untuk jangka waktu tertentu.

(3) Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode
tertentu dimasa depan.

(4) Dana untuk memperoleh aset tetap.

c) Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber
daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen
untuk tujuan tertentu oleh Pemerintah/donatur. Ekuitas
terikat permanen seperti:

(1) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan
untuk tujuan tertentu.

(2) Aset yang digunakan untuk investasi yang

mendatangkan pendapatan secara permanen.
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(3) Donasi Pemerintah atau pihak lain yang mengikat
secara perrnanen.
b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan sumber alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh POLTEKPEL Surabaya
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam 1 ({satu)} periode pelaporan. Unsur yang
dicakup secara langsung oleh laporan aktivitas terdiri dari
pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya dapat disajilkan
dalam laporan alctivitas dengan beberapa cara yang berbeda
demi untuk menvyediakan informasi yang relevan untuk
pengambilan keputusan ekonomi, misalnya pembedaan antara
akun pendapatan dan biaya yang berasal dan tidak berasal dari
pelaksanaan aktivitas entitas vang biasa (ordinary] merupakan
praktek yvang lazim.

Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argument bahwa
sumber suatu akun adalah relevan dalam mengevaluasi
kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas
di masa depan, misalnya, aktivitas insidental seperti pengalihan
investasi jangka panjang tampaknya tidak akan terjadi secara
regular. Pada waktu membedakan akun dengan cara ini, perlu
dipertimbangkan hakekat POLTEKPEL Surabaya dan operasinya.
Akun vyang timbul dari aktivitas yang biasa bagi suatu BLU
mungkin tidak biasa hagi entitas lain, dengan penjelasan sebagai
berikut:

1} Penghasilan

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi
selama susztu pericde akuntanst dalam bentuk pemasukan
dan penambahan aset atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanam modal.

Definisi penghasilan (income) meliputi pendapatan
(revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul
dalam pelaksanaan aktivitas POLTEKPEL Surabaya yang
biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda sepert

penjualan, pendapatarn jasa (feg}, bunga, dan sewa.
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Keuntungan nencerminkan akun  lainnya  yang
memenuhi definisi pendapatan dan mungkin timbul atau
mungkin  tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas
POLTEKPEL Surabaya vang biasa. Keuntungan
mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dengan demikian
pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

Keuntungan meliputi akun vyang timbul dalam
pengalihan aset tidak lancar misainya laba selisi kurs.
Definisi pendapatan juga mencakup keuntungan yang belum
direalisasi misalnya vang timbul dari revaluasi sekuritas
vang dapat dipasarkan (marketable} dan dari kenaikan
jumlah aset jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan
aktivitas, keuntungan biasanya dicanturmkan terpisah karena
Informasi mengenai akun tersebut berguna dalam
pengambilan  keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya
dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangl dengan
biaya yang bersanglkutan.

Berbagai jenis aset dapat bertambah karena pendapatan
misalnya kas, piutang, serta barang dan jasa yang diterima
sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok.
Pendapatan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban
misalnya, BLU dapat memberikan barang dan jasa kepada
kreditur untuk meluneasi pinjaman.

Biaya

Biaya (expense) adalah penurunan manfaat ekononui
selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar
atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatlkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal.

Definisi biava mencakup baik kerugian maupun biaya
yvang timbul dalam pelaksanaan aktivitas POLTEKPEL
Surabaya yang biasa. Bilaye yang timbul dalam pelaksanaan
aktivitas POLTEKPEL Surabaya yvang biasa meliputi biaya
pelayanan, gaji/honor dan penyusutan. Biaya tersebut
biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset

seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap.
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Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi
definisi biaya yang mungkin timbul atau mungkin tidak
timbul dari aktivitas POLTEKPEL Surabaya yang biasa.
Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnyva manfaat
ekonomi dan pada hakekatnya tidak berbeda dari biaya lain.

Kerugian dapat timbul, misalnya bencana kebakaran,
banjir, seperti jugs yang timbul dari pelepasan aset tidak
lancar. Definisi biaya mencakup kerugian yang belum
direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh
kenaikan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan
pinjaman POLTEKFPEL Surabaya dalam mata uang tersebut.
Kalau kerugian diakui dalam laporan aktivitas, biasanya
disajikan secara  terpisah karena pengetahuan mengenal
akun tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan
ekonomi. Kerugian sering kali dilaporkan dalam jumlah
bersih  setelah  dikurangi dengan pendapatan yang
bersangkutan.

10. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan ({recogrutionj dalam akuntansi adalah proses
penietapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau
peristiwa dalam catatan zkuntanst sehingga akan menjadi bagian
vang melengkapi unsur pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan
ekuitas, sebagaimana akan dimuat pada laporan keuangan

POLTEKPEL Surabaya yang bersangkutan. Pengakuan diwujudlkan

dalam pencatatan jumlah wuang terhadap akun-akun laporan

keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriterla minimum vang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau

peristiwa untuk diakui yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar
atau masuk ke dalam POLTEKPEL Surabaya vang bersangkutan;
dan

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya
yvang dapat diukur dengan andal.

Dalam mengksaji apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi
kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitasnya.

Hubungan antar unsur berarti bahwa suatu akun yang memenuhi
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definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya

suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain,

misalnya pendapatan atau kewajiban.

Secara terperinci penjelasan mengenai criteria minimum yang perlu

dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1} Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas

digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa
manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan akun
terscbut akan rmmengalir darifatau ke dalam POLTEKPEL
Surabaya. Konsep inl  dimaksudkan untuk menghadapi
ketidakpastian lingkungan aktivitas POLTEKPEL Surabaya.
Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat
ckonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia
pada saat penyusunan laporan keuangan.

2} Pengukuran Keandalan
Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang
akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan
pengukurannya. Namun adakalanya pengakuan didasarkan
pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan
biaya estimasi yang layvak tidak mungkin dilakukan, maka
pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Xeuangan (CaLK). Penundaan pengakuan
suatu akun atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria
pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi
peristiwa atau keadaan lain di rnesa mendatang.

3] Pengakuan Pendapatan

Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usazha

lainnya diakui di laporan aktivitas pada saat diterima atau hak
untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan
jasa vang diserahkan kepada masyarakat, artinya kenaikan asct
atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur
dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan teriadi
bersamaan dengan pengakuan kenaikan asct atau penurunan
kewajiban (misalnya kenaikan bersih aset yang timbul dari
penjualan barang dan jasa atau penurunan kewajiban yang

tirnbul dari pembebasan pinjaman vang masih harus dibayar}.
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4} Pengakuan Biayva

Biaya diakui dalam laporan aktivitas adalah penurunan
manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan
aset, atau kenaikan kewajiban telah teriadi vang mengakibatkan
penurunan ekuitas bersih dan dapat diukur dengan andal. Ini
berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengalkuan
kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya akrual hak
karyawan atau penyusutan aset tetap).

Biaya diakui dalam laporan aktivitas, atas dasar hubungan
langsung antara biaya yang timbul dan akun penghasilan
tertentu vang diperoleh. Proses yvang biasanya disebut pengaitan
biaya dengan pendapatan {matching of costs with revenue) Ini
melibatkan pengakuan pendapatan dan biaya secara gabungan
atau bersamaan vang dihasilkan secara langsung dan bersama-
sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Namun
demikian, penerapan xonsep matching dalam kerangka dasar
tidak memperkenankan pengakuan akun dalam neraca yang
tidak memenuhi definisi aset atau kewgjiban.

Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa
periode akuntansi dan hubungannya deagan penghasilan, hanya
dapat ditentukan secara tidak ilangsung, beban diakui dalam
laporan aktivitas atas dasar prosedur alokasi rasional dan
sistematis. Hal ini diperlukan dalam pengakuan beban yang
berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill,
paten, dan merek dageng. Dalam kasus semacam itu, biaya i
disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi i
dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi
vang menikmati manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.

Biaya segera diakui dalam laporan aktivitas apabila
pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan,
atau apabila secpanjang manfaat ekonomi masa depan tidak
mernenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui
dalam neraca sebagal Aset.

Pengakuan Aset

ﬁ

Aset diakui dalam neraca, apabila besar kemungkinan bahwa

manfaat ekonominya di rnasa depan diperoleh POLTEKFEL
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Surabaya dan Aset terssbut mempunyai nilai atau biaya vang
dapat diukur dengan andal.

Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah
terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
mengalir ke dalam POLTEKPEL Surabaya setelah periode
akuntansi berjalan. Sebagair alternatif transaksi semacam itu
menimbulkan pengakuan biava dalam laporan aktivitas. Dengan
perlakuan tersebut, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan
manajemen mempunyai maksud vang lain  daripada
menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas di masa depan atau
bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah
bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima
entitas setelah periode akuntasi berjalan tidak mencukupi untuk
membenarkan pengakuan aset.

6) Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui daiam neraca apabila kemungkinan besar
bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung maniaat
ekonomi akan dilakukan untuk menyelesatkan kewajiban
(obligation) sekarang dan jumlah vang harus diselesaikan dapat
diukur dengan andal. Dalam praktek, kewajiban (obligation)
menurut kontrak vang belum dilaksanaken oleh kedua belah
pihak {misalnva, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum
diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam
laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban (obligation)
semacam  hal tersebut  dapat memenuhi definisi kewajiban,
dan apabila dalam keadaan ftertentu kriteria pengakuan
terpenuhi, maka kewajiban (obligation} tersebut dapat dianggap
memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan
kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau biaya yang
bersangkutan.

11. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam
neraca dan laporan aktivitas, Pengukuran akun-akun dalam laporan
keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat

sebesar pengeluaran kas atau sctara kas, atau sebesar nilai wajar
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dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran akun-akun laporan keuangan menggunakan mata
uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing
dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan harus disusun secara komparatif, artinya
menyajikan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan laporan
keuangan interim, disajikan secara komparaesi dengan menyajikan
laporan keuangan interimm untuk triwulan/semester yang sama
dengan tahun sebelumnya.

Laporan aktivitas interim, selain menyajikan pendapatan dan
biaya triwulan/semester yang dilaporkan, juga harus mencakup
periode sejak awal tahun buku sampail dengan periode interim
{triwulan/semester) yang dilaporkan.

Penyusunan laporan keuangean interim (interim financial report)
tunduk kepads Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomeor
76/ PMK.05/2008 tentan Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanar Umum. Dalam hal ini, laporan interim
dari suatu triwulan/semesteran harus dipandang sebagai bagian
integral dari laporan keuangan tahunan, sehingga dasar pengakuan
kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan harus sama
dengan laporan keuangan tahunan.

POLTEKPEL Surabaya rmembuat laporan keuangan triwulan/
semesteran (interim financial repori) untuk jangka waktu sekal
dalam 3 {tiga) bulan ateu 6 {enam) bulan. Laporan keuangan
minimum diaudit sekali dalam 1 (satu) tahun untuk disampaikan
kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan.

Adapun penyajian Laporan Keuangan adalah sbagai berikut:

a. Komponen Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Menteri Mentert Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BLU adalah sebagai
berikut:

1) Neraca (Balance Sheet)
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a) Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi
mengenai akuntansi keuangan POLTEKPEL Surabaya
meliputi aset kewajiban, dan ekuitas pada tanggs!
fertentu;

b} Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan
informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan
lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan
keuangan untuk menilai:

(1) Kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam memberi
jasa lavanan secara berkelanjutan;
(2) Likuiditas dan solvabilitas kebutuhan pendanaan
eksternal.
2) Laporan Alktivitas

a} Laporan  aktivitas  menyajikan  informasi  tentang
operasional POLTEKPEL Surabaya mengenai sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya eckonomi yang
dikelola olehh POLTEKPEL Surabaya. Laporan operasional
antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan
surplus/defisit;

b) Informasi dalam laporan aktivitas, digunakan bersama-
sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan
keuvangarn lainnya schingga dapat membantu para
pengguna laporan keuangan untuk:

(1} Mengevaluasi keputusan mengenai alokasit sumber-
sumber daya ekonemi;

(2) Menvediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi; dan

{3) Menyvediakan informasi mengenai realisasi anggaran
secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi
kinerja POLTEKPEL Surabava dalam hal efisiensi dan
efelctivitas penggunaan anggaran.

3) Laporan arus kas {cash jlow starement)

a) Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas
dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas

dikelompokkan  dalam  aktivitas operasi, investasi
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dan pendanaan.

b) Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-
sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan
keuangarn lainnya sehingga dapat membantu para
penggune laporan keuangan untuk menilai:

(1) Kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam
menghasilkan kas dan setara kas;

(2) Sumber dana POLTEKPEL Surabaya;

{3) Pengguna dana POLTEKPEL Surabaya untuk
mempercleh sumber dana dan penggunaannya untuk
masa yang akan datang.

c) Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode
langsung {direct method), vaitu berdasarkan transaksi
penerimsaan/pengeluaran kas atau setara kas, sedangkan
penyajian transaksi dalam laporan arus kas menggunalan

metode kas secara bruto (gross method).

e
i

Laporan Perubahan Skuitas

Entitas harus menysjikan laporan perubahan ekuitas sebagai

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

a) Surplus atau defisit periode yang bersangkutan;

b) Setiap surplus atau defisit diakui secara langsung dalam
ekuitas. Perubahan eckuitas entitas menggambarkan
peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan
selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip
penguikzuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan
dalam laporan keuangan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (notes to financial statement)

a) Tujuan utama CalK adalah memberikan penjelasan dan
analisis atas informasi yang ada pada laporan aktivitas,
neraca, laporan arus kas dan informasi tambahan lainnya
sehingga para pengguna laporan keuangan mendapatkan
pemahaman yang sempurna atas laporan keuangan
POLTEKPEL Sursbaya

b} Informasi dalam CalK mencakup antara lain :

(1) Pendahuluan;
(2)  Kebijakan Akuntansi {accounting policies),

(3} Penjelasan ates akun-akun Laporan aktivitas;

www.regulasip.com



4} Penjelasan atas akun-akun neraca;

oy

(4)

(5) Penjelasan atas akun-akun laporan arus kas;

(6) Kewajiban kontijensi;

(7) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Laporan Keuangan Pckok di atas disertai dengan Laporan
Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
penicapaian kinerja POLTEKPEL Surabaya berkenaan dengan
Rencana Anggeran POLTEXPEL Surabaya (Rencana Bisnis dan
Anggaran=RBA} yang telah cditetapkan untuk setiap satuan keria.
Informasi kuantitatif yang merupakan bagian dari informasi
tambahan (additional information), harus diungkapkan secara
komparatif dengan periode sebelumnya.

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari
laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila
relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
Larnpiran-lampiran {appendix) yaitu memuat rincian dari akun-akun
laporan keuangan pokok tertentu dan rincian data pendukung dari
informasi tambahan vang masih perlu untuk disertakan dalam
rangka memberikan penjelasan kepada para pemakai laporan
keuangan secara transparan {transparance] dan lengkap (full
disclosure).

b. Kesatuan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelola Keuangan BLU adalah pola pengelolaan keuangan
yvang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan  praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

tersebut, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
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keuangan Negara pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Pelayaran Surabaya, adalah lembaga diklat di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Meanusia Perhubungan. POLTEKPEL
Surabaya mempunyal tugas menyelenggarakan program Diklat
Pelaut IV Pembentukan, Diklet Pelaut [l Pembentukan Non
Diploma, Dipioma III Pelayaran, Peningkatan Diklat Pelaut V, 1V,
I, serta Diklat Khusus Ketrampilan Pelaut dan Sebagai Badan
Layanan Urmum, POLTEKPEL Surabaya merupakan satu
kesatuan akuntansi (single accounting entity] yang mandiri dan
secara berkala {semesteran/tahunan) sebagaimana dimaksud di
atas wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan
realisasi anggaran/laporan aktivitas, neraca, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan.

Realisasi Anggaran/Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan
kepada  Menteri  Perhubungan dan  Menteri Keuangan
dilaksanakan dengan ketentuan untuk menghasilkan laporan
Keuangan. Teknis penyusunan laporan keuangan tersebut
dilaksanakan oleh fungsi akuntansi.

. Periode Akuntansi, Tanggal Pisah Batas Transaksi {Cut Off], dan
Tanggal Pelaporan

Periode akuntansi POLTEKPEL Surabaya dimulat pada tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang
bersangkutan. Untuk kepentingan manajernen, periode akuntansi
tersebut dibagli secara triwulanan. Dengan demikian, laporan
keuangan yang disusun terdiri dari laporan keuangan triwulan,
semesteran dan tahunan, sehingga laporan keuangan yang

disusun oleh POLTEKPEL Surabaya adalah sebagai berikut:

1) Laporan keuangan interimn untuk 3 (tiga) bulan yang beralkhir
pada tanggal 31 Maret dan tanggal 30 September;
2) Laporan ketangan interim semesteran yang berakhir pada

tanggal 30 Juni,
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3) Laporan keuangan tahunan, vang berakhir pada tanggal 31

Desember; |
4} Laporan triwulanan paling lama tanggal 15 setelah triwulan

berakhir;
5} Laporan semesteran paling lama tanggal 10 setelah semester

berakhir; dan
6) Laporan tabunan paling lama tanggal 20 setelah tahun

berakhir.
Dalam hal tanggal penvampaian Lapcoran Keuangan tersebut
di atas jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan
paling lama dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
Cut off laporan keuangan (tutup buku tahunan) adalah tanggal 31
Desember tahun yang bersangkutan, sedangkan subsequent event
transaction berlaku sampal dengan tanggal 20 Januari tahun
buku berikutnya dan penyusunan laporan keuangan selesai
paling lama tanggal 20 Januari setelah tutup buku tahunan.
. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia.
Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain
dari Bahasa Indonesia tersebut, harus memuat informasi dan
waktu vang sama, serta diterbitkan dalam waktu bersamzaan
dengan laporan keuangan vang disusun dalam Bahasa Indonesia.
. Saling Hapus

Jumlah aset dan kewajiban vang disajikan pada neraca tidak
boleh disalinghapuskan (offsetting) dengan kewajiban atau aset
lainnya, kecuali secara hukum dibenarkan, dan saling hapus
tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian
aset atau kewajiban. Akun-akun pendapatan dan biaya tidak
boleh disalinghapuskan.
. Materialitas dan Agregasi

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atas
sejumlah  transaksi vyang diklasifikasikan sesuai sifat atau
fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan
pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau
catatan atas laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak
rnaterial, maka dapat digabungkan dengan pes lain yang sejenis

dalam laporan keuangan atau catatan ates laporan keuangan.
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Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan
terpisah dalam laporan keuangan, tetapi cukup material untuk
disajikan terpisah dalamm  catatan atas laporan keuangan.
Informasi dianggap material jika dengan ticlak
diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi
pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan
ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos, besaran dan
sifat unsur harus dienalisa di mana masing-masing dapat
raenjadi faktor penentu.

Penjabaran Traansaksi dan Salde dalam Valuta Asing

Pembukuan POLTEKPEL Surabaya diselenggarakan dalam
satuan mata uvang rupiah, dan bila ada transaksi dalam valuta
asing (valas) dalam tahun buku berjalan dijabarkan ke dalam
mata uang rupiah dengan kurs transaksi, yaitu kurs pada tanggal
kejadian, dengan berpedoman kepacda kurs rata-rata antara kurs
jual dan kurs beli devise umum Bank Indonesia.Terhadap kurs
transaksi yang telah ditetapkan lebih dahulu, misalnya pada saat

invoice diterbitkan, yaitu dengan menggunakan:

[ty

| kurs menurut kontrak/perjanjian; atau

[N

) kurs pada saat barang diserahkan; atau

1%

] kurs pada saat invoice diterbitkan (unconfirmed), atau

Jax

) ditetapkan lain.

Dan didenominasi atau diterima tegihan dalam mata uang
rupiah, maka transaksi ini dapat diperlakukan dan dicatat
langsung ke dalam satuan mata nang rupiah.Jika masih terdapat
perbedaan antara jumlah menurut invcice tagihan yang dicatat
dalam satuan mata uang rupiah sebagaimana dimaksud di atas,
dengan jumlah penerimasn tagihan yang bersangkutan, maka
selisih yang timbul dicatat kedalam akun surplus-defisit selisih
kurs - realisasi.

Pada saat pelaporan setiap tanggal neraca :

1) Akun aset dan lkewajiban moneter dalam valuta asing,
dijabarkan ke dalamm mata uvang rupiah berdasarkan kurs
rata-rata antara kurs jual dan kurs beli devisa umum Bank
Indonesia pada tanggal neraca.

2) Selisih penjabaran akun aset den kewajiban moneter dalam

mata uang asing pada tanggal nerace, yaitu penyesuaian asect
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dan kewajiben dalam mata uang asing, dibebankan ke dalam

akun surplus-defisit selisih kurs akun moneter.

3) Tagihan dalam wvaluta asing vang dibayar dengan valuta
rupiah, dicatat berdasarkan kurs tengah atau rata-rata kurs
jual-beli Bank Indonesia pada tanggal pembayaran. Selisih
kurs realisasi yang timbul akibat perbedaan antara kurs
tagihan dengan kurs pembayaran dibukukan pada akun
surplus-defisit selisih kurs realisasi.

Pungutan dan penyetoran pajak (PPN dan PPh) dalam valuta
asing yang dibayarkan dengan rupiah, dicatat sesuai kurs, pajak
vang berlaku pada tangga! diterima pembayaran/saat penyetoran.

Selisih yang timbul akibat perbedaan antara kurs transaksi
cdengan kurs pajak dibukukan pada akun surplus defisit selisih
kurs-realisasi Alkun aset dan kewajiban non-moneter dalam vahita
asing, tidak boleh dijabarkan dengan kurs pada tanggal neraca,
sehingga tetap dilaporkan dengan kurs pada tanggal transalksi
{kkurs historis).

Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan

Istimewa

Pihal-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu
Percorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak
langsung suatu kepentingan hak suara di POLTEKPEL Surabaya
vang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat
dari perorangan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga dekat adalah
mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi
oleh  masing-masing pihak dalam transaksinya dengan
POLTEKPEL Surabaya.

Pihak-pihal yvang mempunyai hubungan istimewa adalah
sebagai berikut:

1) Karyvawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyal
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin, dan mengendalikan kegiatan POLTEKPEL
Surabaya vang meliputi Dewan Pengawas, Direktur, dan
Manajer dari POLTEKPEL Surabaya, serta anggota keluarga

dekat dari orang-orang tersebut;
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2) Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau entitas dimana
suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik
secara langsung meupun tidak langsung oleh setiap orang
sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, atau setiap
orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas badan
pendidikan atau entitas tersebut. Ini mencakup badan
pendidikan atau entitas yang dimiliki anggota Dewan
Pengawas, Direksi, atau Manajer dari POLTEKPEL Surabaya.

Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan
hubungan istimewa, perhatian diarahkan kepada substans:
hubungan, bukan kepada bentuk hukumnya (substance over
form). Agar pembaca laporan keuangan memperoleh
pemahaman mengenai pengaruh  hubungan  istimewa,
POLTEKPEL Surabaya wajib mengungkapkan hakekat dari
hubungan istimewa jika terdapat pengendalian, sehubungan
cdengan transaksi antara pihak-pthak vyang mempunyai
hubungan istimewa. Berdasarkan PSAK Nomor 7 bahwa
Pengungkapan diperlukan terhadap transaksi dengan pihak-
pihak wvang mempunvai hubungan istimewa, sedangkan
terhadap transaksi antara POLTEKPEL Surabaya dengan
pihak-pihak yang tidal mempunyai hubungan istimewa, tidak
perlu diungkapkan.

13. AKUNTANSE PENDAPATAN
a. Definisi
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi
yvang timbul dari aktivitas POLTEKPEL Surabaya selama 1 (satu)
pericde akuntansi yang mengakibatkan penambahan ekuitas
bersih vang tidak berasal dari kontribus: penanam modal.
b. Klasifikasi Pendapatan POLTEKPEL Surabaya sebagai berikut:

1} Pendapatan usaha dari jasa layanan pendidikan.

Merupakan pendapatan utama (pokok) vang diperoleh
sebagai imbalan atas jasa lavanan yang diberikan kepada
masyarakat.

Aktivitas jesa layanan diberikan berdasarkan syarat

pembayaran/pelunasan, terdiri dart:
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E\l

Pelayanan peserta diklat tunai adalah transaksi pelayanan
yvang bersifat cash & carry yang didukung dengan kwitansi
tunai,;

b) Pelayanan peserta diklat non tunai yaitu pelayanan yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelayanan tunai
tersebut di atas, karena melalui proses penagihan. Dengan
demikian, pembayaran vang dilakulkan beberapa waktu
setelah pelayanan, tidak diperlakukan sebagai pelayanan
funai dan dicatat sebagai piutang usaha.

Hibah

Merupakan pendapatan yvang diterima dari masyarakat
atau badan lain, tanpa adanya kewsgjiban bagi POLTEKPEL

Surabaya untuk menyerahkan barang dan jasa. Hibah

diklasifikesikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidek

Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya

ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah Tidak Terikat adalah

hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi
hibah.

Pendapatan APBN

Merupaxkan pendapatan vang berasal dari APBN, baik
untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja
operasional merupakan belanja pegawai, belanja barang dan
jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

Pendapatan Usaha lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil keria
sama dengan pihak lain seperti sewa, jasa lembaga,
keuangan,pemanfaatan aset, dan lain-lain pendapatan yang
tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi

POLTEKPEL Surabaya.

Pendapatan dari kejadian luar biasa

Merupakan pendapatan yang timbul di luar kegiatan
normal yvang tidak berulang dan diluar kendali POLTEKFEL

Surabaya.

Pengakuan (Recognition)

Pendapatan (revenue) diakui sebagai berikut:

1) Pendapatan usaha dari layanan dan pendapatan usaha

lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih
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timbul, sehubungan dengan adanyas barang dan jasa yang
diserahkan kepada masyarakat.

2} Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak
kepemilikan berpindah.

3) Pendapatan dari APBN diakui pada saat pengeluaran belanja
dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).

4) Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima
oleh POLTEKPEL Surabaya.

Untuk pendapatan yang belum diketahui jumlahnya secara

Ji

pastl sampai penutupan tahun buku, maka pengakuannya
didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis.
Surplus/defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara
fransaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai
pendapatan tahun berjalan, vyaitu pada saat diketahui
timbulnya perbedaarn tersebut.

d. Pengukuran (Measurement)

1} Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha
lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau
yang dapat diterima dart suatu jasa yang telah diberikan,
sedangkan nilai piutang usaha disajikan sebesar jumlah
bersih, yaitu jumlah selurubh tagihan piutang dikurangi
dengan penyisinan kerugian piutang.

2) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.

3) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas
yvang diterima oleh POLTEKPEL Surabaya.

4) Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto
belanja pada SPM.

5) Pengukuran pendapatan sebagaimana dimaksud pada angka
1), angka 2}, angka 3}, dan angka 4} di atas menggunakan
azas bruto.

e. Penvajian den Pengungkapan [Presentation and Disclossure}

1} Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan aktivites

untuk setiap jenis pendapatan.

2) Rincian jenis pendapatan diunglkapkan pada CalK.
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14. AKUNTANSI BIAYA
a. Definisi
Biaya merupakan perurunan maniaat ekonomi selama 1
(satu} periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau
berkurangnya  aset atau  terjadinya  kewajiban  yang
mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.
b. Klasifikasi Biaya
Biaya POLTEKPEL Surabaya diklasifikasikan antara lain:
a. Biaya Layanan
Merupakan biaya-biaya pokok yang dapat didistribusikan
secara langsung ke akun-akun pendapatan jasa yang
berkaitan, antara lain:
1} Biaya Pegawal (gaji pegawal, honor penyelenggara,
Vokasi}.
Biaya Bahan { ATK, Alat-alat prakiek].

RS

o8]

Biaya Perjalanan Dinas.

&

Biaya Jasa Layanan Daya dan Jasa (listrik,air dan

telepon).

n

Biaya Pernebiharaan (kendaraan, peralatan dan mesin).

(o)

Biaya Utilitas.

oo~

)
)
} Biaya Lain-lain (xerugian pencadangan piutang).
} Biaya Peningkatan SDM.

)

O

Biaya Promosi.
10) Biaya Penyusutan.
b. Biaya Umum dan Administrasi
Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk biaya
vang bersifat umum dan administrasi yang tidak terkait
secara langsung dengan kegiatan pelayanan POLTEKPEL

Surabaya, antara lain:

[

Biaya pegawali.

b

Biaya administrasi perkantoran.

W

Biaya peraelitharaan.

N

Biaya langganan daya dan jasa.

S

Biaya utilitas.

~]

)

)

)

)

) Biaya promosi.
)

) Biaya Bahan.
)

Qo

Biaya Perjalanan Dinas.
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9) Biaya Peningkatan SDM.
10) Biaya perwyusutan.
11) Biaya lain-lain.

Mengingat  beberapa jenis biaya  belum  dapat
diklasifikasikan secara tepat antara biaya pelayanan langsung
dengan biaya umum dan administrasi, maka pembebanannya
dilakukan berdasarkan prosentase dengan perhitungan untuk
biaya langsung pelayvanan, dan untuk biaya umum dan
administrasi.

¢. Biaya Lamnnya

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompoklkan
ke dalam biaya layanan, biava umuim dan biaya administrasi.
Biaya ini antara lain biaya bunga dan biaya administrasi
banl.

d. Biaya dari kejadian fuar biasa

Merupakzan bilaya yang timbul diluar kegiatan normal

POLTEKPEL Surabaya, vang tidak diharapkan terjadi dan
tidak diharapkan terjadi berulang, serta diluar kendsli
POLTEKPEL Surabeaysa.

c. Pengakuan (Recognition)

Biava {expense] pada umumnya diakui pada saat
terjadinya penurunan manfaat ckonomi masa depan yang
berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban
dan dapat diukur dengan andal. Untulk biaya vang belum
diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan tahun
buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi.

d. Pengukuran (Mzasurement)

Biaya diukur sebesar:

a. Jumlah kas vang dibayarkan jika seluruh pengeluaran
tersebut dibayar pada periode berjalan;

b. Jumlah biaya periode berjalen vang harus dibayar pada masa
vang akar: datang;

c. Alokasi sistematis untuk periocde berjalan atas biaya yang
telah dikeluarkan; dan

d. Jumlah kerugian vang terjadi.

e. Penyajian den Pengungkapan (Presentation and Disclosure)
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a. Biaya disajikan pada laporan operasional/aktivitas terpisah
untuk setiap jenis biaya.
b. Rincian jenis biaya diungkapkan pada CalK.
15. AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh POLTEKPEL Surabaya sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan,
diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang,
dan sumber-sumber daya yang terpelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah
potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan aktivitas BLU,
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLU. Aset
diklasifikasikan ke dalam aset lancar, aset non lancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

a. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau
dijual dalam waktu 12 {dua belas) bulan; atau

b. dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek
dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua
belas} bulan dari tanggal neraca; atau

c. berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investast
jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang
muka, dan biaya dibayar dimuka.

Aset non lancar adalah Aset yang digunakan secara langsung
atau tidak langsung untuk kegiatan BLU POLTEKPEL dan tidak
memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi
investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

a. Kas dan Setara Kas
1) Definisi
Termasuk dalam pengertian kas dan setara kas adalah
kas besar, kas kecil, rekening giro bank, investasi yang
sifatnya sangat likuid tanpa menghadapi risiko perubahan

nilai, tidak ditentukan lebih dahulu dan tidak dibatasi
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penggunaannya. Investasi yang dapat diklasifikasikan sebagai

setara kas meliputi:

a) Deposito berjangka yvang akan jatuh tempo dalam waktu 3
(tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan
tidak dijaminkan.

b} Instrumen pasar uang vang diperoleh dan akan dicairkan
dalam jangks waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Definisi Kas

Yang dimaksud dengan Kas adalah uang tunai atau saldo
simpanan di Bank vang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan POLTEKPEIL Surabaya.

Kas tercirt dari Saldo Kas (Cash On Hand) dan Rekening
Giro. Setara Kas {Cash Equivalent) merupakan bagian dari aset
lancar yang sangat liguid, vang dapat dikonversi menjadi Kas
dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 3 (tiga) bulan tanpa
menghadap: resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak
termasuk piutang dan persediaan. Contoh Setara Kas antara
lain Deposito Berjangka kurang dari 3 (figa) bulan dan Cek
yvang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3
(tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan Kas Besar adalah bagian dari
persediaan uang tunal yang tdak langsung dipakar di
transaksi sehari-hari.

Yang dimaksud dengan Kas Kecil adalah kas yang
jumlahnya relatif sedikit dan digunakan untuk kepentingan
operasional sehari-hari yang jumlah pengeluaran sedikit atau
dalam jumlah tertentu.

Pengakuan (Recognition)

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh

POLTEKPEL Surabaya.

Pengukuran (Measuremernt)

Kas dan setara kas diukur/dicatat sebesar nilai nominal pada

saat diterima.

Penyajian den Pengungkapan (Presentation and Disclosure):

a) Kas dan setara kas merupakan akun vang paling hkuid
(lancar) dan lazirn disgjikan pada urutan pertama unsur

aset dalam neraca;
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b} Hal-hal yang harus diungkepkan dalam catatan dan laporan

keuangan, adalah:

(1) Kebijalcan  yang diterapkan dalam  menentukan
komponen kas dan setara kas.
(2) Rincian jenis dan jumlah serta setara kas.
b. Investasi Jangka Pendek
1) Definisi
Investasi jangka pendek adalah aset vang dimaksudkan
untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti bunga, dividen
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat. Investasi berupa Deposito dan Surat

Berharga ({efek) vang jatuh tempo atau jangka waktu

pemilikannva lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak lebih dari

12 (dua belas) bulan serta tidak untuk dijaminkan, unit

penyertaan reksa dana, serta efek vyang diperdagangkan

di pasar uang berupa Obligasi Pemerintah R.I. Investasi

jangka pendek dalam efek yang nilai wajarnya tersedia dapat

berupa efek hutang (debt securities) dan efek ckuitas (equity
securities) dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

a) Diperdagangkan ftrading);

b} Dimiliki hingga jetuh tempo (held to maturity);

c) Tersedia untuk dijual (available for sale).

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Dapat segera di perjual belikan/dicairkan,;

b} Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajermen
kas, artinyva POLTEKPEL Surabaya dapat menjual investasi
tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

¢} Bersifat rendah.

2) Pengakuan (Recognition)

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai

investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomi, dan manfaat atau jasa
potensial dimasa vang akan datang atas suatu investasi

tersebut dapat diperoleh POLTEKFEL Surabaya;
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b} Nilai perolehan atau nilal wajar investasi dapat diukur

secara memadai (reliable).
3} Pengukuran (Measurement}

a) Investasi jangka pendelk dikategorikan sebagai aset lancar
dan dicantumkan dalam neraca berdasarkan biaya
peroiehan wvang meliputi harga transaksi itu sendiri
ditambah koraisi perantara jual-beli, jasa bank, dan biaya
lainnya vang timbul dalam rangka perolehan investasi
tersebut;

b} Investast dalam bentuk deposite jangka pendek dicatat
sebesar nilai nominalnya.

4) Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and Disclosure) :

a) Investasi jangka pendek dikategorikan sebagai aset lancar
dan dicantumkan dalam neraca;

b} Hal-hel yang harus diungkapkan dalam CalK, adalah:

{1} Rincian jenis dan jumlah penetapan dana.

(2) Jenis mata uang.

(3} Jumlah penctapan dana pada pihak-pihak vyang
memiiiki hubungan istimewa.

(4) Kebijekan akuntansi untuk Penentuan Nilai Tercatat
darl investasi.

Perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi yang dicatat

pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan

sebagai penghasilan investasi untuk bunga, dividen, dan sewa
pada investasi jangka panjang dan lancar, serta laba atau rugi
pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai
investasi tersebut.
¢. Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1) Definisi
Piutang usaha adalah hak yvang timbul dari penyerahan jasa
pendidikan dalam rangka kegiatan aktivitas POLTEKPEL
Surabaya.
Transaksi piutang usaha mempunyvai karakteristik sebagai
berikut
a) Terdapat penyerahan jasa, atau timbulnya hak untuk
menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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b} Persetuiuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
c) Jangka waktu pelunasan.
2} Pengakuan

a) Piutang usaha diakui pada saat barang dan jasa
diserahlan, tetapi belum menerima pembayaran;

b) Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan
pembayaran atau dilakukan penghapusan;

c) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari
penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka
selisthnva diakui sebagai biaya penyisihan kerugian
periode bersangkutan, apabila terjadi pembayaran
piutang setelah piutang dihapuskan maka piutang
tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya
dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

3} Pengukuran

a) Piutang usaha diukur sebesar nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable velue), vaitu nilai setelah
dikurangi dengan nilai estimasi penyisihan piutang tak
tertagih;

b) Penyisithan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai
piutang vang diperkirakan tidak akan tertagih
berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari
pendapatan;

c) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan

a) Piutang usaha vang jatuh tempo dalam waktu kurang
dari 1 (satu) tahun disajikan dalam kelompock aset
lancar dalam neraca, sedangkan piutang usaha yang
jatuh tempo lebih dari 1 {satu) tahun disajikan sebaga:
kelompok aset non lancar. Piutang usaha disgjikan
sebesar jumlan bersih, yaitu jumlah selurubh tagihan
piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

b} Hal-hal yang diungkapkan dalamn CalK, sebagai berikut:

{1} Rincian jenis dan Jumlah hutang.
(2) Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki

hubungan istimews.
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(3) Jumlah penyisihan kerugian piutang yvang dibentuk
disertai daftar umur piutang.
(4) Kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam
pembentukan penyisihan kerugian piutang.

(5} Jumlah piutang yang dijadikan agunan.

&) Jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).
Besaran dari penyisihan platang tak tertagih vyang
diperhitungkan berdasarkan nilai tercatat piutang yang masih
terbuka pada tanggal neraca akhir tahun dapat dilihat pada

tabel 1.3 berikut ini:

Klasifikasi Yo
_ Umur Piutang
Piutang Penyisihan
Lancar 0-30 hari 0,5
Kurang lancar 31-60 hari 10
Diragukan 61-90 hari 350
Macet > 90 hari 100

Tabel 1.3 Persentase Piutang Tak Tertagih

Penerimaan dari piutang yang telah dibentuk penyisihannya, tetap
diperlakukan dan disajikan sebagai pendapatan usaha. Berikut ini
beberapa kriteria pokok sebagai dasar penghapusan piutang usaha

dari pembukuan:

1} Peserta diklat sudah tidak dapat dihubungi karena alamat
peserta diklat sudah tidek di ketahui lagi.

2) Tempat tinggal peserta diklat sudah tidak ada karena terbakar
atau bencana slam.

3) Adanya pernyataan pailit dari pengadilan.

4) Dokumen pendukung tagihan kepada peserta diklat hilang dan
tidak diperoleh dekumen penggantl yang sah dan relevan.
Berdasarkan hasil analisis umur piutang usaha tersebut di atas,

maka dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas saldo piutang

usaha yang pada akhir tahun {tanggal neraca)] disangsikan
kemungkinan tidak tertagih. Sedangkan penghapusan piutang
usaha dari pembukuan POLTEKPEL Surabaya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan harus dapat persetujuan

secara tertulis dari Direktur POLTEKPEL Surabaya, Penerimaan
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kembali dari piutang yang telah dihapusbuikukan, diperlakukan dan

dicatat kedalam akun pendapatan lain.

d. Piutang Lain-Lain
1) Definisi
Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan
barang dan jasa serta uang di luar kegiatan operasional

POLTEKPEL Surabaya. Transaksi piutang lain-lain memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a} Terdapat penyerahan barang dan/atau jasa atau uang
diluar kegiatan operasional POLTEKPEL Surabaya;

b) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak lain;

¢) Jangka waktu pelunasan.

Contoh piutang lain-lain adalah piutang pegawai, piutang

bunga, dan piutang sewa.

2) Pengakuan
Piutang lain-lain diakui pada saat barang, jasa, atau
nang diserahkan, walaupun belum menerima pembayaran
dari penyerahan tersebut, Piutang lain-lain berkurang pada
saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

Apabila piutang vang dihapuskan lebih besar dari penyisihan

kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui

sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan dan
ketika terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka
piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya
dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

3) Pengukuran

a) Piutang lain-lain divkur sebesar nilai yang dapat
direalisasikan {net realizable value), yaitu nilai setelah
dikurangi dengan nilai estimasi penyisihan piutang lain-
lain tak tertagih;

b) Penyisihan piutang lain-lain tak tertagih dibentuk sebesar
nilai piutang yang diperkirakan, tidak akan tertagih
berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari
pendapatan. Penghapusan piutang lain-lain tak tertagih
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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4} Penyajian dan Pengungkapan

a) Piutang lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu kurang
dari 1 (satu) tahun disajikan dalam kelompok aset lancar
dalam neraca, sedangkan piutang lain-lain vang jatuh
tempo lebih dari 1 {(satu) tahun disajikan sebagai kelompok
aset non lancar.

b) Piutang lain-iain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu
jumlah seluruh tagihan piutang lain-lain dikurangi dengan
penyisihan kerugian piutang lain-lain.

¢) Hal-heal yang diungkapkan dalam CalLKX, sebagai berikut:

(1) Rincian jenis dan jumlah piutang lain-lain;
(2) Jumlah piutang lain-lain dengan pihak-pihak yang
memiliki hubungan istimewa;
(3) Jumlah penyisihan kerugian piutang lain-lain yang
dibentuk disertai daftar umur piutang lain-lain;
{(4) Kebijakan alkuntansi  yang  ditetapkan dalam
pembentukan penyisithan kerugian piutang lain-lain.
Bagian aset lainnya yang jatuh tempo dalam 12 {dua belas)
bulan.
1) Definisi
Bagian aset lainnyva yang jatuh tempo dalam 12 {dua belas)
bulan adalah aset POLTEKPEL Sursbaya selain aset lancar,
investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara
lain :
a} Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar merupakan
reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang
ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena
adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh
tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan
hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena
pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan
mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh
tagihan penjuslan angsuran yang jatuh tempo dalam

kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai
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Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian
Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal
vaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus
diterima dalam waiktu I (satu) tahun.
b) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan merupakan
reklasifikasi  lain-lain  aset vyang berupa Tuntutan
Perbenndeharaan ke dalam aset disebabkan adanya
Tuntutan Perbendaharaan jangla panjang yang jatuh
tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi i1 dilakukan
hanyva untuk tujuan penyusunan neraca karena
penerimaan kembali dari Tuntutan Perbendaharaan akan
mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan hukan
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Tuntutan
Perbendaharaan yang harus diterima dalam walktu 1 (satu)
tahun  diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan.
¢) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tuntutan Ganiti Rugi merupakan
reklasifikasi lain-lain aset yang berupa Tuntutan Ganti
Rugi ke dalam aset lancar disebabkan adanya Tuntutan
Ganti Rugi jangka panjang vang jatuh tempo tahun
berikutnya. Rekliasifikasi ini dilakukan  hanya untuk
fujuan penvusunan neraca karena penerimaan kembali
dari Tuntutan Ganti Rugi akan mengurangi akun Tuntutan
Ganti Rugi bukan Bagien Lancar Tuntutan Ganti Rugi.
Tuntutan Ganti Rugi yvang harus diterima dalam waktu
satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Rugi. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar
nilai nominal vaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi
yvang akan diterima dalam waktu 1 (satu) tahun.
f. Persediaan
1) Definisi
Persediaan pada POLTEKPEL Surabaya adalah bahan-
bahan atau barang-barang yang dibeli tidak untuk dijual,
dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan dan masih

tersisa atau beium digunakan pada akhir periode akuntansi,
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seperti alat tulis kantor (ATK), bahan bakar minyak (BBM)
termasuk  minyak pelumas yang digunakan dalam
laboratorium praktek, bahan bakar minyak (BBM) vang
digunakan untuk xendaraan dinas (BBM dalam bentuk
kuponj, suku cadang atau perlengkapan (supplies), barang
cetakan, dar obat-obatan di poliklinik.

Pengakuan

a) Persediaan diakui pada saat diterima atau dihasilkan atau
hak kepemilikannya berpindah;

b} Persediaan berkurang pada saat dipakai, kadaluarsa, dan
rusak.

Pengukuran

a) Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi
bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and
netrealizable value), atau nilal yang terdapat dalam
kontrak/SPK (termasuk FPN);

b} Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian,
biaya konversi, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga (trade discounit), rabat, dan
lainnyz yang serupa mengurangi biaya perolehan sampai
berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
digunakan;

¢} Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya wmum
dan eadministrasi yang tidak memberikan sumbangan
untuk membuat persediaan dalam kondisi dan lokasi
sekarang;

d) POLTEKPEL Surabaya tidak melakukan pencadangan/
penyisihan atas kemungkinan penurunan nilai persedizan
(susut, rusak, kadaluarsa dan lain-lain). Penurunan atas
nilai  persediaan tersebut langsung dicatat sebagai
kerugian atau beban pada periode terjadinya;

e} Persediaan dinilai berdasarkan harga terakhir yang masulk;

f) Hasil inventarisasi persediaan (stock opname} yang
dilakukan pada akhir periode, dipakai sebagal dasar
penyesuaian {adjustment] saldo akhir persediaan, baik oleh

fungsi akuntansi meaupun fungsi gudang.
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4) Penyajian dan Pengungkapan

a) Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam
neraca;

b) Persediaan periengkapan (supplies) habis pakai yang tidak
dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional
POLTEKPEL Surabaya disajikan sebesar  harga
perolehannya,;

¢} Hal-hal yang diungkapkan dalam CalKX, antara lain:

{1} Kebyalkan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran
persediaan.

(2) Jenis persediaan, harga perclehan, nilai realisasi
bersil, dan nilei tercatat di neraca.

(3} Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan
nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode.

(4) Kondist atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan
nilai persediaan yang diturunkan.

(S) Nilai tercatat persediaan vang diperuntukan sebagai

jaminan kewajiban.

o

Stock Opname
Objek Stoeck Opname meliputi semua jenis persediaan yang
dimiliki oleh POLTEKPEL Surabaya baik yang ada di gudang
penyimpanan maupun diluar gudang penyimpanan.
g. Uang Muka
1} Definisi

Uang muka menurut twuan penggunaannnya dibagi
menjadi 2 {dua) jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang
muka pembelian barang dan/atau jasa. Uang muka kegiatan
adalah pembayaran dimuka untuk kegiatan mendesak
POLTEKPEL Surabaya yang belum diketahul secara pasti
jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus
dipertanggungiawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
Uang muka pembelian barang dan/atau jasa adalah
pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas
pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut
barang dan/atau jasa belum diterima, Pembayaran dimuka

tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran
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dari barang dan/atau jasa vang diberikan pada saat
penyelesaiarn.
Jenis-jenis uang muka seperti penjelasan diatas adalah
sebagai berikut:
a) Uang Muka Pengadaan, yaitu untuk pengadaan barang
dan/atau jasa, kontrak pembangunan;
b) Uang Muka Operasional.
2) Pengakuan
a) Uang muka diakui pada saat pembayaran kas sesual
dengan nilai nominal vang dibayarkan;
b) Uang muka berkurang pada saat dipertanggungjawabkan,
c} Uang muka pembelian barang dan/atau jasa berkurang
pada saat barang dan jasa diterima.
3} Pengukuran
Uang muka diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan.
4) Penyajian dan Pengungkapan
a) Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca;
b} Hal-hal yvang harus diungkap dalam CalK, antara lain
rincian jenis dan jumlah uang rauvka serta batas wakiu
pertanggungjawaban. Pada POLTEKPEL Surabaya para
penerimea uang rmuka (panjar keyja) paling lama 1 (satu)
minggu setelah selesainya kegiatan atau barang diterima
di gudang.
h. Beban di bayar dimuka
1) Definisi
Beban dibayar dimuka adalah pembayaran di muka yang
manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang.
Beban dibayar di muka berfungs: untuk membiayai aktivitas
POLTEKPEL Surabaye, misalnya premi asuransi dan sewa
dibayar dimuka.
2} Pengakuan
a) Beban dibayear di muka diakui sebagai akun sementara
pada saat pembayaran;
b} Beban dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat
jasa diterime;
¢} Beban dibayar dimuksa berkurang pada saat jasa diterima

atau berlalunyva walctu.
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3) Pengukuran
Beban dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang vang
dibayarkan atas prestasi atau jasa yvang diterima.

4) Penyajian dan Pengungkapan

a) Beban dibayar dimuka disajikan pada kelompok aset
lancar di neraca;

b} Beban dibayar dirmuka disajikan secara netto.

i. Investasi Jangka Panjang
1} Definisi
Investasi iangka panjang adalah investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki oleh POLTEKPEL Surabaya
dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri
dari:

a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang
lebih dari 1 (satu} tahun vang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti pemberian
pinjamean kepada entitas Negara/Daerah, investas: dalam
bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek
pembangunan;

b} Kebijakan akuntansi untuk pemantauan nilai tercatat
dari investasi;

c) Pembatasan yang signifiken pada kemampuan realisasi
investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan
hasil pelepasan;

d} Metode penilaian investasi jangka panjang dapat
dilakukan dengan metode biaya, metode ekuitas, dan
metode nilai bersih yvang dapat direalisasikan.

2) Pengakuan
Investasi jangka panjang diakul pada saat keluarnya
sumber daya ekonomi POLTEKPEL Surabaya untuk
memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur
dengan andal.
3) Pengukuran

a) Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya peroleharn,
kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang
menunjukan penurunan nilai di bawah biaya perolehan

secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan
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penyesuaian ates nilai investasi tersebut. Penilaian dalam

hal im1 dilakukan untuk masing-masing investasl secara

individual;

b) Investasi non permanen dinilai berdasarkan harga
perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan;

¢) Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga
transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain
disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank,
dan pungutan oleh bursa efek.

4} Penyajian dan Pengungkapan

a) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam kelompok aset
non lancar pada neraca;

b) Pengungkapan pada CalK, adalah untuk hal-hal sebaga:
berikut:

(1) Rincian jenis dan jumlah penempatan dana.

(2) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilal tercatat
dari investasi.

(3) Pembatasan yang signifikan pada kemampuan
realisasi investasi atan  pengiriman uang dart
penghasilan dan hasil pelepasan.

}. Aset Tetap
1) Definist
Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki POLTEKPEL
Surabaya dengan maksud untuk digunakan melayani
masyarakat dalam bidang layanan pendidikan, dan
digunakan lebih dari 1 {saty) tahun.
Aset tetap antara lain:
a) Tanah {tidak disusutkan);
b} Peralatan dan Mesin {termnasuk kendaraan);
¢) Gedung dan Bangunan;
d} Jalan dan Jembatan;
e} Irigasi;
f) Jaringan;
g) Aset Tetap Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujudj;
h) Konstruksi Dxalam Pengerjaan;

i) Aset Tetap Renovasi.
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Berikut ini adalah definisi-definisi yang berkaitan dengan

aset tetap:

a)

Biaya perolehan {cost} adalah jurnlah kas atau setara kas
yang dibayarkan atau nilai wajar deri imbalan lain yang
diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan,
jumleh vang diatribusikan ke aset pada saat pertama kall
diakui;

Jumlah tercatet (carryng amount} adalah nilai yang
disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi

penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai;

Jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable
amount) adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual

netto dan nilai pakai (values in use) suatu aset;

Jumlah vang dapat disusutkan (depreciable amount)
adalah biaya perclehan suatu aset, atau jumlah lain yang
menjadi  pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai
residunya;

Nilai khusus entitas (entity specific value) adalah nilai kini
dari arus kas suatu entfifas yang diharapkan timbul dan
penggunriaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur
manfaar atawi vang diharapkan terjadi ketika penyelesaian
kewajiban;

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan
diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah
dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut
telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada
akhir urnur manfaatnya;

Nilai wajar adalah jumlah vyang dipakai untuk
mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang
berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam
suatu transaksi dengan wajiar {arm’s length transaction);
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat
disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Metode penyusutan aset tetap di POLTEKPEL Surabaya
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adalah berdasarkan metode garis lurus (straight line
method), yang rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.5;

i)  Rugi penurunan nilai fimpcairment loss) adalah selisih dari
jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah yang dapat
diperolen kembaii dari aset tersebut;

i} Umur manfaat (Useful life) adalah:

(1} Suatu periode di mana aset diharapkan akan
digunalan oleh entitas; atau

{2} Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan
akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas.

Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset jika:

a) Mempunyai measa manfast lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

b} Biays perolehan zset tetap dapat diukur secara andal;

¢) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
POLTEKPEL Surabaya,

d} Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan.

Pengukuran

a) Suatu benda berwujud vang memenuhi kualifikasi untuk
diakui sebagal suatu aset dan dikelompokan sebagai aset
tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan;

b) Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan;

¢) Biaya perolehan suatu aset, terdiri dari harga belinya
atau konstruksinya termasuk bea impor, pajak dan setiap
biava yvang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset
tersebur  dapat bekeria untuk penggunaan yang
dimaksudkan. Contoh dari biaya vyang dapat
diatribusikan langsung adalah :

(1) Biaya persiapan tempat, misalnya biaya pembersihan
lokasi {land clearing} dan kegiatan sejenisnya.
(2) Biaya pengiriman awal (finitial delivery) dan biaya

simpan dan bongkar-muat (handling cost).
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(3) Biaya pembangunan (development cost) awal,
termasulk biaya perijinan, misalnya ijin mendirikan
bangunan (IMB]J.

(4) Biaya pemasangan (installation costs).

(5) Biaya perencenasn, seperti disain arsitek dan
insinyur;

(6) Biaya admirustrasi pengadaan, pemeriksaan serta
pengawasan.

(7) Honor Panitia Pengadaan dan Pemeriksa.
(8) Biaya tim pengawas. serta
(9) Biaya perjalanan dinas.
Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan;
Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran afau
pertukaran sebagian untuk suaitu aset tetap yang tidak
serupa atau aset lain. Biaya dari akun semacam itu
diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau yang
diperoleh, vang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan
nilai wajar vang dilepaskan setelah disesuaikan dengan
jumlah setiap kas atau sectara kas yang ditransfer;

Suatu aset tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas

suatu aset vang serupa yang memiliki manfaat yang

serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki
suatu nilai wajar serupa. Suatu aset tetap juga dapat
dijual dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang
serupa. Dalam kedua keadaan tersebut, karena proses
perolehan penghasilan {eaming process) tidak lengkap,
tidak ada keuntungan atau keragian vang diakui dalam
transaksi. Sebaliknya biaya perolehan aset baru adalah
jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Tetapi, nilai
wajar aset yang diterima dapat menyediakan bukti dari
suatu pengurangan (impairment) aset yang dilepaskan.
Dalam keadaan ini aset yang dilepaskan diturun-nilai

buku-kan (written down) dan nilai turun nilai buku
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(written downy ini ditetapkan untuk aset tetap baru.
Contoh: dari pertukaran aset serupa termasuk
pertukaran pesaweat terbang, hotel, bengkel, dan properti
real estate lainnya. Jika aset lain seperti kas termasuk
sebagal bagian transaksi pertukaran, ini dapat
mengindikasikan bahwa akun yang diperlukan tidek
memiliki suatu nilai yang serupa;

Aset tetap vang diperoleh dari sumbangan/hibah harus
dicatat sebesar harga perolehan penghibah atau taksiran
atau harga pasar vang layak vang ditetapkan oleh pihak
penilai (appraisal team) dengan mengkreditkan akun
ekuitas;

Pengeluaran  getelah  perolehan awal  (subsequent
expendilures) suatu aset tetap yang memperpanjang masa
ﬁanfaa‘; atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
keckonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat
aset vang bersangkutan;

Penilaian kembali ateu revaluas: aset tetap tidak
diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dapat
dilakukan berdasarkan ketenmuan Pemerintah yang
berlaku  secara  Nasional. Dalam hal disajikan
menyimpang dari konsep harga perolehan, maka
POLTEKPEL Surabaya harus menjelaskan penyimpangan
tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan
POLTEKPEL Surabaya. Selisih antara nilai revaluasi
dengan nilai buku {nilai tercatat) aset dibukukan dalam
akun ekuitas;

Bilamana aset tetap diperoleh secara paket berikut suku
cadangnya, maka biaya perolehan aset tetap ini sudah
termasuk nilai suku cadang bawaan, sehingga suku
cadang ini dicatat (dengan biaya perolehan nihil) di dalam
adminisirasi persediaan di bagian masing-masing;

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan

atau bila aset secara permanen ditarik dari
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penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomisnya
pada masa yang akan datang diharapkan;

Perolehan aset tetep pada tanggal berapa saja dart suatu
bulan zkan dicatat sebagai perolehan pada bulan yang
bersangkutan;

Aset tetap yang diperoleh melahai belanja modal dalam
bentuk siap pakai, nilai perolehannya didasarkan atas
harga beli ditambah pajak-pajak yang menyertainya dan
semua biaya vang dikeluarkan sampai aktiva tetap yvang
bersangkutan siap untuk digunakan;

Nilai perolehan aset tetap yang diperoleh melalui
transaksi secara sewa beli (purchase leasing) adalah
sebesar selurul biaya yang dibebankan dalam kontrak
sewa beli;

Hibah atau Transfer Masuk, baik dari pihak ketiga atau
dari Kementerian yang sama, yang diperoleh dalam 1
(satu) paket tanpa disertai rincian pembelian, maka nilai
perolehannya berdasarkan harga pasar;
Pengeluaran-pengeluaran untuk perbaitkan aset tetap
yvang mempertahankan artau menambah masa manfaat,
meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan aset tetap
yang bersangkutan untuk beberapa tahun, pada
prinsipnya harus dikapitalisasikan dengan mendebet
akun yang bersargkutan sebesar biayva yang dikeluarkan,
misalnya penggantian atap dari seng ke mulliroof,
sedangkan pengeluaran untuk perbaikan dan perawatan
aset tetap untuk menjaga standar kinerja semula atas
suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi
(kapitalisasi). Contoh: biaya pemeliharaan,;

Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi/dicatat sebagai
aset tetap jika memberi manfaat lebih dari 1 (satu} tahun
dan/atau nilainya paling sedikit sebesar Rp 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) untuk peralatan, mesin dan alat
olah raga dan sebesar Rp. 10.000.000,- {sepuluh juta
rupiah) untuk gedung dan bangunan kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan, irigasi dan aktiva tetap lainnya,;
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r} Aset tetap yang tidak digunakan/rusak dapat diusulkan
oleh Pengelola POLTEKPEL Surabaya kepada Menteri
Keuangan untuk dihapuskan. Setelah mendapat
persetyjuan dari Menteri Keuangan atas penghapusan
tersebut, maka nilai buku atas aset yang mendapat
persetujuan untuk dihapuskan tersebut dinolkan;

s) Bila aset tetap yang disetujui untuk dihapuskan
kemudian dijual/dilelang maka hasil penjualan dicatat
sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan aktivitas;

t) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP):

a) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap
dalam proses pembangunan fisik sehingga belam
dapat digunakan untuk operasi POLTEKPEL Surabaya
atau tidak dalam kondisi dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

b) Biaya perolchan dari KDP ditentukan menggunakan
prinsip vang sama seperti pada aset tetap dan
disajikan dalam kelompok aset lain-lain sampai
dengan saat dikapitalisasi, yaitu dinyatakan siap pada
kondisi dapat bekeria untuk penggunaan yang
dimeksudkan sernula.

u) Aset tetap tidak produktif adalah aset tetap vang rusak
dan tidak dapat diperbaiki, serta aset tetap yang telah
usang secara teknologl direklasifikasikan ke akun aset
tetap tidak produkttf dalam kelompok aset lain-lain
setelah mendapat persetujuan penghapusan dari Direktur
POLTEKPEL  Surabaya, dan sebelum  mendapat
persetuitian penghapusan dari Menteri Keuangan.

4} Penyajian dan Pengungkapan

a) Aset tetap disajikan pada akun aset non lancar di neraca;

b) Aset tetap disajikan  berdaserkan biaya perolehan
{acquisition cost) dikurangi nilai akumulasi penyusutan
(disajikan secara terpisah dari asst tetap),

¢) Nilai buku aset tetap {book valus) disajikan di neraca
dengan mengurangi harga peroiehan dengan akumulasi

penyustitan;
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d) Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha

(leasing) disajikan sebagal bagian aset tetap dalam

kelompok tersendiri;

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan, adalah:

(1)

(7)

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan

jumiah  tercatat bruto harus diungkap bila

menggunakan lebih dari 1 (satu} dasar per

kategorinya.

Metode penvusutan vang digunakan.

Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

Jumlah tercatat bruto dan jumlah akumulasi

penvusutan pada awal dan akhir periode.

Nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan

memperlihatkan:

(a} penambahan;

(b) pelepasan;

(c) revaluasi vang dilakukan berdasarkan ketentuan
Pemerintah;

(d) penurunan nilai tercatat;

(e} penyusuian;

(f) setiap pengklasifikasian kembali.

Eksistens: dan batasan atas hak milik, dan aset tetap

vang dijaminkan untuk hutang.

Kebijakan skuntansi untuk biaya perbaikan yang

berkaitan dengan aset tetap.

(8) Urailan rincian dari masing-masing aset tetap.
(9) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
N Masa
NO Jenis aktiva Manfaat
{Tahun)
GEDUNG DAN BANGUNAN:
Permanen 20
2. | Semi Permanen 10
Peralatan dan Mesin
1. | Kelompok 1 s/d S
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Kelompok 2 5s8/d 10
Kelompok 3 10s/d 15
Kelompok 4 20
KENDARAAN:
Roda 2 o
2. | Diatas Roda 2 5s/d 10
JALAN:
1. jJalan 10s/d 15
IRIGASI:
1. | Irigasi 5s/d 10
JARINGAN:
- Kelompok 1 s/d 5
2. | Kelompok 2 5s/d 10
" ASET TETAP LAINNYA:
1. | Aset Tetap Lainnya s/d 5
ASET TAK BERWUJUD:
1. | Aset Tak Berwujud s/d 10

Tabel 1.4 Perhitungan Nilai Penyusutan Aset Tetap Tiap Tahun

k. Aset Lainnya
1} Definisi

Aset Lainnya adalah aset selain aset lancar, investasi jangka

panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri dari:

a) Tagihan Penjualan Angsuran ;

b} Tunturan Perbendsharaan;

c) Tuntutan Ganti Rugi;

d} Software;

e} Hasil Kajian Penelitian;

N

Kemitraan dengan pihak ke-tiga;

g} Aset yang dihentikan penggunaannya.

Tuntutan Perbendaharaan

adalah

kewajiban  untuk

menggantiken kerugian yang dikenakan kepada bendahara.

Tuntutan Ganti Rugi adalah kewajiban untuk mengganti

kerugian vang dikenakan kepada non bendahara.

Tagihan penjualan angsuran merupakan penjualan aset yang

tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih

dari 12 (dua belas) bulan.
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Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagal aset non-moneter
vang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.
Aset non-moeneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau
setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas
yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
Aset tetap vang dihentikan penggunaannya adalah aset yang
sudah tidak lagi memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkan aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
Sesuai dengan PSAK Nomoer 39, Kerjasama Operasi (KSO)
merupakan perjanjian antara 2 {dua} pihak atau lebih, dimana
masing-masing sepalkat untuk melakukan suatu wusaha
bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki dan secara bersama-sama menanggung resiko usala
tersebult.

Pemilik aset adalah pihak vang memiliki aset atau hak

penyelenggara usaha tertentu yvang dipakai sebagai objek atau

sarana kerjasama operasi.

Investor adalah pihak vang menyediakan dana, baik seluruh

atau sebagien untuk memungkinkan aset atau hak usaha

pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam K8O.

Aset KSO adalah aset tetap yvang dibangun atau digunalkan

untuk menyelenggarakan kegiatan KSQO.

Pengelola KSO adalah pihak yang mengoperasikan Aset KSC.

Pengelola KSO mungkin dilakukan pemilik aset, mungkin

investor dan mungkin juga pihak lain yang ditunjuk.

Masa konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan

pemilik aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau

bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang
tercantum di dalam perjanjian KSO. Pengoperasian aktiva KSO
terdiri dari 2 {dua) macam, yaitu:

2) Bangun, Kelola, Serah-Terima (Built Operate Transfer)
Apabila bentuk kerjasama dimana investor yang mendanal
pembangunan Aset KSO sampai berakhir masa Konsesi,
dimana pada akhir masa Konsesi Investor akan
menyerahkan Aset KSO tersebut dan pengelolaannya

kepada Pemilik Aset.
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b) Bangun, Serah-Terima, Kelola (Built Transfer Operate)
Apabila inmvestor vang mendanai pembangunan Aset KSO
sampai siap dioperasikan, kemudian Aset KSO tersebut
diserahkan kepada pemililk aset untuk dikelola.

2} Pengakuan

Aset lainnya diakui apabila:

a) Kemungkinan besar POLTEKPEL  Surabaya akan
memperoleh manfaat elonomis masa depan dari aset
tersebut;

b) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal;
dan

¢) Saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut
berpindah kepada POLTEKPEL Surabaya.

3) Pengukuran

a) Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal
dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara
yvang bersanglkutan ke kas Negara;

b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
setelah dikurang dengan sctoran yang telah dilakukan
oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara;

c) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal
dart kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangikutan setelah dikurangi dengan angsuran yang
telah dibayarkan oleh pegawai ke kas Negara;

d) Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran vang
terjadi sesuai dengan SPM belanja modal non fisik yang
melekat pada aset tersebut;

e) Bangun Kelcla Serah (BKS) dicatat sebesar nilat aset yang
diserahizan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor
untuk membangun Aset BKS tersebut;

f) Bangun Serah Kelola (BES) dicatat sebesar nilai
perolehen aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset
yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah
Aset yang dikeluarkan oleh pihak ke-tiga/Investor untuk

membangun Aset tersebut.
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4} Penyajian dan pengungkapsan

a} Aset lainnyva disajikan setelah aset tetap;

b) Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan,
Tuntutan Ganti Rugi disgjikan sebesar nilai nominal;

¢} Aset K30 disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya,
vaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi;

d) Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu
biaya perolehan dikurangi amortisasi

e} Amortisasi aset tak berwajud disajikan secara terpisah dari
Aset tak berwujud;

f) Biaya tangguhan disajikan sebesar nilai bukunya, yaitu
biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi;

Hai-hal yang harus diungkapkan dalam CalK, antara

vo

lain:
(1) Kebijakan penilaian Aset lainnya.

(2) Rincian Aset lainnya.

(3) Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
{(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada
awal dan akhir periode.

{5) Keberadaan dan nilai tercatat Aset tak berwujud yang
hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai
jaminan atas hutang. dan

(6) Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset tak
berwujud tersebut.

16, AKUNTANSI KEWAJIBAN

Pada uraian dimuka, telah kita ketahui bahwa kewajiban
adalah hutang wvang fimbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengekibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
POLTEKPEL Surabaya. Xarakteristik kewajiban adalah bahwa
POLTEKPEL Surabaya mernpunyal kewajiban (obligation) masa kini.
Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah
vang harus diselesaikan dapat divkur dengan andal. Kewajiban
(Obligation) terdiri dari kewajiban jangka pendek atau kewsajiban

lancar, dan kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar.
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a. Kewajiban Lancar
1) Definisi

Suatu hutang diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar

penyelesaiannya atau jatuh temponya tidak lebih dari 12 {dua

belas) bulan setelah tanggal neraca terdiri dari:

a) Hutang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena
kegiatan operasional POLTEKPEL Surabaya, misalnya
hutang biaya;

b} Hutang Pihak Ke-tiga yaitu kewajiban yang timbul karena
adanya Kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang belum
dibayarkan;

¢) Hutang Kepada KUN (Kas Umum Negara) yaitu kewajiban
vang timbul kepada Negara berupa uang persediaan;

d) Biaya yvang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang
telah terjadi tetapi belum dibayar sarnpai tanggal neraca,
termasuk accrued interest;

e} Pendapatan  diterima  dimuka, yaitu  penerimaan
pendapatan dari pihak Ke-tiga sebagai pembayaran jasa
tertentu tetapi POLTEKPEL Surabaya belum memberikan
jasa tersebut kepada pihak Ke-tiga;

fy Baglan lancar hutang jangka panjang yaitu bagian dari
hutang jangka panjang vang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas} bulan setelah tanggal neraca,;

o} Hutang jangka pendek lainnya yaitu hutang yang akan
jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca vang tidak dapst dikelompokan dalam butir 1
sampal 5 di atas;

h) Hutang Pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada Negara
berupa hutang pajak.

2} Pengakuan

a) Hutang usaha diakui pada saat POLTEKPEL Surabaya
menerima jasa/barang dan jasa, tetapt POLTEKFEL
Surabaya belum membayar atas barang dan jasa yang
diterima;

b) Hutang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian
telah mewajibkan POLTEKPEL Surabaya untuk membayar

pajak kepada Negara sssual kelentuan peraturan
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perundang-undangan;

c) Bilaya yang masih harus dibayar diakui pada saat
POLTEKPEL Surabeya telah menerima manfaat ekonomi
dari pihak lain tetapi POLTEKPEL Surabaya belum
melakukan pembavaran atas manfaat ekonomi yang telah
diterima;

d) Pendapatan diterima di muka diakui sebagai berikut:

(1) Pendapatan diterima pada periode ini, akan tetapi jasa
pelayanannya baru dilaksanakan pada periode
akuntansi berikutnya, maka dicatat sebagai hutang.

(2) Pendapatan diterima pada periode ini dan
pelayanannya juga dilaksanakan pada periode vang
sama, maka pendapatan tersebut menjadi pendapatan
periocde ini, walaupun pelayanan selesai pada periode
herikutnya {periode yang akan datang).

¢} Bagian hutang jangka panjang diakui pada saat
rekiasifikasi hutang jangka panjang pada setiap akhir
periode akuntansi,

3) Pengukuran

a) Kewajiban jangks pendek dinilai sebesar nilai nominal;

b) Kewajiban jangka pendek berkurang pada szat
pembayaran/ penyvelesaian oleh POLTEKPEL Surabaya.

4} Penyajian dan pengungkapan

Hutang usaha, hutang pajak, biaya vang masih harus dibayar,

pendapatan diterima di muka, hutang jangka panjang, dan

hutang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam
kelompok kewajiban jangka pendek. Hutang POLTEKFPEL

Surabaya diungkeapkan secara rinci dalam CalK. Informasi-

informasi vang diungkapkan dalam CalK antara lain:

a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi
berdasar pemberi pinjarman (kredivar);

b) Bunga pinjamarn vang terhutang dan tingkat bunga yang
berlaku;

¢} Jumlah tunggaken pinjaran yang disajikan dalam bentul
daftar umur hutang berdasarkan kreditur,

b. Kewajiban Jangka Panjang

1) Definisi
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Kewsgjiban jangka panjang {rion lancar} merupakan kewajiban
vang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh ternpo
dalam waktu lebih dari 12 {dua belas) bulan setelah tanggal
neraca.

Kewajiban jangka panjang tetap dikiasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca,
apabila:

a) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;

by POLTEKPEL Surabaya bermaksud membiayai kembali
kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang
didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan
kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum
laporan keuangan disetujui.

2) Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat POLTEKPEL

Surabaya menerima hak dari pihak lain, tetapi POLTEKPEL

Surabaya belum mermenuhi kewaiiban kepada pihak tersebut.

3) Pengukuran
Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nilai nominalnya.
4} Penyajian dan pengungkapan

a) Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar
bagian hutang vang belum dibayar / diselesaikan atau
jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca;

b) Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 {dua belas) bulan setelah tanggal neraca
direklasifikasikan ke dalarma kewsajiban jangka pendek;

c) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CalK, antara lain:
(1) Jumlah rincian hutang jangka panjang.

(2) Karakteristik umum setiap hutang jangka panjang
termasuk informasi singkat suku bunga dan pember:
pinjarpan.

(3) Jumlah tunggakan hutang jangka panjang yang
disajikan dalam Dbentuk daftar umur hutang

berdasarkan kreditur.
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(4) Hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang
tidak dapat dipenuhi.
17. AKUNTANSI EKUITAS
Ekuitas adalah hak residual POLTEKPEL Surabaya atas aset setelah
dikurangi seluruh kewsajiban POLTEKPEL Surabaya yang dimiliki.
Ekuitas POLTEKPEL Surabaya terdiri atas ekuitas tidak terikat,
elkuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.
a. Ekuitas tidak terikat
1} Definisi
Ekuitas tidak terikat adalah ckuitas berupa sumber daya yang
penggunaannnya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
Ekuitas tidalk terikat meliputi:
a) Ekuitas Awal
Ekuitas awal merupakan hal residual awal POLTEKPEL
Surabaya yang meripakan selisih aset dan kewajiban pada
saat pertarna kali POLTEKPEL Surabaya ditetapkan
sebagai BLU, kecuali sumber dayea ckonomi yang diperoleh
untuk tujuan tertentu;
b) Surplus dan Defisit Tahun Lalu
Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi
surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya;
¢} Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh
pendapatan setelah dikurangl seluruh biaya pada tahun
berjalen;
d} Ekuitas Donasi
Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang
diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah
yvang sifatnya tidak mengikat.
2) Pengakuan
Elkuitas tidak terikat dinilai sebesar:
a) Ditetapkannnya nilai kekayaan POLTEKPEL Surabaya;
b) Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak
mengikat;
c}) Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang

ridak mengikat;
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d) Pengalihan eckuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidalk
terikat.
3) Pengukuran
Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar:
a) Nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan
POLTEKPEL Surabaya menjadi BLU;
b} Nominal dana sumbangan/bhantuan yang tidak mengikat;
¢} Nilai perolehan atau nila: wajar aset sumbangan/bantuan
yvang tidak mengikat mana yang lebih andal;
d) Jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas
terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.
4) Penyajian dan pengungkapan
a) Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok ekuitas
pada neraca sebesar saldonya,
b} Hal-hel yang harus diungkapkan dalam CalLK antara lain:
(1) Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan
jenisnya.
(2) Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.
b. Ekuitas Terikat Temporer
1) Definisi
Ekuitas terika: temporer adalah ekuitas berupa sumber
daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk
tujuan tertentu dan/atau  jangka waktu tertentu oleh
Pemerintah. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan
waktu dan/atau pembatasan penggunaan ckuitas tersebut
oleh POLTEKPEL Surabaya. Ekuitas terikat temporer antara
lain mencakup:
a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
b) Investasi untuk jangka walktu tertentu;
c) Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode
tertentu dimasa depan;
d) Dana untuk memperoleh aset tetao.
2) Pengakuan
Ekuitas terikat temporer diakui pada saat:
a) Ditetapkannya nilai kekavaan POLTEKPEL Surabaya;
b) Diterirnanya dana surabangan/bantuan yang mengikat

secara lemporer,
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¢} Diterimanya Aset sumbangan/bantuan yang mengikat
secara temporer.
3) Pengulkuran
Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:
a} Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan
POLTEKPEL Surabaya menjadi BLU;
b) Nominal dana sumbangan/bantuan vyang sifatnya
mengikat temporer;
c) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan
yang tidak mengikat mana yang lebih andal.
4) Penyajian dan pengungkapan
a) Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok ekuitas
pada neraca scbesar saldonya;
b) Hal-hel yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain:
(1) Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan
jenisnya.
(2) informasi mengenal sifat dan pembatasan ekuitas
terikat temporer.
Ekuitas Terikat Permanen
1) Definisi
Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya
yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan
tertentu oleh Pemerintah. Ekuitas terikat permanen meliputi:
a} Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk
tujuan tertentu;
b} Aset yang digunekan untuk investasi yang mendatangkan
pendapatan secara permanen;
¢) Donasi Pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara
permanen.
2} Pengakuan
Ekuitas terikat permanen dialkui pada saal:
a) Ditetapkannya nilai kekayaan POLTEKPEL Surabaya
menjadi BLU;
b) Diterirnanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan
yang mengikat secara permanen,;
¢) Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan

pendapatan secara Permaner.
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3} Pengukuran
Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:
a) Nilai buku ekuitas terikat permenen pada saat penctapan
POLTEKPEL Surabaya menjadi BLU;
b) Nominal dana sumbangan bantuan yang sifatnya mengikat
permanen;
¢} Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan
yvang terikat permanen mana yang lebih andal;
dj Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.
4} Penyajian dan pengungkapan
1) Ekuitas terikat permanen dissjikan dalam kelompok

ekuitas pada neraca sebesar saldonya;

]

Hal-ha! yang harus diungkapkan dalam CalK antara lain :

a) Rincian jumlal ekuitas terikat permanen berdasarkan
jenisnya;

b} Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas

terikat permanen.

2. PROSEDUR AKUNTANSI DAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN
1. Prosedur Akuntansi (accourting procedure)

Bagan arus dari langkah-langkah siklus akuntansi {accouting
cycle) adalah proscedur akuntansi vang digunakan oleh POLTEKPEL
Surabaya untuk mencatat transaksi dan membuat laporan
keuangan. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah prosedur
akuntensi yang biasanys digunakan oleh perusahaan atau entitas
pada umumnya.

Prosedur akuntansi yang digunaken oleh POLTEKPEL Surabaya

dapat digambarkan dalam Diagram 2.1 sebagai berikut:

1.Bulkti 2 Jurnal 3.Buku 4.Meraca
Transaksi o 5 Besar B Salde
F:
5
5.Jurnal
Penyesuaian

7.Jurnel é.laporan
Penutup < Reuangan <
L. Neraca
2. Lap Altivitas
3, leporan Arus Kas
4, Lap Perubahan Equitas
5. Lelk
“'—-«-.__.._———//’—
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Diagram 2.1 Diagram Siklus Akuntansi

Berdasarkan diagram di atas, dapat diuraikan bahwa siklus

akuntansi adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan Data ke dalam dokurmen sumber/bukti transaksi.

2)  Penjurnalan, vaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam
jurnal (buku harian).

3) Melakukan posting ke Buku Besar yaita memindahkan debet
dan kredit dari jurnal ke Buku Besar.

4}  Penyusunan Neraca Saldo yaitu menyiapkan Neraca Saldo
untuk mengecek keseimbangan Buku Besar.

5)  Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahya
pada Neraca Saldo.

6) Penyusunan Laporan Keuangan vaitu Neraca, Laporan
Aktivitas, Laporan Arus Kas.dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

2

Membuat  ayat-ayat  penutup  vaitu  menjurnal  dan

memindahbukukan avat-ayat penutup.

Dalam Prosedur Akuntansi POLTEKPEL Surabaya menyajikan dan
menjelaskan Bagan dan Preoses Akuntansi dari Dokumen Masukan,
dan Proses dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
Adapun SOP yang digunakan dalam POLTEKPEL Surabaya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I Peraturan Menteri ini
varng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Setiap transaksi keuangan yvang terjacdi harus selalu didukung
oleh dokumen utarna yang dikenal sebagai bukti transaksi keuangan
(original documents). Bukti transaksi keuangan yvang digunakan oleh
POLTEKPEL Surabaya sebagai awal dari proses transaksi keuangan
pada setiap aktivitas utamanya dikemukakan secara terinci dalam
Surat Keputusan Direktur Politeknik Pelavaran Surabaya yang
merupakan petunjuk teknis dari sistem akuntansi POLTEKPEL
Surabaya.
Berdasarkan dokumen <dimaksud, sub baglan tata usaha
memverifikasi  kelengkapan dan  membukukannya  dengan

menyiapkan jurnal vang diperlukan seperti misalnya jurnal
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pendapatan kerjasama dikiat, jurnal kas/bank pengeluaran, jurnal
kas/bank penerimaan, jurnal pembelian, dan jurnal penutup.
Masing-masing jurnal tersebut dilakukan sesuai dengan Prinsip
Akuntansi Berterirna Umum (PABU).

Berdasarkan dokumen dimaksud, sub bagian tata usaha
memverifikasi  kelengkapan dan  membukukannya  dengan
menyiapkan jurnal vang diperlukan seperti misalnya jurnal
pendapatan kerjasama diklat, jurnal kas/bank pengeluaran, jurnal
kas/bank penerimaan, jurnal pembelian, dan jurnal penutup.
Masing-masing jurnal tersebut dilakukan sesuai dengan Prinsip
Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Setelah jurnal selesal disiapkan maka sub bagian keuangan

dan administrasi umurm akean melakukan posting ke buku besar
masing-masing akun yang terpengaruh dan mencatat transaksi
keunangan di masing-masing buku besar pembantu (subsidiary
ledgers) berdasarkan pada dokxumen pendukung (supporting
documents). Buku besar pembantu ini akhir bulan dibandingkan
denigan buku besarnya. Apabila terjadi selisih, maka selisih tersebut
harus dicari penychabnya dan disesuaikan sehingga masing-masing
buku besar memiliki perincian vaitu buku besar pembantu yang
cocok jumlahnya.
Angka-angka yang telah sesuai pada buku besar dimasukkan dalam
neraca saldo. Apabila ada transaksi-transaksi yang membutuhkan
penyesuaian maka dapat dibuat jurnal penyesuaian, yang nantinya
akan menyesuaikan angksa pada neraca saldo setelah penutupan.

Proses selanjutnya adslah penyusunan Laporan Keuangan
vang terdiri dari Laporan Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Proses pencatatan dan pelaporan keuangan diatas dapat

digambarkan dalam sebagat berikut :
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; Transaksi Keuvangan !
Bl Jurnad }
» L —ed  Butlcnr Fuarnat E
{ Bukti Prendulagng ! Bolow urnal %
B tets P iabirar e
S— = E_—_———.—u.. EmEtaE — - —
e e akuj:ting
e dibandingkan - I Biliu Besar i
J Biliw Besar E
L‘_i Buky Sesar %

disajikan
Transalksi
EHeuormzan

<
LEISCER M AT [ | Catlk |

L + L
FlEraca Laporar Laporan Percbahab
Adhiettans Bisuitoe

#ma

Diagram 2.2 Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

L3

3. Format Laporan Keuangan Foltekpel Surabaya
1} Laporan Aktivites

Laporan Aktivitas adalah Laporan Keuangan yang menyajikan
kinerja entitas usaha POLTEKPEL Surabaya dalam 1 (saty)
periode. Yang dimaksud kinerja entitas usaha POLTEKPEL
Surabaya adaleh kemampuan POLTEKPEL Surabaya dalam
melakukan aktivitas pelavanan kepada masyarakat dan
pengaruhnya terhadap perubahan ekuitas.

Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akun-
skun penting atas pendapatan dan biaya telah dikemukakan
sebelumnya dalam bab ini. Informasi kinerja entitas POLTEKPEL
Suwrabaya ini  bermanfaat untuk mengetahui pencapaian
POLTEKPEL Surabaya dalam memanfaatkan sumber daya yang
tersedia dalam menambah ekuitas POLTEKPEL Surabaya.

Format laporan aktivitas POLTEKPEL Surabaya dapat dilihat
pada tabel 1.5 sebaga: berikut:

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)} POLTEKPEL SURABAYA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SD DD MM YYYY DAN DD MM YYYY-1

DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAJAN .
(Unaudite Jumlah | %
d}
 PENDAPATAN
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DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN
Unaudite :
( Jumlah | %
d)
Pendapatan Usaha Dari
Jasa Layanan
. , , *X
XXK.KXK.XX | XAKXKK.X | XXX XXX,
. R,%
Pendapatan Pendaftaran | x XX XXX
: , X%
Pendapatan Jasa Diklat | x XX XXX ’
Total Pendapatan Usaha | XXX XXX.XX | XXXXXX.X | XXX.XXX. | XX
Dari Jasa Layanan X XX KKK X,X
Pendapatan Hibah
Hibah Lavanan | XXX OO0 | O0OLKEK.X | XXX.XXX. | XX
Pendidikan X XX XXK X, %
Hibah Non Layanan | Xg3Xx®.X¥ | XOLXXX.X | XXXXXX. | XX
Pendidikan b3 XK KKK X, ¥
Total Pendapatan Hibah X XX XXX XX
Pendapatan APBN
XXFL KKK KK | XXR KK | XXRXXK. | XX |
Pendapatan APBN X KK XXX XX
KXK XXX KK | XOLHEXK | XXXKK. | XK
Total Pendapatan APBN pe XX XXX ¥,¥
Pendapatan saha
Lainnya
XXR.XXK. KX | XEHXEX.X | XXK.XXX. | XX
Pendapatan Sewa X XK XAK X,
Hasil Kerjasama | X¥X.XXX.XX | XXX.XXX.X | XXX.XXX. | XX
dengan Pihak Lain X K XXX X, X
Pendapatan Jasa | Xxx.KKHKK | KRHEXKK | XHNKKXK, | XK
Lembaga Keuangan X KX XXX X, X
Penerimaarl Usaha @ xxx XXX.XX | XXX.XXX.X | XXXXXX. | XX
Lain-lainnya X KX XXX X%
Total Pendapaten Usaha | ¥xxX XX xx | XOLXXX.X | XXX.XXX, | XX
Lainnya X XX XXX X,
| xODGK | KXKXXKK | XXRXXX. | XX
TOTAL PENDAPATAN | XX XX XXX | XX
H 1
1 |
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DD MM DD MM | Kenaikan/Pe |
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN
Unaudite '
© ] Jumlah | %
d)
Beban Layanan
(3¢
(RILAXRK | (X AXK. | (KKK | X,X
Beban Pegawai XX} XXX) XXX) }
{3
(XXX RHKK | poonXxx. | [(XEX.XXX | XX
Beban Bahan XK} XKX) XXX) }
(3%
Beban Perjalanan | (oot | XXX, | (XXXXXX | X,X
Dinas KKj XXX) XXX) )
(xx
(RET2OOLK | (HAXXXRX. | (XXX.XXX | XX
Beban Pemeliharaan X} HHK) XXX) )
(%x
Beban Dava dan| (oconootx | (COOLEXX. | (OOLXXX | X,X
Jasa XX} X¥X) XXX) }
(xx
Beban  Peningkatan | (Xxx.xx.% | ((000XX2. | (KxX.xXx ] %,X
SDM XX} XXX} XXX) }
{3z
X,X
(RO | (OO XX, | (XRER® | )
XX} XKX) XAX) :
Beban Promosi (xx
(pooLxek. ¥ | (RRK. | (XXXEXK | KX
Beban Utilitas XX} XXX) XXX} }
(xx
(soxon. x| (o xR, | (KRR | ¥,%
Beban Lain-lain po'd XXX) XXX} )
(3%
(XXX XXX | (000 XEK. | (XRXXXH | XX |
Beban Penyusutan XX} XHL) XXX) )
(xx
Bootooonx | (OO EXK. | (X0LXXX | XX
Total Beban Layanan XK} XXX) KXK) )
Beban s dan
Administrasi
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URAIAN

Total Beban Urmnum
Administrasi

Beban Pegawal

Beban adm
perkantoran

Beban Bahan

Beban Perjalanan
Dinas

Beban Pemeliharaan

Beban langganan
Daya dan Jasa

Beban
SDM

Peningkatan

Beban promosi

Beban Utilites

Beban Lain-lain

Beban Penyusutan

dan

Beban Lainnya

Beban Lain-lain

DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
Unaudite
( 4 Jumlah | %
d)
(Xxoxooak.x | Cooosont. | (xsxexxy |o(xx
XX) KKK) XXX) | X,X
)
(orxxex | (oorxxx. | (Xx.xxx | (XX
xx} XXX) XXX) X, X
)
(xx
(oL | (HXHRXX. | (XXXXXX | X,X
Xx} XXK) XXX} )
(xx
(XOLRXRF | (BXRXXH. | {(XXXXXX | X,X
X% XXX) XXX} }
(xx
(OCLXRRX | {XRURRK. | (XXK.XXX | X,X
XX XXX XXX} )
(xx
(oorxxx.x | ooy, | fomxxx | XX
XX) XXX} XXX} )
(3
(oorxxx.x | oo | BooLXXX | XX
X%} KXK) Bieied )
(xx
(o X | (oL X | (xRxoxxx | %,X
XX X3} XXX) }
(>
(Rxx.000x | (HXXXXK. | (XXX.XXX | XX
X%} XXX) XK )
(3x
(R0 | (OO XXX, | (RXRXXX | X,X
XX XRK) XXX} )
(sex
(oorxx.x | (oo xR, | (XXX | XX
XX XXH) LXXX) }
(xxx
(OCLARE.K | (RRRERH. | (XXRERN | XX
XK} XK) HOUK) %)
(oorxsx | (kx| Pootxxx | (xx
X%} MK} XXX) XX
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DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN
rmaadi
(Unaudite Jumlah @+ %
d)
)
{xx
(o000 X | (XXX, | (RXXUEXX | XX
Total Beban Lainnya XX) KKX) XXX) )
(3
(BEX.XXX.XX | CODLRRX, | (XXX | XX
TOTAL Beban %) XXXK) XXX) )
CHURPLUS  (DEFISIT) SEBELUM
- POS KEUNTUNGAN
WEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
. Keuntungan
Keuntungan K
Penjualan Aset Non | SO XX | XOOLXXX.X | XXX.XXX. | XX
Lancar X Xx XXX
Keuntungan Selisih XXK.XKX. XK | XRHXXKX | XXKXKX. | XX
Kurs Valas X KK XXX X,%
HRLKEH KK | OOLERNK | XRREXR. | XK
Total Keuntungan X XK HXX %X
Kerugian
{232
Kerugian  Penjualan | (oorsom.xx | (OOLEXX, | (XXXXXX | X,X |
Aset Non Lancar %) XKXK) XXX) }
{sese
Kerugian Penurunan | (XXX | (00K, | (BXX.XXX | X,X
Nilai Aset Tetap %) XXX) XKX) )
| ed
(oot K. XX | (ROLRRN. | OmXxX | XX
Kerugian Kontinjensi %) X¥E) XXX} )
(zzx
Kerugian Selisih Kurs | (oooxsxosog | (R0LKXX. | (XXXXXX | X,X |
Valas %) XK} XXX) }
{xx
(xx.xux.xx | (oorsoon | xxxx | X%
Total Kerugian ) XXX) XXX) )
TOTAL KEUNTUNGAN DAN KRR EHR NN | KKK | XX KKK, | ®X
KERUGIAN x b 034 NXX X%
- POS LUAR BIASA
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DD MM DD MM | Kenaikan/Pe
YYYY YYYY-1 nurunan
URAIAN ‘
(Unancite Jumnlah | %

Keuntungan Pos  Luar
Biasa

Keuntungan Pos Luar | EX.XXN.E% | XXX MXLK | XXOLXKX. | %%
Biasa X XX XXX X,X

Total Keuntungan  Pos | sUsEX | XXX XXX | XXXEXX. | XX
Luar Biasa ® XX XXX X,

Kerugian Luar Biasa

Kerugian Luar Biasa

(3oor o xR | (HXK.XXX. XXX) XX
%) XXX) )
(xx
XXX KK | (OLXRR. | (XXXXXX | X,X
Total Kerugian Luar Biasa x) XXX XXX) }

TOTAL POS LUAR BIASA X XX XXX X, X

: ROELKOLL KA | OO L XX, | XX
- SURPLUS (DEFISIT) X XX XXX X,

Tabel 1.5 Format Laporan Aktivitas

2} Neraca
Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan
dari PSAK menjelaskan bahwa, vang dimaksud dengan neraca
adalah laporen keuangen vang menyajikan posisi keuangan dari
suatu enfitas usaha pada tanggal tertentu, misalnya tanggal 31
Desember dari tahun buku tertentu berkaitan secara langsung
dengan pengukuran aset, kewgjiban, dan ekuitas/kekayaan
bersih. Format standar laporan posisi keuangan (neraca)
POLTEKPEL Surabayva dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai

berikut:

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)} POLTEKPEL SURABAYA

LAPORAN NERACA
PER DD MM YYYY
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DD MM DD MM | KENAIKAN/PENU
YYYY YYYY-1 RUNAN
(Unaudit
T Jumlah 9
URAITAN ed) ?
ASET
fuet Lancar
XOLANK. X | XX KKHXK | KRR KKK K | XK, N
ias dan Setara Kas XX X XX
SOOLK. R | KXKOOLER | XKL XXX.X | X0, %
investasi Jangka Pendek REX,X
RN KKK R | X RER KK | XK KKK X
Jang Muka XX X XX
DONRKLNXK.K | OOCKRK NE | XXKOKKKL K | XK, X
“iutang XX X XX
HPenyisihan Piutang Tak | fooesoon | (O XXRXR | (XEXXXX. | (X00,X)
Tertagih KXX) bio] XXX)
KEXK KKK | REKKLIK XK | MO K | XXX
Persediaan XX X XX
OOUEXK K | XOOLKEN XK | XXX KXXK | OXKK,X
Biaya Dibayar Dimuka XX b XX
Dagian Lancar Tagihan | XXX XXX | XN RXXE | XXKXXXX | X0¢,X
Penjualan Angsuran XX ¥ XX
HSaglan Lancar Tuntutan | XXX | XL KR | XXX XXX.X | XXX, X
Perbendsharaan XX X XX
Bagian Lancar Tuntutan Ganti | Xxx xR | XXLOKXK | XXKXXXX | XXX,X
2ugi XK X XX
I KXK.K | XN XX KX | OOLEXK.X | XXX
Total Aset Lancar XX b XX
‘rvestasi Jangka Panjang
Investasi Jangka | 332X K | XXXXKK KK | XXKXKK.K | XRK,NK
Sanjang X% X XX
Total Investasi Jangka | Xe gy | XXLXOCKK | XXXEXKK | 00K
Panjang XX >4 XX
fset Tetap
CRKLNHKLK | XX KOLXK | XXLXKKLK | 300K
Tanah XX X XX
SOOLEXK N | XK KKK XK | IOOLEXE.K | XXK,X
Cedung dan Bangunan X3 X XX
. ’ : v %
Jeralatan dan Mesin KXHKXK.X | XKK.XKK KX | SO0CXXRX | oo
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DD MM DD MM | KENAIKAN/PENU
YYYY YYYY-1 RUNAN
{(Unaudit
: - Jumlah %
URAIAN ed)
IR X | JOOUXAK. IR | XXX | OXNK,X
Jalan, Irigasi dan Jaringan XX b4 XX
wonstruksi Dalam Pengerjaan | SOOUNSNR. X | XXOLEXINXE | XOOLXXXX | XX, %
{XDP) XX X po:d
HOLIHNK. X | XK KK XK | KKK KXXK | ¥XK,X
Aset Tetap Lainnya b4 X XX
oo, | (RO HEXN.E | UK. | (3, x)
Akumulasi Penyusutan KR bo'd XKK)
HOXEK X | XK KK | MKKKK K | XXX
Total Aset Tetap XX X XX
Aset Lainnya
XXX KKK.K | RO XK KK | FHRKXKK | KKK, X
A4set Lainnya XX b4 XX
Akumulasi  Amortisasi  Asel | (XXX, | (XXXXXHLX | (O0LXXX. | {(XXX,X)
fak Berwujud HXK) biod) XXX)
HRRLEXK K | XKR KKK KK | XO00XXKX ,
; % XX X
Iotal Aset Lainnya £X
- . D XKRKXKLX | O KA XK | XXX.EXX.X | XXX
TOTAL ASET _ ’
HAWAJIBAN
Kewajiban Lancar
HEHXKK. K | XK XKEXK | OOCKRKK | X0, %
Autang Usaha XX X XX
§
WKKLAKKLR | OO0 XN KK | JOOLXRX.X | XK
Hutang Pihak Ketiga XX b4 XX
(XXK.0R. | (XHROXX.R | PIXE.XXX. | (300K,
Hutang Pajak HHK) %3¢} XXX)
dutang kepada Kas Umum | X2gOBiNUE | XXKXKXK | XKXXEXKK | XK
Hegara (KUN) X% X XX
Siaya VYang Masih Harus | sCOCHXX.X | MR XK | JOOCKXXXK | ¥XX,X
Dibayar pes b bl 4
HXK.NXK.X | XEKXOLKR | X XXH.X | XK, X
“endapatan Diterima Dirmmuka XX be XX
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DD MM DD MM | KENAIKAN/PENU
YYYY YYYY-1 RUNAN
(Unaudit
Jumlah <
URAIAN ed) /o
-utang Jangka Fendek | 30003 X | XUX.XXH.XK | XXXXXX.X | X0, X
Lalnnya XK X XX
KRR EKK.K | KRALXAK KK | XXHXKKK | KKK, K
Total Kewajiban Lancar X¥ ¥ XX
Ikewajiban Non Lancar
XHUXXKX | XXXOOLKK | XXX XKK.X | XXX,X
wewajiban Non Lancar X% X XX
. XRKXXKK | XX XEH KK | XK KKK.X
i'otal Kewajiban Non Lancar _ XXX, K
XOLEHRX | XD KK | XXX
FOTAL KEWAJIBAN KK,
CNUITAS
Akuitas Tidak Terikat
HHKLHHK. X | SOULKR XK | MR KRKK | XK, X
wkuitas Awal XX X XX
surplus (Defisit) Periode | X003000.X | XNX. XXX XX | OOLXXX.X | XX¥X,X
Sebelumnya XX X XX
surplus (Defisif) FPeriode | {(xxx.300f. | XXLXOOLKK | XIK.XXXX | 3X000,%
Herjalan XXK) be XX
IOOUENK. KX | OO KXK KK | XK REXK | XKKK
‘total Ekuitas Tidak Terikat XX b4 XX
fiLiitas Terikat Temporer
KL KEK.X | SOOCKXH. XK | J00LXKX.X | XX
wleuitas Terikat Temporer procs b4 XX
Total FEkuitas Terikat | XXX XXK.X | XNLXKK, XK | XXKXKXKX | XXX, X
Temiporer XX X XX
Slkuitas Terikat Permeanen
XK NHK.X | XX XK KK | XXX XXX | X000
“kuitas Terikat Permanen KX X XX
"otal Ekuitas Terikat | oOLENK.X | XN XK XK | OOLEXK.K | X, %
Jermanen i X XX
- . SCOLINR.X | XX XKL EX | XX KKK X
TOTAL EKUITAS KHR, R
XX % XX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN XK KKK | KKK | XX XXX | .
SKUITAS DANA XX % XX -
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Tabel 1.6 Format Laporan Neraca

3) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas yang digunakan oleh POLTEKPEL Surabaya
adalah menggunakan Merode Langsung dapat dilihat pada tabel

1.7 sebagail berilcut:

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKPEL SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D.” DD MM YYYY “DAN “DD MM

YYYY-1
oD MM DD MM KENAIKAN /
URAIAN YYYY YYYY-1 PENURUNAN
(Unaudited) Jumlah %
Arus Kas dari Aktivitas
Operast
Arus Masuk
Pendapatan Usaha XHE,K |
dari Jasa Layanan IR KRR | RO KKK | KR KKK KKK
Pendapatan APEN XXX, X
(Rupiah Murnij TOHLKKE. XXX | XOOLXRH L XKK | XK XK. KKK
Pendapatan Hibah HHHLXRILRI | KL I IO | MIKL KKK KKK | KKK, X
Pendapatan Usaha KKK, %
Lainnya TR XX XX | X0 K00 XK | X000 XXX XK
Total Arus Masuk ORI I00T | RO KK | 00K XKL XXX | 300 %
Arus Keluar
(3t oo x| (300 000K | (XXX XKL XXX 5
Biaya Layanan ) ) ) (x5}
Biaya Umum  dan (oo oo 3500 | (300 XL ERR | (00K XXX XXX
Administrasi ) ) } (zxx,32)
(3. 30, 300 | (3R J00EL KX | (XXX XHH L XXX
Biaya Lainnya ) ) } (xx3,%)
(exx 300R, KRR | (KKK KO0 KKK | (KKK KKK KKK
Pernbelian Persediaan ) ) } (zx, %)
Pernbayaran  kepada [soon oo o | (oo 000 XXX | (5000 X300 XXX
Rekanan/Pemasock ) } } (mx,x}
(3o so0g, 300 | (30X0KL 300 XXX | (XXX XXX XXX
Pembayaran Pajak ) ) } (3o, %)
(e, 3, X | (SO0 ROUT KK | (3000 XN XK | (XXX, %)
Total Arus Keluar ) } )
TOTAL  ARUS KAS
DARI AKTIVITAS] s 30 KXX | XXX XKL XK | XK KKK OO | X005
OPERASI
Arus Kas dari Aktivitas
Investasi
Arus Masuk
Hasil Penjualan Aset
Tetap XEK KKK KEK | XXX KKK | XXX XXX X | XK, X
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DD MM DD MM KENAIKAN /
URAIAN YYYY YYYY-1 PENURUNAN
(Unaudited) Jumlah Y%
Hasil Penjualan
Investasi Jangka
Pendek TSR LSO RHK | RN XKL NKK | KKK KKK KK | X%, %
Hasil Penjualan
Investasi Jangka
Panjang KKK KKK | XX EEIL KKK | 0L XKL KKK | XKK, T
Hasil Penjualan Aset
Lainnya OO0 XXX KUK | 300000003000 | BRL XXX XXX | XXX, X
Total Arus Masuk R IO XX | OO SO0 X0 | XXX XXX XXX | X0, %
Arus Keluar
(Foeac. 2ot a0 | (X008 X300 300K | (3000 XL XXX
Perolehan Aset Tetap } ) ) (3o, 3)
Perolehan Investasi| (x30x. 5000 XXX | (KK X0 XXX | (XXX XXX XXX
Jangka Pendek } ) } (s, x)
Perolehan [nvestasi| {33, 300 | (XK. X000 XXX | {000 XXX KKK
Jangka Panjang } ) ) (xx31,%)
Perolehan Aset] (Rxx. X 3000 | (XK. X00LERE | (XK. XXX XXX ;
Lainnya } ) ) (e, %) |
(30330 300K K30 | (R KR KKK | (KK KKK KKK
Total Arus Keluar ) ) ] (3xx,5)
TOTAL ARUS KAS
DARI AKTIVITAS
; INVESTASI KBRS | R KR | OO XKL XXX | XXX, K
‘Arus Kas Dari Aktivitas
Pendanaan
- Arus Masuk
Perolehan Pinjaman | o0 xs0000x | X000 XXX.XEK | XXX XXX . XXX XXX, X |
Penerimaan Kembali
Pokok Pinjaman XK KKK XXX | 3000 XXFL KK | XXK KK KKK | XHK, %
Total Arus Masuk SO RSO KOO | SO 00 00T | 300U XX | KRR, X
Arus Keluar
5 Pembayaran Pokok| (3o 2000 30X | (KRR KKK KK
Pinjaman ) J (pxx,x) Hxxx,x)
(3o soxor. 3o | (3000 X0 XXX
Peraberian Pinjaman ) ) (xxX,x) {32x,%)
(3o 2000 X0 | (3008, X0 X00
N Total Arus Keluar ) ] (xxx, %) {xx3,%)
TOTAL  ARUS  KAS
3 DARI AKTIVITAS
; PENDANAAN ion: B0 e B esgpsedeedess XXX, X XXX, |
Kenaikan bersih Kas ROUXL XK KNK | XX XKL KKK XXX,X XXH,K
Kas dan Setara Kas Awal | 300X, 53X, X¥X | XXX XX00XKX XX, X K, K
Jumlah Saldo Kas R KRR XK | X001 000 XXX XHX,X XXX,X

Tabel 1.7 Formet Laporan Arus Kas

4} Laporan Perubanan Ekuitas

Ekuitas adalah residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh

kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak

terikat, ekuitas terikat temporer dan ckuitas terikat permanen.
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Laporan Perubahan Ekuitas POLTEKPEL Surabaya dapat dilihat

pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKPEL SURABAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAIKKHIR 5.0 DD MM YYYY
“DAN “DD MM YYYY-1

surplus

Tuhun Berjalan

Nama akun Elitas Saldo Ekuitas Jumlah
awal Surplus Donasi
(DEfisitj
SALDO AWAL PER ) xonosooxxx XKL KKK KK
LJANUARI YYYY-1
KIOLINX. KKK KO0 KKK
surplus (Delisit)
- (%300 H. XXX) (33 X 30
Tahun Lala
] ‘ KK KR XXX | K00 XRKL KK
surplus (Defisit)
- Tahun Berjalan OO KK | BB KE KKK | OO KKK | XKL EXNL KKK
flaitas
Donasi/Hibah
sALDO AKHIR PER
DESEMBER
VYYY-1
Nama akun Ekuitas Saldo Elcuitas Jumlah
awal Surplus Donasi
(Defisit)
SALDO AWAL PER | xoo0.000. 8% XXX KKK KKK
1 JANUARI YYYY
Surplus (Defisit) .
(X300 3N KKK (3. 300 30)
Tahun Lata
) (xos soew. X %) (. X, 30
~orekst Surplus
refisit) Tehun Lalu P05 0 00 QIS 000560 80.64
(Defisit) | 300X 000LKEX | XXXI000KKK | XXX XK KKK | XXX KKK KKK
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. Giuitas

sonasi/Hibah

| HalD0 AKHIR PER

R

VYYY

DESEMBER

i

Tabel 1.8 Format Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)
Struktur Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya
adalah sebagai berikut:
g) Pendahuluan
{1} Sejarah Pendirian POLTEXPEL Surabaya.
(2) Dasar hukum pembentukan POLTEKFEL Surabaya.
(3) Maksud dan Tujuan Pembentukarn POLTEKPEL Surabaya.
(4) Alamat kantor POLTEKPEL Surabaya.
(5)

5) Keterangan mengenai kegiatan utama POLTEKPEL
Surabaya.
(6) Nama pejabat pengelola dan Dewan Pengawas POLTEKPEL
Surabaya.
(7) Struktur Orgenisasi POLTEKPEL Surabaya.
(8) Kekuatan SDM, Jaminan Socosial & Kesgjahteraan
Karvawarn.
(9) Pangsa pasar, sertifikasi kualifikast pelayanan vyang
dimiliki, dan informasi penting lainnya.
b} Kebijakan akuntansi
adalah  prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipiiih
oleh POLTEKPEL Surabava dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.
¢} Penjelasan Fos - Pos Laporan Keuangan
(1) Pendahuiuan.
{2} Kebijakan akuntansi.
(3) Penjelasan atas pos-pos laporan aktivitas dan Penjelasan
atas pos-pos neraca.

(4) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas.
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(5) Kewajiban kontijensi.

(0} informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan

keuangan terdiri dari:

1.

Pendapatan

Pendapatan Usaha dari Jasa layanan;

a.
b. Pendapatan APBN { Rupiah Murni);

0

Q.

Pendapatan Hibah;

. Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja

sama dengan pihak lain seperti sewa, jasa lembaga

keuvangsn, dan lain-lain.

Biaysa (sesuai COA)

a. Biaya Layanan

(1)
(2)
(3)
(4)

o1}

{
6

)

xR~

)
{7)
(8)
(9)

Biaya psgawal.

Biaya bahan.

Biaya Perjalanan Dinas.
Biaya Pemeliharaan.
Biayea Daya dan jasa.
Biaya peningkatan SDM.
Biaya Promosi.

Biaya lain-lain.

Biaysa Penyusutan.

b. Biaya Umum dan Administrast

(1)
(2)
(3)
(4)

©)
(10)
(11)

Biava Pegawai.

Biaya administrasi perkantoran.
Biaye Bahan.

Biaya Perjalanan Dinas.

Biaya Perneliharaan.

Biaya Daya dan Jasa.

Biaye Promosi.

Biaya Utilitas.

Biaya Peningkatan SDM.

Biaye Lain-lain.

Biaya Penyusutan.

c. Bieya Lainnya

(1) biaya bunga.

(2} biaya administrasi bank.
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{3) biaya lainnya lain-lain.

3. Aset

a. Aset Lancar

{1) Kas dan Setara Kas.
12) Investeasi jangka pendek.

{3) Piutang.
{4) Penyisthan Piutang Tak Tertagih.
{5) Persediaan.
{6) Biaya dibayar di muka.

{7) Aset lancar lainnya .
b. Investasi Jangka Panjang

[1) Deposito » 12 bulan.

{2) Obligasi > 12 bulan.

13) investasi jangka panjang lainnya.
c. Aset Tetap

(1) Tanah.

{2) Gedung dan bangunan.
{3} Peralatan dan Mesin.
(4) Jalarn, irigasi, dan jaringan.
(5) Konstruksi daiam pengerjaan.
(6} Aset Tetap Lainnya.

(7) Akumulasi Penyusutan.
d. Aset Lainnva
(1) Tuntutan Ganti Rugl.
{2) Tuntutan Perbendaharaan.

(3) Tagihan Penjualan Angsuran.

)
)
)
(4) Kemitraan dengan pihak ke-tiga.
|5) Software.
(6) Hasil Kajian Penelitian.
(7) Aset Tak Berwujud.

{8) Aset yang dihentikan penggunaannya.

(9) Aset lainnys.
4. Kewajiban

a. Kewajiban Lancar

(1} Hutang vusaha.

{2} Hutang Pihak Ke-tiga.

(3} Hutang Pajek.
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(4] Hutang kepada KUN.

{0) Biaya vang masih harus dibayar.

(6)
)

{7} Hutang Jangka Pendek Lainnya.

Pendapatan diterima di muka.

b. Kewajiban Non Lancar
5. Ekuitas
a. Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas awal.
{2) Ekuitas donasi.
(3]

(1)
(2)
(3) Burplus dan defisit tahun lalu.
(4) Surplus dan defisit tahun berjalan.
(5) P
)
)

i

enghapusan aset tetap.
6

Selisth revaluasi aset tetap.
{7} Pe

enurunan bersih aser.
(8) Ekuitas tidak terikat lainnva.
b. Ekuitas Tertkat Temporer.
(1) Ekuitas awal.
(2) Ekuitas terikat temporer lainnya.
c. Blkuitas Terikat Perrmanen.
(1) Ekuitas awal.
(2) Ekuitas donasi.
(3) Ekuitas terikat permanen lainnya.
6. Komponen-komponen pelaporan arus kas
a. Arus kas dari aktivitas operasi;
b. Arus kas dari aktivitas investasi;
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan.
d) Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Koniijjensi acalah :

(1} Kewajiban potensial vang tirmbul dari peristiwa masa lalu
dan keberadasannya menjadi past dengan terjadi atau
tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan
datang, vang tidak sepenuhnya berada dalam kendali
POLTEKPEL Surabaya.

(2) Kewajiban kini yang tirnbul sebagai akibat peristiwa masa
lalu, tetapi diakui karena tidak terdapat kemungkinan
besar (not probable) POLTEKPEL Surabaya mengeluarkan

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk
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menyelesaikan kewajibannya stau jumlah kewajiban
tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Terkait dengan  kewajiban  kontjjensi, hal-hal yang

diinformasikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan {(CalkK)

antara lain :

(1) Uraian ringkas mengenai karakteristik kewajiban
kontijensi.

(2} Estimasi dari dempak finansial yang terukur.

(3} Indikast tentang ketidakpastian vyang terkait dengan
jumlah atau waktu arus keluar sumber daya.

(4) Kemungkinan penggantian oleh pihak ke-tiga.

nformasi Tambsahan

@

POLTEKPEL Surabaya mengungkapkan hal-hal yang belum
diinformasikan dalamn  bagian manapun dari Laporan

Keuangan.

. JURNAL STANDAIR
1. TUJUAN
Jurnal Standar merupakan pedoman di dalam pembukuan untuk
melakukan penjurnalan atas transaksi vang dilakukan POLTEKFPEL
Surabaya sebagai tahap awal dalam pencatatan akuntansi. Pedoman
int sangat penting untuik menjamin keseragaman perlakuan
pencatatan suatu transaksi sehingga menjamin akurasi pencatatan
akuntansi yang sclanjutnya skan menjamin akurasi laporan
keuangan.
2. JURNAL UMUM
a. TRANSAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DARI AFEN
1) Dari DIPA APBN (BA XX dari Rupiah Murni/Non Pendapatan
POLTEKPEL Surabayal:
a) Saat DIPA disahkan
Tidak ada jurneal.

b) Saat pembentukan modal awal ELU.

 NO.AKUN URAIAN DEBET | KREDIT |
1 .000.000.000Aset  Xxx |

i

www.regulasip.com



[94]

> .000.000.000Kewajiban

2.100.100.000

Elkuitas awal

Kxx

c)

Saat transaksi menggunakan SPM LS:

(1) Saat pencairan dana dari DIPA Rupiah Murni BLU.

_ TNO.AKUN
1.100.100.000

__NO.AKUN
5.100.100.000

5 300.100.109
100300000

£100.300.199,
1.100.100.000]

URAIAN

KREDIT

4.300.100.000{

Kas setara kas

DEBET
XXX

‘Pendapatan APBN

XX

(2} Saat penggunaan dana dari DIPA Rupiah Murni BLU:

(a) Jika Menggunakan MAK 51 {(Belanja Pegawai},

maka Jurnainya sebagai berikut:

URAIAN

DEBET | KREDIT

Beban Pegawal

Hxx

Beban administrasi dan layanan

Hutang Pajak

Hxx

REK

Hutang Lain-lain

Kas setara kas

AXR

Xxx

" NO.AKUN
©.100.300.000| Hutang Pajak

_ NO.AKUN

URAJAN

DEBET | KREDIT

.100.300.199| Hutang Lain-lain

AKxx

Xxx

Kas setara kas

pblle

(b} Jika menggunakan MAK 52 {Belanja Barang],

maka Jurnalaya sebagai berikut:

URATAN

DEBET KREDIT

%.160.000.000Beban Layanan

5

5 100.100.000

- NO.AKUN

£.100.300.000

'gf-g , ZQO 7 0@1 02 Beban administrasi dan laj.'éiﬁén'

Xxx

xR

 Hutang Pajalkk o

Hxx -

Kas Setara Kas

Rux

URATAN

DEBET | KREDIT

Hutang Pajak

Xxx

™A

www.regulasip.com



[95]

Tl N T o

(c) Jika menggunakan MAK 53 (iBeian;a Modal), maka
Jurnalnva sebagai berikut:

~ NO.AKUN URAJAN DEBET | KREDIT

1.300.000. OOOAset Tefap xxx

.100.300.000 Hutang Pajak Xxx

1100.100.000 Kas Setara Kas KKK

_ NO.AKUN URAIAN DEBET | KREDIT

2.100.300.000] Hutang Pajak Xxx

1.100.100.000 Kas Setara Kas D xex

Saat transaksi dengan menggunakan Uang Persediaan:

(1} Saat

Jurnalnya sebagai berilaut:

peacairan uang

persedizan ke BLU, maka

~ NO.AKUN URAIAN } DERBET KREDIT
1100, }.O0.000KaS setara kas 1 Ko
2.100.400.000]  Hutang Kepada Kas Umum | Kxx

E

(2} Saat pembayaran

menggunakan uang persediaan maka:

(a) Jiks menggunakan MAK 52

maka Jurnainya sebagai berikut:

kepada pihak Ke-tiga dengan

(Belanja Barangj,

 NO,AKUN URAIAN DEBET | KREDIT
5. 100.000.000Beban layanan XXX
%.200.700.102 Beban Administrasi dan bmum Xxx 7
2.100.300.000]  Hutang Pajak Xxx |
'1.100.100.000 Kas Setara Kas Xxx

~ NO.AKUN URAIAN DEBET | KREDIT
> 100.30().000Hutang PuJaL. Xxx
1.100.100.000 Kas Setara Kas | Xux
 NO.AKUN URAIAN DEBET | KREDIT
2.100.400.000 Hutang hf‘pada Kas Umum i\?eoara Xxx
1.300.100.000]  Pendapatan APBN Kxx
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(b} Jika menggunakan MAK 53 (Belanja Modal}, maka

Jurnalnya sebagai berikut:

NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

2100.300.000
1.100.100.000

'17300.000.000

Aset Tetap

Xxx

XXX

Kas Setara Kas

K

_ NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

2100.300.000

Hutang Pajalk

1 100.100.000

Kas Setara Kas

Hxx

- NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

2.100.400.000
4.300.100.000

Hutang Kepada Kas Umum Negara

Xxx

- Pendapatan APBN

xXxx

NO.AKUN

(¢} Saat ada GUP (Ganti Uang Persediaan):

__NO.AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

7700.100.000
2.100.400.000

Kas Setara Kasg

I—Iutang Kepa_dzi Kas Umum

x b 04

K

(d) Saat ada TUP (Tembahan Uang Persediaan):

URAIAN

DEBET

KREDIT

" 100.100.000
2 100.400.000

Kas Setara Kas

xXxx

Hutéﬂmgrri«féﬁ}iaé Kas Ui%iﬁm

Xxx

(e} Saat GUP {(Ganti Uang Persediaan) Nihil, Tidak ada

Jurnal,
(f) Saat

Negara:

Pengembalian Uang Persediaan ke Kas

URAIAN

DEBET

KREDIT

2 100.400.000
1.100.100.000

Hutang Kepada Kas Umum Negara

Kas Setara Kas

Xxx

HKyst

~ NG.AKUN
. 300.000.000

5100.400.000,

2) Saat Penerimaan Aset dari DIPA Satker Lain (Saat SP2D
Terbit.):

URAIAN

KREDIT

Ekuitas Donasi

Xxx
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b. TRANSAKSI YANG BERASAL DARI KEGIATAN OPERASIONAL
BLU
Untuk transaksi yang berasal dari kegiatan operasional BLU,
jurnal yang digunalen sesual dengan Prinsip Akuntansi
Berterima Urnum (PABU) yang lazirn digunakan dalam

penicatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi yang
berlaku.

3. JURNAL PENYESUAIAN
a. Pengertian
Jurnal Penyesuaian adalah  jurnal yang dibuat untuk
menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya
sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan
antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode
yvang lain.
b. Akun yang harus disesuaikean
Saldo akun vang perlu disesuaikan adalah :
1. Penyusutan/Depresiasi Aset Tetap
Seluruh aset tetap kecuali tanah yang dimiliki perusahaan
harus disusutkan/didepresiasi. Terdapat beberapa metode
untuk menyusutkan aset tetap, salah satunya adalah metode
garis lurus.
Contoh:
Sebuah mohil seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta)
rupiah diperkirakan umur ekonomisnya adalah 10 (sepuluh)
tahun, apabila disusutkan menggunakan metode garis lurus

maka bebarn depresiasinya per tahun adalah:

90.000.000 Rp 9000.000; per

10 tatiun

Jurnal untuk mericatat beban depresiasi tersebut adalah:
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~ Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit

_' 2i-12- Beban depresiasi ¢.000.000

14 Alkumulasi depresiast 9.000.0C0
kendaraan

(mencatat depresiasi

kendaraan)

a. Beban dibayar di muka:
Contoh:
Perusahaan membayar asuransi sebesar Rp 750.000
{tujuh ratus lirna puluh ribu) rupiah untuk masa 3 (tiga)
tahun vaitu tahun 2014 s/d tahun 2016.

Jurnal penvesuziannya acalah sebagai berikut:

Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
C2-12- Beban Asuransi 750.000
14 Asuransi Dibayar di - 750.000
muka

b. Beban yang masih harus dibayar:
Contch :
Suatu perusahaan membayar honor/vokasi karyawan
setiap awal bulan berikutnya sebesar Rp 2.000.0C0
{dua juta) rupiah;

Jurnal penvesusiannys adalah sebagai berikut:

Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
3ie12- Beban Pegawali 2.00C.000
o Beban yang harus - 2.000.060
dibayar

¢. Pendapatan diterima d1 muka:
Contch:
Tanggal 31 Desember 2014 sebuah hotel menerima
pembayaran dari tamu hotel sebesar Rp 750.000 (tujuh
ratus lima pulub ribu) rupiah untuk 5 (lima) hari.

Jurral penyesusiannva adalah sebagai berikut:
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1 anggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
2112 Pendapatan 750.000
Lok Pendapatan diterima dimuka - 750.000
d. Pendapatan yang ditangguhkan:

Contoh:

Tanggal 31 Desember 2014 sebuah hotel belum
menerima pembayaran sewa kamar sebesar Rp 500.000
{lima ratus ribu) rapiah, karena pembayaran baru
dilakukan pada saat check out.

Jurnal penvesuzinnya adalah sebagai berikut:

Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
31-12- | Piutang Pendapatan 500.000
Pendapatan - 500.000

4. JURNAL PENUTUP (CLOSING ENTRY)

a. Pengertian

Jurnal Penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir

periode

alcuntansi untuk menutup altun-akun

nominal/sementara.

Akibat penutupan ini meka akun-akun i pada awal periode

akuntansi, Saldonya Nol.

b. Terdapat 3 (tiga) Jurnal Penutup yang harus dibuat yaitu:

1} Menutup ekun Pendapatan:

Akun Debet @ Kredit
Pendapatan NRK
Surplus/ Defisit KKK,

2)  Menutup skun Beban:

Akun Debet Kredit
Surplus/ Defisit XXX
Beban XK
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?""’;“ij‘:agflggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
21-12- Pendapatan 750.000
14 Pendapatan diterima dimuka - 750.000

d. Pendapatan yang ditangguhkan:
Contoh:
Tanggal 31 Desember 2014 sebuah hotel belum
menerimea pembayaran sewa kamar sebesar Rp S500.000
{lima ratus ribu) rupiah, karena pembayaran baru
dilakukan pada saat check out.

Jurnal penyesusainnya adalah sebagai berikut:

Tanggal Akun & Keterangan Ref Debet Kredit
31-12- Piutang Pendapatan 500.000
P Pendapatan - 500.000

4. JURNAL PENUTUP (CLOSING ENTRY)

a. Pengertian
Jurnal Penutup adalah ayat jurnal vang dibuat pada akhir
periode akuntansi untuk menutup akun-akun
nominal/sementara.
Akibat penutupan ini meka akun-akun ini pada awal periode
akuntansi, Saldonya Nol.

b. Terdapat 3 (tiga) Jurnal Penutup vang harus dibuat yaitu:

1} Menutup ekun Pendapatan:

Akun Debet | Kredit
Pendapatan XXX
Surplus/ Defisit XXX

)

Menutup ekun Beban:

Akun Debet Kredit
Surplus/ Defisit XXX
Beban MHK
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3) Menutup akun Surplus/Deiisit:

Akun Debet Kredit
Surplus/ Defisit XXX
Eluitas XK

5. JURNAL BALIK (REVERSING ENTRIES)

Jurnal Balik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode
sebagai kebalikan dari sebagian jurmal penvesuaian pada akhir
periode sebelumnya. Jurnal ini bersifat opsional namun jika
dilakukan memberikan manfaat. Tidak semua ayat jurnal
penyesuaian dilakukan reversing eniries. Jurnal penyesuian yang
dibalik adalah:

a. Utang biaya;

b. Piutang Pendapatan;

c. Pendapatan Diterima Dimuka, jika digunakan pendekatan
pendapatan;

d. Biaya Dibayar Dimuka, jika digunakan pendekatan beban

(biaya).

Untuk memudahkan pemahbaman, berikut ini disajikan ikhtisarnya

saja sebagai berikut:

0.1 Jenis AJP Ayat Jurnal Penyesuian Jurnal Balik i
‘ Utang Beban gaji XHK Utang Gaji KKK
Biays. Utang gaji bio 04 Beban Gaji XXX
Piutang Piutang bunga KKK Pendapatan KKK
Bunga Pendapatan x| bunga XX
bunga Piatang
bunga
i Pendapatan | Pendapatan jasa | xxx Pendapatan tiket | xxx N
diterima layanan xxx | DD R¥X
dimuka Pendapatan Pendapatan
JL D tiket
Biaya Sewa dibayar KKK Beban Sewa XXX
dibayar dimuka poiid Sewa dibayar X
- dimuka Beban sewa dimuka
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2. BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar adalah satu daltar rangkaian akun-akun yang
sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan teratur dengan
menggunakan simbol huruf, angka, atau paduan antara keduanva yang
bermanfaat untuk membantil pernrosesan data, baik secara manual
maupun terkomputerisasi, agar lebih mudah diproses, dikontrol, dan
dilaporkan. Termasuk di dalamnya sdalah unsur-unsur seperti kode
akun (account code) dan nama akun (accounts name). Kode akun dan
nama akun inilah vang digunakan organisasi untuk mengelompokkan,
mencatat, melaporkan, dan mengontrol transaksi-transaksinya dengan
cara sistematis. Kode akun dicantumkan untuk memudahkan pemakai
dalam membaca laporan keuangan. Pemberian kode akun tidak
dimalksudkan pemakai menghafalkan kode-kode akun yang disusun,
namun untuk memudahkan pemakal mengikuti kerangka logika
pemberian kode akun, sehingga dapat menggunakan akun yang
disusun untuk pemberian identifikasi transaksi yang terjadi dalam
kegiatan usaha.
Sisternatika kode akun yang digunakan oleh BLU POLTEKPEL Surabaya

adalah sebagai berikul :

LIS I LIV LV VI VD VD X X

DIGIT i : disediakan untuk klasifikasi utama akun
Laporan Neraca dan Laporan Aktivitas,
terdiri dari:
1.00C.000.00Q Aset
2.0006.000.000 Kewajiban
3.000.000.000  Ekuitas
4.000.000.000 Pendapatan
5.00C.000.,000  Biaya
©.000.000.000 Keuntungan dan

Kerugian
7.000.000.000 Pos Luar Biasa
DIGIT ILIH & IV : merupakan sub klasifikast utama dari digit

pertama, contoh:
1.00C.000.000  Aset
1.100.600.000  Aset Lancar
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DIGIT V, VI & VII :

DIGIT VIIT @

DIGIT (X & X @

Pembentukan

Penjejangan

[102]

1.200.000.000 Investasi Jangka Panjang

1.300.000.000 Aset Tetap

1.400.000.000 Aset Lainnya

merupakan 3 (tiga) digit nomor klasifikasi

perkirean-perkiraan terakhir vyang akan

tertera dalam laporan keuangan utama,

contoh:

1.100.000.00C Aset Lancar

1.100.100.000 Kas dan Setara Kas BLU

1.100.200.00C Investasi Jangka Pendek

1.100.300.000 Piutang

1.100.400.000 Penyisihan Piutang Tak
Tertagih

1.100.500.000 Persediaan

1.100.600.000 Biaya Dibayar Dimuka

1.100.700.000 Aset Lancar Lainnya

Merupakan digit nomor sub klasifikasi dari

digit ke-lima, ke-enam dan ke-tujuh. contoh:

1.100.300.106 Piutang Uszha

1.1006.300.200 Piutang Karyawan

1.100.300.30C Piutang Lain-lain

Merupakan 2 (dua) digit nomor yang merinci

digit ke-VII. 2 (Dua) digit nomor terakhir

merupakan kode akun yang diinput pada

proses penjurnalan.

contoh:

1.100.300.000 Piutang

1.100.300.10C Piutang Usaha

1.100.300. 101 Piutang Usaha Diklat

1.100.300.102  Piutang Usaha Diklat

1.100.300.103 Piutang Usaha Diklat
Ketrampilan Khusus
Pelaut

1.100.300.104  Piutang  Usaha  Diklat
Praktek Tambahan
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1.100.300.105 Piutang Usaha  Diklat
Penyegaran (Pasca
Layar)

1.100.300.106  Piutang Uszha

Permakanan Taruna
1.100.300.107 Piutang Ussha Laundry
1.100.300.129  Piutang Kerjasama Diklat

1.100.300.130 Piutang Mantra Laut

Lainnya

1.100.300.199 Piutang Usaha Lain-lain

Alun pada digit ke-lirna,ke-enam dan ke-tujuh merupakan akun-akun
vang akan tercantum dalam laporan utama keuangan POLTEKPEL
Surabaya atau merupakan rekapitulasi dari akun-akun dalam buku
besar, sedangkan akun pada digit ke-delapan, ke-sembilan, dan ke-
sepuluh merupakan kumpulan kode akun-akun vang di-input ke dalam

kkertas kerja Jurnal.
i. TATA CARA PENAMBAHMHAN BAGAN AKUN STANDAR

Mekanisme penyusunan Bagan Akun Standar (BAS)
POLTEKPEL Surabaya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
POLTEKPEL Surabays yang merupakan satu kesatuan dan tidak
dapat dipisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. Bagan
Akun Standar POLTEKPEL Surabava dapat ditambah atau diubah
sesual dengan kebutuhan pelaporan atas transaksi-transaksi di
POLTEKPEL Surabaya. Penammbahan dan pengubahan kode akun
tersebut dilakukan apabila sekiranya tidak ada kode akun yvang dapat
memfasilitasi jenis transaksi POLTEKPEL Surabaya yang semakin
berkembang. Penambahan dan perubahan kode akun tersebut dapat
dilakukan oleh PFOLTEKPEL Surabaya tanpa harus melalui prosedur
penetapan dari Menteri Perhubungan. Penetapan tersebut culkup
dilakukan dengan menerbitkan Surat EKeputusan  Direktur
POLTEKPEL Surabaya.

Y. KODE KAS
Kode kas (cash code) adalah rangkaian susunan angka, huruf atau

paduan antara angka dan huruf (alfenumerik] yang sangat sistematis,
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fleksibel, vang digunakan untuk memudahkan

pemakai dalam membaca dan menvusun laporan  arus kas.

Sistematika kode kas vang digunakan oleh POLTEKPEL Surabaya

adalah sebagai berixut :

I II 11

IV \Y vl | VII

DIGIT I :

DIGIT I, I, TV

DIGIT v, VI, VIL ;

Daftar Kode Kas

Ligit pertama merupakan klasifikasi utama akun
Laporan Arus Kas, terdiri dari :

1.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

3.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Merupakan subklasifikasi dari digit pertama,
contoh @

1.000.000 Arus kas dari aktivitas operasi
1.100.000  Arus kas masuk dari aktivitas operasi

1.200.000  Arus kas keluar dari aktivitas operasi

Merupakan klasifikasi perkiraan-perkiraan terakhir
vang tertera dalam laporan arus kas, contoh :
1.000.000 Arus kas dari aktivitas operasi
1.100.000 Arus kas masuk dari aktivitas
operasi
1.100.100 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
1.100.200 Pendanaan APBN (Rupiah Murnij
1.100.300 Pendepatan Hibah

1.100.400 Pendapatan Usaha Lainnya

Daftar kode kas untuk POLTEKEPEL Surabaya dapat dilihat pada tabel

1.1 berikut ini :

KODE KAS NAMA KET.

1.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Operasi H
1.100.000 Arus Masuk Aktivitas Operasi H
1.100.100 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan D

www.regulasip.com



- 1.100.200 | Pendapatan APBN (Rupieh Murni) D
1 100.500 Pendapatan Hibah D
1.100.400 Pendapatan Usaha Lainnya D i
1.200.000 Arus Keluar Aktivitas Operasi H
1.200.100 Biaya Layeanan D
1.200.200 Biayva Umum dan Administrasi D
1.200.300 Biaya Lainnya D
1.200.400 Pembelian Persediaan D
_ - 1.200.500 Pembayaran kepada rekanan/pemasok D
|  1.200.600 Pembayaran pajak D
2.000.000 Arus Kas dari Akrivitas Investasi H
2.100.000 Arus Masuk dari Aktivitas Investasi H
2.100.100 Hasil Penjualan Aset Tetap D
~2.100.200 Hasil Penjualan Investasi Jangka Pendek D
2.100.300 Hasil Penjualarn Investasi Jangks Panjang D
2.100.400 Perolehan Aset Leinnya D
2.200.000 | Arus Keluar dari Aktivitas Investasi H
2.200.100 Perolehan Asct Tetap D
© 2.200.200 Perolehan Investasi Jangka Pendek D
- 2.200.300 Perolehan Investasi Jangka Panjang D
2.200.400 Perolehan Aset Laiaonya D
~3.000.000 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan H
3.100.000 Arus Masuk dari Aktivitas Pendanaan H
3.100.100 Perolehan Pinjaman D
3.100.200 Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman D
3.200.000 Arus keluar dari Aktivitas Pendanaan H
3.200.100 Pembayaran Pokok Pinjaman D
3.200.200 Pemberian Pinjaman D

Tabel 1.1 Daftar Kode Kas

i Penjelasan Atas Kode Kas POLTEXPEL Surabaya
Penjelssan atas Kode Kas POLTEKPEL Surabaya, dapat dilihat pada
tabel 1.2 berikut ini:

~ KODE KAS NAMA, KET.

~ 1.000.000 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASL: H

Merupeakan kode arus kas dari aktivitas vang
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dityjukan  untuk  kegiatan  operasional
POLTEKPEL Surabaya selama satu periode
aluntansi.

11.100.000 | ARUS MASUK AKTIVITAS OPERASI: H

— Merupakan kode dari aktivitas pensrimaan kas

yang diperoleh dari kegiatan
operasional POLTEKPEL Surabaya selama satu
periode akuntansi.

1.100.100 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanar. D
11.100.200 | Pendapatan APBN (Rupiah Murni). D
1.100.300 Pendapatan Hibah. D
© 1.100.400 Pendapatan Usaha Lainnya. D
1 1.200.000 | ARUS KELUAR AKTIVITAS OPERASI: H

Merupakan kode dari aktivitas pengeluaran
kas yang digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional pemerintah selama satu
periode akuntansi.
©1.200.100 Biaya Layanan. D
- 1.200.200 Biaya Umum dan Administrasi. D

1.200.300 Biaya Lamnya. D

1.200.400 Pembelian Persediaan. D
©1.200.500 Pembayaran kepada rekanan/pemasock. D
1.200.600 | Pembayaran pajak. D

2.000.000 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI: H

| Merupakan kode dari aktivitas penerimaan

dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk

perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset

non keuangan lainnya.

2.100.000 | ARUS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI: H

Merupakan kode dari akfivitas penerimaan

yvang ditujukan untuk pelepasan aset tetap

dan penerimaan pingaman jangkea pendek dari

pihak ke-tiga.

$2.100.100 Hasil Penjualan aset Tetap. D )

2.100.200 Hasil Penerimaan Investasi Jangka Pendek. D

~2.100.300 Hasil Penerimaan Investasi Jangka Panjang. D
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[Ny

.100.400

Perolehan aset Lainnya.

.200.000

N

ARUS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI:

Merupakan akun deri aktivitas pengeluaran
kas vang ditujukan untuk perolehan aset
tetap dan pelunasan pinjaman jangka pendek

pada pihak ke-tiga.

b

200.100

Percolehan Aset Tetap.

200,200

[N

Pembayaran Investasi Jangks Panjang.

B

200,300

Pembayaran Investasi Jangka Pendek.

.200.400

[

Perolehan Aset Lainnya.

" 57000.000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

I O U Oy U

Merupakan kode dari aktivitas penerimaan kas
vang perlu  dibayar kembali dan/ atau
pengeluaran kas vang akan diterima kembali
vang mengakibatkan perubahan dalam jumlah
dan komposisi investasi jangka panjang,
piutang  jangka  panjang, dan  utang
POLTEKPEL Surabaya schubungan dengan
pendanaan atau penggunaar surplus

anggaran.

ARUS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

Merupaken kode dari ektivitas penerimaan kas
vang perlu  dibayvar yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi
investasi jangka panjang, piutang jangka
panjang, dan utang PCLTEXKPEL Surabaya
sehubungan dengan pendanaan atau

penggunaan surplus anggaran.

©3.100.100

Perolehan Pinjamaur.

© 3.100.200

Penerimaasn Kembali Pokok Pinjaman.

o

©2.200.000

ARUS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

Merupaksan kode dari pengeluaran kas vang
akan diterima kembali yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi
investasi jangka panjang, piutang jangka

panjang, dan utang POLTEKPEL Surabaya
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sehubungan dengan pendanaan

penggunaan surplus anggaran.

atau

- 3.200.100 Pembayaran Pokok Pinjaman. D
. 3.200.200 Pemberian Pinjaman. D
Tabel 1.2 Penjelasan Atas Kode Kas
MAPPING
POLTEKPEL SURABAYA
Laporan Mapping
Akun SAK ke Akun SAP
No AKUN SAK AKUN SAP
' NO AKUN NAMA AKUN NO AKUN
1 ]1.000.000.000 | ASET
_______ 21 1.100.000.000 | Aset Lancar
~311.100.100.000 | Kas dan Sctara Kas
411.100.100.100 | Kas Tunai
511.100.100.101 | Kas Besar 111911
6 11.100.100.102 | Kas Kecil Umum 111911
711.100.100.103 | Kas Kecil Divisi Pelaksanaan Diklat 111911
8:1.100.100.104 | Kas Kecil Divisi Sarana Prasarana 111911
. 911.100.100.105 | Kas Kecil Divisi Usaha 111911
101 1.100.100.106 | Kas Kecil Sub. Bag Tata Usaha 111¢11
1111.100.100.107 | Kas Kecil Sub. Bag Keuangan 111911
121 1.100.100.108 iiigjecﬂ Divisi Bimbingan Mental dan 111911
131 1.100.100.109 | Kes Kecil Divisi Unit Penunijang 111911
. 1411.100.100,199 | Kas Keci] Lainnya 111911
- 1511.100.100.200 | BANK 111911
BNI 46, A/C. 0042293940 {Rek.
16| 1.100.100.201 | Operasicnal RPL 135 Poltekpel 111911
Surabaya)
, A BNI 46, A/C. 7997997951 (Rek. Dana
171 1.100.100.202 Kelolaan RPL 133 poltekpel Surabava) 111911
Bank BRI, A/C. 0086-1000-400-30-4
181 1.100.100.2083 | (Rek. Bend Pengeluaran BPG 135 111611
B Poltekpel Surabava)
_____ 1911.100.100.297 | Kes Bank Dalam Perjalanan 111911
_________ 201 1.100.100.298 | Bank Bank Dalam Perjalanan 111911
- 2111.100.100.,299 | Bank Lainnya 111911
227 1.100.100.300 | Deposito 113311
023 11.100.100.301 | Deposito 1 s/d 3 bulan Bank BNI 46 113311
241 1.100.100.302 | Deposito 1 s/d 3 bulan Bank BRI 113311
251 1.100.100.399 | Deposito 1 s/d 3 bulan Bank Lainnya | 113311
201 1.100.200.000 | Investasi Jangka Pendek 113311
27 11.100.200.100 | Deposito 113311
©2811.100.200.101 | Deposito 3 s/d 12 bulan BankBNI 46 | 113311
2911.100.200.102 | Deposito 3 s/d 12 bulan Bank BRI 113311
~ 30]1.100.200.199 | Deposito 3 s/d 12 bulan Bank Lainnya | 113311
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. 3111.100.200.200 | Obligasi 113311
~ 3211.100.200.201 | Obligasi s/d 12 Bulan 113311
3311.100.200.299 | Obligasi lainnya 113311
34 11.100.200.300 | Investligasi Jangka Pendek Lainnya 113319
- 3511.100.200.399 | Investasi Jangka Pendek Lainnya 113319
36 11.100.300.000 | Piutang 115712
37]1.100.300.100 | Piutang Usaha 115712
. 3811.100.300.101 | Piutang Usaha Diklat Pernbentukan 115712
~ 391 1.100.300.102 | Piutang Usaha Diklat Penjenjangan 115712
] Piutang Usaha Diklat Keterampilan =
401 1.100.300.108 | ) 515 Pelaut (DKKP) ’ 115712
41| 1.100.300.104 Piutang Usaha Diklat Praktek 115712
Tambahan
42 | 1.100.300.105 Piutang Usaha Diklat Penyegaran 115712
{Pasca Layar)

431 1.100.300.106 { Piutang Usaha Permakanan Taruna 113719
44 11.100.300.107 | Piutang Usaha Laundry 115719
451 1.100.300.129 | Piutang Kerjasama Diklat 115719
461 1.100.300.130 | Piutang Matra Laut Lainnya 115719

47 11.100.300.191 | Piutang Matra KA 115719

481 1.100.300.199 | Piutang Usaha Lain-lain 115891

49 11.100.300.300 | Piutang Lain-lain 115891

50 11.100.300.301 | Piutang Sewa Tanah 115811

51 11.100.300.302 | Piutang Sewa Gedung 115812

52 | 1.100.300.303 | Piutang Sewa Ruangan 115813

- 5831 1.100.300.304 | Piutang Sewa Peralatan 115814
54 11.100.300.305 | Piutang Sewa Kendaraan 115814

551 1.100.300.306 | Piuatang Sewa Rumah Dinas 115891
56 11.100.400.101 | Penyisihan Piutang Tak tertagih 116612
57 11.100.500.000 | Persediaan
581 1.100.500.100 | Persediaan 117212
. 59,1.100.500.101 | Barang Konsumsi 117111
60 11.100.500.102 | Amnunisi 117112

411 1.100.500.103 | Bahan untuk Pemeliharaan 117113
52 11.100.500.104 | Suku Cadang 117114
531 1.100.500.105 | Pita Cukai, Materai, dan Leges 117121

54 1 1.100.500.106 | Tanah bangunan untulk dijual 117122
551 1.100.500.107 | Peralatan dan Mesin untuk dijual 117124
56 11.100.500.108 | Barang Lainnya untuk dijual 117128

57 | 1.100.500.109 | Pahan baku 117131

58 | 1.100.500.110 | Fersediaan untuk fujuan 117191

- strategis/berjaga T
~ 5911.100.500.199 | Persediaan Lainnya 117199
70 1.100.600.000 | Biaya Dibayar dimuka 114112
711 1.100.600.100 | Biaya Dibayar Dimuka 114112
- 72 11.100.600.101 | Biava Dibayar Dimuka- Asuransi 114112
. 7311.100.600.102 | Biaya Dibayar Dimuka- sewa 114112
- 74 11.100.600.198 | Uang Muka Pembelian Aset Tetap 114115
- 7511.100.600.199 | Biava Dibayar Dimuka Lain-lain 114114

761 1.100.700.000 | Aset lancar lainnya -

77 1 1.100.700.100 | Aset lancar lainnya ;
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. agian Lancar Tuntutan :
78 1.100.700.101 1 40 daharaan (TP} < 12 bulan 115411
A Bagian Lancar Tagihan Penjualan
791 1.100.700.102 Angsuran (TPA) < 12 %uian J 115411
, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -
£ 801.100.700.103 {TG%R] vt B 115411
811 1.100.700.104 | Penyisihan Piutang
~8211.100.700.199 | Aset Lancar lain-lainnya
- 8311.200.000.000 | Investasi Jangka Panjang 121613
£4 1 1.200.100.000 | Investasi Jangka Panjang 121613
551 1.200.100.300 | Investasi Jangka Panjang Lainnya 121911
56 11.200.100.399 | Investast Jangka Panjang Lainnya 121911
87 11.300.000.000 | Aset Tetap
28 11.300.100.000 | Tanah 131311
59 11.300.100.100 | Tanah 131211
-9011.300.100.101 | Tanah 131311
911 1.300.200.000 | Gedung dan Bangunan 133311
92 11.300.200.100 | Gedung dan Bangunan Permanen 133311
93, 1.300.200,101 | Gedung Perkantoran 133311
94 11.300.200.102 | Gedung Layanan Pendidikan 133211
951 1.300.200.103 | Gedung Asrama 133311
96 | 1.300.200.104 | Gedung Auditoritim 133311
27 1 1.300.200.105 | Gedung Poliklinik 133311
28 1 1.300.200.106 | Gedung Rumah Dinas 133311
29 11.300.200.107 | Gedung Sport Hall 133311
100 | 1.300.200.199 Se.du-.ng darn Bangunan Permanen 133311
- ainnya
01 | 1.300.200.200 Gei:iung dan Bangunan Semi 133211
Permanen
1021 1.300.200.201 | Gudang 133311
103 1.300.200.200 | Sedung  dan - Bangunan - Semi| 3441
] Permanen Lainnya
104 | 1.300.300.000 | Peralatan dan Mesin 132311
105 11.300.300.100 | Peralatan besar 132311
1061 1.300.300.101 | Peralatan Labeoratorium 132311
107 11.300.300.102 | Peralatan Simulator 132311
108 1 1.300.300.103 | Peralatan Perkantoran 132311
1001 1.300.300.104 | Peralatan Pendidikan 132311
1100 1.300.300.105 | Peralatan Asrama 132311
11 11.300.300.106 | Peralatan Poliklinik 132311
1121 1.300.300.19¢ | Peralatan Besar lainnya 132311
131 1.300.300.200 | Kendaraan 132311
114 11.300.300.201 | Kendaraan roda dua 132311
1151 1.300.300.202 | Kendaraan roda empat 132311
116 | 1.300.300.203 | Kendaraan roda enaun 132311
17 1 1.300.300.204 | Kendaraan roda enam keatas 132311
1181 1.300.300,205 | Perahu Penurnpang 132311
1191 1.300.300.206 | Perahu Karet 132311
120 | 1.300.300.299 | Kendaraan lainnya 132311
1211 1.300.400.000 | Jalan , Irigasi, dan Jaringan 134311
221 1.300.400.100 | Jalan 134311
123 11.300.400.101 | Jalan Kantor 134311
1241 1.300.400.102 | Jalan Perumahan 134311
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1251 1.300.400.199 | Jalan Lain-lain 134311
126 1 1.300.400.200 | Irigasi 134311
127 11.300.400.201 | Saluran Drainage 134311
128 1 1.300.400.299 | Irigasi dan lain-iain 134311
129 11.300.400.300 | Jaringan 134311
130 1 1.300.400.301 | Jaringan air 134311
1211 1.300.400.302 | Jaringan listrik 134311
132 1 1.300.400.303 | Jaringan telepon 134311
1331 1.300.400.304 | Jaringan Instalasi radar 134311
1341 1.300.400,399 | Jaringan lain-lain 134311
1351 1.300.500.000 | Konstruksi dalam Pengerjaan 136211
1361 1.300.500,100 | Konstruksi dalam Pengerjaan 136211
13711.300.500.101 | KDP-Tanah 136211
. 1381.300.500.102 | KDP- Gedung dan Bangunan 136211
1291 1.300.500.103 | KDP- Peralaten dan Mesin 136211
1401 1.300.500.104 { KDDP- Jalan, Irigasi dan Jaringan 136211
141 11.300.500.199 | KIDP Lainnya 136211
1421 1.300.600.000 | Aset Tetap lainnva 135211
1431 1.300.600.100 | Aset Tetap lainnya 135211
144 1 1.300.600.101 | Aset Tetap lainnya 135211
145 1.300.700.000 | Akumulasi Penyusutan 137421
- 1461 1.300.700.100 | Akumulasi Penyusutan 137421
147 | 1.300.700.101 Akumulasi Penyusutan Gedung dan 137291
Bengunan
128 | 1.300.700.102 ﬁzziﬂrﬁ.ulasi Penyusutan Peralatan dan 137121
1491 1.300.700.103 | Akumulasi Jalan, Irigasi, dan jaringan | 137321
20 | 1.300.700.199 Ak;umlulasi Penyusutan Aset Tetap 137421
Lamnnya
1511 1.400.000.000 | Aset Lainnya
1521 1.400.100.000 | Aset Lainnya
15331 1.400.100.100 | Aset Lainnya
154 11.400.100.101 | Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
13511.400.100.102 | Tuntutan Perbendaharaan (TP)
561 1.400.100.103 | Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
£57 11.400.100.104 | Kemitraan dengan Pihak Ke-tiga 161111
1581 1.400.100.105 | Scftware 162211
159 11.400.100.106 | Hasil Kajian Penelitian 162221
150 | 1.400.100.107 | Aset Tak Bervujud
16511 1.400.100.108 | Aset yang dihentikan penggunaannya
162 | 1.400.100.199 | Aset lainnya Lain-lain 166211
1631 1.400.200.000 | Akumulasi Arnortisasi 169411
164 1 1.400.200.100 | Akumulasi Amortisasi 169411
1551 1.400.200.101 | Akm Amortisasl Software 169411
66 | 1.400.200.102 Akm N Amortisasi Hasil Kajian 169412
] Penelitian o
167 | 1.400.200.103 | Akm Amortisasi Asct Tak berwujud 160415 |
53 | 1.400.200.199 Ak‘m Amortisast Aset Tak Berwujud 169415
_ Lainnya
169 12.000.000.000 | KEWAJIBAN
(701 2.100.000.000 | Kewajiban Lancar
171 12.190.200.000 | Hutang Pihak Ke-tiga 212121
172 12,100.200.200 | Hutang Pihak Ke-tiga 212121
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7319 100.200.201 J aminan Pemeliharaan yang masih
harus dibayar
74 | 9.100.200.202 Biaya 1 Konsui‘Fasi Pengawasan yang
_ masih harus dibayar
1751 2.100.200.203 | Hutang Pihak Ke-tiga 212121
176 1 2.100.200.204 | Hutang iuran Jamsostek pegawai 212121
177 1 2.100.200.299 | Hutang Pihak Ke-tiga Lainnya 212121
1781 2.100.300.000 | Hutang Pajak 025111
179 12.100.300.100 | Hutang Pajak 525111
180 | 2.100,300.101 | Hutang Pajak PPh 21 525111
181 1 2.100.300.102 | Hutang Pajak PPh 22 525111
182 12.100.300.103 | Hutang Pajak PPh 23 525111
. 18312.100.300.104 | Hutang Psjak PPN 525111
- 18412.100.300.199 | Hutang Pajak lainnya 525111
1851 2.100.400.000 | Hutang kepada KUN 219711
1861 2.100.400.100 | Hutang kepada KUN 219711
187 12.100.400.101 | Hutang kepada KUN 219711
1881 2.100.400.199 | Hutang kepacla KUN lainnya 212121
1891 2.100.500.000 | Biava yang masih harus dibayar 212121
- 19072.100.500.100 | Biaya yang masih harus dibayar 212121
- 191 12.100.500.101 | Biaya Gaji yang masih harus dibayar | 212121
192 | 2.100.500.102 | Bi4va Daya dan Jasa yang masih 212121
harus dibayar
53 12.100.500.103 Bl.':ay_a If«trep-:er.iue‘m Perkantoran yang 212121
mesih harus dibayar
94 | 2.100.500.104 B‘l:_:lya Iftlh‘tas yvang masih harus 012121
dibayar
195 | 2.100.500.199 {?sllaya _ys;ng rmasih harus dibayar 912121
N ginnya
S N =
196 | 2.100.600.000 | Fondapatan Diterimna Dimula 219212
& (Pembentukan & Penjenjangan)
S e e Ty p—
197 | 9.100.600.100 I 611§tapc:tan Diterirna Dimuka Program 019212
7 Pembentukan
198 12.100.600.101 | Program DP-D Nautika 219212
199 12.100.600.102 | Program DP-D Teknika 219212
2001 2.100.600.103 | Program DP-D KALK 219212
201 1 2.100.600.104 | Program DP-IV Nautika Semester [ 219212
OGS YRV Nawt 3
209 1 2.100.600.105 PF.Jgram }'_)P IV Nautika Semester 1 219212
) Mengulang
203 12.100.600.106 | Program DP-IV Teknika Semester [ 219212
~ 510 ¥ S T P i
“04 1 2.100.600.107 Program I,J}' IV Teknika Semester | 519212
Mengulang
05| 2.100.600.108 | Program DP-IV KALK Semester | 219212
36 | 2.100.600.109 Pf'ogram ADP-IV KALK Semester I 219212
Mengulang
(07 12.100.600.110 | Program DP-IV Nautika Semester I 219212
08 | 9. 100.600.111 Pr?gr_am DP-IV Nautika Semester II 519219
Menguiang
209 1 2.100.600.112 | Program DP-IV Teknika Semester II 219212
10 1 92.100.600.113 Program I?P—IV Teknika Semester 11 519212
Mengulang
1112.100.600.114 | Program DP-]V KALK Semester I 219212
¢ IV KAL 2 ;
12| 2.100.600.115 | Lrogram DRIV ZALK - Semester 11} 51955
Menguiiang
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213 12.100.600.116 | Program DP-IV Nautika Semester III 219212
2 _ N - 41
114 1 2. 100.600.117 : rogram E?P IV Nautika Semester Il 9192192
Mengulang
1151 2.100.600.118 | Program DP-IV Teknika Semester [II 219212
OOT - =knika §
216 | 2.100.600.119 ?@gra‘;;n DP-1V Teknika Semester I 919212
Mengulang
217 12.100.600.120 ; Program DP-1IV KALK Semester 111 219212
- - Ty L 3
218 19.100.600.121 1rogr_dm DP-IV KALK Semester I 519219
Mengulang
219 1 2.100.600.122 | Program DP-IV Nautika Semester IV 219212
O _ auti g
50 | 2.100.600.123 P;ogmm QP IV Nautika Semester IV 519212
} Mengulang
221 12.100.600.124 | Program DP-IV Teknika Semester IV 219212
59 19.100.600.125 Program i?f’—IV Teknika Semester IV 519212
N Mengulang
423 12.100.600.126 | Program DP-1V KALK Semester [V 219212
T s . - B > 7
34 19.100.600.127 | * rogrﬁetm J;)P IV. KALK Semester [V 2192192
Mengulang
595 1 9.100.600.128 gil"ﬁgram DP-IV Nautika Semester V & 219212
oy _ b vl . o
26 12.100.600.120 Program DP IV Nautika Semester V & 2919212
VI Mengulang
' T3 ¥ '1 . p
27 19.100.600.130 5§ogram IDP-IV Teknika Semester V & 519219
28 19 100.600.131 F‘mgra.mT DP-1V Teknika Semester V & 219217
VI Mengulang
0291 2.100.600.132 | Program DP-IV KALK Semester V& VI | 219212
- K - | R
20 | 9.100.600.133 | Frogram D‘P IV KALK Semester V & V1| 515519
Mengulang
531 1 2.100.600.134 ‘1‘3}11"10}:gram DP-IV Nautika Semester VII & 5192192
39 | 2.100.600. 135 | Lrogram E?P«IV Nautika Semester VII & 919212
VI Mengulang
3319 100.600.136 fjﬁ){gram DP-IV Teknika Semester VII & 219212
i . ) TR -y 1 10 (93 %
224 19.100.600.137 I rogram DP-IV Teknika Semester VI & 519212
VIl Mengulang
ORI -IV KALK Semes
15 19 100.600.138 %{)Igmm DP-IV KALK Semester VII & 519212
236 1 9 100.600.139 Prpgrgm DP-IV KALK Semester VI & 219212
VI Mengulang
Program DP-IV  Nautika Semester
37 1 2.100.600.140 | Pendek 219212
~a3 | 2.100.600.141 Program DP-IV Teknika Semester 519212
i Pendek
23291 2.100.600.142 | Program DP-IV KALK Semester Pendek | 219212
240 12.100.600.143 | Program DP-1II Nautika Semester 1 219212
Prog P-III Nautika Semes
21 1 2.100.600. 144 f jabram DP-III Nautika Semester 1 519212
) Mengulang
242 12.100.600.145 | Program DP-1II Teknika Semester I 219212
- . ~NOUTTY 3 e o] -
43 | 0 100.600. 146 P?Ogruﬂ:ﬂ l-_ﬁl I Teknika Semester I 2199192
Menguiang
244 1 2.100.600.147 | Prograrm DP-III Nautika Semester Il 219212
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g e - 3 T 1. o) -
545 | 9.100.600.148 Program I?P Il Nautika Semester II 219212
) Mengulang
2460 | 2.100.600.149 | Program DP-III Teknika Semester I 219212
547 | 2.100.600.150 P:_rograx;n %)P—Ill Teknika Semester 11 219212
Mengulang
243 12.100.600.151 | Program DP-III Nautika Semester III 219212
a7y - i o~
549 | 2.100.600.152 Program I?P I Nautika Semester III 219212
Mengulang
250 | 2.100.600.153 | Program DP-III Teknika Semester III 219212
rn v _ 5 Q
=1 | 2.100.600.154 ngrvam DP-TI Tekntka Semester 11 2192192
Mengulang
D AT _ B -
255 1 9.100.600.155 }J.z ogram DP-III Nautika Sernester IV & 519212
"y _ 1. -
253 | 9 100.600. 156 lgg)gram.DP ITI Nautika Semester IV & 519212
V Mengulang
- ika S -
254 1 9.100.600.157 5_1‘0gram DP-1I1 Teknika Semester IV & 219212
Drnyor > slerik - -
555 19 100.600.158 lzg)gram DP-II Teknika Semester IV & 519212
_ V Mengulang
256 1 2.100.600.199 | Program pembentukan lainnya 219212
Pendapatan Diterirna Dimuka Progr.
257 | 2.100.600.200 lel’l.d p tag Diterirna Dimuka Program 519212
Penjenjangan
258 12.100.600.201 | Program DP-D Nautika 219212
150 1 9.100.600.202 Progre"nilm DP-D  Nautika Instansi 2199212
Pemerintah
60 1 2.100.600.203 | Program DP-D Teknika 219212
S 3 Tekni .
51 | 2.100.600.204 Py )gl’&;ﬂ_ DP-D eknika Instansi 219212
Pemerintah
252 12.100.600.205 | Program DP-V Nautika 219212
. = - - 1
53 19 100.600.206 irogrfc‘a.m DP-V  Nautika Instansi £19219
Pemerintah
264 1 2.100.600.207 | Program DP-V Teknika 219212
2} g Y 3 n) 3
255 | 2.100.600.208 ) rogrg_m_ DP-V  Teknika Instansi 519319
_’ Pemerintah
266 | 2.100.600.209 | Program DP-IV Nautika 219212
a7 1 9.100.600.210 megrz?:m' DP-1V  Nautika Instansi 219212
Pemerintah o
2568 12.100.600.211 | Program DP-IV Teknika 219212
SN B ST —
59 | 2.100.600.212 l_mgr.ca‘l"n.‘ DP-1V  Teknika Instanst 219212
Pemerintah
270 12.100.600.213 | Program DP-11I Nautika 219212
Progre - autika st i
7112 100.600.214 ; .mgrﬁm_ | DP-IIT  Nautik Instansi 219212
Pemerintah
272 12.100.600.215 | Program DP-III Teknika 219212
- 5 e Ten .
75 |5 100.600.216 Pr ogrz?r‘n DP-II  Teknike Instansi 519212
Pemerintah
274 | 2.100.600,217 | Frogram DP-l Nautika 219212
- 5 e -
75 1 2 100.600.218 Pr ograj.m DP-II  Nautike Instansi 019212
Pemerintah
2761 2.100.600.219 | Program DP-II Teknika 219212
3 T N P- e ] :
277 1 9.100.600.220 Pr agr%m_ DP-1  Teknika Instansi 219212
Pemerintah
2781 2.100.600.221 | Program DP-1 Nautika 219212
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=9 | 2.100.600.292 ngraﬁm DP-1  Nautika  Instansi 219212
Pemerintah
280 1 2.100.600.223 | Program DP-I Teknika 219212
281 | 2.100.600.224 | Program  DP-1 Teknika  Instansi | 5,5,
Pemerintah
582 | 2.100.600.299 Penfiapatat‘rl Dltc.arima Dimuka Program 219212
_ Penjeniangan lainnya
183 | 9.100.600.300 E)@nddpatan Diterirna Dimuka Crash 219919
rogram . . .
24 19.100.600.301 Flj’e-ndapa&an Dﬁ_;el:l;_rna Dimuksa Crash 219212
Program Semester I
e Pendapatan Diterima Dimuka Crash
2551 2.100. .30% < .
oo 100.600.302 Program Semester 11 219212
986 | 2.100.600.303 Pendapatan D:'_terlma Dimuka Crash 519212
Program Semester 1l
727 | 9.100.600.304 Pendapatan D;'_ten:ma Dimuka Crash 2192172
Program Semester 1V
528 | 9. 100.600.305 Pendapatan Diterima Dimuka Crash 219212
- o Program Semester V
120 | 2.100.600.306 Pendapatan Dl’vcel:z:ma Dimuka Crash 519212
Program Semester VI _
. Pendapatan Diterime Dimuka Program
0 100.600.400 Diklat Penyegaran Pernutakhiran 219212
291 12.100.600.401 | Program DP-V Nautika 219212
292 12.100.600.402 | Program DP-V Teknika 219212
293 12.100.600.403 | Program DP-IV Nautika 219212
294 1 2.100.600.404 | Program DP-IV Teknika 219212
295 12.100.600.405 | Program DP-UI Nautika 219212
296 1 2.100.600.406 | Program DP-III Teknika 219212
297 12.100.600.407 | Program DP-II Nautika 219212
298 1 2.100.600.408 | Program DP-11 Teknika 219212
299 1 2,100.600.409 | Program DP-1 Nautika 219212
500 1 2.100.600.410 | Program DP-1 Teknika 219212 |
201 | 2.100.600.500 Putmde.?%patan Dlte;'lrna Dnﬁngf&a Program 519212
Diklat Penyegaran Retraining
502 1 2.100.600.501 | Program DP-IV Nautika 219212
03 12.100.600.502 | Program DP-IV Teknika 219212
104 1 2.100.600.503 | Program DP-III Nautika 219212
{051 2.100.600.504 | Program DP-1II Teknika 219212
— NP - -
<06 | 2.100.600.600 1&Tr1da_1jpata‘n Diterima Dvlmugal Program 519212
Diklat Penyegaran Penyetaraan
507 12.100.600.601 | Program DP-IV Nautika 219212
508 1 2.100.600.602 | Program DP-IV Teknika 219212
5009 1 2.100.600.603 | Program DP-III Nautika 219212
2101 2.100.600.604 | Program DP-III Teknika 2192172
511 | 2.100.600.700 Pc?tld%}?ata._n Diterima Dﬁzmué{ra Program 919212
Diklal Penyegaran Penyesuaian
5121 2.100.600.701 | Program DP-IV Nautika 219212
3131 2.100.600.702 | Program DP-III Nautika 219212 |
. Pendapatan Diterirna Dimuka Program 517
141 2.100.610.000 Dildlat DKKE | 219212
Pendapatan Diterirna Dimuka Program
15 2.100.610.800 | Diklat Ketrampilen Khusus Pelaut| 219212
(DKKP) 1 N
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2.100.610.801 | DEXP B3T Taruna/siswe 219212
2.100.610.802 | DEKF B3T 219212
2.100.610.803 | DEXP BT Instansi Pemerintah 219212
2.100.610.804 | DEXP SCRB Taruna/siswa 219212
2.100.610.805 | DEKXKP SCRB 219212
2.100.610.806 | DEXP SCRB Instansi Pemerintah 219212
2.100.610.807 | DEKKP AFF Taruna/siswa 219212
2.100.610.808 | DKXP AFF 219212
2.100.610.809 | DKKF AFF Instansi Pemerintah 219212
2.100.610.810 : DEKP MC Taruna/siswa 219212
261 2.100.610.811 | DEKP MC 219212
27 12.100.610.812 | DEXKF MC Instansi Pemerintah 219212
28 12.100.610.813 | DRKF MEFA Taruna/siswa 219212
=29 12.100.610.814 | DEKP MEFA 219212
1%0 2.100.610.815 | DEKF MEFA Instans: Pemerintah 219212
31 12.100.610.816 | DEKP TFC Taruna/ siswa 219212
122 12.100.610.817 | DEKP TI'C 219212
131 2.100.610.818 | DEXP TFC Instans: Pemerintah 215212
2.100.610.81¢ | DEKP 350 Taruna/siswa 219212
1 2.100.610.820 | DKXF 850 219212
2.100.610.821 | DEKXP 530 Instansi Permerintah 219212
2.100.610.822 | DEXF CCM Taruna,/ siswa 219212
2.100.610.823 | DKXP CCM 219212
2.100.610.824 | DEXF CCM Instansi Pemeriatah 219212
2.100.610.825 | DEXF RS Taruna/siswa 219212
2.100.610.826 | DKKF R3 219212
2.120.610.827 | DEKF RS instansi Pemerintah 219212 _
2.130.610.828 | DEXF A3 Taruna/siswa 219212 N
2.100.610.829 | DRKF AS 219212
2.100.610.830 DKE{F‘ AS Instansi Pemerintah 219212
P 2.100.610.831 | DEKF GMDES GOC Taruna/siswa 219212
1 2.100.610.832 | DEKF GMDSS GOC 219212
48 12.100.610.833 | DiF GMDSS GOC Instansi 219212
i Pemeritan 3
491 2.100.610.834 | DKKP GMDSS ROC Taruna/siswa 219212 )
2.100.610.835 | DRKF GMDESS ROC 219212 B
2.100.610.836 | DHEP GMDSS RCC Instanst Pemeritah | 219212
2.100.610.837 | DEKP BRM Taruna/siswa 219212 |
12.100.610.838 | DEXP BRM o 219212 |
1 2.100.610.839 | DEKKFP BRM Irstansi Pemerintah 2192172
2.100.610.840 | DEXF BST KLM Taruna/siswa 219212
1 2.100.610.841 | DEKP 8T KLM 219212 E
2.100.610.842 | DKKF BST KLM Iastansi Pemerintah 219212
2.100.610.843 | DEKF I5M Code Taruna/siswa 219212 |
2.100.610.844 | DEKP ISM Code 219212 !
2.100.610.845 | DKKF ISM Code Instansi Peraerintan | 219212 |
12.100.610.846 | DEXPF ARPA Simulator Taruna/Siswa | 219212
2.100.610.847 D?'KP‘ ARPA Simulator 219212 %
631 2.100.610.848 DRKF “v;n simulator Instans: 019212 i
P@ﬂ_}u mtah —
12.100.610.849 | DEXF ERRM Taruna/Siswa 219212
2.120.610.850 | BERXF ERRM . 219212 |
2.100.610.851 | DEKF ERRM Instansi Pemerintah 219212 ﬁ:
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402 1 2.100.610.887 DEKP Mc_u:-:t:me' Iﬁsurance Course 219212
Instansi Pemerintah
4031 2.100.610.888 | DKKP FST Taruna/Siswa 219212
404 12.100.610.889 | DEKP FST 219212
+05 1 2.100.610.890 | DEKKP F3T Instansi Pemerintah 219212
4061 2.100.610.891 | DKKF Maritime Law Taruna/Siswa 219212
407 12.100.610.892 | DEKP Maritime Law 219212
202 12.100.610.803 DhKPﬁ’J Maritime Law Instansi 0192192
Pemerintah
409 12.100.610.894 | DEKP Inert Gas System Taruna/Siswa | 219212
2101 2.100.610.895 | DEKP nert Gas System 219212
11 12.100.610.896 DE\.IxP.- ._Tneri Gas System Instansi 219212
Pemerintah
12 1 2.100.620.000 Peizdapatan Diterimma Dimuka Program 219212
DEKP 11
Pendapatan Diterirna Dimuka Program
+13 1 2.100.620.800 | Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut| 219212
(DKKP) II
14 | 2.100.620.801 | DERP - Cargo Ol Handling | 51451,
Faruna/Siswa B
2151 2.100.620.802 | DKKP Cargo Cil Handling 219212
16 | 2.100.620.803 DIx.KF" ) t.',argo Oil Handling Instansi 219212
Pemerintah
417 12 100.620.804 DEXF J?fectncal Engineer Course 519212
Taruna/Siswa
2181 2.100.620.805 | BKKF Electrical Engineer Course 219212
19| 2.100.620.806 | DREP  Bledirical Engineer  Course | 519549
Instansi Pemerintah
90 1 2.100.620.807 DETKP_ bf'eam’ Zju;"bme For Operational 719219
Level Taruna/ Siswa
i R urki : ]
21 19.100.620 808 Séjélp team Turbine For Operational 519219
259 1 9.100.620.809 DI\TKP L,t_eam. ’l’“urbm'ef For Operational 5192192
) Level Instansi Pemerintah
. DKXF Diesel Engineering For
2 ]
23 12.100.620.810 Operational Level Taruna/Siswa 219212
- Nion T :
24 |2.100.620.811 | 2EEP - Diesel = Engineering  For| 519515
Operational Level
- .~ | DEKP Diesel Engineering For
) { fe
291 2.100.620.812 Cperational Level Intansi Pemerintah 219212
26 2 100.620.813 DEXP Ibfafntenance . and  Repair 219212
B Management Taruna/3iswa
29719 100.620.814 D}:,KP ‘ Malmtenance ard  Repair 519212
Monagement
r .« | DEKP  Maintenance and  Repair
__"2 812.100.620.815 Meanagement Intansi Pemerintah 219212
259 | 2.100.620.816 DEKP ‘I_Wc.mfzme FEnglish Course 519212
Taruna/Siswa
230 1 2.100.620.817 | DKXF Maritime Engiish Course 219212
31 12.100.620.818 DEs.%{?‘.ifMarsizm,e English Course Instansi 219212
Pemerintah
39 | 2.100.620.819 DEKXP l?gngerous Goods Handling 219212
Taruna/Siswa
33 12.100.620.820 | DKKP Dangerous Goods Handling 219212
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567 12.100.610.852 | DKKP OT Taruna/Siswa 219212
568 12.100.610.853 | DEKP OT 219212
569 1 2.100.610.854 | DEKP OT Intansi Pernerintah 219212
5701 2.100.610.855 | DKKF Chemical Tanker Taruna/Siswa | 219212
711 2.100.610.856 | DEKP Chemical Tanker 219212
7519 100.610.857 DE_I{P .L,]ftemzcal Tanker Instansi 519210
Pemerintah
3731 2.100.610.858 | DKKP BWM Taruna/Siswa 219212
3741 2.100.610.859 | DEKP BWM 219212
75 12.100.610.860 | DEKP BWM Instansi Pemerintah 219212
576 12.100.610.861 | DEKKF PFSO Taruna/Siswa 219212
277 12.100.610.862 | DKKP PFSO 219212
576 12.100.610.863 | DKKP PFSO Instansi Pemerintah 219212
57912.100.610.864 | DKKP Ship Handling Taruna/Siswa 219212
5801 2.100.610.865 | DKKF Ship Handling 219212
221 12.100.610.866 D&Kf"' Ship Handling Instansi 219212
Pemerintah
82 | 2.100.610.867 | DERP - Port - Coptain - Course| 5195,
Tarana/Siswa
83 12.100.610.868 | DKKP Port Captain Course 219212
254 1 2.100.610.869 Dh_KP_‘ Port Captain Course Instanst 519212
i Pemerintah
.35 | 2.100.610.870 ’DE%_KP Cn'yod and Crisis Management 219212
& Taruna/Siswa
2861 2.100.610.871 | DEKXP Crwod and Crisis Management 219212
27 92.100.610.872 DEXP Q’U}Od qndr Crisis Management 219212
Instansi Pemerintah
128 | 2.100.610.873 | DARF - Port - Engineer  Course | 519519
Taruna/Siswa
2%9 1 2.100.610.874 | DEKF Port Engineer Course 219212
00 | 2.100.610.875 DK.KF_’;F’CTrt Engineer Course Instansi 21992192
Pemerintah
5112 100.610.876 ghKP’? i ijamm_g_ For  Instructur and 519212
oard Taruna/Siswa
.92 1 9 100.610.877 DM(Fi Training For Instructur and 219212
Board
93 1 9.100.610.878 DM(P_ . Trgmzr_mg }*c‘i Instructur and 219212
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Board Instansi Pemernintah
. DEKXP  Electronic Chart  Display
124 ! s . f v
394 12.100.610.879 Information System Taruna/Siswa 219212
405 | 9.100.610.880 DI}KP ! Electronic Chart  Display 519212
Information System
DRKF  Electronic  Chart  Display
196 | 2.100.610.881 | Information System Instansi | 219212
Pemerintah
597 12.100.610.882 | DEKF Ship Stability Taruna/Siswa 219212
TSR raT
08 | 2.100.610.883 | PRKF Ship Stability 219212
< Shiy Stabili 1
50 1 9.100.610.884 DBKP V Ship Stability instansi 519912
Pemerintah
.50 1 2.100.610.885 D&KP j‘Ldfeajfatzme Insurance Course 219212
B Faruna/Siswa
01 1 2.100.610.886 | DEKKF Maritime Insurance Course 219212
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.34 | 9.100.620.821 DP%“.I:{P . Dcmge;:ous. Goods Handling 519212
Instansi Pemerinteh
35| 2.100.620.822 | DRRP Shipping - Management | 5951,
_ Taruna/Siswa
©36 1 2.100.620.823 | DEKFP Shipping Management 219212
237 | 2.100.620.824 DKKP; S?_*szping Management Instansi 519212
‘ Pemerintah
238 19 100.620.895 DKK]%’ Globai’ Maf.'itime _ Distress and 219212
Scfety System Taruna/Siswa
239 | 2.100.620.826 DKXP Globai Maritime Distress and 219212
Scfety System
DEKP Global Maritime Distress and | ..
40 12.100.620.827 Safety System Instansi Pemerintah 219212
24112.100.620.828 | DEKP Ship o Piping - System | 519515
) Taruna/Siswa
42 12.100.620.829 | DEKP Ship Piping System 219212
43 1 9.100.620.830 DI{KP. Ship  Piping System Instansi 219212
) Pemerintah
244 52.100.620.831 | DKKP Welding Course Taruna/Siswa 219212
=451 2.100.620.832 | DEKP Welding Course 219212
46 | 9.100.620.833 ?KI{P . Welding  Course  Instansi 219212
emerintah
447 | 2.100.620.834 | DIk futomatic - Control - System | 5,955
aruna/Siswa
48 1 2.100.620.835 | DKXP Automatic Control System 219212
45 | 9.100.620.836 DIFKP . Amfom.atic Control  System 519212
Instansi Pemerintah
{ Pendapatan Diterirna Dimuka Program
50 | 2.100.630.000 PDEKE Revalidasi 219212
+51 1 2.100.630.100 | DEKF Kevalidasi 219212
452 12.100.630.101 | DKKP BST Taruna/siswa 219212
=53 12.100.630.102 | DEXP BST 219212
454 1 2.100.630.103 | DEKKP BST Instansi Pemerintah 219212
455 12.100.630.104 | DKXKF SCRB Taruna/siswa 219212
%56 12.100.630.105 | DEKP SCRB 219212
57 1 2.100.630.106 | DKKP SCRB Instansi Pemerintah 219212
38 12.100.630.107 ; DKKP AFF Taruna/siswa 219212
259 12.100.630.108 | DEKP AFF 219212
=501 2.100.630.109 | DRKF AFF Instansi Pemerintah 219212
51 12.100.630.110 | DEKP MC Taruna/siswa 219212
462 12.100.630.111 | DEXKP MC 219212
4631 2.100.630.112 | DEXP MC [nstansi Pemerintah 219212
=54 12.100.630.113 | DEKP MEFA Taruna/siswa 219212
4651 2.100.630.114 | DEKP MEFA 219212
4656 12.100.630.115 | DKKP MEFA Instansi Pemerintah 219212
=57 12.100.630.116 | DEKP TFC Taruna/siswa 219212
468 12.100.630.117 | DEKF TFC 219212
_______ 159 1 2.100.630.118 | DKKF TFC Instansi Pemerintah 219212
47012.100.630.119 | DKKP 830 Taruna/siswa 219212
471 12.100.630.120 | DEXP 880 219212
4721 2.100.630.121 | DRKKP S50 Instansi Pemerintah 219212
473 12.100.630.122 | DEKP CCM Taruna/siswa 219212
=74 12.100.630.123 | DEKP CCM 219212

www.regulasip.com



[120]

4751 2.100.630.124 | DEXP CCM Instansi Pemerintah 219212
4761 2.100.630.125 | DKKP RS Taruna/siswa 219212
477 12.100.630.126 | DKKP RS 219212
2781 2.100.630.127 | DKKP RS Instansi Pemerintah 219212
479 12.100.630.128 | DKKP AS Taruna/siswa 219212
4501 2.100.630.129 | DKKP AS 219212
451 12.100.630.130 | DEKP AS Instansi Pemerintah 219212
821 2.100.630.131 | DEKP GMDSS GOC Taruna/ siswa 219212
283 1 2.100.630.132 | DEKKP GMDSS GOC 219212
34 10.100.630.133 | DFKP  GMDSS  GOC - Instansi| 54519
Pemerintah
4851 2.100.630.134 | DKKP GMDSS ROC Taruna/siswa 219212
486 12.100.630.135 | DEKP GMDSS RCC 219212
27 | 9 100.630.136 DKKF_" ’ GMDSS ROC Instansi 519212
Pemerintah
2.100.630.137 | DKKP BRM Taruna/siswa 219212
2.100.630.138 | DKKF BEM 219212
2.100.630.139 | DEKKF BEM Instansi Pemerintah 219212
2.100.630.140 | DKKP BST KLM Taruna/siswa 219212
2.100.630.141 | DKKP BST KLM 219212
2.100.630.142 | DEXF BST KLM Instansi Pemerintah 219212
2.100.630.143 | DEKXKP I1SM Code Taruna/siswa 219212
2.100.630.144 | DEXP ISM Code 219212
2.100.630.145 | DKKF ISM Code Instansi Pemerintah 219212
2.100.630.146 | DEXP ARPA Simulator Taruna/Siswa | 219212
2.100.630.147 | DEXP ARPA Simulator 219212
.59 | 2.100.630.148 DKKE A,*'Dd Simulator Instansi 519219
‘ Pemerintah
500 1 2.100.630.149 | DKKP ERRM Taruna/Siswa 219212
501 12.100.630.150 | DEKF ERRM 219212
502 1 2.100.630.151 | DKKP ERRM Instansi Pemerintah 219212
503 12.100.630.152 | DEKFP OT Taruna/Siswa 219212
504 12.100.630.153 | DKKP OT 219212
505 ]2.100.630.154 | DKKP OT Intansi Pemerintah 219212
5061 2.100.630.155 | DKKP ECDIS Taruna/Siswa 219212
507 12.100.630.156 | DRKP ECDIS 219212
508 12.100.630.157 | DEKKP ECDIS Instansi Pemerintah 219212
509 | 2.100.630.158 | DKKP BWM Taruna/Siswa 219212
5101 2.100.630.159 | DEKKP BWM 219212
111 12.100.630.160 | DKXKP BWM Instansi Pemerintah 219212
512 1 2.100.630.161 | DEKP PFSO Taruna/Siswa 219212
13 12.100.630.162 | DEKKP PFSO 219212
5141 2.100.630.163 | DERKP PFSQO Instansi Pemerintah 219212
7151 2.100.630.164 | DEKP Ship Handling Taruna/Siswa 219212
5161 2.100.630.165 | DKKP Ship Handling 219212
17 1 2.100.630.166 EKK}i | Ship  Handling  Instansi 519212
Pemerintah
<18 | 2.100.630.167 | DEKP - Port - Captain - Course | 519519
FTaruna/Siswa
5191 2.100.630.168 | DRKP Port Captain Course 219212
50 | 2.100.630.169 DE{KP ) P_ort Captain Course Instanst 219212
Pemerintah
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551 1 2.100.630.170 DI%KP Cn.uowcé‘. and Crisis Management 219212
- Taruna/Siswa
C52212.100.630.171 | DKXP Crwod and Crisis Management | 219212
=951 9.100.630.172 DKKP L}rwod | gmd Crisis Management 219212
Instansi Pemerintah
w24 | 2.100.630.173 | DEXE - Port - Engineer  Course| 5459
Taruna/Siswa
5251 2.100.630.174 { DKKP Port Engineer Course 219212
Y= ——" s -
596 | 2.100.630.175 DKKP" 4 qrt Engmeer Course Instansi 219212
Pemerintah
=57 12 100.630.176 D};KE melmngz_ For  Instructur and 519219
Board Taruna/Siswa
228 | 9.100.630.177 DKKP Tratuing For Instructur and 219212
Board
529 | 2.100.630.17¢ | PRKE Traming For Inswuctur and | 5,554,
Beoard Instansi Pemerintah
530 | 2.100.630.179 DE.KP E,Zeftronzc , Chart . Display 219212
Information System Taruna/Siswa ]
DKKP  Electronic  Chart  Display
5311 2.100.630.180 | Information System 219212
DEXP  Electronic  Char:  Display
5321 2.100.630.181 | Information System instansi | 219212
Pemerintah
533 12.100.630.182 | DEKP Ship Stability Taruna/Siswa 219212
534 1 2.100.630.183 | DEKKP Ship Stability 219212
235 | 9 100.630. 184 Dii.KI—r’; — Ship Stability Instansi 5192192
- Pemerintah B
536 | 2.100.630.185 ’DK-.KP-‘ ll/_‘f’.:zrzttme Insurance Course 219212
| Taruna/ Siswa
537 12.100.630.186 | DEKXP Maritime Insurance Course 219212
s {’ g fg P e >
538 19 100.630.187 DI\-LP . ZV{aIIiliﬁe Insurance Course 519212
‘_ Instansi Pemerintah
=39 1 2.100.630,188 | DKKP ST Taruna/Siswa 219212
540 1 2.100.630.189 | DEXP 5T 219212
54112.100.630.190 | BKKP FST Instansi Pemerintah 219212
542 12.100.630.191 | DKKP Maritime Law Taruna/Siswa 219212
543 1 2.100.630.192 | DKKP Maritime Law 219212
244 | 2.100.630.193 DK.KP_‘ Maritime Law Instansi 519212
Pemerintah
5151 2.100.630.194 | BEKP Inert Gas System Taruna/Siswa | 219212
546 | 2.100.630.195 | DKKP Inert Gas System 219212
547 | 2.100.630.196 | DEKP ~ Inert  Gas  Systern  Instansi| 1951,
) Pemerintah
a8 | 2.100.630.107 | DEXP - Cergo O Handling | 5155
Taruna/Siswa
549 12.100.630.198 | DEKF Cargo Oi Handling 219212
50 1 2.100.630.199 DE\_K? . Cargo Oil Handling Instansi 219212
Pemerintah
251 | 2.100.630.200 }.':)Es:}xP Eji.e?cmcal Engineer Course 519219
) Taruna/Biswa
5521 2.100.630.201 | DKKP Electrical Engineer Course 2192172
v RN .
553 2.100.630.202 DE:KI . Ef.ectmf,a{ Engineer Course 019212
Instansi Pemerintah
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554 | 2.100.630.203 DKKF Steam! T‘url?me For Operational 5199192
Level Taruna/Siswa
455 1 9 100.630.204 ii_)lg’ Steam Turkine For Operational 219212
- p N :
536 1 9 100.630.205 D}\_.KP Steamn T i::m_e For Operational 519212
Level Instansi Pemerintah
557 | 9 100.630.206 DEKKF .' Diesel li-ngmee:nng For 219212
Operational Level Taruna/Siswa
5581 2.100.630.207 | DEKP - Diesel — Engineering  For| 51451,
Operational Level
. DEKF Diesel Engineering For
777777 29 1 2.100.630.208 Cperational Level Intansi Pemerintah 219212
560 | 2.100.630.200 | DEKP  Maintenance — and  Repair| 5145,
) Management Taruna/Siswa
251 1 2.100.630.210 DE‘}«KF‘ | Maintenance  and  Repair 519212
_ Menagement
62 | 2.100.630.211 | DEKP  Maintenance  and  Repair| 5,951
Maonagement Intansi Pemerintah
=23 | 2.100.630.212 DKKP nygntzme fnglish  Course 0192172
B Taruna/Siswa
_______ 5654 | 2.100.630.213 | DEKP Maritime Engiish Course 219212
65 | 2.100.630.214 DEKP ‘Mfzr;ittme English Course Instansi 219212
Pemerintah
=66 1 9.190.630.215 Dixf.KP .l?_aﬁ,gerous Goods Handling 519212
7 Taruna/Siswa
______ 567 12.100.630.216 | DKKP Dangerous Goods Handling 219212
68 | 2.100.630.217 | DEKE  Dangerous — Goods  Handling | 51g51,
Instansi Pemerintah
50 | 2.100.630.218 DEKP . ;thpmg Management 519212
Taruna/Siswa
570 12.100.630.219 | DKKP Shipping Management 219212
4 r'd C¥ Ty 5m gy dciv > ~ 3
271 1 2.100.630.220 DEXP _ Shipping Management Instansi 219212
Pemerintah
75 19 100.630 221 Dh}i{P E-Zobai ﬁzﬁ?ﬁ&ﬁlcﬂ Distress and 019212
Safety System Taruna/Siswa
272 | 5 100.630.222 DEKKP (;Zobar. Maritime Distress and 219212
Safety System
— DKKP Global Maritime Distress and
3 5 2 . .
74| 2.100.630.223 Scfety System Instansi Pemerintah 219212
: s -
575 12.100.630.204 | DEKP Ship - Piping  System | 519519
Faruna/Siswa
276 | 2.100.630.225 | DEKKP Ship Piping System 219212
{ 1 pay m ins i
377 19.100.630.206 | DREP  Ship Piping System  instanst | 55519
Pemerintah
578 12.100.630.227 | DEKFP Welding Course Taruna/Siswa 219212
5791 2.100.630.228 | DKKXP Welding Course 219212
520 | 2.100.630.229 D—th.’; Welding  Course  Instansi 219212
, Pemerintah
481 | 2.100.630.230 | DEKP  Auwomatic  Control  System| 51991
Tarina/Siswa
582 12.100.630.231 | DEKP Automatic Control System 219212
583 | 2.100.630.230 | PEKP  Awtomatic — Control  System | 519519
Instansi Pemerintah
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524 | 2.100.630.909 Pe?dapa"'can _Dltenma Dimuka Program 219912
B DEKP lainnya
5851 2.100.650.199 | Pendapatan Prograr Diklat Lainnya 219212
26 | 9.100.660.000 Penhdapatan_ Dlte:rm"xa Dzm.ul{a Hasil 51992192
) Kerjasame dengan Pihak Lain
537 | 2.100.660.100 | Lendapatan  Diterima Dimuka  Hasil | 51951,
‘ Kerjasamea dengan Pihak Lain
s R aValk dnk 3 My |
288 1 92.100.660.101 Penc?.apatan A Dil;lat Fr a-_f:tekﬁ Tambahan 519219
Nautika Instansi Pemerintah
» syt '{.—- ey et E
526 1 9.100.660.102 1 elldf:Lpa’L_an | Dil }di Pr aif:Lek_ Tambahan 919212
] Teknika Instansi Pemerintah
590 | 2.100.660.103 Pendgpatan D1k}at Praktek Tambahan 010219
) Nautika Instansi Swasta
Pendanat ' ]
501 | 2.100.660.104 } endf:,_pdta_n ‘ le.lat Praktek Tambahan 219212
Teknika Instansi Swasta
. Pendapatan Diklat Penilaian Paket
22 1 2.100. . . L
>2 100.660.105 Parala Akademi Maritim Swasta 219212
- . Pendapatan Kerjasama Kursus
$° .100. . . . :
B 3| 2.100.660.106 | o1 inan Praktek Simulator/Lab 219212
594 12.100.660.107 | Pendapatan Kerjasama XKursus 380 219212
595 | 2.100.660.108 | Pendapatan Kerjasama Kursus C30 219212
5961 2.100.660.109 | Pendapatan Kerjasama XKursus PFSO 219212
597 1 2.100.660.110 | Praktek Taruna Swasta 219212
598 1 2.100.660.111 | Pendapatan Kerjasama Kursus ECDIS 219212
59 | 2.100.660.112 Pef'ade%patan Kerjasama Kursus Lathe 019212
Mochine
50 1 2.100.660.113 Pe?ldapa_tan Kerjasama Kursus LNG 919212
) Tanker
~01 1 2.100.660.114 Pendapatan Kerjasama Kursus Risk 519212
. Awareness and Managemernt{
. : Pendapatan Kerjasama Kursus
3’32 2.100.660.115 Welding Machine 219212
03 1 2.100.660.116 Penda_p:e?tan Kerjasama Kursus Marine 019212
Electricity
Pendapatan Kerjasama Kursus
504 12.100.660.117 | International Standard Port Shiping | 219212
Code
Pendapatan Kerjasame AT :
05 12 100.660.118 ].Sa;;?cipc tan Kerjasama Kursus Deck 519212
- e . Pendapatan Kerjasama Kursus
m:.u)() 2.100.660.119 SIGGTO 219212
S07 1 9.100.660.120 Pend.a.pat.an Kerjasama Kursus LNG 519212
Fomilization
» Pendapatan Kerjasama Kursus Pallast
.'_T,ng 2.100.660.121 Handling & Pump Operation 219212
400 | 2.100.660.122 Pend.a‘pat'a:n Kerjasama Kursus ISM 519212
B Foamilization
R ~ | Pendapatan Kerjasama Kursus
9102.100.660.123 | oy py 219212
511 12.100.660.124 | Pendapatan Kerjasama Kursus FRB 219212
Pe ) {erjasa: irsus Bast
112 ]2.100.660.125 | Londapatan Kenjasama Kursus Basic| 951
N Sea Survival
5131 2.100.660.126 | Pendapatan Kerjasama Kursus HST 219212
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414 | 2.100.660.199 | Pendapatan Diterime Dimuka Hasil|,)go g
Kerjasama dengan Pihak Lain Lainnya
515 | 2.100.670.000 | Cendapatan Non Layanan Pendidikan | ;4519
Diterima Dimuka
016 | 2.100.670.100 Ps:—':‘x_ldgpatar_l Non Layanan Pendidikan
Diterima Dimuka
517 |9 100.670.101 P@nc‘tapatar; Sewz Cedung Diterima 219211
Dimuka
518 1 2.100.670.102 Pefndapatan Sewa Ruangan Diterima 219211
Dimuka
15 | 2.100.670.103 Pf‘:nc_lapatan Sewa Peralatan Diterima 519211
Dimuka
220 1 2.100.670.104 P@ndapatn Sewa Kendaraan Diterima 519711
N Dimuka
421 | 2.100.670.199 | Pendapatan Non-layenan Pendidikan | 51554
Diterima Dimuka lainnya
5221 2.100.680.101 | Program DP-IV MKTJ Semester I 219211
523 12.100.680.102 | Program DP-IV TKO Semester I 219211
024 12.100.680.103 | Program DP-IV MKTJ Semester II 219211
625 12.100.680.104 | Program DP-IV TKO Semester 11 219211
526 12.100.680.105 | Program DP-IV MKTJ Semester I 219211
527 12.100.680.106 | Program DP-IV TKO Semester 111 219211
528 1 2.100.680.107 | Program DP-IV MKTJ Semester [V 219211
529 12.100.680.108 | Program DP-1IV TKO Semester 1V 219211
530 1 2.100.680.109 | Program DP-IV MKTJ Semester V 219211
531 12.100.680.110 | Program DP-IV TKO Semester V 219211
032 12.100.680.111 | Program DP-IV MKTJ Semester VI 219211
- ©3312.100.680.112 | Program DP-IV TKO Semester VI 219211
534 12.100.680.113 | Program DP-IV MKTJ Semester VII 219211
5351 2.100.680.114 | Program DP-IV TKO Semester VII 219211
5326 12.100.680.115 | Program DP-IV MKTJ Semester VIII 219211
037 12.100.680.116 | Program DP-IV TKO Semester VIII 219211
238 12.100.680.117 | Program DP-III PKE Semester I 219211
539 12.100.680.118 | Program DP-1I1 PKIB Semester 1 219211
540 | 2.100.680.119 | Program DP-1lI PKB Semester I 219211
541 12.100.680.120 | Program DP-TII PKB Semester IV 219211
542 12.100.680.121 | Program DP-III PKB Semester V 219211
5431 2.100.680.122 | Program DP-II PKB Semester VI 219211
544 1 2.100.680.123 | Program DP-1II PKB Semester VII 219211
5451 2.100.680.199 | Program DP-III lainnya 219211
546 | 2.100.690.199 | bendapaten - Program biklat | 519211
Pembentukan Laimnnoya
447 1 2.100.700.000 | Hutang Jangka Pendek lainnya 219912
548 1 2.100.700.100 | Hutang Jangka Pendek lainnva 219912
549 |1 2.100.700.101 | Hutang Jangka Pendek lainnya 219912
~ 550 1 2.200.000,000 | Kewajiban Non Lancar
051 12.200.100.000 | Kewajiban Non Lancar
______ 5521 2,200.100.100 | Hutang Bank
553 12.200.100.101 | Hutang Bank BNI 46 Cab.
354 1 2.200.100.102 | Hutang Bank BRI
55 | 2.200.100.199 | Hutang Bank Lainnya
56 1 2.200.100.200 | Hutang Obligasi
V57 12.200.100.201 | Hutang Obligasi
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558 | 2.200.100.300 | Kewajiban Non Lancar Lainnva
559 1 2.200.100.301 | Kewajiban Non Lancar Lainnya
550 |1 3.000.000.000 | EKUITAS 391111
661 1 3.100.000.000 | Ekuitas Tidak Terikat 391111
562 1 3.100.100.000 | Ekuitas Awal 391111
5563 1 3.100.100.100 | Ekuitas Awal 391111
064 1 3.100.100.101 | Ekuitas Awal 391111
565 1 3.100.200.000 | Surplus dan Defisit Tahun Lalu 391112
566 1 3.100.200.100 | Surpius dan Defisit Tahun Lalu 391112
5567 13.100.200.101 | Surpius dan Defisit Tahun Lalu 391112
268 1 3.100.300.000 | Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 391112
569 1 3.100.300.100 | Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 391112
2701 3.100.300.101 ¢ Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 391112
»71 1 3.100.400.000 | Ekuitas Donasi 391111
572 13.100.400.100 | Ekuitas Donasi 391111
07313.100.400.101 | Ekuitas Donasi 391111
0741 3.100.500.000 | Penghapusan Aset Tetap
4751 3.100.500.100 | Penghapusan Aset Tetap
276 1 3.100.500.101 | Penghapusan Aset Tetap
v77 1 3.100.600.000 | Selisih Revaluasi Aset Tetap
578 1 3.100.600.100 | Selisih Revaiuasi Aset Tetap
579 1 3.100.600.101 | Selisih Revaluasi Aset Tetap
580 1 3,100.700.000 | Penurunan Bersih Aset
081 13.100.700.100 | Penurunan Bersih Aset
582 13.100.700.101 | Penurunan Bersih Aset
153 1 3.100.800.000 | Ekuitas Tidak Terikat Lain-lain 391111
534 1 3.100.800.100 | Ekuitas Tidek Terikat Lain-lain 391111
585 3.100.800.101 | BEkuitas Tidak Terikat Lain-lain 391111
556 | 3.200.000.000 | Eluitas Terikat Temporer 391111
~87 1 3.200.100.000 | Bkuitas Terikat Temporer 391111
288 1 3.200.100.100 | Ekuitas Terikat Temporer 391111
5989 1 3.200.100.101 | Ekuitas Awal 391111
490 | 3.200.100.102 | Ekuitas Donasi 391111
591 13.200.100.199 | Ekuitas Terikat Temporer Lainnya 391111
5921 3.200.400.100 | Ekuitas Donasi 391111
293 1 3.200.400.101 | Ekuitas Donasi 391111
594 1 3.3900.000.000 | Ekuitas Terikat Permanen 391111
195 1 3.300.100.000 | Ekuitas Terikat Permanen 391111
526 | 3.300.100.100 | Ekuitas Terikat Permanen 391111
597 1 3.300.100.101 | Ekuitas awal 391111
598 1 3.300.100.102 | Ekuitas Donasi 391111
795 1 3.300.100.199 | Ekuitas Terikat Permanen Lainnya 391111
750 1 4.000.000.000 | PENDAPATAN
701 1 4.100.000.000 ; Pendapatan Usaha Deri Jasa Layanan | 424112
702 1 4.100.100.000 | Pendapatan Pendaftaran 424112 é
- 70314.100.100.100 | Seleksi Diklat Pembentukan 424112 E
704 14.100.100.101 | Pembentukan DP-D Nautika Tahap ! 424112
- 70514.100.100.102 | Pembentuken DP-I Nautika Tahap II | 424112
706 14.100.100.103 | Pembentukan DP-D Teknika Tahap | 424112
- 707 14.100.100.104 | Pembentukan DP-D Teknika Tahap I 424112
- 708 14.100.100.105 | Pembenitukan DP-IV Nautika Tahap | 424112
7091 4.100.100.106 | Pempeniukan DP-IV Nautika Tahap II | 424112
7101 4.100.100.107 | Pembentukan DP-IV Teknika Tahap1 | 424112
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11 14.100.100.108 | Pembentukan DP-1V Teknika Tehap II | 424112
712 14.100.100.109 | Pembentukan DP-III Nautika Tahap I 424112
71314.100.100.110 | Pembentukan DP-III Nautika Tahap II [ 424112
714 14.100.100.111 | Pembentukan DP-III Teknika Tahap 1 424112
¥1514.100.100.112 | Pembentuksn DP-II Teknika tahap Il [ 424112

71614.100.100.113 | Pendapatan Sipencatar-Tahap 1 424112
717 14.100.100.114 | Pendapatan Sipencatar-Tahap 11 424112
18 | 4.100.100. 198 Pendap@itan Ef’endaf‘taran Diklat 494119

VVVVVVV Pembentukan Lainnya
“19 | 4.100.100.199 Retur Pgndapatan Pendaftaran Diklat 494112
Pembentukan

20 1 4.100.100.200 | Seleksi Diklat Penjenjangan 424112

721 14.100.100.201 | Diklat Penjenjangan DP-D Nautika 424112
722 4.100.100.202 | Diklat Penjenjangan DP-D Teknika 424112
723 14.100.100.203 | Diklat Penjenjangan DP-V Nautika 424112
724 1 4.100.100.204 | Diklat Penjenjangan DP-V Teknika 424112
725 14.100.100.205 | Dikiat Penjenjangan DP-IV Nautika 424112
726 14.100.100,206 | Diklat Penjenjangan DP-IV Teknika 424112

727 1 4.100.100.207 | Diklat Penjerjangan DP-III Nautika 424112
28 1 4.100.100,208 ; Diklat Penjenjangan DP-III Teknika 424112
729 14.100.100.209 | Diklat Penyesuaian: DP-IIl Nautika 424112

______ 730 1 4.100.100.210 | Dilklat Penyesuaiar: DP-IV Nautika 424112
731 14.100.100.211 | Diklat Pemutakhiran DP-V Nautika 424112
77777 732 14.100.100.212 | Diklat Pemutakhiran DP-V Teknika 424112
733 14.100.100.213 | Diklat Pemutakhiran DP-IV Nautika 4243112
734 14.100.100.214 | Diklat Pemutakhiran DP-IV Teknika 424112
~ 73514.100.100.215 | Diklat Pemutalkhiran DP-III Nautika 424112
736 14.100.100.216 | Diklat Pemutakhiran DP-III Teknika 424112
737 14.100.100.217 | Diklat Pemutakhiran DP-II Nautika 424112
. 73814.100.100.218 | Diklat Pemutakhiran DP-II Teknika 424112
739 4.100.100.219 | Diklat Pemutakhiran DP-I Nautika 424112
740 1 4.100.100.220 | Diklat Pemutakhiran DP-I Teknika 424112
741 14.100.100.221 | Diklat Retraining DP-IV Nautika 424112
Y42 1 4.100.100.222 | Diklal Retraining DP-IV Teknika 424112
743 14.100.100.223 | Diklat Retraining DP-1II Nautika 424112

44 1 4.100.100.224 | Diklat Retraining DP-1Hl Teknika 4241172

7451 4.100.100,225 | Diklat Retraining DP-1I Nautika 424112
746 1 4.100.100.226 | Diklat Retraining DP-1I Teknika 424112

47 1 4.100.100.227 | Diklat Penyetaraan DP-1V Nautika 424112

748 14.100.100.228 | Diklat Penyetaraan DP-IV Teknika 424112
749 1 4.100.100.229 | Diklat Penyetaraan DP-UI1 Nautika 424112

7501 4.100.100.230 | Diklat Penyetaraan DP-TII Teknika 424112
511 4.100.100.298 gem':lapata; Pegéiaf‘e:araz'l Diklat 494117

Penjenjangan Lainnya
+55 | 4.100.100.299 RG?:L-H‘ Pen@e}pa‘tan Pendaftaran Diklat 494112
Penjenjangan
753 14.100.100.300 ; Diklat DEKP 424112

754 14.100.100.301 | DEXP BST 424112
7551 4.100.100.302 { DEKKP SCRB 424112
756 1 4.100.100.303 | DKKP AFF 424112
757 14.100.100.304 | DEKP MC 424112
758 14.100.100.305 | DKKFP MEFA 424112
759 | 4.100.100.306 | DKKF TFC 424112
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750 | 4.100.100.307 | DEKF 850 424112
7561 14.100.100.308 | DKKF CCM 424112
- 76214.100.100.309 | DEKP RS 424112
763 | 4.100.100.310 | DKKP AS 424112
764 [ 4.100.100.311 | DKKP GMDSS 424112
765 14.100.100.312 | DEXKP BRM 424112
. 76614.100.100.313 | DKXP BST KLM 424112
- 767 14.100.100.314 | DKKF ISM Code 424112
758 14.100.100.315 | DEKP BST Revalidasi 424112
- 769 14.100.100.316 | DKXP SCRB Revalidasi 424112
77014.100.100.317 | DEXF AFF Revalidasi 424112
/7114.100.100.318 | DEKKP MC Revalidast 424112
772 14.100.100.319 | DKKP MEFA Revalidasi 424112
. 77314.100.100.320 | DKXP TFC Revalidasi 424112
- 774 14.100.100.321 | DEKXP S380 Revalidasi 424112
~ 77514.100.100.322 | DKKP CCM Revalidasi 424112
- 77614.100.100.323 | DEXP RS Revalidasi 424112
77 14.100.100.324 | DEKP AS Revalidasi 424112
778 14.100.100.325 | BKKP GMDSS Revalidasi 424112
779 14.100,100.398 | Program DKKP lainnya 424112
+20 | 4.100.100.399 Rej:‘a.’u‘ Pendapatan Pendaftaran Diklat
__ DKKP
~21 | 4.100.200.000 Szgfapatan Jasa Diklat Transportasi
752 1 4.100.200.100 | Pendapatan Program Pembentukan 424112
753 14.100.200.101 | Program DP-D Nautika 424112
"84 1 4.100.200.102 | Program DP-D Teknika 424112
755 14.100.200.103 | Program DP-D KALK 424112
7861 4.100.200.104 | Program DP-IV Nautika Semester | 424112
©7 | 4.100.200.105 Program DP-1IV Nautika Semester I 424112
Mengulang
788 14.100.200.106 | Program DP-1V Teknika Semester I 424112
29 | 4.100.200.107 P%“ogram }}Pdv Teknika Semester I 404112
Mengulang
901 4.100,200.108 | Prograimm DP-IV KALK Semester [ 424112
51 1 4.100.200.100 ngram DP-IV KALK Semester 1 494119
) Menguiang
52 14.100.200.110 | Program DP-IV Nautika Semester Il 424112
/93 | 4.100.200.111 Program DP-IV Nautika Semester II 494112
B Mengulang
794 14.100.200.112 | Program DP-IV Teknika Semester Il 424112
95 | 4.100.200.113 Pf’@gliazn DP-IV Teknika bemester 1I 4941192
Mengulang
796 | 4.100.200.114 | Program DP-IV KALK Semester [1 424112
57 | 4.100.200.115 P:rr:agram DP-IV  KALK Semester I 494112
Mengulang
'S8 14.100.200.116 | Program DP-IV Nautika Semester [ 424112
99 | 4.100.200.117 Progrgn DP-IV Nautika Semester I 494112
Mengulang
00 1 4.100.200.118 | Program DP-IV Teknika Semester [ 424112
501 | 4.100.200.119 P{."ogram DP-IV Teknika Semester II 494112
Mengulang
502 14.100.200.120 | Program DP-IV KALK Semester III 424112
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- N T i
503 | 4.100.200.121 | rogram DRIV KALK - Semester HL1 54449
77777 Mengulang
______ 304 |1 4.100.200.122 | Program DP-IV Nautika Semester IV 424112
Dp- autika Seme
205 | 4.100.200.193 Program _?I [V Nautika Semester IV 454112
B Mengulang
506 | 4.100.200.124 | Program DP-IV Teknika Semester IV 424112
- ; 3T =lemile
507 | 4.100.200. 105 Program D_I IV Teknika Semester IV 494119
__________ Mengulang
%08 |1 4.100.200.126 | Program DP-IV KALK Semester IV 424112
400 | 4.100.200.197 Progryam DP-IV KALK Semester IV 494112
_ Mengulang
4= a1 TYB. il - 1
110 | 4.100.200.128 gglograxn. DP-IV Nautika Semester V & 494112
11| 4.100.200.129 Progra@ DPaIV Nautika Semester V & 494112
VI Mengulang
112 | 4.100.200.130 Tlf‘]li"ogram DP-1V Teknika Semester V & 4941172
213 | 4.100.200.131 Program DP-I‘V Teknika Semester V & 494112
VI Mengulang
514 14.100.200.132 | Program DP-1V KALK Semester V& VI | 424112
415 | 4.100.200.132 Program DP-IV KALK Semester V & VI 404119
Mengulang
S ~ autika Semeste
416 | 4.100.200.134 b}i[}lgram DP-IV Nautika Semester VII & 494112
Progre -IV Nautika Semester 3
17 4.100.200.135 3 rggr@ra?, DP-IV Nautilka Semester VII & 494112
VI Mengulang
18 | 4.100.200.136 ggzgrarxﬁ. DP-IV Teknika Semester VII & 494112
416 | 4.100.200.137 Program DP-IV Teknika Semester VII & 4941192
VIII Mengulang
570 | 4.100.200.138 \_}jﬁgram DP-IV KALK Semester VII & 404112
i 5 . 3 3 - r (7 T :'-\ 4
251 | 4.100.200.139 11_{}%1*31& I?P _I\ KALK Semester VII & 494112
T VI Mengulang
. - :
99 4 100.200.140 I rogram DP-IV  Nautika Semester 494112
o Pendek
4. 100.200.141 Program DP-IV  Teknika Semester 424112
Pendek
5241 4,100.200.142 | Program DP-IV KALK Semester Pendek | 424112
525 14.100.200.143 | Program DP-TII Nautika Semester | 424112
ey o gy o S I j\ ] i
296 | 4.100.200. 144 I%Jgrdm DP-I1 Nautika Semester I 494119
- Mengulang
527 14.100.200,145 | Program DP-1[I Teknika Semester I 424112
. S T g 4 Q 2
58 | 4.100.200. 146 P%ograa;n LP-1IT Teknika 3Semester 1 404112
Mengulang
529 1 4.100.200.147 | Program DP-1I Nautika Semester 11 424112
20 | 4.100.200.148 Program DP-III Nautika Semester II 494112
N Mengulang
531 14.100.200.149 | Program DP-III Teknika Semester I 424112
529 | 4.100.200.150 Prf}gra?} DP-1I1 Teknika Semester II 494112
N Menguiang
5331 4.100.200.151 | Program DP-III Nautika Semester 11 424112
rogram DP- autika S ‘
<4 | 4.100.200.152 §31 O_graz_n %P [II Nautika Semester [l 424112
Menguleng
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535 14.100.200.153 | Program DP-1l Teknika Semester II 424112
. IRy e oy
36 | 4.100.200.154 Pyogmr_n _)I II Teknika Semester 111 494112
o Mengulang
537 | 4.100.200.155 \P}:rogram DP-III Nautika Serpester IV & 424110
428 | 4.100.200. 156 Program 'DP~HI Nautika Sernester [V & 494112
V Mengulang
S . - =ty > \
539 | 4.100.200.157 ‘1‘]1 ogram DP-III Teknika Sernester IV & 424112
240 | 4.100.200.158 Program DP-III Teknika Semester IV & 424112
o V Mengulang
541 14.100.200.159 | Pendapatan Permakanan Taruna 424112
542 14.100.200.160 | Pendapatan Laundry 424112
243 14 100.200.161 IP'J‘ogram Diploma III Nautika Semester 4924112
44 | 4.100.200.162 i_—"’mgram Diploma 11 Teknika Semester 424110
- e
45 | 4.100.200.163 i_?rogram Diploma (I Elektro Semester 494112
= : T 1
146 | 4.100.200.164 %Iragram Diploma [lI Nautika Semester 404119
247 1 4.100.200.165 ;?I’rogram Diploma Il Teknika Semester 4241192
48 | 4.100.200.166 IPII ogram Diploma (11 Elektro Semester 494112
. . : —
40 | 4.100.200.167 }irﬁogram Diploma III Nautika Semester 424112
- . T 11 —
250 | 4.100.200.168 E}Eogram Diploma I Teknika Semester 424112
. T ) ’ T T —
51| 4.100.200. 169 ;.gagr.;m Diploma 1T Elektro Semester 424112
' oo i i £ i
450 ! 4 100.200.170 %\_}Jbram Diploma 11l Nautika Semester 424112
T 3"“’ . .g .i Y - .
531 4.100.200.171 ?\?\)gram Diploma I Teknika Semester 424112
»l . i 7 1=l
54 | 4.100.200.172 ]i\_l;c)grazll Diplorma Il Elektro Semester 494112
» SUPN . : ’ ‘ 31
=5 1 4.100.200.173 ifxgﬁg{gm Diploma III Nautika Semester 424112
56 | 4.100.200.174 Stgbg{/azm Diploma Il Teknika Semester 424112
Y. 11 1 E .
=7 14 100.200.175 iz\[r;;g;%m Diploma {11 Elektro Semester 494112
=2 | 4.100.200.180 Retur y Pendapatan Diklat
Pembentuken
559 1 4.100.200.199 | Program pernbentukan lainnya 424112
560 | 4.100.200.200 | Pendapatan Program Penjenjangan 424112
%61 14.100.200.201 | Program DP-D Nautika 424112
552 | 4.100.200.202 Progralm_ DP-D Nautika Instansi| ,,, 112
T Pemerintah
53 1 4.100.200.203 | Program DP-D Teknika 424112
254 | 4.100.200.204 Prrogr;a;lx'%l_ DP-D Teknika instansi 404112
o Pemerintah
551 4.100.200.205 | Program DP-V Nautika 424112

{129]
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- 5% Coa .
56 | 4.100.200.206 I mgr.a;‘m DP-V  Nautika Instansi 424112
Pemerintah
507 1 4.100.200.207 | Program DP-V Teknika 424112
I B - B ¥ M 1
362 | 4.100.200.208 I 1\>grc1.m_ DP-V  Teknika Instansi 494112
B Pemerintah
569 14.100.200.209 | Program DP-IV Nautika 424112
570 1 4.100.200.210 Progra.m— DP-IV Nautika Instansi 494112
- Pemerintah
57114.100.200.211 | Program DP-1V Teknika 424112
e . 3 Malosm g 3
79 | 4.100.200.212 lwgra{m— DP-1V  Teknike Instansi 494112
Pemerintah
373 14.100.200.213 | Program DP-III Nautika 424112
174 | 4.100.200.214 Prograim DP-III  Nautika Instansi 424119
i Pemerintah
75 1 4.100.200.215 | Program DP-III Teknika 424112
I's 2 _ 1re y .
576 | 4.100.200.216 Prugrgm DP-TI  Teknika Instansi 494112
Pemerintah
577 14.100.200.217 | Program DP-H Nautika 424112
4y gy RYS I . N .
73 | 4.100.200.218 Pr ogram DP-II  Nautika Instansi 424112
Pemerintah
79 14.100.200.219 | Program DP-11 Teknika 424112
S e .
580 | 4.100.200.220 | Lrogram  DP-T Teknika  Instansi| 4,5,
Pemerintah
581 14.100.200.221 | Program DP-I Nautika 424112
- 1 » TE x - - :
429 | 4.100.200.290 Pr \)gr?tzan_ DP-I  Nautika Instansi 404112
Pemerintah
©8314.100.200.223 | Program DP-1 Teknika 424112
Y- _ i ;
584 1 4.100.200. 204 F mgr.ca..m_ DP-1  Teknika Instansi 404112
, Pemerintah
435 | 4.100.200.299 Pen@.apata-gDﬁgnma Dimuka Program 494119
] Penjeniangan lainnya
556 14.100.200.300 | Pendapatan Crash Program 424112
endapatan Diterimia Dimuk
127 | 4.100.200.301 Pendapatan D1t¢=nr’_1}11 1 Dimuka Crash 494112
Program Semester I
23 | 4.100.200.202 Pendapatarn D#eﬂr;ma Dimuka Crash 494112
Program Semester 1l
- ) T
520 | 4.100.200.303 F t.ndapaEan D%te—i:}md Dimuka Crash 494112
- Program Semester 11
: 2= | an iter immuk
490 | 4.100.200.304 Pendapatan thL} ima Dimuka Crash 494112
Program Semester IV
51 | 4.100.200.305 Pendapatan D}terzma Dimuka Crash 404112
Program Semester V
59 | 4.100.200.306 Pendapatan D%tcir}ma Dimuka Crash 494112
Program Semester VI
arats Prog i
293 | 4.100.200.400 Pendapatan | rof,.r'am Diklat 424112
Penyegaran Pemutakhiran
4.100.200.401 | Program DP-V Nautika 424112
4.100.200.402 | Program DP-V Teknika 424112
4.100.200.403 | Program DP-IV Nautika 424112
4.100.200.404 | Program DP-IV Teknika 424112
4.100.200.405 | Program DP-III Nautika 424112
4.100.200.406 | Program DP-III Teknika 424112
4.100.200.407 | Program DP-II Nautika 424112
4.100.200.408 424112

Program DP-II Teknika
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~$902 14.100.200.409 | Program DP-I Nautika 424112
903 14.100.200.410 | Program DP-I Teknika 424112
904 | 4.100.200.500 Pendapatan .P?ogram Diklat 424112
o Penyegaran Retraining
205 14.100.200.501 | Program DP-IV Nautika 424112
9061 4.100.200.502 | Program DP-IV Teknika 424112
=207 14.100.200.503 | Program DP-1I Nautika 424112
- 908 14.100.200.504 | Program DP-III Teknika 424112
=091 4.100.200.505 | Program DP-II Nautika 424112
- 2101 4.100.200.506 | Program DP-II Teknika 424112
G111 4.100.200.600 Pendapatan Program Diklat 404112
Penyegaran Penyetaraan
212 14.100.200.601 | Program DP-IV Nautika 424112
~ 213 14.100.200.602 | Program DP-1V Teknika 424112
. 214 1 4.100.200.603 | Program DP-III Nautika 424112
915 14.100.200.604 | Program DP-III Teknika 424112
116 | 4.100.200.700 | Eendapatan Program biklat| 4154112
Penyegaran Penyesuaian
=17 14.100.200.701 | Program DP-IV Nautika 424112
- 21181 4.100.200.702 | Program DP-1If Nautika 424112
410 | 4.100.200.800 Eendapatan Program o Diklat 494119
- ' T Ketrampilan Khusus Pelaut (DEKKP) I
-~ 2201 4.100.200.801 | DEKF BST Taruna/siswa 424112
. +121 14.100.200.802 | DEKF BST 424112
9122 14.100.200.803 | DEKFP BST Instans: Pemerintah 424112
- 223 14.100.200.804 | DEKP SCRB Tarunea/siswa 424112
924 4.100.200.805 | DKKF SCEB 424112
925 14.100.200.806 | DEKP SCRB Instansi Pemerintah 424112
9261 4.100.200.807 | DEKP AFF Taruna/siswa 424112
227 14.100.200.808 | DKKP AFF 424112
- 2281 4.100.200.809 | DKKP ASF Instansi Pemerintah 424112
229 14.100.200.810 | DKKP MC Taruna/siswa 424112
- 230 4.100.200.811 | DEKP MC 424112
- 231 14.100.200.81% : DEKF MC [nstansi Pemerintah 424112
932 14.100.200.813 | DKKP MEFA Taruna/siswa 424112
933]4.100.200.814 | DKKP MEFA 424112
934 4.100.200.815 | DKKP MEFA Instansi Pemerintah 424112
- 43514.100.200.816 | DKKP TFC Taruna/siswa 424112
- 9361 4.100.200.817 | DKKP TFC 424112
537 ]4.100.200.818 | DKKP TFC Instansi Pemerintah 424112
- 9381 4.100.200.819 | DEKP 530 Taruna/siswa 424112
9391 4.100.200.820 | DEKF 550 424112
- 240 14.100.200.821 | DKKF 580 Instansi Pemerintah 424112
241 1 4.100.200.822 | DKKP CCM Taruna/siswa 424112
242 14.100.200.823 | DEXKP CCM 424112
- 2431 4.100.200.824 | DKKP CCM Instansi Pemerintah 424112
9441 4.100.200.825 | DKKP RS Taruna/siswa 424112
9451 4.100.200.826 | DKKP RS 424112
946 1 4.100.200.827 | DEKF RS Instansi Pemerintah 424112
447 14.100.200.828 | DEXP AS Taruna/siswa 424112
~ 248 14.100.200.829 | DEKKFP AS 424112
1491 4.100.200.830 | DKKP AS Instansi Pemerintah 424112
:_:!,‘sSO 4.100.200.831 | DKKP GMDSS GOC Taruna/siswa 424112
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©5114.100.200.832 | DKKP GMDSS GOC 424112
52| 4.100.200.833 | DKKP  GMDSS - GOC - instanst| 45415
Pemeritan
953 14.100.200.834 | DEKP GMDSS ROC Taruna/siswa 424112
354 14.100.200.835 | DRKKP GMDSS ROC 424112
255 14.100.200.836 | DKKP GMDSS ROC Instansi Pemeritah | 424112
256 | 4.100.200.837 | DEKF BRM Taruna/siswa 424112
257 14.100.200.838 | DKKP BRM 424112
458 1 4.100.200.839 | DKKP BRM Instansi Pemerintah 424112
959 1 4.100.200.840 | DEKF BST KLM Taruna/siswa 424112
250 1 4.100.200.841 | DKKP BST KLM 424112
951 14.100.200.842 | DEKP BST KLM Iastansi Pemerintah 424112
352 14.100.200.843 | DEKKP I8M Code Tardna/siswa 424112
03 14.100.200.844 | DEKF I5M Code 424112
64 1 4.100.200.845 | DKKP 1IS8M Code Instansi Pemerintah 424112
4565 1 4.100.200.846 | DKKF ARPA Simulator Taruna/Siswa 424112
966 |1 4.100.200.847 | DRKP ARPA Simulator 424112
57 | 4.100.200.848 DKKE. | Arpa  Simulator Instansi 494112
Pemerintah
4.100.200.849 | DKKP ERRM Taruna/Siswa 424112
4.100.200.850 | DKKFP ERRM 424112
4.100.200.851 | DKKP ERRM Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.852 | DRKF OT Taruna/Siswa 424112
4.100.200.853 | DKXP OT 424112
4.100.200.854 | DKXP OT Intansi Pemerintah 424112
4.100.200.855 | DKKP Chemical Tanker Taruna/Siswa | 424112
4.100.200.856 | DKKF Chemical Tanker 424112
4 100.200.857 DEXP ’ ‘Chemical Tanker Instansi 424112
_ Pemerintah
977 14.100.200.858 | DEKXF BWM Taruna/Siswa 424112
178 14.100.200,.859 | DEKF BWM 424112
979 1 4.100.200.860 | DKKP BWM Instansi Pemerintah 424112
180 1 4.100.200.861 | DEKKP PFSO Taruna/Siswa 424112
151 1 4.100.200.862 | DKKF PFSO 424112
182 4.100.200.863 | DKKP PFSO Instansi Pemerintah 424112
983 | 4.100.200.864 | DKKP Ship Handling Taruna/Siswa 424112
9854 1 4.100.200.865 | DKKP Ship Handling 424112
555 | 4.100.200.866 DKE’{P‘ ‘ Skip  Handling  Instansi 494112
Pemerintah
986 | 4.100.200.867 | DEKP | Port o Coptamn - COUPSe | 4oy
. Taruna/Siswa
187 14.100.200.868 | DKKP Port Captain Course 424112
128 | 4.100.200.869 DKKS’ ;?art Captain Course Instansi 424112
Pemerintah
139 | 4.100.200.870 DEKF CJ:LVUOOZ and Crisis Management 424112
Taruna/Siswa
990 1 4.100.200.871 | DEKP Crwod and Crisis Management 424112
991 | 4.100.200.872 DI{K}? L?‘zwod gna” Crisis Management 4941192
Instansi Pemerintah
92| 4.100.200.873 | DRKE | Port - Engineer  Course | 454119
laruna/Siswa
193 | 4.100.200.874 DEKF Port Engineer Course 424112
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194 | 4.100.200.875 }ahKP ..P_orr: Engineer Course Instansi 494112
Pemerintah
e — = - :
255 | 4.100.200.876 DEKF Training  For Instructur and 494112
" Board Taruna/Siswa
{d Yaini Yor  Inst
196 | 4.100.200.877 D MKF; Tramntng For Instructur and 424112
Board
97 | 4.100.200.878 D}s.KP1 | Tr_aszrg }401"' Instructur and 424112
) Board Instansi Pemerintah
108 | 4.100.200.879 DP;KP ‘. Electronic Charfr . —Dzsplay 494119
Information System Taruna/Siswa
199 | 4.100.200.880 DI'\,.KP ) h,le::tromc Chart  Display 494112
Information System
DEKP  Electronic  Chari  Display
100 | 4.100.200.881 | nformation System Instansi | 424112
Pemerintah
1001 14.100.200.882 | DKKP Ship Stability Taruna/Siswa 424112
1002 1 4.100.200.883 | DKKP Ship Stability 424112
; — T -
903 | 4.100.200.884 DM{F."‘ , Ship Stability Instansi 494119
Pemerintah
04 | 4.100.200.885 DI?_I\P Mantzme Insurance Course 4941192
N Taruna/Siswa
105 1 4.100.200.886 | DKKP Maritime Insurance Course 424112
196 | 4.100.200. 887 DE‘"KP. . ;’Vﬁiarztm‘me' Insurance Course 424112
_ Instansi Pemerintah
{ 4.100.200.888 | DKKF FST Taruna/Siswa 424112
4.100.200.889 | DKKF FST 424112
4.100.200.890 | DKKP FST Instansi Pemerintah 424112
4.100.200.891 | DEKKP Maritime Law Taruna/Siswa 424112
4.100.200.892 | DEKF Maritime Law 424112
112 | 4.100.200.893 DRKP‘. - Maritime Lenw Instansi 424112
Pernerintah
1131 4.100.200.894 | DKKP Inert Gas System Taruna/Siswa | 424112
114 1 4.100.200.895 | DEKF inert Gas System 424112
TP ) 'y < 1
115 | 4.100.200.896 DI-KP-_ Inert Gas Systern Instansi 494112
Pemerintah
. , Pendapatan Diklat Ketrampilan
116 1 4.100.210.000 Khusus Pelaut (DKKP) 1T 424112
Pendapatan Diterirna Dimuka Program
1171 4.100.210.100 | Diklat  Ketrampilan Khusus Pelaut| 424112
(DEKP) IT
018 | 4.100.210.101 | DEKP - Cargo O Handling | 454119
- Taruna/Siswa
10191 4.100.210.102 | DEKP Carge Qi Handling 424112
1920 | 4.100.210.103 DM(?" ) r,_,cargo Oil Handling Instansi 4941192
Pemerintah
KK lectrical  Engi .
1021 | 4.100.210.104 | DREP - Electrical - Engineer Course| 454415
- lMaruna/Siswa
10221 4.100.210.105 | DEKKP Elecirical Engineer Course 424112
123 | 4.100.210.106 | PEKP  Electrical Engineer  Course | o444,
Instansi Pemerintah
. o . - o
04 | 4.100.210.107 DLKP JtEFlT.TL’ fljur'fi_:me For Operational 494119
Level Taruna/ Siswa
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1195 | 4.100.210.108 DEKF Steam Turbine For Operaiional

; 424112

- Leu‘el

1996 | 4.100.210.109 DEKP ;Steaml f!w’bm_e For Operational 424112
Level Instansi Pemerintah

. DEKXF Diesel Engineering For

92 {

_ ‘ 127 4.100.210.110 Operational Level Taruna/Siswa 24112

1928 | 4.100.210,111 | DREP - Diesel - Engineering  For| 45,4,
- Operational Level

PN . 1~ | DEKP Diesel  Engineering  For

10291 4.100.210.112 Operational Level Intansi Pemerintah 424112

1530 | 4.100.210.113 DEKP Mcgmtenancew ard  Repair 424112
o Management Taruna/ Siswa

1931 14.100.210.114 DKKP Ma}ntenance and  Repair 494112
T Monagement

1932 | 4.100.210.115 | DEKP  Manienance  and  Repair| 15411,
Meanagement Intans: Femerintah
1933 14.100.210.116 | DERP - Mortime - Bnglish - Course| 40,4 9
o Taruna/Siswa
11024 14.100.210.117 | DKKP Maritime Engiish Course 424112

435 | 4.100.210.118 DKK}?“.Ms‘untzme English Course Instansi 494112
- Pemerintah

936 | 4.100.210.119 DRKFP Dangerous Goods Handling 494112

s Taruna/Siswa
1037 14.100.210.120 | BEKP Dangerous Goods Handling 424112
DEXKP Dangerous Goods Handling

10381 4.100.210.121 o . 424112

Instansi Pemerintah
” —— Y —

1039 | 4.100.210.122 | DREP Shipping Management | 404119
‘‘‘‘‘‘ Taruna/Siswa
1040 14.100.210.123 | BDEKP Shipping Mancgement 424112
: ' [y P I " . ~ o 3

1041 | 4.100.210.124 DM—{Q ) uf"zgﬁpmg Management Instansi 494112
- Pemerintah

DKKF Gicbali Maritime Distress and 494112

5342 4.100.210.125 Safety Systern Taruna/Siswa
1043 4.100.210.126 gj}f;gj Szlgii; Marttime Distress and | 454112

DEXP Gicbal Maritime Distress and

Pod44 1 4.100.210.127

Scfety System Instansi Pernerintah 424112
1045 1 4.100.210.128 | DEEE - Ship Piping System | 404119
) Taruna/Siswa
046 1 4.100.210.129 | DKKP Ship Piping System 424112
447 | 4.100.210.130 DKI\.E ‘ Ship Piping System Instans: 494119
Pemerintah
(048 1 4.100.210.131 | DEKKP Welding Course Taruna/Siswa 424112
1049 14.100.210.132 | DKKP Welding Course 424112
950 1 4.100.210.133 D I&KI:‘*.-‘ — Welding  Course  Instansi 494112
o Pemerintah
51 4.100.210.134 DE«KP Automatzc Control  System 494112
laruna/Siswa
1052 14.100.210.135 | DEKP Automatic Control System 424112
53 | 4.100.210.136 | DEKF Awomatic  Control SYStem | 404119
Instansi Pemerintah
054 14.100.220.000 | DEKP Revalidasi 424112
055 1 4.100.220,100 | DKKP Revalidasi 424112
056 14.100.220.101 | DEKP BST Taruna/siswa 424112
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1057 14.100.220.102 | DKKP BST 424112
C105814.100.220.103 | DEKP BST Instansi Pemerintah 424112
- 1059 14.100.220.104 | DEKP SCRB Taruna/siswa 424112
1060 14.100.220,105 | DEKP SCRB 424112
1051 14.100.220.106 | DEKP SCRB Instansi Pemerintah 424112
10562 14.100.220.107 | DKKP AHF Taruna/siswa 424112
1063 14.100.220.108 | DEKP ATF 424112
1064 14.100.220.109 | DEKP AFF Instansi Pemerintah 424112
1065 14.100.220.110 | DEKP MC Taruna/siswa 424112
1066 14.100.220.111 | DKXP MC 424112
S 10587 14.100.220.112 | DEKXP MC Instansi Pemerintah 424112
068 14.100.220.113 | DEXKP MEFA Taruna/siswa 424112
10569 14.100.220.114 | DKKP MEFA 424112
10701 4.100.220.115 | DEKP MEFA Instansi Pemerintah 424112
i07114.100.220.116 | DEXKP TFC Taruna/siswa 424112
1072 14.100.220.117 | DKKP TFC 424112
1073 14.100.220.118 | DKKP TFC Instans: Pemerintah 424112
1074 1 4.100.220.119 | DKKP 880 Taruna/siswa 424112
- 10751 4.100.220.120 | DKKF 830 424112
1076 14.100.220.121 | DKKP 3380 Instansi Pemerintah 424112
1077 14.100.220.122 | DEXKP CCM Taruna/siswa 424112
10781 4.100.220.123 | DEKP CCM 424112
1079 14.100.220.124 | DEKP CCM Instansi Pemerintah 424112
1080 1 4.100.220.125 | DKXP RS Taruna/siswa 424112
1081 14.100.220.126 | DEXP RS 424112
1082 14.100.220.127 | DEXP RS Instansi Pemerintah 424112
1083 14.100,220.128 | DKKP AS Taruna/siswa 424112
10841 4.100.220.129 | DEKKF A3 424112
10851 4.100.220.130 | DEXP AS Instansi Pemerintah 424112
1086 1 4.100.220.131 | DEKP GMDSS GOC Tarunea/ siswa 424112
1087 14.100.220.132 | DKKF GMDSS GOC 424112
LORE 14.100.220,133 | DEKP GMDSS GOC Instansi Pemeritah | 424112
080 1 4.100.220.134 | DEKFP GMDSS ROC Taruna/siswa 424112
190 1 4.100.220.135 | DEKP GMDSS ROC 424112
91 14.100.220.136 | DEKP GMDSS RCC instansi Pemeritah | 424112
G2 1 4.100.220,137 | DKKP BRM Taruna/siswa 424112
293 14.100.220.138 | DEKKP BRM 424112
194 1 4.100.220.139 | DEKP BRM Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.140 | DEXP BST KLM Taruna/siswa 424112
4.100.220.141 | DKKP BST KLM 424112
4.100.220.142 | DEKP BST KLM Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.143 | DEKP ISM Code Taruna/siswa 424112
4.100.220.144 | DKXP ISM Code 424112
4.100.220.145 | DEKP ISM Code Instansi Pemerintah 424112
4.100.220,.146 | DEKP ARPA Simulator Taruna/Siswa | 424112
4.100.220.147 | DEKF ARPA Simulator 424112
1103 | 4.100.920.148 DKKP_.. Arpa  Simulator Instansi 4924112
Pemerintah
1104 14.100.220.149 | DEKF ERRM Taruna/Siswa 424112
11051 4.100.220.150 | DEKP ERRM 424112
11061 4.100.220.151 | DKXP ERRM Instansi Pemerintah 424112
107 1 4.100.220,152 | DEKKP OT Taruna/Siswa 424112
(108 14.100.220.153 | DEKP OT 424112
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4.100.220.154 | DEKF OT Intensi Permnerintah 424112
4.100.220.155 | DEKF ECDIS Taruna/Siswa 424112
4.100.220.156 | DKKP ECDIS 424112
4.100.220.157 | DEKF ECDIS Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.158 | DKKP BWM Taruna/Siswa 424112
4.100.220.159 | DKKF BWM 424112
4.100.220.160 | DEKP BWM Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.161 | DKKP PFEQ Taruna/Siswa 424112
4.100.220.162 | DEKKF PFSO 424112
4.100.220.163 | DEKP PFS0 Instansi Pemerintah 424112
4.100.220.164 | DEXP Ship Handling Taruna/Siswa 424112
4.100.220.165 | DEXFP Ship Handling 424112
21 14.100.220.166 DM{F"" _ Ship Hardling  Instansi 494112
Pemerintah
17 ke r‘(,, L ; al
122 | 4.100.220.167 | DREF - Port o Copran - Course ) 4o41 1y
Taruna/Siswa
1123 14.100.220.168 | DKKP Port Captain Course 424112
194 1 4.100.220.169 DM{E_ Port Captain Course Instansi 4941192
B ) Pemerintah
195 1 4.100.920.170 FD}?_KP C:wod and Crisis Management 424112
o Faruna/Siswa
1126 4.100.220.171 | DRKP Crwod and Crisis Management | 424112
197 | 4.100.220.172 DI’E-I.{P Crwoa ;:md Crisis Management 494119
) Instansi Pemerintah
{128 | 4.100.220.173 | DERP - Port - Engineer  Course| 5,44,
- Taruna/Siswa
1129 | 4.100.220.174 | DKKF Port Engineer Course 424112
{ rt Engineer Course Ins i
1130 | 4.100.920.175 DhKPﬁ_ .éo; t Engineer Course Instansi 4024119
) Pemerintah
: ¢ fond W I
1131 14.100.220.176 DM{P_, ) th:umng‘ For Instructur and 424112
B Board Taruna/Siswa
( 11117 v 2 7 .
1132 | 4.100.220.177 DKKFP  Training For Instructur and 404119
Board
i7a ;o 7 .
1123 | 4.100.220.178 | PREP Tratning  For Instructur and| 4o, 1,
Board Instansi Pemerintah
124 4.100.220.170 | DERP  Blectronic  Chari — Display | 454419
A Information System Taruna/Siswa
135 | 4.100.220.180 D%KP ) Eleftromc Char:  Display 404119
- Information System
DKKF  Electronic  Chari  Display
1136 14.100.220.181 | Information System Instansi { 424112
o Pemerintah
1137 14.100.220.182 | DEKP Ship Stability Taruna/Siswa 424112
[13814.100.220.183 | DEKP Ship Stability 424112
ra N :'\ . S ‘ - ¥ 3
1139 1 4.100.220.184 DEXP . ship tability Instansi 404112
Pemerintah
s Y, g § T
40 | 4.100.220.185 DEx.‘KP i.i‘/{afjttline Insurance Course 494112
_ Taruna/Siswa
1141 14.100.220.186 | DEKP Maritime Insurance Course 424112
49 14.100.220.187 DE:.KE ' {Vhrmﬁze‘ Insurance Course 494112
Instansi Pemerintah
4.100.220.188 | DEKFP FST Taruna/Siswa 424112
4.100.220.189 | DEKP F3T 424112
4.100.220.190 | DEKP F3T Instansi Pemerintah 424112
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1146 14.100.220.191 | DKKP Maritime Law Taruna/Siswa 424112
1147 14.100.220.192 | DKKP Maritime Law 424112
481 4.100.220.193 EDR.E{?. - Maritime Low Instansi 4941192
Pemerintah
49 14.100.220.194 | DEKP Inert Gas System Taruna/Siswa | 424112
1501 4.100.220.195 | DEKP Inert Gas System 424112
151 | 4.100.220.196 DEXF . Inert Gas System  Instansi 424112
Pemerintah
| 152 | 4.100.200.197 | DRRFP - Cargo Qi Handling | 40411
i Taruna/Siswa T
1153 14.100.220.198 | DEKF Carge Cil Handling 424112
= : T .
54 1 4.100.990.199 DM{P ‘ Qargo Oil Handlirg Instansi 494119
Pemerintah
KP  Electrical nginea -
551 4.100.220.200 }3?\71{1" .F‘”jffer-wrzaa Enginear Course 4041192
Faruna/Siswa
1156 1 4.100.220.201 | BKKF Electrical Engineer Course 424112
57 | 4 100.220.202 DIE.I'(P ' Ef.ectr:z.ca.l Engineer Course 494112
Instansi Pemerintah
TR Y r et
58 1 4.100.290.203 D}%I{I" 1ufef:zm1 Y_urizme For Operational 494112
Level Taruna/3iswa
56 | 4.100.920.204 ?{ijg Steam Turkine For Operational 424112
> o -~ - : '
150 | 4.100.990.205 Dh._KP .Jteum' i’rurbmﬂe For Operational 424110
) Level Instansi Pemerintah
a1 | 4.100.220.206 DEXF . Diesel bngmeejnng For 424112
Operational Level Taruna /Siswa
1152 | 4.100.220.207 DEKP . f?zesel Engineering For 424112
Operaticnal Level B
153 1 4.100.220.208 DEKXP ‘ Diesel EI’IQI_H@E’TH’L{}; For 424110
i Operational Level Intansi Pemerintah
~4 | 4.100.220 200 DK..KP Maztltenancew and  Repair 4941192
Management Taruna/Siswa
551 4.100.220.210 DEE_ExP Ivzfa}ntenance and  Repair 494119
Menagement
166 | 4.100.220.211 | DEKP  Mointenance  and  Repair| 54419
Menagement Intansi Pemerintah
57 1 4.100.220.212 DE}KP Mcgntzme English ~ Course 4941172
Taruna/Siswa
68 14.100.220.213 | DKKP Maritime English Course 424112
T e ™ :_ .
60 | 4.100.220.214 DM{? .ﬁﬂc?n—car"tzme English Course Instansi 494112
Pemerintah
701 4.100.220.215 D,}S.E{F D‘aﬁgemus Goods  Handling 494112
‘ Tarurna/Siswa
117114.100.220.216 | DKKP Dangerous Goods Handling 424112
L7511 4.100.020.217 DI'E,I:’{P . l‘)angei.'ous Goods Handling 494119
Instansi Pemerintah
K Shippir Acis
173 4.100.220.218 | PEEE - Shipping Management | ;54119
Taruna/Siswa
1174 14.100.220.219 | DEXP Shipping Mancgement 424112
- T R— et Ina -
e | 4 100.220.220 DM{? .:nthgmg Management Instansi 4241192
Pemerintah
- _ e | DEKF Global Maritime Distress and
o 6} 4.100.220.221 Sefety System Taruna/Siswe 424112
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177 | 4.100.220.292 DKMKI-“’ Glebal Maritime Disiress and 494112
VVVVV Safety System
- ~me | DRKF Globat Maritime Disiress and
$17814.100.220.223 Safety System Instansi Pernerintah 424112
1179 | 4.100.220.224 | 2FEF Ship  Fiping  System | 404115
aruna/ Siswa
1180 ]4.100.220.225 | DEKP Ship Piping System 424112
21 1 4.100.220 226 DKKP’ Ship Piping System Instansi 494112
) Pemerintah
1182 14.100.220.227 | DRXP Welding Course Taruna/ Siswa 424112
11823 14.100.220.228 | DEKP Welding Course 424112
84 | 4.100.220.220 DE{KP. — Welding  Course  Instansi 424119
Pemerintah
35 | 4.100.220.230 rl?KKP fm_?_omatic Control  System 4924112
7 aruna/Biswa
26 1 4.100.220.231 | DEXP Automatic Control System 424112
87 | 4.100.220.232 | DEKE Automatic = Control  System | 45,445
Instansi Pemerintah
4.100.220.900 | DKXP Revalidasi Lainnva 424112
4.100.220.999 | Pendapatan Program DKKP lainnvya 424112
4.100.230.101 | Program DP-IV MKTJ Sermester 1 424112
4.100.230.102 | Program DP-IV TKO Semester 1 424112 B
4.100.230.103 | Program DP-IV MKTJ Semester II 424112
4.100.230.104 | Program DP-IV TKO Semester II 424112
4.100.230.105 | Program DP-IV MKTJ Semester IIT 424112
4.100.230.106 | Program DP-IV TKO Semester IIl 424112
4.100.230.107 | Program DP-IV MKTJ Semester IV 424112
4.100.230.108 | Program DP-IV TKO Semester IV 424112
4.100.230.109 | Program DP-IV MKTJ Semester V 424112
4.100.230.110 | Program DP-IV TKO Semester V 424112
4.100.230.111 | Program DP-IV MKTJ Semester V] 424112
4.100.230.112 | Program DP-IV TKO Bemester VI 424112
4.100.230.113 | Program DP-1V MKTJ Semester VI 424112
4.100.230.114 | Program DP-IV TKO Semester VII 424112
4.100.230.115 | Program DP-1V MKTJ Semester VIII 424112
4.100.230.116 | Program DP-IV TKO Semester VIII 424112
4.100.230.117 | Program DP-III PKB Semester 1 424112
4.100.230.118 | Program DP-I{I PKB Semester II 424112
4.100.230.119 | Program DP-1II PK3 Semester 111 424112
4,100.230.120 | Program DP-I1I PKB Semester IV 424112
4.100.230.121 | Program DP-III PKB Semester V 424112
4.100.230.122 | Program DP-1II PKB Semester VI 424112
4.100.230.123 | Program DP-III PKB Semester VII 424112
131 4.100.230.199 | Program Pembentukan Lainnya 424112
. : Pendapatan Program Diklat I Il Lalu| .
L2141 4.100.240.101 Fintas Udara Semester 1 424112
215 | 4.100.240.102 lés;nudapatan Program lDi}daﬁ; D Il Lalu 4941192
- Lintas Udara Semester II
ey , Pendapatan Progrem Diklat I 1T Lalu
1216 4.100.240.103 Lintas Udara Semester [I1 424112
Pendapatan Progrem Diklat D III Lalu
1217 14.100.240.104 | Lintas Udara Semester IV 424112
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, Pendapatan Program Diklar D HI Lalu
12181 4.100.240.105 Lintas Udara Semester V 424112
F Pendapatan Progrem Diklar D Il Lalu
7191 4.100.240.106 | 1 40 o Udara Semester VI 424112
Pendapatan Program Diklat D TII
120 1 4.100.240.107 | Teknik Telkermn dan Navigasi Udara | 424112
Semester I
Pendapatan Programn Diklat D I
2211 4.100.240.108 | Teknik Telkorn dan Navigasi Udara | 424112
Semester 11
Pendapatan Programn Diklat D Il
1222 14.100.240.109 | Teknik Telkern dan Navigasi Udara | 424112
Semester 11
Pendapatan Programn Diklat D 1l
1223 14.100.240.110 ; Teknik Telkem dan Navigasi Udara | 424112
Semester IV
Pendapatan Program Diklat D III
1224 14.100.240.111 | Teknik Telkern dan Navigasi Udara | 424112
Semester V
Pendapatan Program Dildat D I
1251 4.100.240.112 | Teknik Telkom dan Navigasi Udara | 424112
- semester VI
Pendapatan Program Diklat D 1II
226 14.100.240.113 | Teknik  Listrik  Bandara  Udara | 424112
Bemester I
Pendapatan Program Dikiat D Il
L2271 4.100.240.114 | Teknik  Listrik  Bandara Jdara | 424112
Semester Il
Pendapatan Program Diklat D III
12281 4.100.240.115 | Teknik Listrik Bandara Udara | 424112
Semester Il
Pendapatan Program Diklat D I
12291 4.100.240.116 | Teknik  Listrik  Bandara  Udara 424112
sSemester IV
Pendapatan Program Diklat D [l
1230 14.100.240.117 | Teknik Listrik  Bandara  Udara | 424112
Semester V
Pendapatan Programn Diklat D I
1231 14.100.240.118 | Teknik Listrik Bandara  Udara | 424112
- Semester VI B
Pendapatan Program Diklat D III
32 1 4.100.240.119 | Manajemen Transportasi Udara [ 424112
sSemester 1
Pendapatan Program Diklat D 1II
12331 4.100.240.120 | Manajemen Trensporiasi Udara | 424112
Semester {1
Pendapatan Program Diklat D 11
1234 14.100.240.121 | Manajemen Transportasi Udara | 424112
Semester 11
Pendapaten Programn Diklat D 1II
25 | 4.100.240.122 Mzmeyégmc;g Trensportasi Udara 4241192
Semester IV
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] Pendapatan Program Diklat D I
12301 4.100.240.123 | Menajermen Trensportasi Udara | 424112
Semester V
Pendapatan Program Diklat D Il
1237 1 4.100.240.124 | Manajemen Trensportasi Udara | 424112
N Semester Vi
Pendapatann Prograrn Dilkdat D I
238 14.100.240.125 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
I
Pendapatan Program Dikiat D I
[23914.100.240.126 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
I
Pendapatan Program Dilkdat D 1II
P240 1 4.100.240.127 | Teknik Bangunan lLandasan Semester | 424112
I
Pendapatan Program Dilklat D 1l
P241]4.100.240.128 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
1V
Pendapatan Program Dildat D Il
1242 14.100.240.129 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
'i‘i .
Pendapatan Program Diklat D Il
243 14.100.240.130 | Teknik Bangunan Landasan Semester | 424112
V1
Pendepatan Program Diklat D I
p2d4 1 4.100.240.131 | Komunikasi Penerbangan Semester [ 424112
“3“”; o) y £ oy 117
245 | 4.100.240,132 | Lendapatan Program  Dikdat D LY 454415
Komunikasi Penerbangan Semester 1
Pendapatar ildat 1
146 | 4.100.240.133 | Dondapatan Program  Dildat D I, 54,1,
) Komurikasi Penerbangan Sasmester 111
Pendapat grar ikl L
47 | 4.100.240.134 | Londapatan Program Diklat D |04,
o Komunikasi Penerbangan Semester IV
») . ‘ iy P lciat ]
1748 | 4.100.240.135 | Lendapatan Program Dilklat D 1ll} 5,449
____________ Komunikasi Penerbangan Semester V
Pendapatan Prograr iklat ¥
149 | 4.100.240.136 | Londapatan Program  Diklat D I 4, 4
. Komunixasi Penerbangan Semester VI
s Pendapatan Program Diklat D II
1250 | 4.100.240.137 Teknik Pesawat Udara Semester | 424112
. o | Pendapatan Program Diklat D I
E +5114.100.240.138 Teknik Pesawat Udara Semester II 424112
ey | Pendapatan Program Diklat D 1
52 { 4.100.240.139 Teknik Pesawat Udara Semester II1 424112
- p Pendapatan Program Diklat D 11
'fS 4.100.240.140 Teknik Pesawat Udara Semester IV 424112
; 4.100.240.199 | Pendapatan Program DXklat Lainnya 424112
Doyt it Den o 1 Ke
4.100.250.101 Mé}gm;ﬁn Diklat Penguiian Kendaraan 424110
Bermotor
4.100.250.102 | Program Diklat PKB Lanjutan 1 424112
4.100.250.103 | Program Diklat PKB Lanjutan 2 424112
4.100.250.104 | Program Diklat PKB Lanjutan 3 424112
% Program Dilc \nalisis Dampak
4 100.250.105 if?tgaram Diklat Analisis Dampak Lalu 424119 |
4.100.250.106 | Program Diklat Administrasi PKB 424112 j
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1261 14.100.250.107 | Program Diklat MeXkanika Dasar 424112
1262 14.100.250.108 | Program Diklat Mekanika Lanjutan 424112
1263 14.100.250.109 | Program Diklat Mekanika Anli 424112
- g Program Pengawasan dan
o 264 1 4.100.250.110 Pengendalian LLAJ 424112
s - ., | Program Diklat sistem Manajemen
©514.100.250.111 Keselamatan Angkutan B3 424112
L | Program Diklat 3Sistem Manajemen
266 | 4.100.250.112 Keselamatan Angkutan AU 424112
o . .~ | Program Diklat Sistemn Manajemen
7 4.100.250.113 Keselamatan Anglkuatan AB 424112
58 | 4.100.250.114 P1~ogram Diklatt Teknisi Alat Pengendali 494119
lsvarat Lalu Lintas
1269 1 4.100.250.115 | Program Diklat Manager DAMEI 424112
1270 14.100.250.116 | Program Diklat Manajemen Terminal 424112
Pendapstan Program Diklat  Non
127114.100.260.101 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
I
Pendapatan Program Diklat Non
72 14.100.260.102 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
31
Pendapatan Program Diklat Non
1731 4.100.260.103 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase 424112
Il
Pendapatan Program Diklat Non
7400 4.100.260.104 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
IV
Pendapatan Program Diklat Non
1275 14.100.260.105 | Diploma Teknik Pesawat Udara Phase | 424112
vV
- . Pendapatan Program Diklat Non
761 4.100.260.106 Diploma Lalu Lintas Udara Phase | 424112
- Pendapatan Program Diklat Non
771 4.100.260.107 Diploma Lalu Lintas Udarae Phase IT 424112
- AR Pendapatan Program Diklat Non
’ 784.100.260.108 Diploma Lalu Lintas Udara Phase lII 424112
- s Pendapatan Program Diklat Non
179 | 4.100.260.109 Diploma Lalu Lintas Udara Phase IV 424112
. Pendapatan Program Diklat Non
80| 4.100.260.110 Diploma Lalu Lintas Udara Phase V 424112
; Pendapatann Program Dikiat Non
281 14.100.260.111 Diploma Penerbang Phase I 424112
529 | 4.100.260.112 }%_ndgpatan Program szklat Non 494110
Diploma Penerbang Phase II
o R | Pendapsaten Program Diklat  Non
283 1 4.100.260.113 Diploma Perierbang Phase 111 424112
. , \ Pendapatan Program Diklat Non
ey ¢ 4 : ' .
84 14.100.260.11 Diploma Penerbang Phase IV dadilz
e Pendapaten Program  Diklat  Non
85 14.100.260.115 Diploma Penerbang Phase V 424112
56 | 4.100.260.116 liendapea_tan Program Diklat Teknik 494112
Genset dan Acos
=9 2 ‘;\L ) ol b Bt
%7 |4.100.260.117 | Lendepatan - Program - Diklat] 5
Manajernen Bandara Udara
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. é_ .+ o | Pendapatan Program Diklat Instruktur
88 14.100.260.118 Teknik Pesawat Udara 424112
130 | 4.100.260.119 Pel?d&}paata.’n ., _ng:ram Diklat Basic 4941192
Aviation Security
) o o 11T m 1 :
1990 | 4.100.260.120 ; el?dz};cata%l 'Probram Diklat Junior 424112
Aviation Security
1291 | 4.100.260.121 Pezjlde'a.];?atan_ ‘ ?x'ogram Diklat Senior 404112
T Aviation Securily
959 | 4.100.260.122 gf;ldapatan Program Diklat Basic PKP- 424112
. . Pendapatan Program Diklat Initial
3 .100. . .
/93 | 4.100.260.123 Dangerous Goods Type A 424112
apatan Progra ikia
1204 | 4.100.260.124 Pend@pqt o Program Dikiat Inspector 404112
Aerodrome
2 - o : ’
G5 | 4.100.260.125 k ?ez}dapatan Programm Diklat TCC 4924119
AMBSS
e endapat Bl
196 | 4.100.260.126 | Lendapatan - Program - Diklat] 45,44,
Programmable Logic Control
o o P s DA LS
1997 | 4.100.260.127 ?ek?ggifamﬂ Program Diklat TCC CCR| 45,415
. DQ” : . - P - =
298 | 4.100.260.128 | ondapatan Program Diklat T6C X 454119
o bendapatan P Kiat
299 | 4.100.260.129 | Jendapatan - Program - Didat - TCC 454195
_ eieprinter
300 14.100.260.199 | Pendapatan Program Diklat Lainnya 424112
) P T A 1 4 1 g
501 | 4.100.270.000 I ;{mdpa‘%aﬁ Hasil Kerjasama dengan 424311
T Pihak Lain
D, ey ey Y 4 1 e
1302 | 4.100.270.100 ) ;11dcapaf,an Hasil Kerjasama dengan 424311
T Pihak Lain
» o 1171+ -l -
02 1 4.100.270.101 F enditpcttan. Dzkilat Pr aa‘aek_x Tambahan 494311
Nautika Instansi Pemerintah
. ato- 1-1s .y L .
04 | 4.100.270.102 I e]n.cigp_cfgan. Dﬂi}d‘t Fr a.«.;tek? Tambahan 424311
Teknika Instansi Pemerintah
Pendapatan Diklat Prakiek T:
05 | 4.100.270.103 I u,nd_.i«pat 1’1' _)11{‘1&1__ -P’l aktek Tambahan 424311
i Nezutika Instansi Swasta
06 | 4.100.270.104 Pendgpa’can ' Dﬂ{.latA Praktek Tambahan 424311
Telenika Instansi Swasta
Pendapatan Diklat Penilaian Paket
58 00.2 . . .,
i U7 1 4.100.270.105 Parala Akademi Maritim Swasta A2a3ll
. , Pendapatan Kerjasama Kursus o
1908 ] 4.100.270.100 | boysinan Pratek Simulator/Lab 24311
13091 4.100.270.107 | Pendapatan Kerjasama Kursus S50 424311
1510 14.100.270.108 | Pendapatan Kerjasama Kursus C50 424311
1411 14.100.270.109 | Pendapatan Kerjasama Kursus PFS0O | 424311
15121 4.100.270.110 | Praktek Taruna Swasta 424311
1513 14.100.270.111 | Pendapatan Kerjasama Kursus ECDIS | 424311
Pendapatan Kerjasama Kursus ]
4141 4.100.270.112 f bild%pe\.t.aﬂ Kerjasama Kursus Lathe 494311
Meachine
ey a1y Pt K a1 Y
15 14.100.270.113 Pe?w.dapat.an Kerjasama Kursus LNG 4924311
Tanker
116 | 4.100.270.114 Pendapatan Kerjasama Kursus Risk 494211
- Awareness and Management
— ; .= | Pendapatan Kerjasama Kursus -
17 14.100.270.115 Welding Machine 424311
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1518 14.100.270.116 ?ez-ld“a.pf’itan Kerjasama Kursus Marine 4924311
_ Electricity
Pendapatan Kerjasama Kursus
1519 ] 4.100.270.117 | International Standard Port Shiping | 424311
Code
20 14.100.270.118 Psu;;}%cliapatan Kerjasama Kursus Deck 424311
421 1 4.100.270.119 lzgf.}d%patan Kerjasama Kursus 494311
SIGGTO
22 | 4.100.270.120 Pend.a.patfan Kerjasama Kursus LNG 494311
Fomilization
55 1 4.100.970.121 P_:endapata‘n Kerjasgma Iflgrsus Ballast 404311
Handling & Pump Operation
24 | 4.100.270.120 | Londapatan Kerjesama Kursus ISM |, 4,
Familization
, ~ | Pendapatan Kerjasama Kursus
251 4.100.270.123 COXWAIN 424311
26 14.100.270.124 | Pendapatan Kerjasama Kursus FRB 424311
57 14.100.270.125 Pendapat:an Kerjasama Kursus Basic 404311
Sea Survival
1280 4.100.270.126 | Pendapatan Kerjasama Kursus HST 424311
99 | 4.100.270.199 P.efldapa‘gan a Hasil Kerjasama dengan 404311
Pilhak Lain Lainnve
530 1 4.100.280.000 | Pendapatan Non Layanan Pendidikan | 424311
231 1 4.100.280.100 | Pendapatan Non Layanan Pendidikan | 424311
= . - : ‘ o
35 1 4.100.280.101 lgxdgp&tan Sewa Gedung Diterima 424311 |
Dimuka
231 4.100.280.102 Pefnc.lapatan Sewa Ruangan Diterima 494511
Dimuka
) - PR o y ™ - . by
54 1 4.100.280.103 | F endapaten Sewa Peralatan Diterima | 24311
A Dimuka
435 | 4.100.280. 104 Ps:'.:ndapatn Sewa Kendaraan Diterima 424311
- Dimuka
436 | 4.100.280.105 iﬁ]z;ﬁ;ﬁ&tan Non-layanan Pendidikan 404311
1537 | 4.100.280.106 | Pendapatan Foto 424311
1538 1 4.100.280.107 | Pendapatan Legalisir 424311
1339 1 4.100.280.108 | Pendapatan Revalidasi 424311
40 | 4.100.280.199 Pendapatan non Layanan Pendidikan| ., .,
_ Lainnya
1541 | 4.200.000.000 | Pendapatan Hibah 424311
54721 4.200.100.000 | Hibah Layanan Pendidikan 424311
543 1 4.200.100.100 | Hibah dari Pemerintah 424311
544 | 4.200.100.101 | Hibab  Layanan - Pendidikan —dari| 4o4574
pemerintah Terikat
445 | 4.200.100.102 Hzi?‘ah ‘Layanan dari Pemerintah Tidak 454311
_ Terikat
446 | 4.200.100.199 beual?; Layanan  Peadidikan dari 404311
Pemerintah Lainnya
4.200.100.200 | Hibah Non Pemerintah 424311
4.200.100.201 | Terikat 424311
4.200.100.202 | Ticak Terikat 424311 |
4.200.100.299 | Hibah Lain-lain 424311 |
4.200.200.000 | Hibah non Layanan Pendidikan 424311
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1332 14.200.200.100 | Hibah dari Pemerintah 424311
- i Hibah Layanan Dari Pemerintah Non
15531 4.200.200.101 Pendidilarn Terikat 424311
- : Hibah Layanan Dari Pemerintah Non
o4 | 4.200.200.102 | | gidikan Tidak Torikat 42451l
3 o~ T ) 4
1455 | 4.200.200.199 | Hibal Layanan Dari Pemerintah Non | 45441
Pendidikan Lainnya
1556 1 4.200.200.200 | Hibah Non Pemerintah 424311
Ve l Hibah Layanan Dari Non Pemerintah
57 1 4.200.200.201 Non Pendidikan Terikat 424311
e . Hibah Leyanan Dari Non Pemerintah o
_'38 4:200.200.202 | o pendidikan Tidak Terikat 124811
1539 | 4.200.200.299 Hibah .Laj:za.l;lan D.arl Non Pemerintah 494311
Non Pendidikan Lainnya
1360 1 4.300.000.000 | Pendapatant APBN 424311
1561 14.300.100.000 | Pendapatan APBN 424311
1562 14.300.100.100 | Pendapatan APBN 424311
15631 4.300.100.101 | Operasional 424311
1554 14.300.100.102 | Investasi 424311
1355 14.300.100.199 | Pendapatan APBN Lain-lain 424311
1366 | 4.400.000.000 | Pendapatan Usaha Lainnya 424311
1567 14.400.100.000 | Pendapatan Sewa 424311
1568 1 4.400.100.100 | Pendapatan Sewa 424311
1359 1 4.400.100.101 | Pendapatan Sewa 424311
1370 14.400.100.199 | Pendapaten Sewa Lainnya 424311
1571 14.400.200.000 | Hasil Kerjasama dengan Pihal Lain 424311
) o a 8. oy ‘,.: .{..,. . b
1572 | 4.400.200.100 | Lendapatan  Pendaftaran  Dildat | 45,4,
- Praktelkk Tambahan
: S . -
1573 | 4.400.200.101 Dzkla‘z} : ra.éia,elﬁ 1 ambahan Instansi 424311
Pemerintah Nautika
574 | 4.400.200.102 lelaj:. %’::a}f‘tek: ] ambahan Instansi 494311
Pemerintah Teknika
iklat Prakiek Ta ' .
1575 | 4.400.200.103 D;k- 1t ra»; ek Tambahan Instansi 404311
- Swasta Nautika
576 | 4.400.200.104 Dll::ia't ' }f‘rai;tgk Tambahan Instansi 494311
SwastaTeknika
R~ . Pendapatat Pendaftaran Diklat
LT L4002 .
714.400.200.105 Praktek Tambahan Lainnya 424511
1578 | 4.400.200.106 Reium i?’l(‘a‘nd‘apatan Pendaftaran Diklat
Praktek Tambahan
iklat Praktek T i
1579 | 4.400.200.107 | Dildat Prakick Tambahan Instansi),,,qsqq
Pemerintah Nautika
iklat Prakt T 3 i
1520 | 4.400.200.108 Dikl .I.} _ fa“{vel{ . ambahan Instansi 494311
Pemerintah Teknika
iklat Prakwek Tambe 3 i
581 | 4.400.200.109 | Diklat Prakiek Tambahan Instanst| 5451y
Swasta Nautika
1982 | 4.400.200.110 Diukla,;t Pra@ek Tambahan Instansi 494311
) SwastaTeknika
15831 4.400.200.111 | Diklat Praktek Tambahan Lainnya 424311
424 | 4.400.200.199 ’E‘Le.tur Pendapatan Diklat Praktek 424311
Fambahan
Hasil Kerjasama dengan Pihak lain
1385 1 4.400.200.200 | Lainnya 424311
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: 426 | 4 400.200.201 Ijlgsil Kerjasama dengan Pihak Lain 4024311
o Lainnya
1587 | 4.400.200.202 | Hasil Kerjasama  Jasa Studi dan | 4044
Konsultas:
- 1388 4.400.300.000 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan | 424311
. 1588 14.400.300.100 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan | 424311
1590 1 4.400.300.1C1 | Pendapatan Jasa Lernbaga Keuangan |424311
' 401 | 4.400.300.199 Pepdapa’cam Jasa Lembags Keuangan 424311
o Lainnya
- 15982 1 4.400.400.000 | Pendapatan Usaha Lain-lainnya 424311
s 4.400.400.100 | Pendapatan Usaha Lain-lainnya 424311
4.400.400.101 | Pendapatan Usaha Lain-lainnya 424311
4.4030.400.102 | Pendapaten EBengkel (Workshop) 424311
5.000.000.000 | BIAYA
5.100.000.000 | Biaya Layanan
5.100.100.000 | Biaya Pegawai 525111
5.100.100.100 | Biaya Pegawai 525111
5.100.100.101 | Gaji Pegawai 525111
5.100.100.102 | Honor Penyelenggara 525111
5.100.100.103 { Honor Penyelenggara Asrama 525111
5.100.100.104 | Honor Lembur 525111
5.100.100.105 | Honor Mengaiar 525111
5.100.100.106 | Honor Ko-Kurikuler 525111
5.100.100.107 | Honor Panitia Prala 525111
5.100.100.108 | Honor Ekstrakurikuler 523111
5.100.100.109 | Honor Pawastar 525111
5.100.100.110 | Honor Sosen Wali 525111
5.100.100.111 | Honor Petugas Piket 525111
Honor Ka. Unit dan Pengelola -
5.100.100.112 | 0 0 . e OME & 525111
5.100.100.113 | Honor Pelaksana MOD 525111
5.100.100.114 | Honor Pengawas MOD 525111
5.100.100.115 | Honor instruktur OMT 525111
5.100.100.116 | Honor Pelaksana Inagurasi 525111
5.100.100.117 | Honor Eon Voyage 525111
5.100.100.118 { Honor Mabintal Pasca Prala 525111
5.100.100.119 | Honor Pembantu Praktek 525111
5.100.100.120 | Honor Pemeriksa Hasil Ujian 525111
5.100.100.121 | Honor Pencerameah 525111
5.100.100.122 | Vekasi Ujlan Semester 525111
5.100.100.123 | Vakasi Ujian Mid Semester 525111
5.100.100.124 | Vakasi Si Pencasis 525111
5.100.100.125 | Vekasi Ujian Akhir Pasca Prala 525111
5.100.100.126 | Vakasi Ujian Pra Prala 525111
1615 100.100.127 ‘Pv;aigzsz Bimbingan dan Pembekalan 505111
297 1 5.100.100. 128 ’giizsl Perneriksaan dan Penguji Paket 505111
'8 15.100.100.126 | Vakasi DKKP 525111
2691 5.100.100.130 | Honor Pengawas Ujian 525111
015.100.100.131 | Honor Bveluasi 525111
4311 5.100.100.132 | Honor Pelatih Drumband 525111
1432 15.100.100.133 | Honor Tim Permakanan 525111
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1 5.100.100.134 | Honor Pembantu Pelatin 525111
5.100.100.135 | Honor Satkam 025111
5.100.100.136 | Honor Dosen Terbang 525111
5.100.100.137 | Honor Lenibur 525111
2.100.100.138 | Honor Mengajar 525111
5.100.100.139 | Honor Penvusun Naskah 025111
5.100.100.140 | Honor Pembina Taruna 525111

1 9.100.100.141 | Honor Ekstrakurikuler 525111
5.100.100.142 | Honor Penguii Praktek 525111
2.100.100.143 | Honor Pembimbing Proposal TA 525111
5.100.100.144 | Honor Petugas Piket 525111

|44 | 5.100.100.145 | Honor  Ka. - Unit  dan  Pengelola| 5,5, 14
Acministrasi N
5.100.100.146 | Honor Penguji Seminar TA 525111
5.100.100.147 | Honor Penguyji SKP 025111
=47 195.100.100.148 | Honor Penguji NEP 525111
1448 15.100.100.149 | Honor Kegiatan Medical Checkc Up 525111
£49 1 5.100.100.150 | Honor Kegiatan Mabintal 525111
250 1 5.100.100.151 Hono':r Kegiatan Jungle Sea And 505111
Survival
5.100.100.152 | Honor Pemeriksa Hasil Ujian 525111
.100.100.153 | Vakasi Ujian Semester 525111
.100.100.154 | Honor Kegiatan Pemantapan 525111
.100.100.155 | Honor Pengoreksi Naskah 525111
.100.100.156 | Honor RKegiatan Short Course 525111
5.100.100.157 | Honor OJT 525111
.100.100.199 | Honor Lain-lain 523111
.100.200.000 | Biaya bahan
.100.200.100 | Biaya bahan
100.200.101 Pemake}ian Bahan Kebutuhan 525112
Operasional
.100.200.102 | Pemakaian Bahan Praktek 525112
.100.200.103 | Pemeakaian ATK 525112
.100.200.104 | Pengandaan Modul/Bahan Ajar 525112
.100.200.199 | Pemakaian Biaya Bahan Lainnya 525112
.100.300.000 | Biaya Perjalanan Dinas
.100.300.100 | Biaya Perjalanan Dinas
.100.300.101 | Uang Harian 525115
.100.300.102 | Penginapan 525115
.100.300.103 | Transport 525115
.100.300.199 | Biaya Perjalanan Dinas Lainnys 525115
.100.400.000 | Biaya Pemeliharaan
.100.400.100 | Biaya Pemeliharaan
.100.400.101 | Pemeliharaan Gedung Pendidikan 525114
15.100.400.102 | Pemeliharaan Asrama 525114 |
5.100.400.103 | Sarana dan Prasarana Diklat 525114
5.100.400.104 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas 525114
5.100.400.105 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 525114
5.100.400.106 | Pemeliharaan Gedung Perkantoran 525114
5.100.400.107 | Pemeliharaan Inventaris Perkantoran 525114
5.100.400.199 | Biaya pemeliharaan Lainnya 525114
5.100.510.000 | Biava Daya dan Jasa
5.100.510.100 | Biaya Daya dan Jasa
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5.100.510.101 | Listrik 525113
5.100.510.102 | Air 525113
5.100.510.103 | Telepon 525113
5.100.510.104 | Internet 525113
5.100.510.199 | Biaya Daya dan Jasa Lainnya 525119
5.100.520.000 | Biaya Jasa Layanan
5.100.520.100 | Biaya Jasa Layanan
5.100.520.101 | Uang Makan 525112
5.100.520.102 | Laundry 525119
5.100.520.103 | Konsumnsi DKKP 525119
5.100.520.104 | Asuransi DKKP 525119
5.100.520.105 | Konsumsi 525112
5.100.520.106 | Poliklinik 525112
5.100.520.107 | Bahan Praktek 525112
5.100.520.108 | Bulou Wajib 525112
5.100.520.109 | Sertifikat 525112
5.100.520.199 | Biaya Jasa Layanan Lainnya 0925119
5.100.530.000 | Biaya Utilitas 525119
5.100.530.100 | Biaya Utilitas 525119
5.100.530.101 | Biaya Utilitas 525119
5.100.530.199 | Biaya Utilitas Lainnya 525119
5.100.600.000 | Biaya Peningkatan SDM 525119
5051 5.100.600.100 | Biaya Peningkatan SDM 525119
5 5.100.600.101 | Pelatithan SDM 525119
507 1 5.100.600.102 | Pelatihan Jenjang Pendidikan SDM 525119
5.100.600.199 | Biaya Peningkatan SDM Lainnya 525119
59 | 5.100.700.000 | Biaya Promosi 525119
510 15.100.700.100 | Biaya Promosi 525119
511 15.3100.700.101 | Media cetak 525119
5.100.700.102 | Media elekironik 525119
5.100.700.103 | Pengabdian Kepada Masyarakat 525119
51 5.100.700.199 | Media Lainnya 525119
5 5.100.800.000 | Biaya Lain-lain 525119
. 5.100.800.100 | Biaya Lain-lain 525119
517 1 5.100.800.101 | Biaya Lain-lain 525119
L: 5.100.900.000 | Biaya Penyusutan
519 15.100.900.100 | Biaya Penyusutan
. Biaya Penyusutan Peralatan dan
5201 5.100.900.101 Mesir 591121
5 100.900.102 giaya | Penyusutan  Gedung dan 501221
angunarn
5.100.900.103 | Biaya Penyusutan J1J 591321
5 100.900. 104 Bigiya Penyusutan  Aktiva  Tetap 501421
Lannya
5.100.900.105 | Biaya Amortisast Software 592121
5.100.900.106 | Biaya Amortisasi Aset Tak Berwujud
5.100.900.199 | Biaya Penyusutan Lainnya 592241
5.200.000.000 | Biava Umum dan Administrasi
5.200.100.000 | Biaya Pegawai
5.200.100.100 | Biaya Pegawai
5.200.100.101 | Gaji Pegawai 525111
5.200.100.102 | Honor Penvelenggara 525111
5.200.100.103 | Honor Kegiatan Kerohanian 525111
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5.200.100.104 | Honor Cutput Kegiatan 525111
5.200.100.199 | Biaya Pegawai Lainnya 525111
5.200.200.000 | Biaya bahan
5.200.200.100 | Biaya bahan
5.200.200.101 | Pemakaian ATK Perkantoran 525112
5.200.200.102 | Pemakaian Bahan Operasional 525112
5.200.200.103 Pemakaﬁayg Bahan Operasional 525112
Lainnya

5.200.200.104 | Percetakan 525112
5.200.200.105 | Penggandaan 525112
5.200.200.106 | Jasa Pos 525112
5.200.200.199 | Biaya Bahan Lainnya 525112
5.200.300.000 | Biaya Perjalanan Dines
5.200.300.100 | Biaya Perjalanan Dinas
5.200.300.101 | Uang Harian 525115
5.200.300.102 | Penginapan 525115
5.200.300.103 { Transport 925115
5.200.300.199 | Biaya Perjalanan Dinas Lainnya 525115
5.200.400.000 | Biaya Pemecliharaan
5.200.400.100 | Biaya Pemeliharaan
5.200.400.101 | Pemeliharaan Gedung Perkantoran 1.200.200
5.200.400.102 | Pemeliharaan Inventaris Perkantoran 1.200.200
5.200.400.199 | Biaya pemeliharaan Lainnya 1.200.200
5.200.500.000 | Biaya Daya dan Jasa
5.200.500.100 | Biaya Daya dan Jasa
5.200.500.101 | Listrik 525113
5.200.500.102 | Air 525113
5.200.500.103 | Telepon 525113
5.200.500.199 | Biaya Daya dan Jasa Lainnva 525113
5.200.600.000 | Biaya Peningkatan SDM
5.200.600.100 | Biaya Peningkatan SDM
5.200.600.101 | Pelatinan SDM 525119
5.200.600.102 | Pelatihan Jenjang Pendidikan SDM 525119
5.200.600.199 | Biaya Peningkatan SOM Lainnya 525119
5.200.700.000 | Biaya Utilitas
5.200.700.100 ! Biaya Utilitas 525119
5.200.700.101 | Biaya Utilitas 525119
5.200.700.102 | Administrasi Perkantoran 525119
5.200.700.199 | Biaya Utilitas Lainnya 525119
5.200.800.000 | Biaya Lain-lain 525119
5.200.800.100 | Biava Lain-lain 525119
5.200.800.101 | Beban Kerugian Pencadangan Piutang | 525119
5.200.800.102 | Biaya Promosi 523119
5.200.800.199 | Biaya Lain-lain lainnya 525119
5.200.900.000 | Biayva Penyusutan

= 5.200.900.100 | Biaya Penyusutan

g_.;'78 & 590.900.101 E»mva Penyusuter: Peralatan dan 591121

_ fE 81T
579 | 5.200.900.102 giaya Penyusutan  Gedung dan 591291
angunan
15801 5.200,900.108 | Biayva Penyusutan JiJ 591321
581 | 5.200.000.104 | Biaya  Penyusutan  Aktiva  Tetap | 54145
: Lainnya
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3.200.900.105 | Biaya Amortisasi Software 592121
2.200.900.199 | Biaya Penyusutan Lainnya 592241
5.300.000.000 | Biaya Lainnva

5.300.100.000 | Biaya Lainnva

5.300.100.100 | Biaya Lainnya

5.300.100.101 | Biaya Bunga 1.200.200
5.300.100.102 | Biaya Administrasi Bunga 1.200.200
5.300.100.199 | Biaya Lainnva lain-lain 1.200.200

6.000.000.000

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

6.100.000.000

Keuntungan

6.100.100.000

Keuntungan Aset Non Lancar

6.100.100.100

Keuntungan penjualan Aset Tetap

6.100.100.101

Keuntungan penjualan Tanah

Keuntungan penjualan peralatan dan

1595 16.100.100.102 .
L mesin
596 | 6.100.100.103 Ke;untungan penjualan  peralatan
- kantor
1597 1 6.100.100.104 | Keuntungan penjualan kendaraan
1598 | 6.100.100.199 I_{egmungan penjualan  Aset Tetap
Lainnya

6.100.200.000

Keuntungan Selisih Kurs Valas

6.100.200.100

Keuntungan Selisih Kurs Valas

6.100.200.101

Keuntungan Selisih Kurs Valas

6.200.000.000

Kerugian

6.200.100.000

Kerugian Aset Non Lancar

6.200.100.100

Kerugian Aset Non Lancar

6.200.100.101

Kerugian penjualan Tanah

©.200.100.102

Kerugian penjualan perzslatan dan
MESir

6.200.100.103

Kerugian peniualan peralatan kantor

6.200.100.104

Kerugian penjualan kendarazan

6.200.100.199

Kerugian penjualan Aset Tetap lainnya

6.2030.200.000

Kerugian Penurunan Nilai Aset Teta
g

6.200.200.100

Kerugian Penurunan Nilai Aset Teta:
£

6.200.200.101

Kerugian Penurunan Nilai Tanah

6.2030.200.102

Kerugian Penurunan Nilal Gedung dan
Bangunan

6.200.200.103

Kerugian Penurunan Peralatan Kantor

.200.200.104

Kerugaian Penurunan Kendaraan

6.200.200.105

Kerugaian Penurunan Nilai jalan

6.200.200.106

Kerugaian Penurunan Nilai Jaringan

6.200.200.199

Kerugaian Penurunan Nilai Aset Tetap
Lainnya

6.200.300.000

Kerugian Kontinjensi

6.200.300.100

Kerugian Kontinjensi
28

6.200.300.101

Kerugian Kontinjensi

6.200.400.000

Kerugian Selisih Kurs Valas

6.200.400.100

Kerugian Selisih Kurs Valas

6.200.400.101

Kerugian Selisih Kurs Valas
e

7.000.000.000

POS LUAR BIASA

7.100.000.000

Keuntungan Pos Luar Biasa

7.100.100.000

Keuntungan Pos Luar Biasa
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Keuntungan Pos Luar Biasa

7.100.100.101

Hadiah

7.100.100.102

Keuntungean Pelepasan Aktiva Tetap

7.100.100.199

Keuntungan Pos Luar Biasa Lainnya

7.200.000.000

Kerugian Luar Biasa

7.200.100.000

Kerugian Luar Biasa

7.200.100.100

Kerugian Luar Biasa

7.200.100.101

Kerugian Pelepasan Aktiva Tetap

7.200.100.102

Kerugian Aset Akibat Bencana

7.200.100.199

Kerugian Luar Biasa Lainnya

7.300.000.000

Penyetoran (Penarikan) Ke Kas Negara

7.300.100.000

Penvetoran (Penariken)} Ke Kas Negara

7.300.100.100

7.300.100.101

( )
Penyetoran (Penarikan) Ke Kas Negara
Penyetoran (Penarikan) Ke Kas Negara
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BAB I
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A, PENGERTIAN SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Sistemn akuntansi adalah seranglkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari  pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan.

Aset tetap {(fixed asset) adalah aset yang dipercleh dalam bentuk siap
pakail atau dengan dibangun terlebih dahulu, yvang digunakan dalam
operasi entitas, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan
normeal entitas dan merapunyai masa rnanfaat lebih dari I (satu) tahun.

Sistem akuntansi aset tetap adalah sistern akuntansi yang mengolah
transalesi yang mengubah aset tetap yvang melibatkan bagian-bagian
yang saling berkaitan satu sama lain, untuk menghasilkan informasi
akuntansi yang dibutuhkan berbagai tingkat manajemen pada suatu

entitas.

% PROSEDUR DAN KEBILJAKAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP
1. Tanah
a. Klasifikasi

Tanah vyang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Politeknik Pelayaran Surabaya dan dalam kondisi siap
dipakai.
Mapping PMK. Nomor 29/PMK.06/2010 dan perubahannya
KMK Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas
PMK Nomor 22/PMK.0C6/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap

berupa Tanah dalarm Nerace.

Kede Nama _ ]
Kode BB Nama Perkiraan
Bidang Bidang
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b. Pengakuan Tanah
Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengen adanya bukti bahwa
telah terjadi perpindahan hak kepemiliken dan/atau penguasasn
secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah
belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut
harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya
telah  berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelurmnya.
c. Pengukuran Tanah
Tanah dinilai dengan bisva perclehan. Biaya perolehan mencakup
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka mempercleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarken
sampal tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai
bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan meka nilai tanah didasarkan pada nilai
wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
d. Pengungkapan Tanah
Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu
di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:
1} Dasar penilaian yang digunakan.
2] Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
menurut jenis tanah yang menunjukkan:
a} Saldo awal;
b) Mutasi tambah/penambahan dan jenis transaksi untuk
penambahannyza;
c) Mutasi kurang beserta  jenis transaksi untuk
pengurangannya.
2. Peralatan dan Mesin
a. Klasifikasi.
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat slektronik, dan seluruh inventaris kantor yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wajud fisik Peralatan dan

Mesin bisa meliputi: Alet Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan
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Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat
Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan
Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat
Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan
Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat
Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

Klasifikasi peralatan dan mesin diatas dapat di mapping seperd
pada tabel di bawal: ini:

Mapping PMK Noror 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomeor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke- Empat atas PMK
Nomor 2Z9/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan Perkiraan Aset Tetap Berupa

Peralatan dan Mesin dalam Neraca.

Klasifikasi BMIN Menurut Parkiraazn Buku Besar
PME No.29/FMK.06/2010 Aset dalam BAS
Kode Kode Nama
Nema Bidang

Bidang BB Perkiraan

301
802

: Peralatan o4

805 | .

e
o810 | Kmpu'f-er
811 | Atk splorasi

| 312 . : f:f:f-:__mat Pcngﬁoo *an e
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Klasifikasi BMIN Menurut Perkiraan Buku Besar
PMK No.29/PMK.06/2010 Aset dalam BAS

Pengolatian

 Peralatan Olah Raga |

b. Pengakuan Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada
periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan
berdasarkan jumlah belanja rmodal vang diakul untuk aset
tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperolen dari donasi diakut
pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindzh.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis

transaksinya meliputi:

1} Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin
vang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga
perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

2) Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin
karena peningkatan manfaat vang berakibat pada: durasi masa
manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya
pengoperasiarn.

3) Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin

dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

c. Pengukuran Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan mesin  diukur sebesarbiaya perolehannya

vangmenggarnbarkan seluruh jumlah pengeluaran yang telah
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dilalkkukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut
sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin
vang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin terscbut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan
Mesin yang diperoleh melalui kontrak rmeliputi nilai kontrak,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa
konsultan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biayva langsung untuk tenaga kerja, bahan
halku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
d. Pengungkapan Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin diungkapkan (disgjikan) di Neraca sebesar
nilai moneternya. Selain itu di dalam catatan atas laporan
keuangan diungkapkan pula:
1} Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
2} Rekonsiliasi jumlah tercatat nada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

a) Saldo awal;

b} Jumlah penambahan dan jenis transaksinya;

¢} Jumlah rutasi kurang beserta jenis transaksi untuk

pengurangannya,;
d) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang Dberkaitan

dengan Peralatan dan Mesin.

4. Gedung dan Bangunan

a. Klasifikasi
Gedung dan bangunan mencakup selurubh gedung dan bangunan
vang dibeli atau dibangurn dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah cdan dalam kondisi siap dipakai.
Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang
berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara serta Tugu Titik

Konirol.
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Mapping PMK Nomor 29/PMEK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahean Ke-empat atas PMK Nomor
29/PMK.06/2010 tentang Fenggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Negara ke Perkiraan Perkiraan Aset Tetap berupa Gedung dan

Bangunan dalam Neraca.

Klasifikasi BMN
Menurut PMEK
No.29/PMK.06/2010

Perkiraan Buku Besar

Aset dalam BAS

Kode Nama
. ) Kode BB Nama Perkiraan
Bidang Bidang

 Bengunan
4030

b. Pengakuan Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunanyang diperoleh dari pembelian diakui/dicatat

pada periode akuntansi ketika asst tersebut siap digunakan

berdasarkan jumlal: helanja modal yang dikeluarkan sampai dengan
aset tersebut siap digunakan, sedangkan Gedung dan Bangunan
yvang diperoleh dari denasi dicatat/diakui pada saat Gedung dan

Bangunan tersebut diterirna dan hak kepemilikannya berpindah

berdasarkan berita acara serah terima donasi/hibah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan Dberdasarkan jenis

transaksinya meliputi :

1} Penambahan acalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan
vang disebabkan pengadasn baru, diperluas atau diperbesar.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga
perolehan Gedung dan Bangunan tersebul.

2} Pengembangan adaleh peningkatan nilai Gedung dan Bangunan
karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa
manfaat, peningkatan  efisiensi den  penurunan  blaya

pengoperasiar.
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3) Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan
dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.
c. Pengukuran Gedung dan Bangunan.
Gedung dan Bangunan diukur darl penilaian/pencatatansebesar
biaya perolehan, Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan
menggunakan biaya perclchan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara
swalcelola meliputi blaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, periengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset
tetap tersebut.Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontralk,
biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biava perizinan, serta jasa konsultan.
d. Pengungkapan Gedung dan Bangunan.
Gedung dan Bangunan disagjikan di Neraca sebesar nilai moneternya.
Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
a) Penambahan;
b} Pengembangar; dan
cj Penghapusan.
3) Kebijakan akuntansi untuk kapitelisasi yang berkaitan dengan
CGedung dan Bangunan.
+ Jalan, Irigasi dan Jaringan
a. Klasifikasi.
Jalan, irigasi, dan jaringan rmencalkup jalan, irigasi, dan jaringan
yvang dibangun oleh pemerintah serte dikuasai oleh pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai. BMN yvang termasuk dalam kategori aset
ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan
Jaringan.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milikk Negara yaitu Aset tetap, semua

jalan, irigasi dan jaringan harus dibukukan dalam Daftar Barang
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Intrakomptabe!, dan dilaporkan dalam Neraca berapapun nilai Jalan,

Irigasit dan Jaringan tersebut.

Mapping PMK Nomor 29/PMEK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat atas PMK Nomor
29/PMEK.06/2010 tentang Penggolongan dar Kodefikasi Barang Milik
Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan

Jaringan dalam Neraca.

Klasifikast BMN
Menurut PMEK

Perkiraan Buku Besar
Aset dalam BAS

No.29/PMK.06/2010
Kode Nama
. Nama Bidang Kode BB )
Bidang Perkiraan

Jalan dan’

jembatan tan Jasingan

 Bengunan Air

. Jaringan

b. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Biaya perolehan jalan, irigesi, dan jaringan diukur sebesar biaya
vang dikeluarkan untuk memperolely jalan, irigasi, dan jaringan
sampal siap digurakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau
biava konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
dengan jalan, irigasi dan jaringan siap digunakan.

¢. Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Jalen, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari pembelian diakui
pada periode akuntansi ketika aset siap digunakan berdasarkan
jurnlah belanja modal yang dikeluarkan untuk aset tersebut.
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada
saal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis
transaksinya meliputh:
1) Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan

Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau
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diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan
pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.

2} Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan
Jaringan kerena peningkatan manfaat yang berakibat pada:
durasi masa manfaat, peningkatan efizsiensi dan penurunan
biaya pengoperasian.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh

melalul kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran
bangunan lama.

Biaya perolehar: untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun

secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang

terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
biayva perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

d. Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan diungkapkan/dicatat di Neraca sebesar

nilai moneternya. Selain itu di dalams catatan atas laporan keuangan

diungkapkan pula:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

a} Penambahan;
b} Pengembangan; dan
¢) Penghapusan.

3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya
a. Klasifikasi.
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelornpok Tanah, Peralatan dan Mesin,
Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Asct
Tetap dalam Renovasi yang diperoleh dan dimanfaatkan unftuk
Jcegiatan operasional pemerintah dan dalara kondisi siap dipakai.
BMN vang termasuk dalam kategori aset ini adalah
Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak

Kesenian /Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman
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Rl
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahean Barang Milik Negara

Menurut Heraturan Menteri Nomor

Keuangan
vaitul Aset tetap, semua aset tetap lainnya harus dibukukan
dalam daftar barang Intrakompiabel dan dilaporkan dalam
Neraca berapapun nilai Aset Tetap Lainnva tersebut.

Mapping PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMX
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas PMK
Nomor 29/PME.C6/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa

Aset Tetap Lainnya dalem Neraca.

. ) . Perkiraan Buku
Klasifikasi BMN Menurut
Besar
PMK No.29/PMK.06/2010
Aset dalam BAS
Kode Kode Nama
Narna Bidang
Bidang BB Perkiraan
601 | = Bahen Perpustakaa
6.02 ~ Barzng Bercorak
6.03 | Hewaa
505 | Tanaman
Hewan, ikan dan tanaman yang dimasukkan ke dalam Aset Tetap
Lainnya adalah yvang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2002.
Untuk yang diperoleh setelah tanggal tersebut dibukukan dalam
Daftar Barang Elkstrakomptabel dan tidak dilaporkan dalam
Neraca.
b. Pengakuan Asel Tetap Lainnyva.

Aset Tetap Lainnya vang diperoleh dari pembelian diakui pada

periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan

herdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk asct

tersebut. Aset Tetap Lainnva yang diperoleh dari donasi diakui
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pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah.
Pengalkuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya
rmeliputi:
1) Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya
yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada
harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.
2) Pengurangan adalsh penurunan nilai Aset Tetap Lainnya
dikarenakan berlcurangnya kuantitas aset tersebut.
c. Pengukuran Aset Tetap Lainnya.
Aset  tetap lainnya vang diukur/dicatat sebesar harga
perolehannya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk mempercleh aset tersebut sampai siap digunakan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak
meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, serta biaya perizinan.
Biaya perolehan aset fetap lainnya yang diadakan melalui
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang
terdiri dari biava bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, Dbiaya perizinan, dan jasa
kkonsultan.
d. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya.
Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilal moneternya.
Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan
pula:
1} Dasar penilaian vang digunakan untuk menentukan nilai.
2) Rekonsilizsi jumlah tercarat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan Penarmnbahan dan Penghapusan.
3} Kebijakan akuntans: untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
Aset Tetap Lainnya.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
a. Klasifikasi.
Konstruksi dalarn pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam
proses pembeangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi
Dalam Pengerjaan mencakup tanah, perzlatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan janngan dan aset tetap lainnya
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yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Mapping PMEK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat atas PMK
Nomor 29/PMX.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa

Konstruksi Dalarn Pengerjaan dalam Neraca.

Klasifikasi BMN |
Menurut Perkiraan Buku Besar
FME Nomor Aset dalam BAS
20 /PMK.06/2010

Kode Nama _ Nama
Kode BB .
Golongan Golongan | Perkiraan

701 hoﬁstrul«:sw Konstruksi

Pengerjaan Pengerjaan -

b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaarn.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan
untuk  digunskan dalam  operasional pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara
andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap apabila
pekerjaan telah selesai 100% (seratus) prosen fisik dan telah
dilakukan Serah Terima Pekeriaan dari Penyedia Barang/Jasa
(Physics Hand Ouver/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) dan
siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran Konstruksi Dalam Fengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan diukur/dicatat sebesar biaya

perolehannya.
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Biaya perolehan konstruksi vang dikerjakan secara swakelola

meliputi:

1} Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
yvang mencakup blaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan
dart dan ke lokasi konstruksi; penyvewaan sarana dan
peralatan; serta biaya rancangan den baantuan teknis yang
berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya
dan dapat diclokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya
asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak
secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan
biaya-biaya lain vang dapat diidentifikesikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersanglutan seperti biaya inspeksi.

Biaya peroiehan konstruksi vang dikerjakan secara kontraktual

meliputi:

1} Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.

) Pembayaran klaim kepada kontrakitor atau pihak ke-tiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

d. Pengungkapan Konstrulksi Dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan diungkapkan/disajikan di Neraca

sebesar nilal moneternyva. Selain itu di dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan diungkepkan pula:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.

2] Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiavaanya.

3! Jumlah bieya yang telah dikeluarkan.

4] Uang muka kerja vang diberikan.

5} Retensi.

7. Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing asct
yvang bersangkutan.

Sebagai contoh:
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Kuasa POLTEKPEL Surabaya membeli PC Unit dan Printer dengan
harga gabungan seharga Rp. 10.500.000,- {sepuluh juta lima ratus
ribu) rupiah. Jika ke-dua barang tersebut dibeli secara terpisah,
maka harga PC Unit sejenis scharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta)
rupiah, dan harga printer sejenis seharga Rp. 3.000.000,- {tiga juta)
rupiah. Karena pencatatan akuntansi untuk PC Unit dan Printer
dilakukan secara terpisah, maka perhitungan harga untuk masing-

masing barang tersebut adalah sebagai berikut:

Kp 9.000.00C
PC kEp Rp

. . x =
Urit Rp 9.000.600 + Rp 10.500.000 7.875.000
3.000.000

Rp 3.000.000
kp Rp

Printer | : , OO+ X -
Rp 9.000.000 + Rp 10.500.000 2.625.000
3.000.000

. Aset Tetap dalam Renovast

Aset tetap dalam renowasi terjadi, bila instansi telah melakukan
rencovasi atas gedung kantor yang bukan miliknya. Secara umurn,
apabila renovasi gedung kantor telah mengakibatkan peningkatan
manfaat dan nilai teknis gedung kantor, maka pengeluaran belanja
tersebut akan disajikan oleh instans: yang melakukan renovasi
tersebut sebagai aset tetap dalam renovasi pada akun aset tetap
tainnya di neraca instansi vang bersangkutan.Perlakuan atas
renovasi pada gedung dan bangunan vang bukan milik instansi yang

melaksanakan renovasi, sebagai berikut:

a. Apabila renovasi di atas meningkatkan manfaat ekonomik gedung,
misalnya perubzhan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan
kerja dan kapasitasnya naik, malka renovasi tersebut dikapitalisasi
sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apehila rencvasi atas aset tetap yang
disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap tidak
disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

b. Apabila manfaat ekonomik rencvasi tersebut lebih dari 1 (satu)

tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovast
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dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila
manfaat ekononik renovasi kurang dari 1 (satu) tahun bukuy,
mala dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

Mapping PMK Nomor 29/PMK.06/2010 dan Perubahannya KMK
Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Ke-empat Atas PMK
Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Negara ke Perkiraan-perkiraan Aset Tetap berupa

Aset Tetap dalam Renovasi dalam Neraca.

Klasifikasi BMN Menurut Perkiraan Buku Besar
PMK Nomor 29/PMK.06/2010 Aset dalam BAS
 Kode i Nama
’ Nama Bidang ¥ode BE .
Bidang Perkiraan
506 | AsctTetapdalam | 185111

| Renovasi

Renovasi

4. Aset Tak Berwujud.
Aset Tsk Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyal wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Umumnya
untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud, instansi harus dapat
membuktikan bahwa pengeluaran atas kegiatan tersebut telah

memenuhi :

1. Kriteria Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi
yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset
vang lain, dapat dikendalikan dan memenuhi potensi manfaat
ekonomi mass depan.

2. Kriteria Pengakuan.
Aset tak berwugud diskui pada saat perolehan awal dan biaya
pengeluaran pada saat perolehan. Nilai yang dipakai adalah nilai
wajar pada saat perolehan aset tak bereujud. Apabila ada biaya

pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh, maka biaya
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tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud

dimaksud.

Untuk Penatausahaan Aset Taek berwujud di POLTEKPEL Surabaya

mengacu pada:

251 /PMK.06/2015

egara Berupa Asct

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik N
Tak Berwujud Pada Entitas Pernerintah Pusat, dan

2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

620/KMK.6/2015

tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik

Negara Berupa Aset Tak
Pusat.

Klasifikasi dan Kodefikasi,

Untuk memudahkan idesntifikasi, maka  set

Berwujud Pada Entitas Pemerintah

Aset  Tetap

iap

diklasifikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan

dalarn pengelolaannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

14 /PMK.

06/2015 tentang

Penggolongan dan Kodefikasi Aset Tetap, sebagal pengganti Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2015 tenta

Kodefikasi Barang Inventa

ng Klasifikasi dan

ris Milik/Kekayaan Negara membagi BMN

dalam klasifikasi Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan

Sub-sub kelompok.

T
Golongan g%
r Hidang

} elompok
W&%ﬂ%‘ﬁ}ﬁ‘%mm

Sub Kelompok g

WL

fl

Sub-sub Kelompok |
R I P R R

Gambar 3

Peralatan dan

Aset

Golongan Aset Tetap meliputi: Tanal,
Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi,

Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari masing-masing

selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang, kelompck,

kelompok, dan sub-sub kelompok.

rinci {detail) ada di ievel Sub-sub kelompok.

S

Semakin 3
fnct |

i

.1 Klasifikasi dan Kodefikasi Aset Tetap

Mesin, Gedung dan

Tetap Lainnya, dan

Golongan tersebut

sub

Dengan demikian, klasifikasi paling
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Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, Aset Tetap selain
diberikan identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam
bentuk kode. Pemberian kode Aset Tetap sepenuhnya mengacu kepada
PMK Nomor 14/PMK.06/2015.Untuk memberikan identitas, Aset Tetap
diberikan nomor kode barang (ditambah nomor urut pendaftarannya)
dan kode lokasi {ditambah tahun perolehannyaj.

Skema kode identifikasi barang adalah sebagai berikut:

X . XX . XL XX L XXX

Hub sub kelompok

Sub kelompok

Kelompok

Bidang

Golongan

Sebagai contoh: kormaputer Note Book, untuk wurutan yang ke-37

diberikan kode sebagai berikut :

3. 10. 01. 02, 003. 000037
Sedangkan kode lokasi, diskemnakan sebagai berikut:

XXX . X . XX L XXXKXX XXX

i
| UAPKPB

UAKPE
UAPPB-W

UAPPB-E1
UAPB

Sebagai contoh: POLTEKPEL Surabaya {(kode kantor 531954} diberikan

kode lokasi sebagai berilcut

022. 12. 05. 831954, 000
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Pembuatan Label Aset Tetap dilakukan dengen menggabungkan kode
lokasi (ditambah dengan tahun perolehan} dan kode barang (ditambah
dengan nomor urut pendaftaran).

Skema label Aset Tetap digambarkan sebagai berikut:

UAPB
UAPPE -E1
| UAPPB -W

| LAKPE  yapkPB

| ‘ Tahun Perglehan
| { ]

i i

! I
K00 OG0, KDCOOCK L a0 . XX
oo X0 0 XX L KK 000 000G

! | :
] | \ Noror Urut Pesdafiaran

| ! Sub-sub Kelompok
i Sub Aelompok

[
i
|
! E Kelompok

Bidang
Golangan

Contoh:

Pada tahun 2011, POLTEKPFEL Surabaya (kode kantor 531954)
melakukan pernbelian Kemputer Note Book. Pada saat perolehan barang
tersebut, nomor pencatatan terakhir untuk Note Book yang dikuasai
Satuan Kerja yang bersangkutan adalah 000037. Berdasarkan hal
tersebut, POLTEKPEL Surabaya dapat memberikan label pada Note

Book tersebut sebagai berikut:

022. 12. 05, 531954.00C.
2011
3. 10. 01. 02. 003, 000037

Setiap Aset Tetap dibukukan dengan mengacu pada kode Barang Milik
Negara yang telah ditetapkan dalam Peraturen Menteri Keuangan RI
Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Aseat

tetap.

RBerikut adalah contoh kode BMN pada PMK tersebut ;
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5 100 |00 |00 |0GC | TANAH
2 |01 100 |00 000 | TANAH

P2 01 |01 |00 | QGO Tanah Persil

2 01 101 01l | 000 Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat
Tinggal

2 01 ;01 ;01 (001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan
: ,

2 01 101 {01 {002 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan .
Il

2 01 (01 |01 0G3 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan |
I11

2 01 (01 |01 004 Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa
Golongan :

5 01 {00 |00 | 000  |JALAN DAN JEMBATAN

5 01 |01 |00 | 00O Jalan

5 01 |01 |01 | 000 Jalan Nasional

5 01 |01 |01 10061 Jalan Nasional Arteri

> 01 |G1 |01l G0z Jalan Nasional Kolektor

S 01 01 |01 | 003 Jalan Nasional Bernilai Strategis Nasional
s 102 [00 |00 [000 | BANGUNAN AIR

5 02 |01 |00 | 000 Bangunan Air Irigasi

S 02 {01 101 (000G Bangunan Waculk Irigasi

5 02 |01 {01 0OC1 Waduk dengan endungan, Tanggui,i
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Menara Pengambilan Pelimpah Banjir dan

Terowongan Pengelak

o

02 |01 |01 |C02 Waduk dengan Bendungan, Tanggu! dan

Menara Pengambilan

5 02 (01 101 | 003 Waduk dengan Menara Pengambilan

5 02 |01 ol 1004 Waduk dengan Tanggul, dan Piniu

Air /Menara Pengambilan

5 03 |00 |00 | o000 INSTALAST

5 03 |06 |00 |000 |Ianstalasi Gardu Listrik

5 03 |06 |01 | 000 lanstalasi Gardu Listrik Induk

5 03 |06 |01 | 001 Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas
Kecil

5 103 |06 [0l |002 |lustelasi Gardu Listrik Induk Kapasitas
sedang

5 03 106 01 |0G3 Instalasi Gardu Llistrik Induk Kapasitasi
Besar

5 04 103 (01 1003 Jaringan Telepon di atas Tanah Kapasi‘gasé
desar

Tabel 3.1 Penggolongan dan Kodefikasi Aset Tetap

Daftar dan Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap.
Adalah daftar yang digunakan untuk mencatat mutasi Aset Tetap secara
berkesinambungan mulal dari Aset Tetap itu pertama kali ada sampai

dengarn dihapuskannya.
Adapun jenis Aset Tetap BLU POLTEKPEL Surabaya:

1} Tanah (tidak disusutkan).

2} Gedung dan Bangunan.

3) Peralatan Dan Mesin.
4) Kendaraan.

5) Jalan dan Jembatan.
6) Irigasi.
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7} Jaringan.
8) Aset Tetap Lainnya.
9} Konstruksi Dalam Pengerjaan.
iibawah ini merupakan Taksiran Umur Ekoniomis Aset Tetap:
r ) _
% Umur
NO Jenis Aset
Ekonomis {tahun)
1. | GEDUNG DAN BANGUNAN:
a. Permanen 20
b. Semi Permanen 10
2. | PERALATAN DAN MESIN:
a. Kelompok 1 s/d'5
b. Kelompok 2 $s/d 10
c. Kelompok 3 10 s/d 15
d. Kelompolk 4 20
3 |[KENDARAAN:
a. Roda 2 s/d 5
b. Diatas Roda 2 5e/d 10
4 | JALAN DAN JEMBATAN: 10s/d 15
Irigasi 5s8/d 10
5. | JARINGAN: |
a. Kelompok 1 s/d 5
| b. Kelompok 2 5s/c 10
6. | ASET TETAP LAINNYA s/d 5
7. | ASET TAK BERWUJUD s/d 10

Tabel 3.2 Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap
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& Jenis-jenis Transaksi Dalam Akuntansi Aset Tetap

Jenis — jenis transaksi dalam skuntansi aset tetap sebagai berikut:

1. Saldo Awal, merupakan saldo asct tetap pada awal tahun anggaran
berjalan atau awal tahun roulai diimplementasikannya SIMAK-BMN
vang merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN tahun
sebelumnya.

2. Perolehan Aset Tetap, merupakan transaksi penambahan Aset Tetap
vang tahun tanggsl perolehannya sama dengan tahun anggaran
berjalan. Transaksi perolehan Aset Tetap meliputi:

a) Pembelian, merupakan transaksi perolehan Aset Tetap dari hasil
pembelian;

b} Transfer Masuk, merupakan transaksi perolehan Aset Tetap dar:
hasil transfer rnasuk dari Entitas yang lain dalam lingkup APBN.

¢) Hibah, merupakan transaksi perolehan Aset Tetap dari hasil
penerimaan dari pihak ke-tiga;

d) Rampasan, merupalkan transaksi peroiehan Aset Tetap dari hasil
rampasan bercdasarkan putusan pengadilan;

e) Penyelesaian Pembangunan, raerupakan twransaksi perolehan Asect
Tetap dari hasil penyelesaian pembangunan berupa
bangunan/gedung dan BMN lainnya vang telah diserahterimalan
dengan Berita Acara Serah Terima;

fi Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan Aset Tetap dari
hasil pemabatalan  penghapusan vyang sebelumnya telah
dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuarn;

Reklasifikasi Masuk, merupaken f(ransaksi Aset Tetap yang

99,

sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi Aset Tetap yang lain.
Transaksi ini biasanya digunakan karena adanya perubahan
peruntukan Aset Tetap, atau untuk mengoreksi kesalahan
kodifikasi pade pembukuan Aset Tetap sebelumnya;

h) Pelaksanaan dari  Perjanjian/Kentrak, merupakan transaksi
perolehan barang dari pelaksanasn kerja sama pemanfaatan,
bangun guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan
perjanjian kontrak lainnya.

3. Perubahan BMN Transalksi Perubahan BMN meliputi
a) Pengurangan Kuantitas/Nilai, merupakan transaksi pengurangan

kuantitas/nilai BMN yvang menggunakan satuan luas atau satuan
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lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN
hilang;

b} Pengembangan, merupakan fransaksi pengembangan BMN yang
dikapitalisir  yang mengakibatkan pemindahbukuan darni
pembukuan Ekstrakomptabel ke pembukuan Intrakomptabel atau
perubahan nilai/satuan BMN dalam pembukuan Intrakomptabel;

c) Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi
BMN;

d) Koreksi Perubahan  Nilai/Kuantitas, merupakan  koreksi
pencatatan atas nilai BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan
sebelumnya;

¢} Perubahan/Pengembangan BMN dari penyerahan Aset Tetap Hasil
Renovasi, merupakan transaksi perubahan BMN suatu UAKPB
karena adanya penyerahan aset tetap hasil renovasi dari
Satker/pihak lain yang telah rmengembangkan BMN UAKPB
tersebut;

f) Penghentian BMN dari Penggunaan Altif, merupakan transaksi
vang menyebabkan perubzhan klasifikasi BMN dalam neraca
umumnya dari aset tetap menjadi aset lainnya.

4. Penghapusan BMN Transaksi Penghapusan BMN meliputi:

a} Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari
pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan
oleh instansi yang berwenang;

b) Transfer Keluar, merupakean transaksi penyerahan BMN ke
UAKPE lain.

c) Kibah, merupakan transaksi penyerahar. BMN kepada pihak ke-
tiga.

d} Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam
klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan
iransaksi Reklasifikasi Masuk.

e} Koreksi Pencatatar, merupakan transaksi untuk
mengoreksi/mengurangi jumlah barang pada catatan BMN karena
kelebihan catat pada pelaporan BMN sebelumnya.

Metode Penyusutan.
Metode Penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (Straight-

Line Method), metode depresiasi ini yang paling sederhana dan paling
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sering digunakan. Dengan cera ini beban depresiasi tlap periode
jumlahnya sama.

Metode garis lurus menggunakan rurnus sebagai berikut:

Depresiasi = HP- NS
N
Keterangan:
HP = Harga Perolehan {Cost)
NS = Nilai Sisa (residuj
n = Taksiran Umur Ekonomis

[

Deokumentasi Aset Tetap

Prosedur akuntansi Aset Tetap pada UAKPB berawal dari input yang

berupa dokumen sumber. Dokumen sumber yang benar diproses

melalul mput data, yang akan menghasilkan keluaran berupa berbagai

macam buku/daftar, kartu dan laporan, Input/Dokumen sumber :

I, Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan
meliputi catatan dan/atav. Laporan BMN periode sebelumnya dan

apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.

I::Q

Untuk transaksi Perolehan/Pengembangan/Penghapusan, dokumen
sumber yang diperlukan meliputi Berita Acara Serah Terima BMN,
Bukti Kepemilikan BMN, SPM/SP2D, Fakiur pembelian, Kuitansi,
Surat Keputusan Penghapusan, dan dokumen lain yang sah.
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam
terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen,
karena dengan formulir ini peristiwa vang terjadi dalam organisasi
direkam {didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering pula
disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan media untuk
mencatat peristiwa yang terjad: dalam organisasi ke dalam catatan.
Berikut ini adalah dokumen sumber untuk dokumentasi Aset Tetap:

a) Surat Permintaan Pengadaan Aset Tetap (Expenditure Authorization
Reguest atau Authorization For Expenditure):

Karena investasi dalam Aset Tetap (belanja modal) meliputi jumlah
rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam
jangka waktu yang relatif panjang, maka pengendalian aset tetap

dilakukan melalui perencanaan yang matang.
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Dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan
pelaksanaan investasi cdalam Aset Tetap disebut surat permintaan
otorisasi investasi.

Surat Permintaan Pemeliharaan vang dikapitalisasi (Authorization
For Repair):

Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya
pemeliharaan yang merupakan pengeluaran modal.

Dokumen Pengadaan Aset Tetap:

Dokumen im1 diterbitkan oleh fungsi bagian umum vyang
merupakan surat untuk memesan Aset Tetap kepada pemasok.
Untuk perbelian Aset Tetap yang melibatkan jumlah investasi yvang
besar, umumnya penilaian pemasok dilekukan melalui proses tender
sesual  ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimansa telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tshun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).

Surat Perintah Kerja (Work Order):

Dokumen ini memiliki 2 (dua) fungsi vaitu sebagai perintah
dileksanakannya pekerjaan tertentu mengenai Aset Tetap, dan
sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya
pembuatan Aset Tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah
kerja pemasangan Aset Tetap yang dibeli.

Surat Keputusan {5K) Penghentian Pemakaian Aset Tetap:

Dokumen ini digunakan sebagal permintaar: dan pemberian otorisasi
penghentian pernakaian Aset Tetap.

Laporan Penerimaan Barang/Berita Acara Serah Terima:

Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini
melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu dan spesifikast Aset Tetap
yang diterima dari pernasok.

Berita Acara Transfer Aset Tetap:

Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan
pemberian otorisasi transfer Aset Tetap.

Berita Acara Hibah Aset Terap:

Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen permintaan dan

pemberian hibah Aset Tetap.
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Faktur Dari Pemasok:
Dokumen ini merupakan tagilan dari permasok untuk Aset Tetap
vang dibeli.
Bukti Kas Keluar/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Data
dukung:
Dokumen ini merupakan perintah pengeiuaran kas yang dibuat
oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi
investasi, surat order pernbelian, laporan penerimaan barang dan
faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi akuntansi
tersebut.
Daftar Depresiasi Aset Tetap:
Daftar ini berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap vyang
dibebankan dalarm periode akuntansi tertentu. Dokumen ini
merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk
pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan dalam periode
akuntansi tertentu.
Bukti Memorial/Jurnal Voucher:
Dokumen ini digunaksn sebagai dokumen sumber untuk
Pencatatan Transaksi Depresiasi Aset Tetap, Harga Pokok Aset
Tetap yang telah selesai dibangun, Pemberhentian Pemakaian Aset
Tetap, dan Pengeluaran Modal (Belanja Modal).
Catatan Akuntansi Aset Tetap:
Catatan akuntansi merupakan salah satu unsur dari suatu sistem
akuntansi pokeok vang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku
pembantu. Catatarn akuntansi yang digunakan untuk mencatat
transaksi Harga Pokok Aset Tetap dan Akumulail Depresiasi Aset
Tetap, terdiri dari:
a) Kartu Aset Tetap:
Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang
digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang
bersangkutan dengan aset tetap tertentu.
b} Jurnal Umum:
Jurnal umumn ini digunakan untuk mencatat transaksi harga
pokok Aset Tetap vang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk
pemasangan den pembongkeran Asst Tetap, penghentien

pemakaian Aset Tetap dan depresiasi Aset Tetap.
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¢} Register Bukti Kas Keluar:
Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian Aset
Tetap dan pengeluaran rodal yvang berupa pengeluaran kas.

Fungsi yang terkait dalam transaksi vang menggugah harga pokok

aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah:

a) Fungsi pemakai:
Dalam akuntansi Aset Tetap, fungsi pemakai bertanggungjawzah
mengajukan usulan investasit dalam Aset Tetap dan mengajukan
surat permintaan otorisasi investasi.

b) Fungsi Riset dan Pengembangan:
Fungsi ini bertanggungjawab mengajukan usulan investasi aset
tetap yvang dimanfaatkan bersama oleh lebih dart 1 (satu) fungsi.
Di samping itu, fungsi ini bertanggungjawab melakukan studi
kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam
entitas.

c) Pejabat Yang Bersangkutan:
Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan
investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan
oleh unit organisasi yang ada di bawal wewenangnya.

d) Pimpinan tertinggi:
Pejabat ini yang memberikan otforisasi terhadap semua mutasi
Aset Tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat
permintaan otcrisasi investasi dan surat permintaan otorisasi
reparasi.

e) Fungsi Pengadaan/Pembelian:
Fungsi ini bertanggungjawab memilih pemasok dan menerbitkan
surat order pembelisn untuk pengadaan Aset Tetap.

f) Pungsi Penerimaan:
Fungsi ini bertenggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap
Aset Tetap yang diterima dari pemasok. Hasil
pemeriksaan terhadap Aset Tetap tfersebut dicantumkan dalam
Laporan Penerimmaan Barang,.

g} Fungsi Aset Tetep:
Fungsi ini bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Tetap
Entitas. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan,

pemindahan, dan pengheatian pemakaian Aset Tetap.
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h) Fungsi Akuntansi:
Fungsi ini bertanggungjawab dalam pembuatan dokumen sumber
(bukti kas keluar dan bukti memorial) untuk pencatatan mutasi
aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu Aset Tetap.
Fungsi akuntansi bertanggungjawab atas
penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset
tetap (register bukti kas keluar dan bukti memorial).

Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan Aset Tetap merupakan suatu rangkaian yang dimulai

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian,

pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan

penghapusan, dimana seluruh kegiatan ditatausahakan dengan baik

disertai dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian seperti

yang ada pada gambar 3.2 :

AWALAN

Gambar 3.2 Siklus Pengelolaan Aset Tetap

1. Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Aset Tetap:
Perencanaan kebutuhan aset tetap adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan aset tetap untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan
sebagai dasar dalam melakukan tindakan di masa yang akan
datang. Perencanaan kebutuhan aset tetap disusun dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-

K/L) setelah memperhatikan ketersediaan Aset Tetap yang ada.
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Perencanaan kebutuhan Aset Tetap tersebut berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Rencana kebutuhan diformulasikan dari barang-barang apa
saja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi POLTEKPEL Surabaya dikurangi dengan barang-barang
apa saja yang saat itu telah tersedia dan siap digunakan. Gop
(kekurangan) antara kebutuhan dan ketersediaan barang tersebut
yang selanjutnya diusulkan untuk dianggarkan dalam DIPA baik
vang bersumber dari APBN ataupun pendapatan operasional BLU.

Perencanaan kebutuhan vang merupakan langkah awal
pengelolaan Aset Tetap sangat penting dan berpengaruh besar
pada proses pengelolaan selanjutnya. Proses perencanaan yang
baik dengan sendirinya akan berdampak baik pula pada proses
pengelolaan secara keseluruhan, sementara perencanaan yang
tidak tepat sudah pasti akan berdampal tidak baik pada proses
pengelolaan selanjutnya.

Pengadaan Aset Tetap adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa berupa Asct Tetap vang dibiayai dengan APBN dan
pendapatan operasional BLU, baik yang dilaksanakan secara
swakelola, maupun cleh Penyedia Barang/Jasa.

Penggunaan aset tetap adalah kegistan yvang dilakukan oleh
POLTEKPEL Surabaya dalam mengelola dan menatausahakan
Aset Tetap yang sesuai dengan tugas dan fungsi POLTEKPEL
Surabaya. Mekanisme perencanaan, pengadaan dan penggunaan
Aset Tetap secara terinci akan ditetapkan dengan Surat

Keputusan Direltur POLTEKPEL Surabaya.

Pemanfaatan Aset Tetap:
Pemanfaatan Aset Tetap adalanh pendayagunaan Aset Tetap yang
tidak dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi POLTEKPEL Surabaya
dalam bentuk Sewa, Pinjem Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, dan
Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah, dengan tidak mengubah
Status Kepemilikan:
a} Sewa:
Sewz adalah pemanfaatan Aset Tetap POLTEKPEL Surabaya oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan

uang tunai. Dasar pertimbengan sewa Aset Tetap sebagai berikut:
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1) Optimalisasi Aset Tetap yang belum/tidak dipergunakan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan;

2) Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
Perhubungan;

3) Mencegah penggunaan Aset Tetap oleh pihak lain secara tidak

sah.

Gambar 3.3 Bagan Pengelolaan Sewa Dalam Proses Penyewaan

Sebagian Tanah dan/atau Bangunan dan Selain Tanah dan/atau
Bangunan oleh POLTEKPEL Surabaya.

Objek Sewa Aset Tetap meliputi:

1) Tanah dan/atau bangunan yang idle.
2) Sebagian tanah dan atau bangunan.
3} Selain tanah dan atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewa Aset tetap meliputi:

1) Badan Usaha Milik Negara.
2} Badan Usaha Milik Daerah.
3) Badan Hukum lainnya.

4} Perorangan.

Ketentuan Sewa Aset Tetap sebagai berikut:
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1} Aset tetap yang dapat disewakan adaleh Aset Tetap yang dalam
kondisi belum atau tidak digunakan cleh POLTEKPEL Surabaya
atau oleh Kementerian Keuangar.

2)  Jangka waktu sewa Aset Tetap paling larna 5 (lima) tahun sejak
ditandanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.

3) Perpanjangan jangka waktu sewa Aset Tetap dilakukan oleh
POLTEKPEL Surabava, setelah dievaluasi oleh POLTEKPEL
Surabaya, dan disetujui oleh Kernenterian Keuangan.

4} Besaran sewz Aset Tetap sebagian tanah dan/atau bangunan
yang berada pada POLTEKPEL Surabaya dan Aset Tetap selain
tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh POLTEKPEL
Surabaya, setelah mendapat persetujuan Kementerian
Keuangan.

5) Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling
lambat pada szat penandatanganan Kontrak.

6) Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan
Kementerian Keuangan hanya dapat mengubah bentuk Aset
Tetap tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dengen
ketentuan bagian vang ditambahkan pada bangunan tersebut
menjadi Aset Tetap.

b} Pinjam Pakai:

Pinjam pakai edalah penyerahan penggunaan Aset Tetap antara

POLTEKPEL Surabava dengan Pemerintah Daerah dalam jangka

waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka

waktu berakhir Aset Tetap tersebut, diserahkan kembali kepada

Pemerintah Pusal.

Pertimbangan Pinjam Pakai Aset Tetap, dilakukan untuk:

1} Mengoptirmaikan penggunaan Aset Tetap yang belum/tidal
dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintah Pusat.

2) Menunjang peleksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jenis Aset Tetap yvang dapat dipinjam pakali terdirt dari:

1) Tanah dan/atau bangunarn.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

Subjek Pelaksanaan Pinjam Pakai:
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1} Pihak yang dapat meminjam pakaikan Aset Tetap adalah
POLTEKPEL Surabava dengan persetujuan Kementerian
Keuangan untuk:

a) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang status
penggunaannya ada pada POLTEKPEL Surabaya;
b} Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.

2) Pihak yang dapat meminjam Aset Tetap adalah Pemerintah
Daerah.

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset Tetap:

1) Aset Tetap dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh
POLTEKPEL Surabaya untull penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintaharn.

2} Tanah dan/atau bengunan yang dapat dipinjam pakaikan
meliputi sebagian tanah dan/atau bangunan yang merupakan
sisa dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan
oleh POLTEKPEL Surabaya dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsinya.

3) Jangka waktu peminjaman Aset Tetap paling lama 2 (dua)
tahun sejak ditandatenganinya perjanjian pinjam pakai, dan
dapat diperpanjang.

4) Dalam hal jangka waktu peminjeman Aset Tetap akan
diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam
pakai dimaksud sudah diterima oleh Kementerian Keuangan
paling larnbat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam
pakai berakhir.

Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam pakaikan

£
et
——

digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai
dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah
dan/atau mengurangt bentuk bangunan.

¢) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa
pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjar.

7} Setelah masa pinjam pakai  berakhir, pemninjam  harus
mengembalikan Aset Tetap yang dipinjam dalam kondisi
sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama

dan dituangkan dalarn Berita Acara Serah Terima.
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Gambar 3.4 Bagan Pengelolaan Pinjam Pakai Yang Dilaksanakan
QOleh POLTEKPEL Surabaya

¢) Kerjasama Pemanfaatan:

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Tetap oleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan Penerimaan POLTEKPEL Surabaya.

Pertimbangan kerjasama pemanfaatan Aset Tetap, dilakukan

untuk:

1) Mengoptimalkan pemanfaatan Aset Tetap yang belum/tidak
dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan;

2) Meningkatkan penerimaan POLTEKPEL Surabaya, dan

3) Mengamankan Aset Tetap, dalam arti mencegah penggunaan
Aset Tetap dengan didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan paling lama
30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Tahap persiapan
dan pelaksanan Kerjasama Pemanfaatan menjadi tanggung jawab
mitra  Kerjasama  Pemanfaatan. Kerjasama  Pemanifaatan
memberikan hasil kepada Negara berupa kontribusi tetap,
pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan, dan dapat
menerima kontribusi barang untuk TUSI.

Objek Kerjasama Pemanfataan oleh Penggunaan adalah:

1) Sebagian tanah dan/atau bangunan, yang status

penggunaannya ada pada POLTEKPEL Surabaya/Kuasa
POLTEKPEL Surabaya, serta
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2) Selain tanah dan/atau bangunan.

3) Penerimaan hasil penjualan barang Inventaris/Aset Tetap
merupakan pendapatan BLU POLTEKPEL Surabaya.

Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap yaitu:

1) Kementerian Keuangan/ POLTEKPEL Surabaya.

2) Badan Usaha Milik Negara.
3) Badan Usaha Milik Daerah.
4) Badan Hukum Lainnya.

e

.

Gambar 3.5 Bagan Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Atas Selain Tanah
dan/atau Bangunan
3. Penilaian Aset Tetap:
Penilaian Aset Tetap dilakukan dalam rangka untuk mengetahui
nilai wajar Aset Tetap, pemanfaatan, dan pemindahtanganan aset
tetap. Penilaian Aset Tetap dapat melibatkan penilai Independen.

Penilaian Aset Tetap meliputi:

a) Tanah dan/atau bangunan, untuk mendapatkan nilai wajar,
dengan estimasi terendah menggunakan NJOP;

b) Selain tanah dan/atau bangunan untuk mendapatkan nilai
wajar.

4. Pengamanan dan Pemeliharaan:

Pengamanan meliputi pengaman administrasi fisik dan hukum, yang

berupa sertifikasi, bukti kepemilikan bangunan atas nama

Pemerintah Indonesia, dan disimpan oleh pengelola, bukti

kepemilikan selain tanah/bangunan atas nama pengguna dan

disimpan oleh Pengguna.

POLTEKPEL Surabaya/Kuasa POLTEKPEL Surabaya

bertanggungjawab atas pemeliharaan Aset Tetap yang dikuasainya,



dengan berpedornan pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang
(DKFB), yang dibebankan pada DIPA. POLTEKPEL Surabaya wajib
membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada pada
kewenangannya dan rmelaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berkala. Menteri atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
dan menyusun daftar hasil pemeliharaan tahunan sebagai bahan
evaluasi mengenai efisiensi pemelihaaan.
Pemindahtanganan:
Pemindahtanganan  merupakan suatu tindakan  pengalihan
kepemilikan Aset Tetap sebagai tindak lanjut dari penghapusan
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan/disertakan.
Berikut ini penjelasan mengenai pemindahtanganan Aset Tetap.
a} Penjualan:
Penjualan adalsh pengalihan kepemilikan Aset Tetap kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Pertimbangan Penjualan Aset Tetap:
1} Dalar rangka cptimalisasi Aset Tetap yang berlebih atau idie;
Z2) Karena secara ekonornis lebih menguntungkan bagi Negara;
3) Sebagai pelaksanzan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Aset Tetap yang dapat dijual:
1} Tanah dan/atau Bangunan:
(a) vang berada pada Kementerian Keuangan; dan
(b) yang status penggunaannya ada pada POLTEKPEL
Surabaya.

2} Selain tanah dan/atau bangunan.

Fetentuan dalam Pelaksanaan Penjualan:
1) Pelaksanaan penjualan Aset Tetap, tdak boleh mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
2) Penjualan Aset Tetap dilaksanakan dengan cara:
(a) Melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangan-undangean;
(b} Tanpa relahal lelang;
(c) Aset Tetap vang bersifat khusus sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yaitu:
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(1) Rumah Negara Golongan !UI vang dijual kepad:
penghuninva, diatur tersendiri dalam tata cara
pengalinan  status rumah Negara Golongan I
menjadi rumah Negeara Golongan I11.

(2) Kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang
dyual kepada pejabat Negara.

(d) Aset Tetap lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh
Kementerian Keuangan berdasarkan pertimbangan yang
diberikan oleh POLTEKPEL Surabaya dan Instansi Teknis
terkait, yaitu:

(1} Berupa tanan dan/atau bangunan yang akan
digunakan untuk kepentingan wmum.

(2) DBerupa tanah yang merupakan tanah kavling yang
menurut perericanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai
Megeri, sebagaimana tercantum dalam dokumen
penganggarannya.

(e} Tindak lanjut perjualan Aset Tetap vang tidak laku dijual
secara lelang:

(1) Dilakukan  pemindahtangaran  dalam  bentul
lairnya.

(2) Dalam hal tdak dapat dipindahtangankan dalam
bentuk lain, Aset Tetap dimaksud dimusnahkan.

(3} Pemusnahan dilakukan setelah mendapat
persetuinan dari Kementerian Keuangan.

3) Pergyaratan untuk dapat dilalkukannysa penjualan Aset Tetap
selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

{a) Memenuhi persyaratan teknis:

(1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena
rusak, dan tdak ekonormis apabila diperbaiki.

(2) Becara teknis barang tidal: dapat digunakan lagi
akibat rnodernisasi.

(3) Barang mengelami perubahan dalam spesifikas:
karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-
lair. sejenisnyz;  atau berkurangnya barang dalam
timbangan /ukuran disebabkan penggunaan/susut

dalam penyimpanan,/ penganglkutan.
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(b) Memenuhi persyaratan ekonomis:

{1} Becara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara
apabila barang dijual, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar daripada manfast
vang diperoleh.

(2) Pernjualan Aset Tetap berupa kendaraan bermotor
dinas operasional diatur dengan ketentuan sebagai
Lerikut:

(2.1} Kendaraan bermotor dinas operasional
hanya dapat dijual apabila:

(2.:1.1} Tidak akan mengganggil

penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian /Lembaga yang

bersangkutan.

(2.1.2) Telah berusia paling sedikit 19

(sepuluh) tahun.

(2.1.2.1) Terhitung mulai tanggal, bulan,
tahun pembuatannya, nntuk
perolchan cdalam kondisi baru.

{2.1.2.2) Terhitung mulai tanggal, bulan,
tahun pembuatannya, uniuk
perolehan sclain tersebut  pada
butir (2.1.25.

12.7)  Penjualan kendarzan bermotor selain
rersebut butir (2.1.2). Dapat dilakukan

apabila kendaraan bermotor tersebut:

(2.2.1) Hilang;
(2.2.2) Rusak berat akibat kecelakaan

atau force majeure dengan kondisi
paling tinggi 30 % (tiga pulubj
persen berdasarkan keterangan
instansi yang berkompeten.
Persyaratan untulk dapat dilakukan penjualan Aset Tetep
berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:
1} Lokasi tenah dan/atau bangunen menjadi tidak sesuai

dengan RUTR disebabkan perubahan tata ruang kota.
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2} Lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan, tidak
memungkinkan  uniuk  digunakan dalam  rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi. atau

3) Tanah dan/atau bangunan vyang menurut awal
perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi
pembangunan perumahan Pegawsai Negeri.

Penjualan Aset Tetap berupa tanah kaviing yang menurut awal

perencanzarn pengacaannya digunakan untuk pembangunan

perumahan Pegawai Negeri dilakukan dengen ketentuan
sebagai berilcut:

1)  Pengajuan usul penjualan disertai dengan dokurmen
penganggaran yvang menyatakan bahwa tanah tersebut
akan digunakan untuk pembangunan perumahsan
Pegawai Negeri.

2) Penjualan dan pengalihan kepemilikan dilaksanakan
langsung kepada masing-masing Pegawai Negeri.

Subjek Pelaksana Penjualan:

1} EKementerian Keuangan untuk tanah dan/atau bangunan.

2}  Penggura Barang sctelah  mendapat persetujuan
Pengeloia Barang untuk:

{a) Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran
untuk bangunan pengganti sudah disediakan
dalam dokumen pengganggaran;

(b}  Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.

8

Menteri Pekerjean Umum dan Perumahan Rakyat untuk
penjualan tenah dan/stsu bangunan yang merupakan
kategor: rumah Negara Golongan II1.
b) Tukar Menukar:
Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Tetap yang
dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daeran,
atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan
menerima  penggantian  dalam  bentuk barang sekurang-
kurangnva dengan nilai seimbang. Pertimbangan/Alasan Tukar
Menukar Aset Tetap dilakukan dalam rangka:
1) Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraen

pemerintahan.
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2)  Optimalisasi penggunaan Aset Tetap.
3) Tidak tersedia dana dalam APBN.
Objek Tukar-menukar Aset Tetap:

1)  Tanah dan/atau Bangunan.

(a) vyang berada pada Kementerian Keuangan;

(b) vang status penggunaanya ada pada POLTEKPEL
Surabava.

2) Selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak-pihak vang dapat melaksanakan tukar-menukar

adalah:

1) Kementerian Keuangan, untuk: tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Kemesnterian Keuangan.

2)  POLTEKFEL Surabaya dengan persetujuan Kementerian

Keuangan, untuk:

(a) Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang
berada pada POLTEKPEL Surabaya, akan tetapi tidak
sesual dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

(b} Aset Tetap selain tanah dan/atau bangunan.

Mitra tukar-menukar adalah:

—_

Pemerintah Daerah,

)
2) Badan Usaha Milik Negara.
3} Badan Usaha Milik Daerah.
4)  Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya.
5) Swasta, baik yang berbeantuk Badan Hukum maupun
Perorangan.
c) Hibah:

Hibah adalah pengalihan keperailizan Aset Tetap dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerinteh Daerah, atau kepada pihak lain,
dan/atau sebaliknya tanpa memperoleh penggantian.
Pertimbangan Hibah Aset tTtap dilakukan untuk:

1) Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan.
2) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pihak vang dapat melaksanakan Hibah Aset Tetap adalah:

1) Kementerian  Keuangan, untuk tanah dan/atau

bangunan;
2) POLTEKPEL Surabaya, dengan persetujuan Kementerian

Keuangan, untuk:
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{a) Terah dan/atau bangunan vang dari awal
pengadaannyva, direncanakan untuk dihibahkan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Penganggaran;

(b) Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari dana
Delkonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

{c) Sebagian tanah yang berada pada POLTEKPEL
Surabaya.

Pihak yang dapat menerima Hibah adalah:

1) Lembaga Sosial, Lembaga KXeagamaan, dan Organisasi
Kemanusiaan, vang mendapatkan pemyataan tertulis dari
instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang
bersangkutan adalah sebagai iembaga termaksud.

2) Pemerintah Daerah.

6. Penghapusan
Penghapusan merupakan suatu tindakan menghapus Aset Tetap
dari daftar Aset Tetan dengan menerbitkan Surat Keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan POLTEKPEL
Surabaya dan/atau Kuaasa POLTEKPEL Surabaya dan/atau
Eementerian Keuangan dari tanggung iawab adrministrasi dan
fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan ini dilaltukan dalam hal Aset Tetap sudah tidak

berada dalam penguasaan POLTEKPEL Surabaya karena salah
satu hal:

2

Penyerahan Aset Tetap kepada Kementerian Keuangan;

(s}

)
) Pengalihgunaan Aset Tetap kepada Entitas lain;
)

9]

Pemindahtanganan Aset Tetap kepada pihak lain;

]

)  Putusan Pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau
menjalanksn ketentuan peraturan perundang-undangan.

g]  Pemusnahan.

fi  Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan

wajar meniadi penyebab penghapusan, antara lain hilang,

kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena
bencana alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidak
produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena

dampak dari terjadinya force majeure.
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Persyaratan pesghapusan Aset Tetap selain tanah dan/atau

hangunan harus memenuhi :

a) Persyaratan teknis yaitu secara fisik barang tidak dapat
digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila
diperbaiki, secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi
akibat modernisasi, barang telah melampaui batas waktu
kegunaannyva,/ kadaluarsa, barang mengalami perubahan
dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dll
sejenisnya, atau berkurangnya barang daiam
timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam
penyimpanan/pengangkutan.

b) Persyaratan ekonornis, yaitu lebik menguntungkan bagi
Negara apabila barang dihapus, karena hiaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang
diperoleh; atau

¢) Barang  hilang, atau  dalam  kondisi  kekurangan
perbendaharaan atau kerugian.

Penghapusan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan harus

memenuhi persyaratan yaitu:

a) Aset tetap dalam kondisi rusak berat karena bencana alam,
atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia {force

mayjetire);

b) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana
Umum Tata Ruang (RUTER} karena adanya perubahan
tata ruang kota;

¢} Sudah tidak mernenuhi kebutuhan organisasi karena
perkembangan tugas, penyatuan lokasi barang dengan
barang lain milik Negara dalem rangka efisiensi.

Fhusus untuk kendaraan berraotor dinas operasional hanya

dapat dihapuskan apabila telah berusia paling sedikit 10

(sepuluh) tahun, dengan ketentuan untulk kendaraan dengan

perolehan dalam kondisi baru, terhitung mulai tanggal, bulan,

tahun perolehannys, dan untuk kendaraan untuk perolehan
dalam kondisi tidak baru terhitung mulal tanggal, bulan, tahun
pembuatannya. Penghapusan  kendaraan  bermotor dinas
dimaksud sebagaimana iercatat sebagai Aset Tetap dan tidak

akan mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi
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Kementerian/Lembaga  yang  bersangkutan. Penghapusan
kendaraan bermotor selain tersebut di atas, dapat dilakukan
apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak berat
akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi
30% (tiga puluh} persen berdasarkan keterangan instansi yang
kompeten.

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

a} Dibakar;

b} Dihancurkan;

c} Ditimbun;

d) Ditenggelamkan dalam laut; atau

e) Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

v

Cleh Pengguna
Baranyg / Kuass
Panggune Barang

R

Oleh Pengelofa
Barang

b4

Gambar 3.6 Bagan Alur Penghapusan Atas Aset Tetap

Pengawasan dan Pengendalian Aset Tetap

Pengguna/Kuasa POLTEKPEL Surabaya bertugas melakukan
pemantauan dan penertiban terhadap Aset Tetap yang dikuasainya.
Kemudian dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
Selanjutnya menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kementerian Keuangan berwenang melakukan
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan pengelolaan dalam
rangka penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk
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melakukan audit., Lalu hasil audit yang dimaksud disampaikan kepada
Pengelola Anggaran untuk ditindalklanjuti sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kondisi Aset Tetap
Kondisi Aset Tetep dapat dikategorikan dalam 3 {tiga) kategori yaitu

baile, masak ringan, dan rusak berat.

Tabel berikut ini menyajikan indikasi yang menentukan 3 {tiga) kondisi

Aset Tetap sebagai berikut;

 Peralatan dan Mesin Baik (B} - Apabila kondisi barang
tersebut masih dalam
- keadaan utuh dan berfungsi

- dengan baik.

Rusak Apabila kondisi barang
Ringan tersebut masih dalam
(RR) keadaan utuh tetapi kurang

berfungsi dengan baik. Untuk
berfungsi dengan baik
memerlukan perbaikan ringan
dan tidal memerlukan
penggantian bagian

utama/komponen pokok.

Rusak  Apabila kondisi barang
Berat (RB) " tersebut tidak utuh dan tidak

berfungsi lagi atau
memerlukan perbaikan
besar/penggantian bagian
utama/komponen pokok,

schingga  tidak  ekonomis
| untuk diadakan

perbaikan/rehabilitasi.

“www.regulasip.com




[194]

Tanah Baik (B) - Apabila kondisi tanah

tersebut siap dipergunakan

- dan/atau dimanfaatkan
 sesuai dengan
peruntukannya.
Rusalk - Apabila kondisi tanah
Ringan tersebut  karena  sesuatu
(RR) sebab tidak dapat
dipergunakan dan/atau

- dimanfaatkan dan  masih
- memerlukan
pengolahan/perlakuan
(misalnya pengeringan,
pengurugan, perataan dan
. pemadatan}) untuk  dapat
' dipergunskan sesuai dengan

- peruntukannya.

Rusek Apabila kondisi tanah
Berat (RB) tersebut tidak dapat lagi
dipergunakan dan/atau
- dimanfaatkan sesual dengan
peruntukannya karena
- adanya bencana alam, erosi

- dan sebagainya.

Jalan dan Baik (B) - Apabila kondisi fisik barang
Jembatan  tersebut dalam keadaan utuh

" dan berfungsi dengan baik.

Rusak -~ Apabila kondisi fisik barang
Ringan - tersebut dalam keadaan utuh
(R} ' pamun memerlukan

- perbaikan ringan untuk dapat
. dipergunakan sesuai dengan

fungsinya.

Rusak ‘ Apabila kandisi fisik barang
Berat (RB) tersebut dalam keadaan tidak

utuh/ddak berfungsi dengan
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Tanah Baik (B)  Apabila kondisi tanah

- tersebut siap dipergunakan

' dan/atau dimanfaatkan
. sesual dengan
peruntukannya.
Rusak . Apebiia kondisi tanah
Ringan tersebut  karena = sesuatu
(RR) sebab tidak dapat
dipergunakan dan/atau

dimanfastkan dan  masih
memerlukan
pengolahan/perlakuan
{misalnya pengeringan,
pengurugan, perataan dan
pemadatan) untuk dapat
dipergunakan sesuai dengan

. peruntukannya.

Rusalk | Apabila kondisi tanah
Berat (RB) | tersebut tidak dapat lagi
dipergunakan dan/atau
dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya karena
adanya bencana alam, erosi

- dan sebagainya.

Jalan dan Baik (B) | Apabila kondisi fisik barang
Jembatan tersebut dalam keadaan utuh

' dan berfungsi dengan baik.

Russlk | Apabila kondisi fisik barang
Ringan | tersebut dalam keadaan utuh
(R&) . npamun memerlukan

perbaikan ringan untuk dapat
. dipergunakan sesuai dengan

fungsinya.

Rusek ' Apabila kondisi fisik barang
Berat (RB) | tersebut dalam keadaan tidak

utuh/tidak berfungsi dengan
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baik dan memerlukan
perbaikan dengan biaya

besar.

Bangunan Baik (B} Apabila bangunan tersebut
utuh dan tidak memerlukan
perbaikan yang berarti

kecuali pemeliharaan rutin.

Rusak Apabila bangunan tersebut
Ringan masih utuh, memerlukan
(RR) pemeliharaan rutin dan

perbaikan ringan pada

komponen-komponen bukan

konstruksi utama.

Rusak Apabila bangunan tersebut
Berat (RB} | tidak utuh dan tidak dapat
dipergunakan lagi.

Tabel 3.3 Kondisi aset tetap

K. Format Laporan Aset Tetap

1. HARGA
PEROLEHAN
MUTASI
SALDO
SALDO AWAL REKLASIFIK
TAMBAH KURANG AKHIR
URAIAN ASI
KU
KUA
KUAN NILA | KUAN | NILA | KUAN | NILA | AN | NIL
NILAI | NTIT
TITAS AS 1 TITAS 1 TITAS 1 TIT | Al
AS

Tanah

Peralatan

dan Mesin

Gedung dan
Bangunan
Jalan,

Irigasi dan

Jaringan
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TOTAL

Tabel 3.4 Format Laporan Harga Perolehan Aset Tetap

2. AKUMULASI

PENYUSUTAN
MUTASI
SALDO SALDO
REKLASIFIK
AWAL TAMBAH KURANG AKHIR
ASI
KU
KUA
NILA | KUAN KUAN | NILA | KUAN | NILA | AN | NILA
URAIAN | NTIT NILAI
AS I TITAS TITAS I TITAS 1 TIT I
AS
Tanah
Peralatan
dan Mesin
Gedung
dan
Bangunan
Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Aset Tetap
Lainnya
TOTAL

Tabel 3.5 Format Laporan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

3. NILAI BUKU

MUTAS!

SALDO

URAIA SALDO AWAL REKLASIFIKA
TAMBAH KURANG AKHIR

N 81

KUA KUA | N

KUANTI NILA | KUANTI | NILA | KUANTI | NILA
NILAI | NTIT NTIT | IL

TAS I TAS I TAS I
AS AS | Al

Tanah
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Tabel 3.6 Format Laporan Nilai Buku Aset Tetap
“araturan tentang Aset Tetap Tahun 2014

PMK MNMomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas PMK Nornor
1/PMEK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Permerintah Pusat.

PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pernghapusan BMN.
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BAB IV
SISTEM AKUNTANSI BIAYA

DEFINISI

Sistem  akuntansi biaya adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkompuierisast mulai dari proses pencatatan,
peniggolongan, peringkasan dan penyajian penghitungan wunit cost
dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian,
perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang
bersilat rutin strategis.

TUJUAN SISTEM AKUNTANSI BIAYA

Uniuk menentukan harga pokek, sistern akuntansi biaya
menyajikan biaya yang teleh terjadi pada masa yang lalu. Untuk
pengendalian biaya sistem akuntansi biayva menyajikan informasi
biava vyang diperkirakan akan cterjadi dengan biaya yang
sesungguhnya ferjadi, kermudian menyajikan analisis terhadap
penyimpangannya. Untuk pengambilan keputusan khusus sistem
akuntansi biaya, menyajikan blaya yang relevan dengan keputusan
vang akan diambil, dan biaya vang relevan dengan pengambilan
keputusan khusus ini selalu berhubungan dengen biaya masa yang
akan datang.

BIAYA GABUNGAN (JOINT COST)

Mengingat beberapa jenis biaya belum dapat diklasifikasikan secara
tepat antara biaya pelayvenan langsung dengan biaya umum, dan
administrasi, maka pembebanannya dilakukan berdasarkan
prosentase dengarn perhitungan untuk biaya langsung pelayanan,
dan untuk biaya umum dan administrasi, sesbagaimana dapat dilihat

pacda table 4.1 berikut ini :

Jenis Biaya Biaya Biaya Umum
Langsung &
Pelayvanan Administrasi

BIAYA PEGAWAL

a. | Gaji
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b. | Insentif/Remunerasi

DAYA DAN JASA:

a. | Listrik 70% 30%

b. | Telepon/Faksimili 20% 80%

c. | Air &0% 20%

PENYUSUTAN ASET

TETAP:

a. | Gedung dan Bangunan 70% 30%

b. | Peralatan dan Mesin 90% 10%

c. | Jalan, Irigasi dan 30% 50%
Jaringan

d. | Aset Tetap Lainnya 60% 40%

AMORTISAS!:

a. | Aset Tak Berwujud 70% 30%

Tabel 4.1 Pembagian Biaya Yang Dapat Diklasifikasi

PENGGOLONGAN BIAYA
Penggolongan biaya di POLTEKPEL Surabaya dikelompokkan

menjadi 2 {dua) golongan:

1.

b

Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-
satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai, jika
sesuatu yvang dibiayai itu tidak ada, maka biaya langsung ini
tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya langsung akan
mudah didentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai
misalnya: biaya bahan diklat, honor pengajar diklat, biaya
konsumsi peserta diklat dan lain sebagainya.

Biaya tidak langsung adalah biaya vang terjadi yang
disebabkan tidak hanya cleh sesuatu vang dibiayai, biaya tidak
langsung dalam hubungannya dengan jasa disebut dengan

biaya jasa tidak langsung, misalnya: pengembangan sumber
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daya rmanusia, program dan kegiatan, promosi, serta
peningkatan layanan POLTEKPEL Surabaya.

Menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan

volume kegiatan, biaya di POLTEKPEL Surabaya dapat digolongkan

menjadi 4 (empat] golongan

1. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan perubahan veolume kegiatan.

2. Biaya semi variabel adalah biava yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel.

3. Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentil dan berubah dengen jurnlah yang konstan
pada volume kegiatan tertentu.

4. Biaya tetap adalah hiaya yang jumlah totalnyva tetap dalam
kisaran volume kegiatan tertentu,

Meaurut jangke waktu manfaatnya di POLTEKPEL Surabaya biaya

digolongkan menjadi 2 (dua) golongan :

1.  Pengeluaran meodal f(ecapital expeditures] adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
Pengeluaran modal int pada saat terjadinya dibebankan sebagai
harga pokok aset tetap dan dibebankan pada tahun-tahun yang
menikmati adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1
(satu) periode aluntansi dengan cara didepresiasi, amortisasi

atau dideplesi.

b

Pengeluaran opendapatan (revenue expeditures) adalah biaya
yang hanya mempunvai maniaat dalam periode akuntansi
terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya biaya ini
dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengsn

pendapatan vang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut.

=, STRUKTUR BIAYA POLTEKFPEL SURABAYA
1.  Asumsi Perhitungan Eiaya:
Berdasarkan tarif layanan yang diterapkan oleh POLTEKPEL
Surabaya, maka lkomponen biaya yang dibutuhkan untuk
dapat mengikuti pendidikan can pelatthan juga terdiri dari = 2
(dua) yaitu biaya pencrimaan peserta diklat bagi calon peserta

diklat, dan biaya untuk mengikuti diklat atau biaya
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pembelajaran, vaitu  biayva yang dikeluarkan mulai dari
pembukaan diklat, proses belajar mengajar, ujian tertulis dan
praktek, sertifikasi can wisuda khususnya bagi diklat
pembentukan.

Pada dasarnya, biaya penyelenggaraan diklat sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a} Kapasitas kelas;

b} Jumlah peserta diklat {per periode dan per program);

c) Tingkat inflasi; dan

d} Biaya operasional kantor.

Secara garis besar, biaya penyelenggaraan diklat di POLTEKFPEL

Surabaya adalah seluruh bilaya yang dikeluarkan dalam

menyelenggarakan seluruh program diklat, antara lain :

a} Biaya pengadaan bahan proses belajar mengajar;

b} Biaya tenaga kependidikan;

c) Biaya sertifikasi kepelautan yang dilakukan oleh lembaga
pendidikan;

d} Biaya pemeliharaan dan perawatan sarsna dan prasarana;

e) Biaya operasional kantor (gaji, ATK, daya jasa, internet);

f) Biaya pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan
pelaporan.

g} Biaya peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang
pendidikan.

Struktur Biaya Cperasi:

a. Biaya Seleksi Penerimaan Peserta Diklat :
1)  Caleon Peserta Diklat Pembentukan ¢

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

(1) Biaya Pendaftaran;

(2) Biaya Tes Keschatan;

(3) Riaya Psikotes;

(4] Biaya Ronsumsi Peserta Diklat.

b} Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):
(1) Biaya bahan administrasi;
(2} Biaya rapat panitia pendaftaran;

(3) Honor panitia panitia pendaftaran.
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2)  Calon Peserta Diklat Peningkatar:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

(1)
(2)
(3)

Piaya Pendaftaran;
Riaya Seleksi Pendaftaran Diklat;

Biaya Formulir Kesehatan.

b} Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):

(1)
(2)
(3)

Biaya bahan administrasi,
Biaya rapat panitia pendaftaran;

Biaya honor panitia pendaftaran.

Biaya Pernbelajaran Program Diklat:

1)  Program Diklat Pembentukan:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

1
2

[y

AN

)
)
)
)
)

i

-

(
(
{
{
{
(6)
(7)
(8)
(%)
(1
(1

(12
l
(
(
(

)
1

12

13
14
15

Biaya Perlengkapan Taruna;

Biaya Inaugurasi;

Rizaya Pas Photo;

Riaya Buku Wajib;

Hiaya Binat;

Biaya Tes TOEFLE;

Biaya Sertifikasi DKP;

Biaya Buku DKP;

Biaya Valksin Hepatitis A dan B;

Biaya Kegiatan Pengabdian Masyarakat;
Biaya Konsumsi den Transportasi
Bkstrakurilkuler;

Biaya Permakanan;

Biaya Pemeriksaan Kesehatan Berkala;

Biaya Bound Voyage;

Biaya Mabintal;

16} Riaya Wisuda.

b} Biaya Tidak Langsung:

(1)

(<)

&)

Biaya Pengembangan SDM, Program dan
Kegiatan;
Biaya Promosi;

Biaya Peningkatan Layanan.

2) Program Diklet Peningkatan:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):
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(1) Riaya Honorarium Mengajar (Teori &

Praktek);
(2} Biaya Pakalan Seragam & Seragam POD,;
(3} Biaya Pas Photo dan Tanda Pengenal;
(4) Biaya Bahan Praktek;
(5) Biaya SPPK;
(6) Biaya Honor Koreksi Ujian (Teori & Praktek],
(7 Biaya ATK Ujian;
(8) Biaya Asuransi;
(9) Eiaya Penggunaan Auditorium;
(10} Biaya Pekan Orientasi Disiplin (POD);
(11} Biaya Outdoor Mancgement Training;
(12} Biaya Seminar.

b) Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):

(1} Biaya Honor Pembuat Naskah Ujian;
(2) Riaya Honor Pengawas Ujian Umum,;
(3} Biaya Honor Pengawas Ujian;

(4} Honor Pembantu Pengawas;

(5) Riaya Pelaporan Diklat;

(6) Biaya ATK Sekretariat.

¢} Biaye Tidak Langsung:
(1) Riaya Pengembangan SIDDM, Program dan
Kegiatan;
(2) Biaya Promosi;
(3) Riaya Peningkatan Layanan;
{4) Biaya Penggunaan Ruangan.
3)  Program Diklat Ketrampilan Khusus Pelaut:
a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):
(1} Biaya Honorarium Mengajar (Teori &
Praktek);
(2) Biaya Honorarium Pembantu Praktek;
(3) Biaya Honorarium Pemeriksa Post Test,
(4) Biaya Pendaftaran dan Seleks;l
(5) Biaya Bahan Praktek;
(6) Riaya Permakanan;
(7} Biaya ATK Sertifikasi;
{

8) PRiaya Asuransi Peserta Diklat.
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b}  Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):

(1)
(2)

(5)
(6)
(7)

Biaya Penggunaan Ruang Kelas;

RBiaya Penggunaan Laboratorium &
simulator;

Biaya Penggunaan Speed Boat;

Biaya Penggunaan LCD Prajector
(Multimediaj;

Biaya ATK Sekretariat;

Biaya Diklat DKP;

Biaya Honorarium Penvelenggara Diklat.

c¢) Biaya Tidak Langsung:

(1)

b

(
(
(

)
)
)

W

N

Biaya Pengembangan SDM, Program dan
Kegiatan,

Biaya Promosi;

Biaya Peningkatan Layanan;

Biaya Penggunaan Fasilitas.

4)  Program Diklat Pemutalkhiran:

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

Honorarium

Praktek);

Biaya Mengajar (Teori &
Riaya Honorarium Pembantu Praktek;

Biaya Pendaftaran dan Seleksi;

Biaya SPPE;

Biaya Permakanan;

Biaya Asuransi Peserta Diklat.

b} Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost}:

(1)
(2)

Biaya ATK Sekretariat;

Biaya Pelaporan Diklat Pemutakhiran.

¢) Biaya Tidak Langsung:

(1)

@)
5)
)

Biaya Pengembangan SDM, Programn dan
Kegiatan;

Biaya Promosi;

Biaya Peningkatan Layanan;

Biaya Penggunaan Fasilitas.

5} Ujian Keahlian Pelaut (UKP:)

a) Biaya Langsung Tidak Tetap (Variable Cost):

(L

Biaya Pendaftaran;
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{2) Biaya Persiapan Pelaksanaan Ujian;

{3) Biaya Proses Korekei/ Penilaian Hasil Ujian.

b} Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost):

(1) Biaya Honorarium Sidang Korektor;
(2) Biaya Honorarium Sidang DPKP;

(3) Biaya Honorarium Sidang PUKP;

{4} Biaya Dinas Supervisi DPKP;

(5) Biaya Penyusunan Laporan;

(6) Biaya Sertifikasi.
c) Biaya Tidak Langsung:
Biaya Peningkatan Lavanan.
3. Formulasi Perhitungan Biayan
a. Kegiatan Penyeclenggaraan Diklat:
1) Biaya Langsung:
Biaya Langsung (Direct Cost} terdiri atas biaya variabel
(Variable Costy dan biaya tetap (Fixed Cost).
Biaya Langsung Variabel adalah biaya yang
dikeluarkan hersifat tidak tetap dan muncul akibat
kegiatan penyelenggaraan diklat.
Biaya Langsung Tetap adalah biaya penyelenggaraan
diklet yang dikeluarkan bersifat tetap untuk setiap
periode raasing-masing program diklat:
a) Biaya Langsung Varnabe! (Variable Cost):
(1) Biaya Langsung Variabel Seleksi Penerimaan
Peserta Diklat:
Adalak biaya yang dikeluarkan untuk
seluruh  kegilatan  yang secara langsung
untuk calen peserta diklat yang digunakan
pada saat seleksi penerimaan calon peserta
diklat antara lain penyediaan bahan bagi
peserta dan  honcrarium seleksi peseria
diklat.
{2} Biaya Langsung Variabel Pembelajaran
Adalah biaya yang dikeluarkan untuk
seluruh  kegiatan  vang secara langsung
untuk peserta diklet yang digunakan dalam

proses pembelajaran antara lain biaya
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seragam dan atribut lengkap, handbag,
bahan prakiek, paket alat tulis peserta
diklat, pas foto, STTPK, MOD, honocrarium
Mengajar, Binaw, Biaya ujian, biaya wisuda

Dl

Formulasi Biaya Langsung Variabel-] ;

Volume per kormponen biaya per peserta x harga per unit

Formulast Bigya Langsung Variabel-l ;

Volume per kompenen biaya « harga per unit

Keterangan:

Formulasi Biaya .Langsung Variabzl-II  digunakan untuk

honorarium mengajar:

1}  Biaya Langsung Tetap (Fixed Cost;:

a) Biaya Langsung Tetap Seleksi Penerimaan :

Adalah biaya vyang dikeluarkan untuk selurub
kegiatan vang secara langsung untuk calon peserta
diklaet yang digunakan pada saat seleksi penerimaan
calon peserta diklat antera lain penyediaan bahan

administrasi dan honorarium panitia pendaftaran.

Formuiasi Biaya Lengsung Tetap Pembukaan Diklat :

Biaya Seleksi per kempenen : jumlzhb peserta per kelas

Catatan:

Jumnlah peserta diklat dapat dilihat pada daftar
rincian tarif.

b) Biaya Langsung Tetap Pembelajaran:

Adalah biayva vyang dikeluarkan untuk proses
pembelajaran pada setiap periode tertentu masing-
masing prograrn diklat antera lain biaya bahan alat
pencidikan, bahan administrasi, honocrariam
pernvelenggara diklat, penggunaan [asilitas, biaya

sidang kelulusan, dlh
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Biava langsung tetao untuk ujian adalah biaya yang
dikeluarkan untuk wjian pada setiap periode tertentu
masing-masing program diklat antara lain biaya
bahan dan alat tulis ujian, vakasi ujian tertulis,
vakasgi Ujian fungsi.
¢} Biaya Ticak Langsung:

Biaya tidak langsung adalah biaya yvang dikeluarkan
untuk pengembangan sumber daya manusia, program
diklet dan kegiatan-kegiatan, promosi, peningkatan

layanan serta kegiatan pengabdian masyarakat.

Formulasi Biaya Tidak Langsung Per unit

Total Biaya Tidak Langsung per Tahun : jumlah peserta
per tahun

2)  Biaya Diklat Per Unit:
Biaya Diklat per Unit adalah besaran biaya yang harus

dikeluarkan oleh peserta diklat yang rnulai dari biaya

seleks: diklat sarapai dengan penutupan diklat.

Formalasi Biaya Diklat Per Unit

(Biaya Variabel : Unit } + ((Biaya Langsuag Tetap + Biaya Tidak Langsung) : Jumlah
Peserta Dikiat)

4. Penyelenggaraan Pelavanan Kesehatan:
a. Biaya Langsung {Direct Cost):
Biaya Langsung adalah biaya yang dikeluarkan langsung
akibat penyelenggeraan pelavanan kesehatan:
i Biaya Langsung Poli Umnum:

Adalah  bisva vang dikeluarkan untuk seluruh
kegiatan yang secara langsung oleh pasien untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di poli umum,
meliputi:
a) Jasa perneriksaan/ konsuliasi dokter umum,;
b} Jasa tindakan medis;
6) Bahan medis dan obat.

2}  Biaya Langsung Poli Gawat Darurat:
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Adalah Dbisyva vang dikeluerkan untuk seluruh

kegiatan vang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayanan keschatan di Poli Gawat

Darurat, meliputi;

(1} Jasa pemeriksaan dokter umurn;

(2] Jasa tindakan medis;

(3} Bahan medis dan obat.

Biaya Langsung Poli Gigi:

Adalah bisya vang dikeluarkan untuk selurub

kegiatan yang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan di Poli Gigi,

melipuli;

(1) Jasa permeriksaan/ konsultasi dokter gigl
umurm;

(2) Jasa tindakan medis;

(3}  Bahan medis dan obat.

Biaya Langsung Poli Mata:

Adalah biaya vyang dikeluarkan untuk selaruh

kegiatan vyang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan di Poli Mata,

meliputi:

(1] Jasa permeriksaan/ konsultasi dokter spesialis
mata;

(2) Jasa tindakan medis;

(3) Bahan medis dan obat.

Biaya Langsung Poli THT:

Adaiah biaya vang dikeluarkan untuk seluruh

kegiatan yang secara langsung oleh pasien untuk

mendapatkan pelayvanan kesehatan di Poli THT,

meliputi:

(1] Jasa pereriksaan/ konsultasi dokter spesialis
THT,

(2) Jasa tindakan medis;

(3] Biaya bahan medis dan obat.
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Forrmulasi SBiaya Langsung:

Jenis layanan kesehatan x jumlah pasien

Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost):

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi secara
tidak langsung dalam hubungannya dengan
penyelenggaraan pelayanan kesshatan, meliputi: biaya

pendaftaran.

Formulasi Bisya Tidak Langsung:

Biaya Tidak Langsung pertahun : iumiah pasien per
tahun

Tarif Layanan Diklat;

a.

Sistem Pentarifar:
Tarif layanan diklat dan Kesehatan vang diselenggarakan
POLTEKPEL Surabaya yang akan dibebankan kepada
calon peserta diklat dihitung berdasarkan:
1) Biava Pelayanan (Cost of Service Pricing):
Penentuan tarif lavanan berdasarkan pada biaya
operasi penyelenggaraan diklat yang dikeluarkan
dalam rangks menunjang kelangsungan operasional
POLTEKPEL Surabaya.
Tarif vang ditetapkan berdssarkan biaya pelayanan
adalah tarif kewajaran.
Sedangkan biaya operasi yang dijadikan dasar
penentuan  tarif layanan adalah Biaya Langsung
terdiri dari bieya variabel dan tetap.
Namun Biaye Tidak Langsung dalam tahap awal
POLTEKPEL Surabsya sebagai Lembaga Badan
Layanan Umum, beham kepada peserta diklat. Biaya
Talk Langsung secara. bertahap akan dibebankan

kepada peserta diklat seiring dengan kenaikan tarif.

B

Nilai Pelayanan (Value of Service Pricing):
Perientuan terif berdasarkan nilai pelayanan yang

disediakan untulk peserta diklat, sehingga besaran
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tarif sangat dipengaruh: oleh faktor-faktor yang terkait
langsung dengan penyelenggaraan diklat antara lain
kurikulum dan jam pelajaran masing-masing
program diklat yang pada akhirnya akan berpengaruh
kepada besaran biaya-biaya antara lain biaya honor
tenaga pengajar, biaya vakasi, biaya bahan praktek
dan penggunaan laboratorium dan simulator.

Asumsi Tanf:

Faktor-faktor yang mempengaruh: penetapan tarif layanan

diklat di POLTEKPEL Surabaya antara lain:

1) Biaya Operasi:
Penetapan tarif layanan diklat sangat dipengaruhi
oleh tinggl rendahnya blayva operasi yang dikeluarkan
POLTEKPEL  Surabaya, c¢alam penyelenggaraan
prograrn diklat baik biaya langsung (biaya variahei
malipun biaya tetap) dan biava tidak langsung.
Biaya Langsung Biaya dibebankan kepada peserta
diklat dalam bentuk taril. Biaya Tidak Langsung
dalam tahap awal POLTEKPEL Surabaya sebagai
Lembaga Badan Layanan Umum, alokas: anggarannya
pada  APBN  (Rupiah Murni). Khusus untuk
remunerasi, alokasi anggaran belanjanya dibebankan

pada peserta diklat (PNEP).

o

Tingkat Produktifitas:

Penctapen tarif layanan diklat sangat dipengaruhi
oleh tingkat produktifitas antara lain “Tingkat
Occupancy”,  vaitu  jumlah peserta per periode
dibandingkan kapasitas. Tingkat Occupancy akean
mempengaruhi tinggl rendafhnya biaya per peseria
klhususnya biaya langsung tetap dan biaya tidak
langsung. Namun POLTEKPEL Surabaya, berasumsi
bahwa Tingkat Occupancy adalah sebesar 100%
(seratus) persen.

Tujuan utama penetapan tarif layanan diklat adalah
supaya dapel menutup biaya pada tingkat break even
point atau dapat menutup biaya langsung variabel

dan biaya langsung tetap. serta sebagian biaya

__www.regulasip.com




tidak langsung.

Usulan tarif layvanan diklat

Berdasarkan perhitungan masing-masing komponen biaya
operasi penyelenggaraan diklat, dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
penetapan tarif layanan diklat antara lain biaya operasi,
fingkat occupancy, maka diperoleh tarif layanan diklat per
peserta vang secara rinci akan diusulkan oleh Direktur
POLTEKPEL Surabaya untuk ditetapkan oleh Menteri
Keuvangan menjadi tarif layanan dan akan ditinjau kembeli
setiap 3 itiga} tahun sekali, dan/ atau setiap POLTEKPEL

surabaya mengusulkan untuk peninjauan usulan tarif.
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BAB V
PENUTUP

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Akuntansi POLTEKPEL
Surabaya ini, disusun dengan pendekatan yang komprehensip serta
berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki intitusi, seluruh
aspek telah dicantumkan dalam sistem akuntansi ini untuk dapat
meningkatkan akuntabilitas keuangan pada POLTEKPEL Surabaya.
Semoga sistem akuntansi POLTEKPEL Surabaya ini dapat bermanfaat dan

membantu kemajuan organisasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 MEI 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesual dengan aslinya

KEEPALA BIRQ HUKUM,
/

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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Lampiran II

Peraturan Menteri Perhubungan

Republik Indonesia
PM. 63 TAHUN 2016
19 Mei 2016

Nomor :

Tanggal :

aplikasi persediaan

(FBrerita Acara
Serah Terima)j,
LRI (l.aporan
Penerimaan

persediaan,
LPE

PELAKSANA MUTUO BEAKT
NG KEGIATAN renvepia | TRURICCT ? KEPALA KA. PANITIA UNTT KET.
BARANG /S PENGADAAN KELENGHKAPAN | WAKTUO OoUTPUT
REKANAN PETUGAS GUDANG URT BARANG TERKAIT
GUPRANG

1 Menverahkan barang SPK, Surat JJalan {1 hari SPK, Surat
persediaan ke Politeknik C/\_J Jalan
Pelayaran Surabayva

2 Menaerima barang SPrK, Surat Jalan |2 hari SPK, Suradt
persediaan dari penyvedia ljj Jalan

3 Memverifikasi barang SPK, BAST 3 hari SPK, BAST
persediaan, apabila . {(Boerita Acara (Berita
sesual maka dibuatkan Tidalk Serah Terima) Acara Serah
laporan penerimaan Terima)
barang (LBP)L, apabila
tidak maka barang
dikembalikan ke pada Y&
penyedia

4 Moncatat dalam Laporan b SPK, BAST 2 hari LIPPE
Penerimaan Barang (L.PI3) (Berita Acara {Laporan
dan menyimpan barang Serah Terima) Penerimaan
dalam gudang Barang)

5 Memasukkan dalam SPK, BAST 2 hari Aplikasi
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PELASANA

MUOTLY BAMIF

533
NO. UEGLATAN PENYEDIA P:st ror | wppara ) PANITIA S KET
BARANG/ P R 2 | PENGaDAAW | 't | KELENGHAPAN | WAKTU OUTPUT
RERANAN EETUGAS GULDRANG R - NG TERKAIT
e GUDANG - -
& [Mengideniikasi permintaan Nota dinas 1 hiast Hasil
persediaain permintaan ATK identifikasi

denganmenggunalkan Formulir
Permintaan

dari unit lain
terkait

permintaan

7 iMemeriksa permintaan E Nota dinas 3 hari -
persediaan dengan { permintaan ATK
ketersediaan dalam gudang L——w———— dari unit lain
{‘ ! : ’ terkait
8 |Apabiia sesuai dengan program s J N SIPFB (Surat 2 hari |SPPB
Irerja dan barang permintaan | 1, l i Perintah
tersedia, maks memesariksa L ! ; Pengaluaran
stok barang permintaan Barang)
digudang dan menyerahkan
pada peiesar Darang d uiii
g pdika d pudang tidak ada barang N Mota dinas 2 hari Nota dinas

vang sesual dengan
permintaan maka mengajukan
pembelian barang pada Panitia
pengadaan sesuai Formulir
Permintaan

permintaan
pongadaan
barang
persediaan

permintaan
pengadaan
barang
persediaan
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PELAKSANA MUTU BAEYU
KO. KEGIATAN wpia | TENBRIMA PANI KET.
?BEZNRTZQDGI[ BARANG / REPALA Ea, ORT PEEEi?eNAgIIfAI’@ URIT EELENCGHAPAN | WAKTU OUTPUT
REKANAN PETUGAS GUDARG BARANG TERKAIT
GUDANG
10 |Melakukan r——l SPK 2 hart  [SPK
pembelian barang \/
sesual dengan TN TN
permintaan
" l
ﬂ_}
|
11 iMenerima hasil o SPK, BAST 2 hari |SPK, BAST
pembelian harang {Berita Acara {Berita Acara
dari Panitia Serab Terima) Serah
Pengadaan vang Terima)/
dilengkapi dengan Formulir
Formulir Tand: tanda terima
Terima
12 {Menyerahkan SPPE {(Surat 2 hari  jKartu Barang

barang persediaan / 4 Perintah
ke unit kerja Pengeluaran
pengguna dengan ' ' Barang)
mencatat pada
Kartu Barang

R

! :

.
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RE
KEGIATAR PENYEDIA amane | wmpaia T D T e D N XET.
RORRSANRT 7 PETUGAS GUDANG iz, URE Prisiaasinnasly TERKAFT SRR AR L AT WA RS RN
REKAWAN GUDANG BARANG ®

Menyimpan di Kartu barang / I minggu (LPB

gudang persediaan Q aplikasi (Laporan

yang belum N ] persediaan Persediaan

terdigtribusi dan _mdé__ J_, \j: Barang)

mencalal pada Kartu Lj’ i

Barang/ aplikasi S

porscdiaan i

Membuat dan LPE {(Laporan 1 minggu iLPB

menyampaikan ¥ k4 Penerimaan {Laporan

Laporan Rekonsiliasi CD Barang), SPPB Persediaan

bulanan semua hasil (Surat Perintah Barang)

dari aktivitas Pengeluaran

pembelian barang Barang)

persediaan

Setiap 6bin sekali A\ Kartu barang / 1 minggu {Berita

dilakukan stock { } aplikasi acara

opname persediaan persediaan Stock
Opnanie
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PELAKSANA MUTU BAKU

HO- HEGIATAR Direktur B 1?;?:; D i K;Z:Sa‘;‘;:i Helengkepan Walktn Qutput Heterangan

1. |Berdasarkan Saldo Dana Suldo Rekrening] 1 hari [Pengumuman  danjlsi pengunuman memuat paling kurang: nama dan
Operasionat dan Dana SK Tim surat undangan alamat TIM vyang akan mengadakan Kontes,
Pengelolaan fas yang, wraian  mengenai  Produk/lasa  yang  akan
nifainya niimat Rp 16 M, dikonteskan, nilai /besaran dana vang zkan
Drircictur membust drempatkan, ketentuain Kontes, pernyataan tidak
pengumuman dan undangan ada pungutan biaya kepada peserta Kontes; dan,
kepada minimal 3 bank termpat, tangeal, hari dan  wakin  unnik
BUMMNE  di  wilayah menvampaikan barang yang akan dikonisskan
kevjanva untuk pencmpatan
dana.

2. |Bank  BUMN/D  vang Surat Baksan 3hari  {Dokwmen kontes  [Pendafiaran dan pengambilan Dokumen Kontes
diundang mendaftar  dan sesuai  dengan  jadwal vang ada dalam
mengambit dokumen kontes, pengumnan dengan kKetentuan bank BUMPN/D

mendaftar  dan  mengambil  langsung  Dokumen
Kontes kepada Kelompok TIM.

3. {Pemberian penjeiasan SP1/Surat { hari {Dafiar hadir Tim menjelaskan selwuh  ketentuan  Kontes

kepada bank BUMN/D yang Penugasan kepada bank BUMN/D di  tempat  dan wakiu

telah  mengambil  dokumen
okh TIM yang ditunjuk oleh
Direktur.

yang ditentukan dalam  pengumuman,
Ketidakhadiran bank BUMN/D  pada  saat
pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar
untuk menolak/menggugurkan peserta. Peinberian
penjelasan  hanya dapat dihadiri oleh bank
BUMN/D yang terdaftar
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WMLTE BaRi

Hash Kontes oleh TIM

N KEGIATAN Benlk Kasubag Hetlerangan
Dircktur TIM Kelengkapan Waktu Cutput
BUMR/D Heuangan E58p *
4, 1Pemasukan proposal oleh proposal kontes 2hart [Dokumen kentes  [Dokumen  Pemawaran  Kontes  terdii  dari
bank BUMN/D . persyaratan administrasi dan proposal teknis
5. |Pembukaan proposal oleh i hari jDaftar hadir Dokumen Penawaran Kontes dan/atau Barang
TiM yang akan dikonteskan dibuka dihadapan
peserta pads walktu dan tempat sesuai ketentuan
7 - . T R . . - N . et L e I N
6. [Pemeriksaan  administrast I hari {Dafiar hadr Bemeriksaan adnvinistrast dilikukan TIM, Peserla
dan  penilbian  proposal vang lulus pemeriksasn administasi akan difanfutkan
weknis vieh TIM dengan  penilalan  proposal  tekais,  KFA
mengalokasikan biaya perjalanan  Tim  untuk
melakukan penilaian kesesuaian proposal toknis
dengan yang akan dikonteskan
7. jPembuatan Berls Acara Pharl Beclta Acara BAHE disusun oleh TIM merupakan kesimpulan

dari  esi Dokuwmnen  Penswaran
Kontes penempatan dana yang akan dikonteskan
bersama dengan Tim dan ditandatangani oleh
pejabat yang ditunjuk, BAHK bersifat rahasia
sampai dengan pengumuman pemenang, Apabila

tidak ada penawaran yang memenuhi syarat,

pemerilsaan

BAHK harus mencanfumkan pernyataan babwa
Kontes dinyataken gapal, dan harus segera
dilakukan Kontes ulang. Apabila peserta vang
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NG. KEGIATAN Bank Kasubag Keterapgan

frelrtur TN Helengk:  nk utpu

Direktu BUMN/D T Renangan gkapan Wakin Sutput
8. |Penetapan pemenang oleh | hari  |Berita Acara TIM  meneiapkan calon  pemenang  yang
TIM menguntungkan bagi negara dalam arti : Proposal

memenuhi syarat administrasi dan teknis vang
ditentukan dalam Bokumen
Kontes, tingkat suku bunga yang ditawarkan adalah

pitad yang lertingg,

90 {Penumuman Pemenang Vhari ISurat kefetapan  [Berdasarkan  Berta  Acara  Hasil  Kontes
olel Direlctur (BAHK) dan surat kenetapan  pemenang,

Direktur - mengumumkan  pemenang  Kontes  dil
website  Poliekpel  Surabaya  dan papani
pengusuaman resmi untuk bapk BUMN/D peserta
kontes, Pemenang diumumkan dan dibsriiahukar
oleh TIM kepada para peseria paling lambat 2

{dua} hart kerja seielah Surat Peneiapan Pemenang,
Keputusan pemenang bersifal final dan tidak dapat

digangeu gugat.
16 iPenyampaian pemenang Zhari [Svrat kepada BankiDireltwr  mengelarkar Sueat Penumjukas
hepada  bank  BUMN/D pemenang kontes  [Pemenang, Sural Penunjpkan Pemenang harus
peserta komtes dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelab]

pengumuman penetapan pemenang dan segera
disampaikan kepada pemenang, Salah satu
tembusan dari  Surat Penunjukan Pemenang
disampaikan paling kurang kepada SPI
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menempatkan  dana  pada
bank BUMN/D pemenang
kontes

dana, cek

Kasubag Keuangan menempatkan dana pada bank
BUMN/D pemenang kontes paling lambat | minggu
sejak surat penunjukan pemenang disampaiakan

HO. KEGIATAN Bank Rasubag Keterangan
Direktur TIM ienglapan Wabkin uipn
€ BUMN/D Revangan | orengkape Bk Cutput
F T 3 [ I :
11. {kasubag keuangan | minggu tBukit pengeluaran|Berdasarkan  Sural  Penunjukan  Pemenang,
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PELAKSANA MUTY BARD
el HEGIATAN PETUGAS nRT
LOHEBRT BANE BENDAFARA |AWUNTANSI HELENGHAPAN WANTU SUTPUT
PENDAFTARAN

1 |Mengeluarkan slip Dokumen 5 menit |Slip Setoran
pendafiaran yvang persyaratan
dibutubian cleh pengguna dilriat;
jusa dan menggunakan Farif layunan
siztem yang suda
disediakan ;

2 |[Penggunz jose melzkulan At - - Skip setoran
pembayaran pada BEank vang telab
vang Grinnjuk divalidasi

3 iBiclakukan verifikasi slip i ‘ Slip scioran yang |5 menit | Cheokiist
setoran darvi pengguns jasa & telah divalidasi Iaasil
vang sadah divaiidasi oleh B verifikasi
Bank

4 IMencaiat di buku kas /Hank i Slip setovan vang |5 menit IRTH

telah divaiidasi {(Register
Transakst
Harian}

S [Membuat catatan Rekeoolng Horgn: 15 menit |Berikut fAcera
pembukuan dan hd A4 Laporan Bank Rekonsitiasi
mombandingkan dokumen Ifsrism Bank
dengan rekening koran dari
bank (membuat -
rekonsiliagi)

& |Membuat laporan Relening Eoran; |10 .23
pertanggungianwaban/ LPJ A Laporan Bank menit
dan disampaikan kepada Harian;
bagian akuntansi antuk Berita Acara
dicovekan dengan laporan Rekonsiliasi Bank
arns kas bulanan
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L (P S ORI
PAEE s sy AV SAIATY LI

PELAKSANA MUTU BARU
PPH/
NO HEGIATAN PENGGUNA | PANITIA/ 5 j HET
BENDAHARSA | BANK HKELENGHAPAW WAKTT SUTPUT
DANA PPSPM /
HPS

1 |Pihak- pihak yang membutuhkan Dokumen 3 Hari SPK; Kontrak;
dana melengkapi dokkumen penagihan Datftar
ponagihan untui diserahizan nominaiif
kepada PPX atau Panitia il - Penerima (P)
Pengadaan, antara lain: dil
- Vendor / Relkanan / Supplier
- Dosen / Pengajar / Instrukrar
- Pegawal / Karyawan

2 IPPK / Panitia Pengadaan melaku Tidak Dokumen 1 Hari Checlklist
menelitian mengenal kelengkapan penagihan
dokumen dan keabsahan data

3 |PPK menerbitkan SPM (Surat Dokumen 1 Hari SPM
Perintah membayar) untuk renagihan; SPM
disampaikan kepada PPSPM

4 IPPSPM melakukan pengujian SPM Tidak Dokumen 1 Hari SPM yang
yang diajukan oleh PPK penagihan; SPM telah

divaliasi
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Dokumen 1 Hari SPM
penagihan; SPM

SPM yang telah diuji oleh PPSPM
disampaikan ke Bendahara

<

penerimaan disertai dengan data ‘5‘7

pendukung lengkap TR

Bendahara melakukan verifikasi data Tidak Dokumen 1 Hari |3PM
SPM dan data dukung \ penagihan; 8PM

Mer ¥ :;lwnpaikan SPM & data duk\i'ng = _’ gw T iDokumen i Han SPM o
kepada KPA A penagihan; SPM
& {KPA menandatangani buku < Dokumen 1 Hari  {Bulkti
pengeluaran dana yang sélanfuinya = & penagihan; Buldd penyerahan
disampaikan kepada bendahara J penyerahan dana dana
Bendahara menerhitan cek kemudian Tidald ramonsems Dokumen 1 Hari Celk
cek tersebut di validasi olek KPA M B penagihan; Bukti
2 i penyerahan dana
2
10 jMengirim cek yang ielah di validasi Yo fe : —T% Dokumen 1 Hari Cek
oleh KPA kepada Bank yvang ditunjuk - penagihan
Melakukarn pembayaran kepada pihak- Dokumen 1 Hari  iCek

pihak yang membuiuhkan dana penagihan

www.regulasip.com



SOF Penarikan Dana Peserta Diklat
a. Mekanisme Penarikan Dana Peserta Diklat yvang Mengundurkan Diri Karena Diklat Gagal Diselenggarakan
PELAKSANA MUTU BAXKU
N HEGIATAY PENYRLENGG | HASIE PESERTA | HELENGHA HET
. Tl BEENIMAE AR TP
ARA DIHLAT PEF8sEL FEARA DIKIAT PAN WARTY oy T
1 {Penyelenggara diklat memibuat p—— Surat Paling lambat 3 |Surat
sural pemberitahuan kepadsa i ?"’mmw"i pemberitah [Hari sebelum remberita-
%m’ . 1
peserta dikial ambhwa b Uar polaksanaan huan
polaksanaan dikiat tidaic Bisa dikklat
dilaksanakan dan ditembuskan ¥
lepada Kasic PU&K sceria o 7
bendehara penerimaan hd
;
i
2 {Peserts diklat menerima ks Surat Paling lambat 3 [Surar
pemberitabuan dari pemberitah [Hari sebelum pemberita-
penivelenggara dikilat mhwa = 333 41 peiaksana-an huan
proses diklat tidak bisa T diklat
diiaksanakarn,
3 IPeserta diklat menunjukan d Slip setoran {Paling lambat 1 [SHn
Slip Setoran Bank kepada Hari setelah slip lsetoran
penyvelenggara diklat, setoran diterima
4 |Bagian Pendaftaran melakukan Slip setoran |Paling lambat 1 |{Slip
validasi Slip setoran yvang “\ T Hari setelah slip {setoran
disampaikan kepada peserta sctoran diterima jyvang telah
diklat divalidasi
S yf
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PESEDTA

He FRGITAR FENTELERCCARE | BABIR. | ppwppunng | Foolth) po o ORAPAN WAKTU cuTPUT |
DERLAT PUGK DIXLAT
5 |Slip setoran yang telah = Slip setoran vang {Paling lambat 2 |SHp setoran
divalidasi akan ‘\{’ telah divalidast hari setelah yang telah
disampaikan kepada ¥ SPC / slip divalidasi
tendahara penerimaan EN setoran
untuk diverifikasi diterima
F
O iBeodahara Penerimaan Slin setoran, Paling lambat [Shpsetoran
melakukan verifikasi Slip v ¥ Surat Ix 24 jam vang telah
setoran ] /ff . pemberitahuan; isetelah slip diverifileasi
\\\\//,/j Dafiar peserta getoran
Yoy dikiat diterima
E
7 (Bendahara Penerimaan E Slip seforan yvang {Paling lambat (Bukti kas
membuat Bukil Kas & felah diverifikasi; il x 24 jam keluar /
Keluar/ Nota retur mmg Surat setelah slip Nota retur
£
- pemberitahuan setoran
diterima
8 iMenyvampaikan bukti kas Buku kas keluar |Palinglambat  [Bukti kas
keluar / Nota Retur / Nota retur 24 jam setelah (keluar /
kepada Kasie . PU&K slip setoran Nota retur
W diterima
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dikklat selesai

B HEGIATAN PENVELERGS PESERTA HET
T e KELENGHAPAN WAKTU SUTPUT
9 IMenyvampaiican relzapitulasi Rekapitulasi nota iPaling lambatiNota retur
Nota Retur kepada retur tgl 25 setiap {vang telah di
Kasie PUSK untui bulannya validasi
dilakukakarn Validasi
10 |Kasie PU&K menyampaikan Nota retar yang Malksimal 2 jNota retur
kembali rekapitulasi Nowa telah di validasi hari sctelahy yvang telah di
Retur Kepads Hendahara # diterima validasi
Fenerimaan ¥
11 {Berdasarkan Relkapitulasi Bukti kas / nota  maks. 1 hart
MR Bendaharg Ponerimaan roetur; sctclah
menarils dana ke rekening Relzapitulasi nita lpenarikan
dana kelolaan untuk retur dana
mengganti kas kecil vang
sudsh dikeluarkan kpd
peseria diklat
12 [Proses pengembalian biava
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T

L
[

[RERINRUEE

DPELAKSANWNA M UTY BAKY
ne HKEGIATAN e A BENDAHARA Pgﬁgiﬁ“ HELENGEAPAN | WARTU | ouspur | o0
1 |Peserta diklat {""‘"‘&, Surat Paling Surat
menyampaikan surat hamm} pemberitahuan; lambat pemberita-
pemberitahuan kepada NA B Slp setoran 3 Hari huan
penyelenggara diklat perihal - sebelum
tidak dapal mengikuti i pelaksana
Biklat sesual dengan jadwal an diklat
yang sudah ditetapkan
1
2 Penyelenggara diklat ; . Surat Paling Surat
mempelajari dan &g pemberitahuan; lambat 1 pemberita-
mengevaluasi surat /V\ Siip sctoran Hari huan
remberitaohuan dari peserta ™, / setelah )
dilelat ¥ daktumen
......... diterinna
3 i{Kasie Penvelenggara diklat Slip setoran Paling Surat
membuat SK rentang daftar lzmbat 3 Eeputusan
poseria yang 3 hari
mengundurkan diri dan g.u_..ifumg Ix: 2 g . setcioh
menyampaikan kepada E._..,@WE‘%PE i i evaluasi
Kasubag TU untuk o
diteruskan kepada
Bendahara Penerimaan
4  Bendahara Penerimaan Slip setoran: Paling Siip
meneruskan kepada Surat keputusan; (lambat setoran;
Bendahara Pengeluaran T Daltar peseria ix 24 jam |Surat
untuk mencocokkan dan //> dilslat setelah SKlkeputusan
menverifikasi slip setoran }\\ & slip
dan surat keputusan ‘j‘, Y setoran
diterima
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NG HEGIATAN FENVELENG | | PESERTA KEET
?gf'g‘ GIRLAT HELBENGHEATAN AT SUTPUT
E;

5 Berdasarkan Bukti Kas Slip setoran; Paling lambat Bukti kas
Keluar/Nota Retur vang r'"E Surat keputusan; 1 %24 jam keluar /
sudah di validasi dan N Bukti kas keluar/ isetelah bukti |Nota retur
disetujui oleh kasubag Tata Nota retur kas keluar/ yang telah
Usaha, hendahara & nota retir divalidasi
pengeluaran membayarkan E’"’""""""’g disetujui
pengembalian lima puluh % A pa
menggunakan dana kas
keeil dan fatau peroindah
bukuan

6 {Bendanara Pengeluaran Slip setoran; Paling lammbat (Rekapitula
Pumlmniu Mermlasat g‘—ﬁ——% Bural kepuiusan, igl 25 seiiap 51 tioia
rekapitulas: setiap bulan s nscsmnc Pukti kas keluar/ bulannya retur
berdasarkan Bukti Kas Nota retur yang
Kelhrar/Nota Retur setiap telal divalidasi
inslan sekal

7 [Menyampailan rekapitulasi Siip seioran; Paling lambai [Rekapitula
Nota Retur kepada Kasie, :‘““t‘f’m“; Surat tpl 25 setiap sl nota
PUSK untuk dilakukakan i 7 H pemberitahuarn; bulannysa retur
Validasi ofs Bukti lkeas keluar/

Em& Nola reiur vang
-w") telah divalidast;
Rekapitulasi nota
retur
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SOP Penatausahaan Piutang

a. Pilutang Berdasarkan Pungutan Pendapatan Jasa Layanan Diklat

M T BAWYY

mernhuttihikan jasa

# S,
L —_
19

JFATSYATATAD

yearng di-

DELAKSANA
NG KEGIATAN PENGGUNA umIr BENDANARA KET
LAYAWAN ARURTANSE HELENGKEAPAN W ARKTU OSUTEUT
JABA 'l"l FPENERIM AAN
DI AT
1 Pihak vang Dokumen sesuai jadwal [Surat

perjanjian

memberikan jasa
layanan diklat dengan
didahului membuat
MOA/ perianiian atau
surat ketetapan

5

B
A
P

persyaratan

di tanda-
tangani atau
sesuai jadwal
yang
disepakati

{(pelanpggan/ peserta 4 sepakati penyvediaan
cilklat atay debitur) janm
melakiikan pendaftaran
aran malakukan
perjanjian penyedisan
jasa dengan Poltekpaet
Surabaya
2 Urfiwtnlvei_:,'ranan dikriat , - Dokumen T hart Surat
meaemverifikast T "}‘\‘L NEeTSYAaTATAN parjarjian
perjanjian penyvediaan <f penyediaan
3 iUnitlsyvanan diklat 2 Bokumen saotelal MOA IMOA S

perjanjian
atau surat
ketetapan
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PELANBANSA MUTU BAKUT
NG KEGIATAN PENGGURA ) URNIT ) BENDAHFARA . . - ) . . EET
JASA LAYARAN PENERINGAAN | SHUNTANS: B LS N GH AT AT WARTETU FUTEOT
DIHLAT
4 |Bendahara penerimaan membuat r"‘i MQCA/ perjanjian maks. 1 hari  |[Nota tagihan
nota tagihan dan invoice A atau surat setelah MOA  ldan invoice
i ketetapan di tanda-
gmmymm% tangai
[ I

& [Pengguna jasa dilklat, pelanggan/ Mota toagihan/ paling lambat |{Nota tagihan/
debitur melakukan pembayaran . kuitansi dan 2424 iam Iruitansi dan
dengan transier ke rekening pada i invoice setelah invoice
bank vang ditumuk atau secara ¥ menerima
tunai kepada bendahara ] tagihan
penerinman sesual nota tagibhan R

S jBendabara Peneriimaan menerima 37 Nota wagihan/ sesual dengan [Tanda terina
uang pembayvaran dari pengguna g““‘“"““g kuitansi dan dolumen dan bulti
jasa dikdat, pelanggan/ debitur e d involice pendukung setoran
sesual nota tagihan kemudian {kuitansi)
menearhitkan tanda terima dan
bulicti setoran (kuitanst)

T {Bendahara penerimaan menyeior o g.._...:’ Tairda terima dan 11 x 24 jam Bukli setoran (Bank
penerimaan ke rekening £ k; bulkti setoran {kuitansi}; vang
bendahara penerimaan sesuail 5 {kuitansi; Nota tagiivan/ [ditunj
dengan Bank vang ditunjuk H Nova tagihan/ kuitansi dan uk

}E: ) kuitansi dan invoice adala
U invoice h
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) N P - _
R :hWGL}a 5‘1“’-.{.‘\!. TRERTIA LT T-T‘i i K“}?{‘_SE‘& TR A RS A z"”&" :
N * “‘:FE; A‘ ® L LAYANAN ;};;ER;“"““‘ ARUNTANSI | EELENGRAPAN | WAKTU CUTPUT -
DIKLAT
Unit layvanan diklat merekan J— Tanda ferima dan  Dmaks, 1 Bahan
kuitansi dan nota tagihan L } bukti setoran hari rekonsiliasi
dalam buku monitoring Y {(kuitansi); seteiah pihatang
piutang dan menyerahkan 1 Nota tagihan/ diterima
kepada Petugas Akuntansi %f kuitansi dan
sebagai bahan rekonsiliasi E E invoice
piutang T
RBerdasarkan kartu p'iutang, Buku monitoring H+5 Daftar uwmur
petugas akuntansi A pintang/ kartu piutang
menyusun daftar umuar g g pilutang Dafrar
whatang, daltar reklasifikasi reklasifikasi;
salds piutang, daftar Daftar
rekaprtulasi piutang dan rekapitulasi
dafiar saido piutang piutang
Petugas akuntansi Daftar umur G Salinan daftar
mengil'“imka‘n sah’na?} daftar {mgi,m% ?iutang; rekiasi:"ikasi
reklasifilkkasi saldo piutang g B Daftar saldo piutang;
- | M - . - ’
dan dafiar saldo piutang reklasifikasi; Salinan daftar
kepada unit layanan diklat Daftar rekapitulasi saldo piutang
piutang
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PELAKSANA MUTT BAKU
WS EEIATAN PEGAW AY PENGELOLA PETIVGAS EENDA | AKURT HET
(FIHAK X | BARANG {UNIT| GPFERASION HARA ANSE HKELENGHAFPAN WARKTU OUTPUT
TIGA} HEUANGAN) AL
1 |Pegawai atau pihak ketiga e Surat pengajuan fsesuai Surat pengajuan
mengajukan untuk membel | . jadwal yang
atal memanfaatkan aset gy disepakati
dengan pola BSK atau KBS
dan akan diproses sesual
keteninan
2 (Pengelola barang {unit 1 4 Surat penetapan |1 hari Surat penetapan
keuangan) memverifikasi f%— nilai BMN; nilai BMN;
nroses penjuaian maupun i“% - Burat Surat persctujuan
kemitraan ‘f\‘r' perseiujuan memindahan
pemindahan @anganan,
tanganan, Surat perjanjian
Surat perjanjian BKS/ BSK
BKS/ BSK
2 [Bendahara pencrimaan K Surat penetapan Imalks, 1 Nota tagihan
menerbitkan nota tagihan 5 H nilai BMN; hari
kepada pegawal sctiap bulan B Surat setelah
dan kepada pihak ketiga persetujuan MOA
setiap tahun remindahan diterima
TBNEANATI)

L
LIS

Sural perjanjian
BKS/ BSK
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NO REGIATAR (:‘?;E-‘Ejééi&m{% BARANG OPERASIO | BENDAHARA | AR TANSI EELENGRAP WAKTU SUTPUT KT
TIGA) (ONIT YAE, AN
HHHHH KEEUANGAN)

4 |Pegawai/ pihak ketiga ™ Nota tagihan |[paling lambat 2 {Nota
melakukan pembayaran {‘) x 24 jam tagihan
kepada bendahara i setelah
penerimaan sesuai nota ‘éf menerima
tagihan meiahii rekening m tagikan

% !Bendahara penerimaan Mota tagihan lsesual dengan [Nota
menerbithan bkt setor ., dokurmen tagihan
{(kuitansi) M pendukung

R—

6 (Bencahara penerimaan T T =-—--::'.—---g Nota ragihan isestal dengan flanda
menyetor penerimaan ke 5——-—1-'-3 dokumen terima
kas negara dalam bentuk i pendukung dan bukti
S8BP dan dicatat dalam ‘%‘ setoran
kartuy monitoring S5HP O {(kuitansi}
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; ; i
¥ S . i - - S e vt v e e e —_— I%
T-T?»?.’i‘é"&.‘&. '&'p'..v‘ {‘%'E 1 ;—7;?:-1‘-?5-"}_@7 £ET S SERTMWIT VY o i ;
NO ROIATAR PRGAR 4 PERGELOLA | FETUGAS | oo ] aornvmas | ont B RGIAT p—
(PIFAK BER | BARANG (URIT | OPERASID 77 R W ATLT SUTPUE
e A T T A TTC 4 TS sy HARSA 81 AN
(LI HEUANGAN] BAL

e 188BF 77 linaks. 1 jAplikasi SAK
menyerahkan SSEP kepada N hari
' j/ setclah

8 IBendahara penerimaan

]

23

petugas SAK sehagal dasar

perckam dalam aplikasi SAK f £ diterima
@ |Bendshara penerimaan ' Kuitansi: maks. 1 jMonitoring
merekap kuitansi dan nota £ Nota tagihan; thari piutang PNBP
— Duku setelah
+ " 1
N 1 moniioring diterimma
3
i : putang PNEP
4
; i
i £
i
10 Duku 1i+5 Daltar umur

P poniioring CRSNEEITIN

it

dafiar amur piviang, defiac

fot

2
e

} reklasifikasi salde piutang, LIV piutang PNBP Dafear
] - . e e . i E . s
H Gallar yeRapiulast piuiarg, : Fenlasiiines
; dan dafiar saldo piutang g Daftar
& 13
H H relramralasi
LY rexapiiias;
“‘Q’f

Dafiar saido

plutang
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PENGELOLA

NO EHCIATAN r},;ﬁ,;wg; BARANG L&ﬁ‘??j a’:}ﬁ,S BENDA ! MET
(PIAN B CGEERASIC AUWNTANGSI | BEELENGHAFAN WAKTY CPTRUT
TIGA} (UNTT WAL HARA
KEUANGAN)

11 jPetugas akuniansi Salinan daftar o BSalinan
mengirimkan salinan U reklasifikasi dafiar
daftar reklasifikasi saldo H saldo plutang; reklasifika
piutang dan daftar saldo E——-———E@' Salinan daftar si saldo
piutang kepada bendahara . J saldo pivtang piutang;
poenerimaan A Salinan

E:__E daftar saldo
piutang

fle Privges akuntansi o ) ) T Salinan daftar T har Farmulir o
membuat formulir Jurnas 5 E ireklasifikasi Jurnas
Aser bardasarkan salinan T isaldo piutaneg: Aser
daftar reklasifikasi saldo Salinan daitar
PFulang dan dallar saldo saldo putang
piuiang untuk diinput
dalarmn apfikasi SAK

13 Laporan piutang dan ADK Formualir Jurnas (1 hari Laporan
diserahkan kepada y’—'}-f—-m) Aset piutang dan
UUAPPA-W | — ADK
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¢. Piutang Karena Tuntutan Ganti Rugi

PRELARSANS MUTY BAKU
NG HEGIATAR EENDANARA PETUGAS HET
PENCELUARS PEGAT 4F OPERASIONAL AKEINTANST HELENGH APAN WARITY GIFFPUT
1 Bendahara pengelvarav |\ Ty Surat ketetapan sesual jadwal MNota
menerbitian nora tagihan Y TuntBIAan yang teiah ragihan
berdasarkan penetapan e perbendaharaan disepalkati
tuntitan perbendaharaan dan dan ganti rug
ganti rugi sesuai dengan
ketentunn
2 Pegawal melakukan L Noeota tagihan paling lambat 2 1 Nota
rembayaran kepada g Tk 24 jam tagihan
bendahara pe [ . 4 aet
sesual nota E menerima
3 [Bendahara pengeluaran wEr MNota tagmhan sesual dengan [Nota
menerima uang pembayaran E . g dokumen tagihan
sesual nota tagihan et pendulkung
4 |Bendahara Ed : Nota tagihan sesual dengan [Bukn setor
pengeluaranmenerbirkan = 2 dokumen (kuitansi)
ukti setor (kuitansi) St pendukung
g (Pendahara potigel ; Bultl sotor T w29 jaun SERP
menveror penerimaan ke has b {feusitansi), Kar
negara dalam bentuk SSBP g monitoring
dan dicatat dalam kariu ?;,.mmﬁ
monitoring S5BP
& jBendahara pengeluaran s S8BP i hari Aplikasi
menyerahkan SS8P kepada g“"““‘“"“““““"“‘"‘; SAK
petugas SAK sebagad dasar | I
perekaman dalam aplikasi
SAK w7
-]
b e
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ot
pe
4

formulir Jurnas Aset
berdasarkan salinan daftar
reklasifikasi saldo piutang
dan daftar saldo piutang
untuk diinput dalam aplikasi
SAK

reklasifikasi saldo
piutang, Salinan
daftar saldo piutang

WaETU
CPERASIONAL

7 |Bendahara pengeluaran Npta tagihan, Tanda |maks. 1
pembantu merekap kuitansi terima dan bukti hari
dan nota tagihan dalam gsetoran {kuitansi), setelah piutang
buku monitoring piutang Buku monitoring, diterima
dan kartu monitoring Kartu monitoring
piutang PNBP Kerjasama éf' PNBP
Pemanfaatan dan Bangun
Guna Serah/ Bangun Serah
Guna serta, menyerahla
kepada potugas akintansi
sebagai bahan relonsilisasi
piutang

8  {Petugas akintansi Bukn monitoring HAE Daftra umur
menyusun wmur piutang, piutang, Kartu pittang, Daftar
daftar rekiasifikasi saido monitering PNBP reklasifileasi,
piutang, daftar rekapitniasi Daftar
piutang, dan daftar saldo rekapitulasi,
piutang Daftar saldo

piutang

9 iPcrugas akuntansi Salinan daftar H+6 Salinan daitar
mengirimkan salinan daftar reklasifikasi saldo reklasifikasi
ioklasifikasi saldo piutang piutang, Salinan saldo piutang,
dan daftar salde piutang daftar salde piutang Salinan daftar
kepada bendahara saldo phatang
pengeluaran pembantu

10 {Pctugas akuntansi membuat Salinan daftar 1 haxi Formulir

Jurnas Asct
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d.

Piutang Karena Tuntutan Perbendaharaan

MUTY Baly

e HEGIATAN PETUGAS ®ET
BPH BENDAHARA OPETRASIONAL ARUNTANSE KELENGHKAPAN WARTY QUTPUT

1 |Bendahara menerima SKTJM Surat ketetapan sesual jadwal [Nota
atas pemeriksaan yang ?} runtuian yvang telah tagihan
dilakukan oleh BPK n mad perbendaharaan disepakati

dan gani rugi

2 iBendahara pengeluaran/ <k Nota tagihan & paling lambat Nota
penerimaan melalkulkan g SKT.IM 40 hari kerja tagihan
pembayaran ke las Bl seiak SKTIM
nepara/rekening operasional i landatangani

2 (Rendahara A Buled setor 1 x 24 jam sSsSBe
pengeluaran/penerimaan PR, J— (lnzitanail, Kartu
menyelor penerimaan ke kas Emm' % monitoring
nepara/rekening oper:asion:ﬂ
dalam bentuk SSRP dan
dicatal delam kartu
menitoring SSRP

4 Petugas operasional hd SEBP 1 hari Aplikasi
menyerahkan SSBF kepada g z SAK

peiugas SAK sebagai dasar
perekaman dalam aplikasi
SAK
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PRLAKSANA

MUTY BAKU

NG KEGIATAN PETUGAS KET
BEENDAHARA ! PEGAWAZ ARUNTANSI] EELENGHAPAN WAKTU SUTPUT
OPERASIONAL,
5 [|Petugas aluntansi E“‘E Nota tagihan, maks. 1 iBahan
menyusun wmur piutang, 4 Tanda terima dan |[hari rekonsiliasi
daftar reklasifikasi saldo i bukti setoran setelah |piutang
piutang, daftar E___.m____n..g {kuitansi), Buku |diterima SOp
rekapitulasi piutang, dan ¥ monitoring, Kartu
daftar saldo piutang ....._....,......g monitoring PNBP LPJ
Benda
harsa
Peneri
& (Petugas akuntanst Bultu monitoring [H+5 Daftra umur maan
mengirimkan salinan ¥ piutang, Kartu pintang,
daitar rekiasifikasi saldo monitoring PNBP Daftar
piutang dan daftar saido reldasifilasi
piutang kepada bendahara . Daftar
pengeluaran pembantu rekapitulasi
7 1Pctugas akuntansi Salinan daftar 1 hari Fém;ﬁiir
membuat forroulir Jurnas i, rekiasifikasi saldo Jurnas Aset
Aset berdasarkan salinan MHE-W piutang, Salinan

dafiar reklasifikasi saldo
piutang dan daftar saldo
piuntang untuk diinput
dalam aplikasi SAK

daftar saldo
piutang
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P I A I P!
I T

BENDAHARA |

B AE ENGRAFAN WARKTU 3 OUTRUT Kot
1 2 3 8 9 10 11
Menginput data pendapatan dari bagian
1. verifikator dan belanja dari bagian sakpa ke >
Buku Kas Umum
Meminta rekening koran dari BNl dan E E
2 jmencocokkan dengan Buku Kas Umum % E |Rekening Koran
yang dibuat o™
3 iMkrekonsiiiasi LPJ Bendahara dengan KPA LFJ dan Buku
Kas Umum
Tixm e
. \ ST
4 WEI’?KOHS%NHS! LPJ Bendahara dengan LPJ dan Rekering Koran ambat
KPPn
tanggal 10
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- MUTU BAKL KETERANGAN
NG URAIAN FROSEDUR k ! 2
BENDAHARA] KPAFR KPP 3R KELENGKAPAN WAKTU OUTRUT KET
1 2 3 4 7 8 9 10 1
1. IMenginput data SPM dan SP2D ke Silabi E J SPMDAN SF2D
. . . L e
-  1Meminta rekening koran dari BRE dan encocokkan E ot g
Z . L Rakening Koran
dengan Lind yang dibuat et
: LPJ dan Berita Acara
> < Bareriksaan dan
Reknosiliasi Bendahara,
3 IMerekonsifazil PJ Bendaharz dengan KPA ' Buku Kas Umimdan Buku
Perrbantu (LS Bendahere,
Banl, Kas Tunal UPdan
Pajak}
E E LPJ dan Beriia Acara
E # Pemeriksaan dan Rekonsifasi Paiing
4 IWerskonsiliasi LPJ Bendahara dengan KPPN %E,ﬂ.»‘“a Bandahara, Penerimaan vang lambat
dizahkan KPP, Buku Perrbanty tanggat 10
Pajak gan Rekening Koran
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URAIN PROSEDUR

WLTU BAKU

RETERANGAN

BENDAHARA

VERVIKATOR]

KPAIPRC

OPERAROR SHv

KFPN

FiHAK
FEVBUAT
DORUMEN

BRI

KELENGKAPAN

WAKTU

QUTPUT

KET

g

(253

&

11

Meneriva Daflar Honorarium dan Daftar Nominatif
Peralanan dinas, dan Daftar Bayar Lainnya

Baftar Honorarium,
Daftar Norinatil
Periadin, dan Daftar
Bayar Lainnya, SK

2 HARI

Memverifikasi Daftar Honoraium dengan kebenaran,
keabsahan dan data dukung dokuman

Apzbila sudah s2aual make Daftar Mominalif akan
ditendatangani olgh KPA, apablla belum benar akan
dikerrbalikan ke pambuat honor

2 HARE

Batar
Hongorariam,
[ter
Norinatif

fttar pomiayaran yang sudah dimndatangani KPA
ghan dibuatkan Rekap Honorarium, SPT.RM dan 8PP

Pajak Cleh Berdahasa

1]
32

SPT, SSP

G

Setelan lengkap maka akan diserahikan ke PPK untuk
dibuatkan SPP

TDAK

1HAR

Merbuzt SPM oleh operator SPMegrtz
diandatangani dan dingk oleh FPSFM dan diajikan
ke KO

M

W

L

\II

g™

1 HARI

Shd

Apabila SPM disetuju oleh KPPN maka atan
rmandapatian MO SF2D, dan apabila ditolsk KPRY
akan diperbaiki kernbali oleh operalor SPV

g

Setelah mendapat N0.SP20, uang akan masuk
kerekening Bendahara Maksitrel 1 hari

1 HAR

SP2D

Kerrudian Bendahara akean rrenganiil uang dari
Bank dengan menggunakan cek dan dibagikan ke
Fembuat Dokumen

7 HARI
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PELAKSANA

MUTU TAKU

D URAIAN PROSETN R
BENDAHARA KPASPR OFERAROR 5PV PRSPM PPN PHAK KELENGKAPAN WAKTY 1OUTRUT RET
1 2 3 4 5 8 7 KE3 8 g 10 11
i Dokunen kelengkapan
1 conteh SPK,
1 Menarima bukti dan dasar pembayaranphakketigs B o4 4 KONTRAK, KUITARNSI, : ﬁhak Ke 3
NOTA TAGIHAN bisa
.............. | DFTARNOMNATE | rekanan,
pagaw al,
Memverifikasi bukti serta kelengkapan pembayaran FLN. POAM
[} '
2 serta SSPyang dibuat 1 [SSP 1HARL
) - TOAK L
. Mika PBJ dibaw ah Rp 50 juta langsung dibuatkan SPP . 1
“ l{Langsung ke No.5} )
e oAk
o e . i '
Jika SFkonirak diatas Rp 50 juta harus dibuatkan Wi P % .
4 |ADK kontrak metatui aplikasi dan dizjukan ke KPP -3 -~ f % f 1 HARI ;(‘c“‘)‘ N K
uriuk diproses. Apabiia disetujul KPPN langsung 3 NTRA
dibtiat SPP apabila ditolak diperbaik oleh PP kemball
5 ihembuat PP oleh PR dan diserahkan ke operalor
SP YA LA
. \V ) N warese SURURE TR
/A‘% IDAK
..... % - . - .
Merbuat SPM oleh operator SPM seria diandatangan; - FY j'—
- , S5P 1 HARE
®  laan dinje oleh PPSPM dan diajukan ks KPP T &V SP, S5 SPM
Apabiia SPIV diseluui oleh KPPN maka akan o ' \L YA
mandapatkan NO.SP2D), dan apabila ditolak KPPN akan
7 jdiperbaiki keribali oleh operator SPM 2 HAR  1SPPD
' Setelah mendapat No. SF2D, vang akan miasuk I o
8 jkerekening pihak ke 3 maksimal 3 hari kerja setelah
No.$P2d didapat
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SOP Uang Persediaan Bendahara

PELAKSANA MUTU BAKL
O URAIAN PROSEDUR FHAK
BENDAHARA {KPAPPK  JOPERARCR SPM [PPSAM KPR PEMBUAT B8R |KELENGKAPAN  {WAKTU [OUTRUT KET
DORUMEN

1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11

Menerima Daflar Honorarium dan Daflar Nominatf oAk o N :::w::::!l?::\asurat
1 [|Perjafanan dinas, dan Daftar Bayar Lainnya dan ghan, 1 HARL

mnt pembayaran yang
menweriftikest kebenarannya sah
i i 3 inch 4

2 Menginput Kuitansi, dan Dafiar Rincian Pembayaran SSP (spebila adal HKUTANSE

melaiui aplikasi SLAB!

3 [ke P untuk dinput Surat Ferintah Bayar {SFBy) SFRy dan 5PP
N N TiAK
Merbuat SFM oleh operator SRV serla "L \r

4 |diendatangant dan diinjsk oleh PPSPM dan diajukan X 1HARE  {SPu
ke KPPN ~f}_) 7
Apabia SPMdiselujuiolsh KPP makaaken ] T

5 {mendapatian NO.SF2D, dan apabila ditolak KPPN 1HAR  |SP2D
akan diperbalki ermbali oleh operator SPM
Selelah mendapat No.SP2D, uang akan masuk

6 kerekening Bendshara Maksimal 1 harf

Ditetapkan di Jakarta
) ) ) pada tanggal 19 MEI 2016
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KHPALA BIRD HUKUM, MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
: ttd.
"

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c) IGNASIUS JONAN
NIP. 19620620 198903 2 001

www.regulasip.com





